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Aktualisasi Pera:uran Bank Indonesia dalam Pembangunan 
Ekonomi Nasional 

Penulisan Tesis ini mengunakan metode penelitian hukum normatif 
dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan t<m<ier, serta hasil 
wawancara dengan nara sumber. Fokus penelitian pada permasalahan mengenai 
perneouban UllSUf hukum dari Peraturao Bank Indonesia untuk menjadi sumbor 
hukum sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi pengaturan (regulatory function) 
Bank Indonesia, dan bagahnana mengaktualisasikannya sebagai salah satu sarana 
hukum yang efektif dalam aktivitas pembangunan ekonorni nasional. 
Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan 
secara desktiptif analitis. 

Secara konstitusional, pnnslp pembar.g'Jn:m ekoxmi nasional 
dilaksanakan d•lam kerangka demobasi ekonomi. Namun dalam 
perkembangannya, kegiatan tersebut berlangsung dalam sistem mekanisme pasar 
(market mechanism) yang tidak hanya bersif.rt terbuka, tetapi semakin teritegrasi 
dengan akonomi dan pasar global. Apapun sistern pasar yeng diterapkan, 
pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasamya bertujuan untuk mencapai 
kernakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distrtbusi 
pendapatan yang merata, yang di Indonesia dimakaudkan untuk terciptanya 
kesejahleraan masyarakat (»e!fare stale). Dari segi kebijakan hukum (legal 
policy), sistem hukum yang dianut Indonesia berafiliasi pada tipe civil law dimana 
hukum yang berlaku mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai 
dasamya. Sistern hukum seperti ini, menuntut lembaga negara dan badan hukum 
publik, terutama pemerintah untuk berperan secara efektif dalam berbagai aspek 
pernbangunan nasional, terrnasuk pembangunan ekonomi, karena the rapid 
economic development sought by Third World countries lVOuld required an 
effective legal framework. 

Setelah diteliti. Peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu peraturan 
perundang-undangan Indonesia yang menjadi sumber hukum positif dan efektif 
untuk diberdayakan olch Bank lndonesia sebagai salah satu sarana dalam 
pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. 

KataKunci: 

Peraturan Bank Indonesia, Aktualisasi, dan Pembangunan Ekonomi Nasi anal 
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ABSTRACT 

Name Amsal Chandra Appy 
Study Program : Pascasatjana Fakultas Hokum UI 
Title Actualization of Regulation of Bank Indonesia in National 

Economic Development 

This thesis uses normative legal research method by using primary, 
secondary, and thind legal materials and interview witb a source person. The 
research fucused on the fulfillment of legal aspects of the Regulation of Bank 
Indonesia to be a law resource as an implementation ofthe regulatory function of 
Bank ludonesia. Therefore, how to be actualized it as an effective legal tool in the 
activities of national economic development. These issues are analyzing by 
quantitative approach and preserve by descriptive analysis. 

Constitutionally, the national economic development is conducted in 
:frame of economy democracy. In fact, tbat economic activities is run in the marl<et 
mechanism system, that of not only openness, but also tenda to be more integrated 
wfth tlle global matket aud economy. Wbat ever tho matket s}'l'tem is applioo in a 
state, the aim of the economy development is always focuses on people's wealthy 
by a high economic growth and flattening income distnbutions that of in 
Indonesia is promulgated to achieve a welfare state. From the legal policy 
perSpective, the legal systemoflndonesia is affiliated to civil law where the law is 
prioritized the rule as a base. This legal system needs an effective participation of 
all state organs especially from government in any aspect of national development 
including economic development because "the rapid economic development 
sought by Third World countries would require an effective legal framework". 

The conclusion of this research that the Regulation of Bank Indonesia is 
one of the regulation in Indonesia as an effective and positive legal resource that 
can be uses by Bank Indone.o;ia as a tool in the implementation of national 
economic development. 

KeyWords: 
Regulation of Bank Indonesia; Actualization~ and National Economic 
Development. 
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l. l La tar Belakang 

BABl 

PENDAHULUAN 

Dalam perekonomian yang menerapkan sistem mek:anisme pasar (market 

mechanism) yang tidak hanya bersifat terouka, tetapi juga semakin terintegrasi 

dengan perekonomian global, urgensi dari keberadaan dan peran pemerintab 

didalamnya, sampai saat ini masih terns dipertanyakan. Bahkan lroum liberal 

mengemukakan b.ahwa dengan adanya kesamaan dasar antara kepentingan nasional 

dan kosmopcolitan dalam pasar bebas, negara selayaknya tidak campur tangan dalam 

transaksi-transaksi ekonomi yang melewati batas-batas: nasionaL1 Pandat:~gan tersebut 

dtdasarkan pa:da teori ekonomi khususnya tentang harga yang dikembangkan oleh 

Adam Smith antara lain bahwa harga ditentukan oleh pes..- itu sendiri sehingga tidak 

perJu ada peraturan yang menetepkan harga produk tertentu.2 

Apapun sistem pasar yang diterapkan, pembangunan ekonomi sebuah negarn 

pada dasamya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyaraket melalui 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. 

Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercipta melaiui bekerjanya 

pasar secara efisien. Mekanlsme pasar akan bekerja seem-a efisien apabila tersedia 

tata aturan dan hukurn-hukum pasar yang dilaksanakan dengan haik. Demikian 

halnya dengan bank sentral yang menetapkan kebijakan rm:meter, sebagai salah satu 

elemen kehijakan rnakroekonomi, mempunyai peranan penting dalam penciptaan 

kondisi bagi bekerjanya rnekanisme pasar yang efisien.3 

1 T. M\llya tubis dan Richard M. Buxman, ed., Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara 
Berkemha11g, Jak;;~rta: Yayasan Obor lndonesia, 1986, him. 20. 

1 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Ncgara Hukum dan Perlimlungan KonS«men. Jakarta: 
Pe!angi Ccndekia, 2007, hlm. 39-40. 

1 Burhanuddin Abdullah, "Jaian Menuju Srabilitas: Menmpai Pembarrgum:m Ekonc..ni 
Berkelan}titan", LP3ES, Jakarta. Januan 2006. 

1 Universita$ Indonesia -
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Menurut Karst, pasar memegang peranan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi, dan hukum adalah unsur esensial untuk menciptakan dan memelihara pasar. 

Bahkan dikemukakan lebih lanjut bahwa ketika penelitian ekonomi 

mengenyampingkan hukum sebagai faktor utama dari masyarak.at, maka penelitian 

tersebut telah meninggalk:an pelajaran tentang hukum dan pembangunan.4 Dalam 

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, selanjutnya 

disebut UU BI, dik:emukakan bahwa dalam pembangunan nasional Indonesia, 

terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia Salah satu 

penyebabnya adalah kurang memadainya perangkat hukum dan lemahnya penegakan 

hukum sehingga banyak terjadi distors~ antara lain dengan terjadinya penyimpangan 

dari praktek ekonomi pasar yang mengakibatkan semakin lemahnya fondasi 

perekonomian nasional. 5 

Di- negara-negara sedang berkemb<ing, khususnya Indonesia, peranan 

eksekutif dalam pembangunan ekonomi merupakan atribusi penting, bukan dalam 

fungsinya sebagai •polisi pengatur lalu lintas kehidupan sosial', melainkan sebagai 

penggerak: dan pelaku. pembangunan. 6 Sejalan dengan pendapat Prof. Satjipto 

Rahardjo tersebut, Prof Mochtar Kusumaatmadja mengemukak:an bahwa 

perkembangan dan pembaharuan termasuk perkembangan masyarakat di suatu negara 

yang sedang berkembang, dipelopori oleh pemerintah. Dalam peran ini, hukum 

4 David M. Trubek, "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and 
Development" The Yale Law Journal, volume 82, Number 1, November 1972. 

'Lihat Bah I alinia pertama Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 (UU BI), Direlctorat Hukum Bank Indonesia, 
Jakarta 2005, him. 48. Dalam Penjelasan Umum t~but dikemukakan mengenai keberhasilan yang 
telah dicapai dari pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan 
suatu masyarnkal adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, diakui 
masih terdapat kelemahan-kelemahan yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain 
dari segi perangkat dan penegakan hukum. Kelemahan tersebut be:rdampak pada penyimpangan dari 
praktek ekonomi pasar yang pada akhimya melemahkan fondasi perekonomian nasional. Hal tersebut 
antar lain melatarbelakangi dikeluarkannya UU BI sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1968 tentang 
Bank Sentral. 

6 Satjipto Rahardjo, "Pennasalahan Hukum di b1donesia", Pusat Studi Hukum dan Masyarakat 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Alumni, Bandung 1978, hlm. 29-30. 

Univeritas Indonesia 
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memegang penman dalam segala tindakan pemerintah yang akan berwujud undang

undang, peraturan dan ketentuan-ketentuan Iainnya. 7 

Dalam orasi ilmiahnya, Prot: Erman Radjagukguk mengemukakan bahwa dari 

berbagai studi tentang bubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan 

bahwa pernbangunan ekonomi tidak akan berhasii tanpa pembaruan hukum. 

Dikemukakan lebih Ianjut bahwa memperkuat institusi-institusi hukum antara lain 

adalah 'Precondition ·for economic change". 8 Menurut Posner sebagaimana 

dikemukakan oieh Prof Hikmahanto Juwana dalam bukunya Bunga Rampai Hukum 

Ekonomi dan Hukum Internasiona~ berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai 

(value), kegunaan (utility), dan efisiensi (e.fficien<y)! 

Sebagai orientasi pemikiran dalam meneliti dan memahami lebih lanjut 

tentang adanya hubungan antara bukum dan pembangumm eko:oomi, Prof. Sri 

Redjeki Hartono berpeodapat bahwa secara umum, perbuatan-perbuatan dibidaog 

ekonomi merupakan perbuatan hukum yang bersifat netral> atau dengan kata lain 

bahwa perbuatan~perbuatan hukum yang teijadi pada bidang ekonomi rnerupakan 

perbuatan hukum yang menganduog niJai-niiai netraJ. Meskipun demikian, perbuatan 

hukum tersebut tidak berarti bebas nilai sama sekali karena harus tetap bertumpu 

peda rasa keadilan yang wajar mengingat kegiatan,kegiatao ter:sahut tidak buleh 

merugikan siapapun. w 

Dalam konteks konstitusi Indonesia, hubungan antara perekonornian nasional 

yang diselenggarakan berda:sar atas demok.rasi ekonom~ dan bahwa setiap orang 

berhak atas jaminan dan kepastian hukum yang adil, maka pembangunan ekonorni 

1 Mochtar Kusumaatmadja, "Fungs_i dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasianar, 
Lembaga Penclitlan Hukum dan Kliminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dledarkan 
oleh PenerbilBinacipta, hfm. ln. 

8 Erman Radjagukguk, Pemnan Hul:um di brdoncsi(l ; Menjaga Persatuan, Memulihkon Ekonomi 
dan Memperluas Kesejahtcraan Sosial, disampaikan dalam rnngka Dies Natal is dan PeringaiJln Tahun 
Emas Universitas Jn&:mesia (1950~2000), Kampus UI·Depok, 5 Februari 2000, ftlm. L 

9 Richard A. Posner dalam Hikmahanto Juwana, B11nga Rampai Hukum Ekonomi dan Huhtm 
Jn/ernasional, Lentera Hali, Jakarta, 2002, him. 3, 

10 Sri Redjeki Hartono, H11.la.1m Ekonomi Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, him. 
44. 
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nasional hams dapat diselenggarakan dalam suatu kerangka hukum yllllg mampu 

menjanrin terciptanya demokrasi ekonomi ternebut. 11 Ini juga berarti bahwa sistem 

perekonomian tidak boleh meninggalkan atau menaflkan keberadaan negara 

Indonesia sebagai negarn hukum yang dalam hubungan kebidupan kenegaraannya 

senantiasa berorientasi pada rule of law. 

Pembahasan tentang hubungan hukum dan pemhangunan ekonomi berarti 

juga melakukan kajian terhadap pelaku elconomi Pelaku ekonomi adalah setiap 

subyek yang melakukan kegiatan ekonomi 12 Subyek yang dimaksud dapat meliputi 

orang perorangan, kumpulan orang~ organisasi ek:onomi, korporasi, atau badan usaha 

apapun yang dapat mempunyai kegiatan tunggal atau lebih dari satu kegiatan. 13 

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tcntang Sistem 

Pere.rn::anaan Pembangun:w Nasional dinyatskan antara lain bahwa perencanaan 

pembangunan nasional mencakup semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua 

bidang kehidupan dalam wilayah Ncgara Republik Indonesia. I< loi beiarti bahwa 

pemerintah eksis dan berperan :secara aktif dalam perekonomian nasional, khususnya 

pembangunan ekonomi, serta eksis dan berperan dalam penciptaan dan penegakan 

hukum sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Adapun 

menurot Prof Satya Arinanto, dalam tradisi lama, terdapat 3 (tiga) aktor dalam 

pembangunan yaitu masyarakat, negara, dan sektor swasta. Kemudian, setelah perang 

dunia kedua, rnuncul lagi pelaku barn dalam pembangunan yaitu organisasi 

intemasional seperti World Bank, International Monetary F!ind (IMF), dan Inter-

11 Lihat dan bandingkan Pasal 33 ayat(4) dan Pasai28D ayat(l} UUD 1945, 
12 Sri Redjeki Hartono, op. cit, him. 96. 
IJ ibid. 
14 Ketenruan Pasa! 3 ayat (l) UU No. 25 Tahun 2004 tentang S!stem Perencanll<ln Pembomgonan 

Naslooal lebih dirnakusudkan untuk mcngatur tentang c.akupan perencanaan pembangunan nasionat 
Dlllhat dari segi cakupan petet1canaan yaitu semua bidang kehidupan dalam wilayab negam Republik 
lndonesia dan mencai.."Up seluruh fungsi pemerintahan, maka funr;;:i atau peran pemcrintah sebagai 
bag!an dari pcmerintahan Negarn menjadi jclas sebagai bagian dari peUUcu pembangvnan yang dalam 
hal in! adalah pembangunan ekonomi. 
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Governmental Group on Indonesia (IGGI), dimana dalam hubungan antar palaku 

ekonomi tmebut, terdapat ruang politik. 15 

Berdasarkan konstitusi dan undang-undang, Bank Indonesia adalah lembaga 

negara yang independen dan berada di luar pemerintah ( eksekutif). Namun demik.ian, 

undang-undang menetapkan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah melalui pengendalain harga (inflasi) dan nilai tukar (kurs). 16 

Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi 

yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, 

ketidakstabilan inflasi dan leurs rupiah menyebabkan dunia usaha dan para pelaku 

ekonomi akan mengalami kesulitan dalam menyusun perencan.aan usahanya Pada 

akhimya, hal ini akan mengakibatkan fluktuasi perkembangan ekonomi secara 

keseluruhan yang berak:ibat buruk pada kesejahteraan masyarakat. 17 

Untuk. mencapai tujuan dan melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia diberi 

wewenang oleh undang-undang (UU BI) untuk mengeluarkan Peraturan Bank 

Indonesia, selanjutnya disebut PBI, yang merupakan ketentuan huh.-um yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat 

dalam Lembaran Negara Republik: Indonesia. 18 Namun demik:ian, UU No. 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur dengan 

jelas kedudukan PBI dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. 

Kedudukan Bank Indonesia yang independen dari pemerintah (eksekutif) 

tetapi mt::miliki peran strategis dalam pembangunan ekonorni nasional, dan adanya 

kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan PBI tetapi belumjelas kedudukannya 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, berpotensi menimbulkan 

15 Satya Arinanto, "Con.~titutional Law and democratization in Indonesia", Faculty of law of 
University of Indonesia, 2000, p. 4041. 

16 Lihat Pasal 230 UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, UU Nomor 23 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004. 

17 Perry Warjiyo, "Bank Indonesia-Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuali Pengantar", Bank 
Indonesia- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004. 

18 Republik Indonesia, Undon8-Undang tenlang Bank Jndo/ie.sia, UU Nomor 23 Tahun 1999, LN 
Nomor 66 Tahun 1999, TLN Nomor 3843 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 
2004, LN Nomor7 Tahun 2004, TLN Nomor4357 (UU BI), Pasal 1 angka 8. 
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roasalah dalam pelaksammnnya. Sementara itu, karena amanat pembentukan dan 

keberadaannya ditribusikan langsung oleh undang-undang, PBI meropalum per:aturan 

pelaksanaan dari undang-undang atau sebagai delegaled legislation, Pennasalahan 

tersebut dapat timbul baik dari segi mekanisme maupun subatansi materi PBI yang 

dikeluarl<an oleh Bank lodonesia daimn kerangka pembangunan ekunomi nasiona~ 

maupUJl dari bentuk dan kedudukan PBI itu sendiri sebagai sub sistem dari peraturan 

perundang-undangan Indonesia. 

l'erma<alahan ternebut di alas adalah : perwma, berdasarlcan Pasal 4 ayat (2) 

UU Bl, Bank Iudunesia adalah lembaga negara yang independen daimn 

melaksanalum tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah 

( eksekutif) danlatau piltak lain. 19 Di satu sis~ Pemerintah memegang penman penting 

dan utama serta memiliki kewenangan penuh dalam menentukan dan menetapkan 

arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional Dengan demikian, Pemerintah 

memiliki otoritas Jlenuh dalam rnenentukan faktor·faktor ekonomi, 'baik inikn) 

maupun makro seperti pert.umbuhan ekonomi, tingkat inflas~ dan perluasan 

kesempatan kerja terma.suk pemerataan pembangunan dan hasH-hasilnya. Di si.si lain. 

Bank Indonesia mempunyai tujuan "mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah", Adapun yang dimaksnd deegan kestahilan nilai rupiah adalab kestabilan nilai 

rupiah terbadap barang dan jasa yang diukur deegan atau tercormin dari 

perkembangan laju inflasi, dan kestabilan niiai rupiah terhadap mata uang negara lain 

yang diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata 

uang negara Jain. 20 

Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung perkembangan 

ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan 

harga-ha.rga {inflasi} yang tinggi dan terus-menerus akan m~nurunkan daya beH 

masyarakat, khususnya yang mempunyai pendapatan tetap~ sehingga tingkat 

kesejahteraarmya tkan menurun. Demikian juga jika nifai tukar rupiah terus 

19 Ibid, Pasa14 ayat (2), 
10 Ibid, Pasal 7. 
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melemah, mesk.ipun mungkin dapat meningk:atkan pendapatan neto dari perdagangan 

luar negeri, akan meningkatkan harga-harga di dalam negeri, khususnya barang dan 

jasa yang harus diimpor dari luar negeri. Lebih dari itu, ketidak:stabilan inflasi dan 

leurs rupiah menyebabkan dunia usaha dan para pelaku ekonomi ak:an mengalami 

kesulitan dalam menyusun perencanaan usabanya. Pada akhirnya hal ini akan 

mengakibatkan fluktuasi perkembangan ekonomi secara keseluruhan yang berakibat 

buruk pada kesejahteraan masyarakat.21 

Dilihat dari konfigurasi ketatanegaraan, kedudukan Bank Indonesia bersifat 

unik karena berada di luar struktur pemerintah dan tidak dapat dianggap sejajar 

dengan lembaga negara seperti DPR, MA, BPK, maupun Presiden, tetapi juga tidak 

mungkin disejajarkan dengan departemen yang berada dalam lingkup pemerintahan. 

Dengan demlkian posisi Bank Indonesia dapat lepas dari campur tangan pemerintah 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya, sebingga harapan 

untuk menjadi Bank Sentral yang kuat dan independEm serta bertanggungjawab dapat 

terealisasi. 22 

Jika pelak:sanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia tersebut di atas 

diwujudkan antarn lain melalui penerbitan PBI (hukum), maka perlu dikemukakan 

basil studi literatur hukum dan pembangunan yang dilakukan oleh Burg, bahwa 

terdapat 5 (lima) hal yang terkandung dalam hukum untuk menciptakan suasana 

kondusif dalam pembangunan yaitu (i) stability; (ii) predictability; (iii) fairness; (iv) 

education; dan (v) the special development abilities of the lawyer.23 Menurut Prof 

Erman Radjagukguk dalam kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi 

untuk Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester genap 

tahun 2007, dari kelima unsur yang dikemukakan oleh Burg tersebut di atas, 

21 Perry Warjiyo, "Bank Indonesia-Bank Sentral Republik indonesia : Sebuah Pengantar", Bank 
Indonesia- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004. 

22 Hendrn Nurtjahjo, Mustafa Fakhri, Fitra Arsil, "Eksistensi BankSentral Do/am Konstitusi 
Berbagai Negara", Pusat Studi Hukum Tata Negara Faku!tas Hukum Universitas Indonesia, 2002, 
him. 3. 

23 Leonard J. Theberg, "Low and Economic Devdopment", Journal of Intemslional Law and 
Policy, Vol. 9:231, page 235. 
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diperlukan adanya 3 (tiga) unsur sebagai prasyarat bagi sistem ekonomi (Indonesia) 

untuk dapat berfungsi dengan baik yaitu unsur stability, predictabilizy, dan faif7UJSS 

karena tidak ada suatu masyarakat yang dapat menjadi dewasa taapa adanya suatu 

kerangka hukum yang dapat menjamin dipenuhinya prasyarat tetsebut. 

Keberadaan Pemerinteb dan Bauk Indonesia yeng kaduanya merapunyai 

peran. tugas, dan tanggungjaweb dalam pembanganan ekonomi nasional, 

membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi yang tepat agar "dikotomi" dari kedua 

unsur pelaksana pembanganan ekonomi le!:Sebut dapat dihindari dan untuk betsinergi 

dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan bersama. Sebubungan 

dengan itu, salah satu agenda menlngkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

tereantum dalarn Bagian I larnpiran Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2QQ5 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 adalah 

"peningkatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Pernerintah dan Bank 

J_ndonesia dengan letap rnenjaga pertm masing-masing?' Koordinasi dan sin:k:ionisasi 

tersebut barns dilakukan dalrun koridor hukum yang jelas sehingga lidak 

menimhulkan bent'..tran kepeotingan (conflict of interest) dan tumpang tindih 

(overlap) yang apabila tidak berada dalam konstruksi yeng sesuai, justru dapat 

menjadi kontraproduktif bagi pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, 

keberadaan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Bank Indonesia, tennasuk 

lembaga non-pemerintahan, dapat diposisikan secara tepat sebagai bagian dari 

pelaksana pembangunan ekonomi nasional dan agar kedudukan dan pcrannya tidak 

dipersepsikan secara marjinal. 

Kedua, dalarn Pasal 4 ayat (3) UU BI dinyatakan antara lain bahwa Bank 

Indonesia adalah bauk sentral Republik Indonesia dan badan hukum publik yang 

benvenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas 

kewenengannya." PBI adalah salah satu sarona (a tool) yang digunakan oleb Bauk 

Indonesia untuk mencapai tujcan dan melaksanakan tugasnya dibidang moneter~ 

2~ Lihat Lampirnn Peraturan Presiden No.? Tahun 2005, Bagian IJ,Illm. 16. 
25 Ibid. 
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perbankan, dan sistem pembayaran nasional. Tujuan dan tugas tersebut adaloh bagian 

integral dalam rangka pelakaanaan pembangunan ekonomi nasional Pelakaanaan 

peran Bank lndoneala daban pembangunan ekonomi nasional tersebut adaloh bagian 

d.n fungsi pengaturan (regulatmy fonction) Bank Indonesia. 

Sementara itu, menurul UU No. lO Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, PBI (termasek peraturan yang dikeluarkan oleh 

lembaga lainnya seperti Majelis Permusyawaratan Rekyat, Mahkamah Agung, Bndan 

Pemerikaa Keuengan, dan Mahkamah Konstitusi), tidak ditegaskan kedudukannya 

dalam hierarki pemturan perundang-undangan Indonesia. Walaupun UU No. 10 

Tahun 2004 mengakui kebemdaan PBI sebagai bagian dari peraturan perundang

undangan Indonesia, namun dalam Pasal 7 ayat (5) undang-undang tersebut 

dftetapkan bahwa PBI tidak boleh hertentangan dengan hierarki peratunm peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dimaksud yaitu 

UUD 1945, Undang-UndangtPerpu, Peraturan Pernerintah, Peraturan Presiden, dan 

Peraturan Daerah. Dengan rumusan ketentuan Pasal 7 ayat (5) tersebut, maka dapat 

diartikan bal1wa setiap PBI harus tunduk dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah., 

Peraturan Presiden, bahkan Peraturan Daerah, sementam secara substansial, materi 

yang diatur dalam PBI tidak akan menyentuh materi-materi yang seharusnya diatur 

dalam keiiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut, demikian juga sebalik:nya. 

Kondisi ini juga mendapat perhatian dalam pembahasan ini untuk seoptimal mungk:in 

dapat memberikan kejelasan dan ketegasan tentang keberadaan Pemerintah dan Bank 

Indonesia dengan status kelembagaan yang berbeda tetapi dengan orientasi dan hasH 

pengaturan yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Burg "the rapid economic development sought by Third World 

countries lt'Ould required an effictive legal framev..vrk".u. Agar pelaksanaan 

regulatory function Bank Indonesia sebagai wujud peran Bank Indonesia dalam 

2t. Burg, "Law and DevelopmeM: A Revfew tif che Literamre & a Critique of Sc!mlars in Self
E:sfJ"angement", 2,5 Am. J. Comp. L 492.495 (1977). quOled by Leonard J. Theberge in Law and 
Economic D(;!W!}opment, faculty Comment adopted from an address delivered before the Chinese 
Society of Comparative Law irt Taiwan. February 1991. 

Univerltas Indonesia 



10 

pembangunan elronomi nasional memperoleh kejelasan dan tidak hertenlangan 

dengan bierarti peraturan perundang-undangan Indonesia, serta untuk merealisssikan 

pendep!rt Burg lersehet di alas, perlu pendalaman lebih jauh lenlang hierarki 

peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut di atas dikaitkan deDgan asas-asas 

lndrum yang berlaku seperti petaturan perundang-undangan yang lebih rendah tidek 

boleh hertentangan dengan petaturan perundang-undangan yang lehih tingg~ dan 

untuk suatu materi pongaturan yang sama, pernturan yang hersifat kbusus diutamakan 

peleksanaanya dari peraturan yang bersifat umum. lsu utama dari potensi 

permssalahan kedua lersebul di alas ialah bagaimana kedudahan PBllersobut dalam 

struktur sistem hukum nasional menurut hierarki peratura.n perundang-undangan 

Indonesia, khususnya ditinjau dari segi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank 

Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Ketiga, sebagai manifestasi dari fungsi pengaturan (regulatory jitnction) yang 

dimilild oleb Baek Indonesia untuk monetapfan PBl sebagai bagian dari 

pembangunan hukum nasional yang antara lain mencerminkan rasa keadilan, 

rnenciptakan dan menjamin stabilitas, rnemperkuat sistem huku~ dan menghindari 

risiko-risiko pengaturan yang tidek diinginkan, maka PBI barns sejalan dengan asas

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berJaku. Termasuk materi 

muatannya, harus memperhatikan asas-asas materi muatan peraturan perundang

undangan yang berlaku berdasarkan tugas dan wewengan Bank Indonesia. Hal ini 

menjadi sangat penting agar Bank Indonesia dapat mela.ksanak:an p:erannya dengan 

ooik dalam pembangnnan elronomi nasional dengan menggunakan PB! (bulrom) 

sebagai sarana utamanya, Pentingnya hal tersebut di atas~ sejalan dengan pernyataan 

Theberge bahwa: 27 

"lawmakers must be on guard to ensure that their laws are consistent 'With the 
needs and background of their constituents. (f the law does not stay within 
these bounds, it may run so far ahead of its people as to lose its meaning", 

v leonard J.Theberge,.op. cfl. 
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Pernyataan Theberge tersebut di atas sejalan dengan fonnulasi yang kemukakan oleh 

Max Weber dalom rangka pembangunan (industri Eropa) bahwa "consistency and 

reinforcement of norms provided by the law were essential elements" ?8 

Dalam satu kesatuan lingkungan bisnis (business entity), bangunan ekonomi, 

sistem politik, sistem keuangan dan praktek usaha adalah faktor-falctor penting yang 

berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Meskipun ada faktor-faktor yang berada 

di luar jangkauan dan kontrol otoritas moneter yang dapat menghambat bangunan 

landa.san sistem keuangan serta sulit dikendalikan, sebuah sistem yang baik dan sehat 

akan tetap kokoh dan menjadi syarat untuk menghadapi keadaan sesulit apapun. 

Faktor tersebut antara lain kebijakan pemerintah, sistem politik, dinamika ekonomi 

dunia, dan sebagainya yang selalu berubah dan tidak dapat diatur menurut keinginan 

sistem ekonomi. 29 Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan kreativitas dan 

inovasi yang sangat efektif karena tujuannya sudah mapan dan jelas, yaitu 

keuntuogan ekonomi. 30 MeskipuD. demiktan, kreativitas di "bidang ekonomi peflu 

diberi rambu-rambu agar tetap aman bagi tata kehidupan manusia. 31 

Menurut Hendra Nurtjahjo dkk., dilihat dari aspek keduduk.an Bank Indonesia 

dalam struk:tur ketatanegaraan Republik Indonesia, hubungan Bank Indonesia dengan 

Presiden (pemerintah) adalah hubungan "koordinatif' dan bukan merupak.an 

hubungan "sub-ordinatif' yang bersifat komando. Selanjutnya dikemukakan bahwa 

secara teoritis, Bank Indonesia tetap merupak.an bagian dalam lingle-up kerja lembaga 

eksekuti~ namun tidak ada garis komando langsung (no chain of command) antara 

Presiden dengan Bank Indonesia melainkan hanya hubungan koordinatif dalam 

kebijakan keuangan negara yang menyangkut moneter. Sebagai konsekuensi dari 

kedudukan Bank Indonesia yang tidak sejajar dengan Presiden, maka dalam hal 

ketentuan normatif perundang-undangan, kedudukan PBI tidak sejajar dengan 

28 Ibid. 
29 Sri Redjeki Hartono, op. cit, him. 7. 
:lO Ibid, him. 21. 
ll Ibid. 
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Peraturan Pemerintah (PP), dimana PBI dapat lahlr dari UU maupun dari PP. 32 

Pendapat Hendm Nurtjahjo dkk. tornebut, juga akan menjadi bagian dari obyak kajian 

dalam penelitian ini. 

Oleh karooa itu, Bank Indonesia sahagai lernbaga nagam yang diberi amanat 

olen konstitusi untak berperan sebagai bank sentral serta memiliki fungsi pOJJgaturon 

(regulatory fo11Ction) dalam rangka pelaksanaan tugasnya maka, sebagai bagian dari 

sistem hulrum, PBI yang dikeluarkannya harus sinkron dan honnonis dengan sistem 

huk:u!D. Indonesia dan sistem hukum nasional agar dapat dialdtualisasikan dalam 

pembangunan ekonomi (nasional) Indonesia. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan Jatar belakong yang diuraikan di tas dan untuk mel!'.:fukoskan 

pembahas~n pada topik "'Akttlil!isasi Peru.turac B:m.k Indonesi:1 daiam Pembgngunan 

Ekonomi N .. ional", maka bebcrapa permasalaben yang akan diuraikan lebih lanjut 

sebagai orientasi penulisan ini adalah : 

L Apakah PBI memenuhi unsur sebagai hukum dan dapat menjadi sumber hukum 

yang merupakan bagian dari sisteni bekom nasional dan sebagai wujud dari 

pelaksanaan fungsi pengaturan (regulatory function) Bank Indonesia? 

2. Bagaimana mengak:t\lalis.asik:an PBI sebagai salah satu sarana agar dapat 

berfungsi dan diberdayakan sebagai hukum yang efektif dalam aktivita.o:, 

pembangunan ekonorni nasional? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan pcrmasalahan sebagaimana diuraikan di atas 

serta dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan beropa penelusuran atau 

12 Hendra Nurtjahjo, op. cit, him. 79-90. 
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penelaahan baban pustaka yang siap pakai maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penetit!an hukum dan penulisan inl adalab : 

I. Untuk mernperoleh kejelasan peran dan kedudukan Bauk Indonesia yang 

independen dari pemerintab (eksekutif) tetapi merniliki landasan konstitusional 

(huk:um) dan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. 

2. Untuk mernperoleh funnulasi dan konstruksi yang tepat bagi Bauk Indonesia 

dalam membertlayakan bukum (PBI) sebagai sarana untuk berperan dalam 

pelaksanaan pembangunan ukonnrni nasinnal = dengan kedudukannya 

sebagai lembaga nagara dan bauk sentral negara Republik Indonesia dan untuk 

mendnkung pembangunan nasional. 

3. Mengintegrasikan fungsi pengaturan (regula/I:Jry fonctinn) Bauk Indonesia 

dengan sistem dan kebijakan bukum Indonesia dalam rangka implementasi peran 

konstitl!~ional Bank Indonesia dalarn pembangunan ekonomi na;rionaL 

1.4 Keguna3n Penulisan 

Penelitian yang dilakukan tentang Aktuali£asi Peraturan Bank Indonesia 

dalam Pem.bangunan Ekonomi Nasional ini, diharapkan dapat memberik:an 

sumbangan pemikiran sebagai bcrikut: 

L Secara teoritis dapat memberikan gambaran dan pemahaman :secara 

kumprebensif mengenai PBl sebagai salah satu sarana (hukum) yang digunakan 

oleh Bank Indonesia untuk berperan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi 

Indonesia. 

2. s~ara praktis, basil penehtian ini dapat digunakan sebagai tnasukan dan 

referensi bagi pihak-pihak yang teckait dalarn menyikapi PBI sebagai salah satu 

sumbe: hukum yang mempuilyai kekuatan mengikat secara luas. agar 

pelaksannan pembangunan ekonomi yang terkait dengan kewenangan 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dapat ter1aksana dengan bailc dengan 
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menggunak:an hukum tersebut sebagai salah satu bagian dan cara dari upaya 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunak:an dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai 

bahan/referensi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.33 

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan 

cara melakukan inventarisasi dan analisis terhadap bahan-bahan pustaka yang 

dijadikan referensi dalam penelitian ini. 

Adapun bahan-bahan hukum yang d[pergunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini, dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:34 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang

undangan dan produk-produk hukum lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan judul penelitiaiL 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan isinya tidak mecgikat, berupa penjelasan terhadap bahan

bahan hukum primer, misalnya buku, majalah, makalah, dan artikel yang 

berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat para pakar hukum. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, 

kamus Perbankan, kamus hukum, ensiklopedia, B/ak's Law Dictionary, dan lain

lain. 

33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pcnelilian Hukum Nonnalif. Sua/au Tinjauan Singkat. 
J>.~karta: PT. Rajagralindo Persada, 1985, him. 14. 

J.l Soerjono Soekanto, Pengantar Penclitian Hukum, Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986, him. 52. 
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Untuk mendukung pengkajim bahan-baban hukum tersebut di atas, dalam 

penelitian ini, akan dllakukan wawancara dengan nara sumbet untuk memperoleb 

data primet sebagai sanma pelengkap." 

L6 Ketangka Teori 

Kebidupan ekonomi yang diingiakan adalah kehldupan betbangsa dan 

bemeg211! yang rakyatnya memilild kesejahtetaan dalam keadilan sosial, sebagaimana 

yang dicita-citakan Pancasila. 36 Bertolak dari cita-cita tersebut, vlsi bukum ekonomi 

ke depan barus menunjukkan bukum yang betaifat akomodatifterbadep:37 

a. perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 

b. keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 

c. tidak adanya diskrirninasi terhadap pelaku ekonomi; dan 

d. persaingan yang tidak sebat 

Perkemlamgan dan perubahan yang tetiadi pada dua dekade terakhir wt 

adalah perubahan menuju tenVUjudnya masyaraka:t globaJ. Semangat tersehut 

mendorong negara-negara di dunia ini untuk menjadi bagian yang Iebih baik bahka:n 

terbaik di dafamnya, demikian pula dengan Indonesia.311 John Braithwaite and Peter 

Dharos sebagaimana <likutip oleh Prof. Erman Radjagukguk menyatakan bahwa 

globalisasi ekonomi pada masa kini berkembang dengan jalan damai melalui 

penmdingan dan perjanjian intemasional. 39 Tambah luas globalisasi ekonomi, 

tambah besar tekanan atau kepcrluan untuk terciptanya hannonisasi hukum dari 

berbagai negara.40 G!obalisasi hukum mengikuti gJobahsasi ekonomi tersebut, dalam 

arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-peijanjian menyebar melewati 

J.l Burhan Ashsbofa, Me!ode Pene/itian Hukum. Jakarta: RinekeCipta, 2004, him, 97, 
.36 Sri Redjeki Hartono, op. cit., hlm. 31. 
37 Ibid. 
l.'! Ibid. 
39 John Brailhwaite and ·?eter Drahos dalam Erman Radjagukguk, Globalisasi Hukum don 

Kemajuon Telaroioci: Jmplikasi Bagi Pendldikan Hukum dan Pembangtman Hulm.m indonesia. Pidato 
Dies Natafis Universitas Sum .... lera Utarn Ke-44, Medan, 20 Nopember 2001. hlm.4. 

40 Ibid, him. 8. 

-
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batas~batas negara. Globalisasi hukum tersebut dapat terjadi me1alui perjanjian dan 

konvensi internasional. petjanjian privat, dan institusi ek:onon:ri baru. 41 

Berhicara mengenai kepentingan publik: (public interest), kiranya dapat 

dikemukakan pendapat dari Roscou Pound42 dalam karyanya Scope and Purpose of 

Sociological Jurisprudence yang menyatakan bahwa : 

"Hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu Iembaga kemasyarak:atan 
yang berfungsi untuk memenubi kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum 
adalah untuk mengeml>angkan suetu kerangka dengan mana kebutuhan
kebutuhan rosia1 dapat terpenuhi secara maksimal ... 

Menurut Roscou Pound tugas utama dari hukum ada1ah "social engineering''. 

Dengan teorinya ters:ebut, Roscou Pound mengadakan tiga penggolongan utama 

mengenai kepentingan-kepentingan yang dilindugi olah hukam, yaitu :" 

1. Kepentingan umum (public interest). Kepentingan-kepentingan umum yang 

utama adalah : 

a. Kepentingan negara sebagai badan huk:um dalam tugasnya untuk memelihara 

kepribadian dan hak:ekat negara; 

b. Kepentingan ncgara sebagai pengawas dari kepentingan sosial; 

2. Kepentingan kemasyarakatan (•acial intere:;l$); 

3. Kepentingan-kepentingan pribadi (private interest). 

Menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja, untuk mengetahui arti hukum yang 

sebenru:nya dan fungsi hukum dalam masyarakat, dapat dikembalikan pada 

pertanyaan dasar apakah tujuan hukum itu. 44 Dalam analisis terakhir tujuan pokok 

dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). 

Ketertiban adaiah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap 

~~ Richard C. Breeden, ibid. 
•? Saifullab. Reflek.siSosioloci Hukum. BandWlg: Refika Adltama, 2006, hlm.S!. 
43 Soetiksnv. FfJsafaJ Hukum, Jakarta; Pmdn;'ll Parnmita,l976, ;,tm.77. 
+I Mochtar Kusumaa1madja, lac.cil. him. 3. 
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ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu lllliSyarakat manusia 

yang teratur." Disamping ketertiban, tujuon Jain dari bukum adalah torcapainya 

keadilan yang berbada-beda isi dan ukurannya, menurut lJlliSYarakat dan zamannya. 

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam 

pergaulan manusia dalam masyarakat.46 

Apabila ditelit~ semua masyarakat yang sadang mernbangun, dicirikan oleh 

perubahan bagaimanapun kita mendelinisikan pernbangunan itu dan apapun ukuran 

yang klta pergunakan bagi masyarakat dabun pembangunan. Peranan hukum dalam 

pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu tcrjadi dengan cara yang 

teratur.'n 

Pada hakikatnya, k<:giatan el«>nomi adalah kegiatan menjalan_lmn perusahaan, 

yaim suatu k<:giatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimal<aud 

harus dilakukan dengan beberapa cara sebegai barikut ='' 

• Secara terns menerus dan tidak terputus atau suatu kegiatan yagn berkelanjutan. 

• Secara terang-terongan sab (bukan ilegal) sesuai deng:an ketentuan peraturan yang 

bedal«>. 

• Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan untuk diri 

sendiri dan orang lain. 

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dahim masyarakat pada haldkatnya 

merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, 

kualitas, dan variasinya dan dilakukan oleh antarpribad~ antarperusahaan, 

antamegara dan antarkelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi 

setiap saat di berbagai tempat. Dengan demikian. hubungan hukum yang terjadi 

menjadi huhungan hukum yang sangat kompleks. SHih berganti tanpa henti di seluruh 

4S Jbfd. 
4li Ibid. 
41 !bid,h!m.l9. 
4a Sri Redjcki Hanono, op. ell, hlm, 40, 
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daerah, negara, dan seluruh dunia. Hubungan-hubungan hukum tersebut dapat terjadi 

secara pribadi melalui perantara atau melalui mekanisme bursa. 49 

Setiap negara memiliki sistem hukum yang dapat saja berbeda-beda jenisnya 

seperti sistem civil law, sistem common law, sistem sosialis, atau sistem hukum 

Islam. Apapun jenis sistem hukum yang diterapkan pada suatu negara, adalah fakta 

bahwa hukum merupakan elemen penting dalam eksistensi suatu negara. Namun 

permasalahan yang dijumpai adalah sejauh mana hukum atau sistem hukum itu 

sendiri dapat menjamin eksistensi negara khususnya dalam pelaksanaan peran dan 

fungsi pemerintahan agar tanggungjawab pemerintah untuk menciptakan ketertiban, 

ketentraman, dan keamanan masyarakat, adalah kajian penting tentang role of law. 

Rule of law yang oleh Sunarjati Hartono diterjemahkan sebagai "supremasi 

hukum"50 menyanglrut kajian dibidang huJ....-um yang meliputi keseluruhan hierarki 

peraturan perundang-undangan yang rnemuat tentang esensi hukum yang dicita

citakan oleh masyarakat (rechtsidee). Adanya hukum atau aturan hukum yang 

merupakan ba.'tan hukum primer, perlu untuk diteliti tidak hanya dari segi persia pan 

dan perumusarmya, tetapi lebih daripada itu adalah tentang substansinya yang hams 

merupkan kristalisasi dari norma-norma hulrum yang hidup dalam kenyataan dan 

diperluk:an oleh masyarakat. 

Disamping itu, setiap produk peraturan perundang-undangan, secara ideal, 

juga perlu mempertimbangkan tentang infrastruktur (sarana dan prasarana) 

penerapannya. Rule of Jaw menurut Goorge P. Fletcher adalah juga cakupan 

pelaksanaan hukum pada tataran kelembagaan (authoritative body). 51 

Konsep hukum (idea of Jaw) pada akhirnya akan menjadi hukum yang 

dipatuhi apabila setelah pengundangannya, dapat secara efektif diterapkan oleh 

lembaga-lembaga yang berwenang dan apabila timbul masalah hukum, maka badan-

49 Ibid, him. 43. 
50 Sunaljati Hartono, A.pakah The Rule of Law Itu?. Bandung: Alumni, 1976, him. 15. 
51 George P. Fletcher, dalam Valerine J.L.K., ed. Kwnpu/an Kuliah Metode i-'enelitian /111k11m, 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 
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badan peradilan, juga dapat mengimplementasikannya seeara tepa!. Rule of law 

adaiab asas kenegaraan yang dianut oleb Indonesia sebagaimana tertuang dalam 

konstitusi. Menurut CC van Bosse yang dikutip oleh Sunarjati Hartono, inti dari pada 

negara hukum adalab babwa apa yang merupakan hukum ilu (sekalipun dieiptakan 

oleh pembentuk undang-undang atau badan administrasi dalam batas-batas Yan8 

ditentukan oleh Parlemen) dipastikan banar tidaknya, dita&irlcan adil tidaknya oleh 

badan yadikatit: Dengan demikian, tindaknn sewenang-wenang dari para pejabat

pejabat eksekutif dapat dihindari sejauh mungkin, oieb karena merekapun baru.' 

tunduk pad a pengawasan para hakim." 

Uraian singkat tentang keberadaan lembaga/asas role of law di atas, ditinjau 

dari persfektif sistem bukum yang mengsyaralkao keberadaan dan efektilitas bukum, 

maka prinsip-prinsip, prektek, dan pengembangao efektifitas rule of law di Indonesia, 

khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi Indonesia, merupakan obyek yang 

menarik unluk dibahaS. Hal ini terutama kurena pergerakan smtem de.nokrnsi 

Indonesia yang cenderung positif, maka rule of law memegang peran penting untuk 

diwujudnyatakan karcna selain sebagai bag ian integral dari sistem hukum itu sendiri. 

supremasi hukum adalah arnanat konstitusi (UUD 1945). 

Mengingat kegiatan dalam rnencapai tujuan ekonorni selalu dan berpijak pada 

hukum pasar, yaitu hukum permintaan dan penawaran, maka mekanisme pasar 

berlaku apabila pelaku kegiatan ekonomi meiakukan keghttan sesuai dengan 

tujuannya, Sepanjang mekanisme pasar daJam rangka mencapai tujmm ekonomi dapat 

dilaksanakun dengan baik dalam non:rut dan etika berusaba yang menjunjung tinggi 

kejujuran dau tanggungjawab, maka hukum pasar benar-benar dapat berlaku dengan 

baik." Hal ini sejalan dengan pendapat Pro£ Erman Radjagukguk bahwa 

pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. 54 Secara lebih 

spesi ftk, terkait dengan ruang lingkup tug as dan kewenangan Bank lndonesia dalam 

51 ibid. 
"SriRedjeki Hartono, ()p. cit, him. 44. 
54 I::nnan R3djagukguk.lcc. cit. 
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melaksanakan fungsi pengaturannya, Prof. Hikmahanto Juwana mengemukakan 

bahwa dalam bidang industri perbankan, yang merupakan salah satu pilar 

pembangunan ekonomi, dibanyak negara selalu menjadi industri yang banyak 

mendapat pengaturan (most heavily regulated industries).55 Hal tersebut 

mengindikasik.an bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, hukum 

diperlukan dalam menjamin bekerjanya mekanisme pasar yang harus selalu 

diperbaharui sesuai dengan tuntutan zamannya, dan oleh karenanya, PBI sebagai 

manifestasi fungsi pengaturan Bank Indonesia perlu diaktualisasikan dalam 

memenuhi kebutuhan pelaksanaan peran Bank Indonesia dalam pembangunan 

ekonomi Indonesia. 

1. 7 Kerangka Konsepsional 

Aktualisasi arialah perihal m~::ugaktualkan atau mdakukan pcngak.Luala..'1.. <;(; 

Da1am penulisan ini, aktualisasi dimaksudkan sebagai kajian hukum dalam rangka 

mengupayakan agar PBI menjadi hukum (peraturan perundang-undangan) yang baik 

karena memenuhi asas-asas dan prinsip huk:um yang berlak-u dalam wilayah negara 

Republik Indonesia dan dapat diberlakukan serta berperan secara nyata (aktual) 

dalam mendorong dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan ekonomi (nasional) 

Indonesia khususnya yang berada dalam ruang lingkup pengaturan yang menjadi 

tugas dan tanggungjawab Bank Indonesia. 

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan mengikat setiap orang atcm badan dan dimuat dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 57 

51 Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Huk11m Ekonomi dan Hukum /nternasionaf. Jakarta: 
Lentera h~ti, 2002, him. 4. 

56 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bemr Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. 
Jakarta: Balai Pustaka, 2005, him. 23. 

H Lihal UU Bl, Pasal I angka 8. 
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Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia 58 Adapun bank 

sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat 

pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanak:an kebijakan 

moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan 

mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagailenderofthe last resort. 59 

Walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu 

ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan 

pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha 

pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat.60 Pembangunan ekonom.i 

hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk: mengembangk:an kegiatan ekonomi dan 

mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha

usaba pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan 

kebudaya&l1.61 Dengan adanya pembatasan di atas, maka pengertian pembangunan 

ekonom.i pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat mcningkat dalam jangka 

panjang. 62 

Dalam penulisan ini. juga perlu dik.emukakan tentang pengertian "mekanisme 

pasar (market mechanism)" adalah bekerjanya dua kekuatan secara bersama-sama 

yaitu penawaran (supply) dan permintaan (demand).63 Mekanisme pasar adalah inti 

dari sistem pasar (market system), dan sistem pasar adalah bagian yang tida.lc: 

terpisahk:an dari pengertian ekonomy pasa (market economy). Manurut Karl Polanyi 

s& Lihat UU BI, Pasal4 ayat (1). 
59 Lihat UU Bl, Penjelasan Pasal4 ayat (I) paragrafpertama. 
60 Sadono Sukimo,Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan, Jakarta: 

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi VI dan Bima Grafika, 1985, him. 13. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
61 Kit Sims Taylor, Human Society and the Global Economy, http://bellevuecollege.edu/distancel 

ECONIOOIKSTTEXT/markets/MARKETS.htm, p. 1, diakses tanggal 25 Austus 2008. 
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yang dilrutip oleh Kit Sims Taylor dalam tuliswmya berjudul Human Society and the 

Global Economy, market economy adalah !64 

"An aconomic sysrem controlled, regu/ared, and direcred by markets alone: 
order in the productfun and distribution of goods is entrusted to this self 
regulating mechanism. An economy'!{ this kind derives from the expectation 
that human beings behave in such a lWZY as to achieve maximum money 
gains." 

Sedangkan pasar menurut Ari A. Perdana adalah salah satu mekanisme yang 

bisa dijalankan oleh manusia dalam mengatasi problem ekonomi yaitu produksi, 

konsums~ dan distribusi." Lebih !an jut Ari A Perdana mangemukaktw persepsi 

populer mengenai problem ekonomi babwa mekanisme pasar dianggap yang 

mengagungkan liberalisme dan kompetisi dituding sebagai penyebab tetjadinya 

ketimpangan. Di sisi lain, mekanisme pasar juga telah menempatkan negara sebagai 

tidak lebih dari pelayan kepentingan pemilik modal dan dunia intemasional untuk 

mengarnbil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan meogek>.-proitasi kaum pekrej• 

dan rakyat negara berkembang." 

Pembangunan nas!onal adalah upaya yang dilaksana.kan olell semua 

komponen bangsa dalom rangka mencapai tujuan bernegara.67 Pembangunan nasional 

tersebut diselenggarakan berdasark:m dernokrasi dengan prinsip-prinsip kebernamaa:n, 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingknngan, serta kernandirian dengan 

men jag a keseimbangan kemajua.n dan kesatuan nasional. 6S 

Selanjutnya yang dimaksud dengan sistcm hukum adalah suatu susunan ntau 

catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan 

satu sama lain tersusun menwut rencana dan pola basil dari suatu pemildran untuk 

mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh tetjadi suatu duplikasi 

~Ibid, 
~>'~AriA. Perdana, Pernana "Kcpenlingan" Dalam Mekanisme Pasar dan PenClll!.lan Kebijakon 

Ekonomi di Indonesia. Jakarta: CSlS Working Paper Series, 2001, WPE 061, 
hne:l/www,{:sis,or .. istlp!!,!iCrslwpe061, him. 1, diakses tanggal25 Ag11sws 2008. 

Olio /bid. 
67 UU No. 25 Tahun 2004, Pasall angka 2. 
M Ibid, Pasal2 ayat (ll 
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atau turnpang tindih (overlapping) diantara bagian-bagian itu.69 Sebagai 

perbandingan, Bellefroid mengatakan babwa sistem hukum adalab keseluruhan aturan 

hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu.70 Selanjutnya, 

menurut Lawrence M. Friedman, elemen-elemen dalam sistem hukum meliputi : (i) 

tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga (stntcture), (ii) peraturan perundang

Widangan (substance), dan (iii) budaya hukum (legal cu/ture).11 

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.72 Untuk 

keperluan dalam penu!isan ini, sesuai dengan Pasal 4 UU No. I 0 Tabun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan 

tersebut meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.73 

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (I) UU No. 10 Tabun 2004 tersebut 

dinyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini 

antaril lain peraturan yang dilceluarkan oleh Bank Indonesia 74 

Dala..'ll pembahasan tentang pembangunan ekonomi Indonesia, mak:a faktor 

globalisasi ekonomi maupun hukum, adalah faktor yang juga harus menda.pat 

perhatian yang cennat. Adapun yang dimaksud dengan globalisasi adalah 

perkembangan dan interkoneksi dalam perdagangan dan pasar uang yang melewati 

batas-batas hal mana difasilitasi oleh perkembangan teknologi yang cepat dan luas.75 

69 Subekti dalam Siti Sundari Arie, Efektffdas Pengaturan Kredit Untuk Usaha Kecil (Suatu 
Tinjauan Yuridis). Disertasi: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum-Prngram Pascasarjana, 2000, 
him. 164. 

70 !bid. 
71 Friedman, What is a Legal System?, dalam American Law: W. W. Norton & Company, New 

York- London, him. 5 dan 6. 
n UUNo. 10 Tahun 2004, Pasall angka 2. 
73 UU No. 10 Tahun 2004, Pasal4. 
74 Lihat UU No. 10 Tahun 2004, Penjelasan Pasal 7 ayat(l). 
15 Erman Radjagukguk, op. cit, h!m. 7-8. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Untul:: memudabkan dan memberikan arah dalam penullsan lapol'llil basil 

penelitian ini, serta agar terdapat suatu alur pemikiran yang tersusun dengan 

sistematis, maka penullsan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai beriknt: 

BAB l Pendahuluan 

Bah ini merupakan bah awal yang akan mendukung bah-bah selanjutnya 

sehingga dipaparkan masalah-masalah pokok yang .ndahultli oleh Jatar 

belakaag permasalahan dan pokok permasalahan yang dituaagkan dalam 

bentuk pertanyaan. Selanjutnya, dirwnuskan tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitiarlt kerangka teori, kerangka konsepsional) dan 

sisternatika penulisan. 

BAB 2 Hubungan Bank Indonesia deng2n Pemetintah dalam Pclaksanaan 

Pembangunan Ekonomi Nasional 

Daben bah ini akau diuraikan tentang latar belakang dan kedudukan Bnuk 

Indonesia sebagai lembaga nagara yang indepeuden dalarn melakaanakan 

tugasnya dan sebagai bnuk sentral dalam pelaksanaan pembangunan 

ekonoud Indonesia, ditinjau dari segi ruang liugkup tugas dan kewenangan 

Bnuk Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan ekonoud tersebut. 

Se!anjutnya akan diuraikan juga tentang penm dan kedudukan Pemerintah 

(Eksekutif) dalant meromuskan kebijakan umum dan melaksanakan 

pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan da.n 

dijelaskan peran masingRmasing lembaga tersebut dan bentuk serta 

mekanisme koordinasi, baik dalam -perumusan kebijakan maupun dalam 

pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang pada akhlmya dapat 

ditarik benang merah yang jelas tentang tujuan akhir dari pelaksanaan dan 

peran dari kedua Jembaga dimak:sud dalam rangka menciptakan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia (v.>alfare state). 

UnJveritas Indonesia 



25 

DAB 3 Hokum dan Peraturan Bank Indonesia sebagai Somber Hukum 

Dalam bah ini ak:an diuraikan tentang teori-teori huk:um dan sumber hukum 

serta tujuan hukum dilihat dari perspektif sistem hukum nasional yang 

meliputi substans~ struktur, dan budaya hukum. Setelah dilakukan 

penajaman pada eksistensi hukum yang mengarah pada peran dan fungsinya 

dalam pembangunan ekonomi, selanjutnya akan diuraikan tentang 

kedudukan Peraturan Bank Indonesia ditinjau dari sistem peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Orientasi pembahasan 

dalam bah ini akan diarahkan pada terpenuhinya persyaratan bagi Peraturan 

Bank Indonesia sebagai huk.um yang efektif dan dinamis, dilihat dari segi 

hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang aktual. 

BAB 4 Peraturan Bank Indonesia sebagai Delegated Legislation dan Perannya 

dalaill P~mba.u.gunan Ekonomi Ndsionai-

Setelah dalam bah sebelumnya diuraikan te.ntang eksistensi Peraturan Bank 

Indonesia sebagai hukum (peraturan perundang-undangan), maka dalam bab 

ini yang merupakan core (inti) dari tulisan in~ akan diuraikan secara 

lengk:ap dan mendalam tentang kajian dan pandangan hukum penulis dalam 

mengaktualisasik:an Peraturan Bank Indonesia dalam pelaksanaan 

pembangunan ekonomi Indonesia. Kedudukan Peraturan BaiLie Indonesia 

yang dalam berbagai literatur dapat dik:ategorikan sebagai delegated 

legislation merupakan kajian menarik: dan unik karena kedudukannya yang 

tidak setingk:at dengan undang-undang, tetapi hanya sebagai pelaksanaan 

dari Wldang-undang, namun oleh karena dikeluarkan oleh suatu lembaga 

negara yang memiliki kewenangan dan landasan konstitusional yang kuat 

serta berlaku dan mengikat masyarakat luas, akan memberikan suatu 

kontribusi penting baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi serta 

masyarakat luas akan arti penting dari setiap Peraturan Bank Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai hukum yang wajib dipatuhi dalam 
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kerangka pelakslliillllil pembangunan ekenomi Indonesia. Dalam hal ini, 

substansi materi dan ruang linglrup berlakunya Peraturan Bank Indonesia 

lersebut dihatasi pada sektor dan kegiatan pemhangunan ekonomi yang 

berada dalam ruang !ingkap tugas dan kewenangan Bank Indonesia Pada 

akhirnya, pembahasan dalam bah ini akan bermuara pada adanya 

kewenangan atributif Bank Indonesia dalam menciptakan hukum yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pernbangunan ekonomi Indonesia. 

Sehubungan dengan itu, sebagai bagian dan sistem hulrum nasiona~ maka 

disamping pemikiran dan masukan da!am rangka proses dan tata cara 

pembuatan serta substansinya. setiap Peraturan Bank Indonesia harus benar

benar dapat memenuhi keselu:uhan anasir-anasir hulrum yang diper!ukan 

agar Peraturan Bank Indonesia tersebut dapat menjadi bnkri yang kuat dan 

meyaldnkan serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi kajian ilmu 

hukum t:entang adany.a hubungan yang jelas antara hukum dm 

pomhangunan ekonomi, serta adanya konsep yang jolas untuk 

menga.k:tualisasikannya sebagai hukum yang efektif dan memenuhi tuntutan 

kebutuhan pelaku pembangunan ekonomi Indonesia. 

Bab 5 Penutup 

Dalam bah ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diperoleh dati hasil 

penelitian ini. 
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BAB2 

HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH 
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL 

2.1. Peran dan Kedudukan Bank Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi 

2.1.1 Landasan Konstitusional 

Dalam Pasal23D UUD 1945 dinyatakan bahwa "Negara memiliki suatu bank 

sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya 

diatur dengan undang-undang". Menurut Jimly Asshiddiqie, rumusan pasal 23D 

UUD 1945 tersebut belum menentukan substansi kewenangan bank sentral Artinya 

apa yang menjadi kewenangan bank sentral, masih akan diatur dengan undang

undang. Namun demikian, konstitusi (UUD 1945) telah menyebutkan sifat dan 

kewenangan bank sentral tersebut yaitu bersifat independen yang masih harus diatur 

dalam undang-undang.77 

Menurut Reem Heakal, bank sentral dapat dijelaskan sebagai "the lender of 

the last resort' yang berarti bahwa bank sentral tersebut bertanggungjawab untuk 

menyediakan dana bagi perekonomian apabila bank-bank komersial mengalami 

masalah pendanaan. Dengan kata lain, bank sentral bertugas menghindarkan sistem 

perbankan nasional dari kegagalan perlaksanaan fungsinya Namun demikian, tujuan 

utama dari bank sentral adalah menjaga stabilitas mata uang negaranya melalui 

pengendalian inflasi. Bank sentral juga bertindak sebagai otoritas pengaturan 

kebijakan moneter suatu negara dan menjadi lembaga iunggal dalam mengeluarkan 

dan mengedarkan uang. 78 

Dalam Pas a I 4 UU BI dinyatakan bahwa "Yang dirnaksud dengan bank 

sentral adalah lernbaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat 

TT Jimly Asshiddiqie, "Perkemhangan dan Konsolidasi Lemhaga Negara Pasca Reformast', 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, him. 59. 

18 Reem Heakal, "What are Central Ban/(', http://www.investopedia.com/articles, diakses tanggal 
8 Mei 2007. 
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pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran., mengatur dan 

mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resorf'.79 

Berdasarkan rumusan Pasal 230 UUD 1945 tersebut di alas, dapat dipahami 

bahwa konstitusi telah menetapkan tentang kebutuhan negara Republik Indonesia 

akan adanya suatu bank sentral. Selanjutnya, konstitusi juga telah menetapkan antara 

lain bahwa kewenangan dan tanggungjawab bank sentral, selanjutnya diatur dalam 

undang-undang. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara yang diatur dan dibentuk. oleh 

UUD merupakan organ konstitusi 80 Oleh karena itu, keberadaan setiap organ 

konstitusi yang adalah juga merupakan organ negara, seharusnya berada dalam suatu 

kerangka sistem ketatanegaraan yang satu, sehingga keberadaan dan pelaksanaan 

tugas, fungs~ dan tanggungjawabnya masing-masing, tidak saling bertentangan 

melainkan hams sating melengkapi antara satu dengan lainnya dalam kerangk:a 

tegaknya negara Republik Indonesia. 

Terlepas dari pembedaan hierarki dan fungsi lembaga negara yang 

dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, 81 keberadaan bank sentral dalam konstitusi 

merupakan lembaga negara yang memiliki :andasan dan kedudukan konstitusional. 

Sehubungan dengan itu, perlu dikemukakan beberapa aspek yang perlu menjadi 

orientasi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggunjawab 

konstitusionalnya. 

Dilih&t dari sistematika UUD 1945, Pasal 23D (bank sentral) ditempatkan 

dalam Bab VII tentang Hal Keuangan. Narnun demikian, sebagai organ konstitusi, 

maka tanpa mempersoalkan penempatan Pasal23D dalam bab tentang hal keuangan, 

bank sentral pertama-tama hams berorientasi pada masalah perekonomian nasional 

khususnya yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Dalam 

79 UU 81, Pasal 4. 
80 Jimly Asshiddiqie, op.cit, him. 43. 
81 Jbid, him. 99-172. 
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lronteks ini, bank sentral harus memaha:mi bahwa perekonomian nasional disusun 

sebagai usaba bersama berdasar asas kekaluargaan dan diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi 

Menurot Moh. Yamin, dalaru lapangan eknnomi, negara akan bersifat 

keknluargaf1!l juga oleb karena kekeluargaan ilu sifat masyarakat Timur yang barns 

kim peliham sebeik-beiknya. Sistem tolong menolong, sistem lroperasi hendeknya 

dipekai sebagai salab satu dasar ekonomi negara Indonesia. 112 Selanjntnya, menurut !r. 

Soekarno, dalaru pelaksanaannya, semangat kekeimugaan i1u diartikan sebagai 

gotong royong dalaru mengusahekan suatu peke!jaan untuk kepentingan bersama dan 

semangat kekeluargaan ini akan meliputi suasana persatuan dan kesatuan seluruh 

bengsa Indonesia." Lebih Janju4 Mob Kusnardi dan Hannaily llrrnt.im 

mengemnkakan babwa dalarn pengertian negara yang berdasarkan integralistik, meka 

hubungan ant:ara negara dengan perekonomian akan dipak:ai sistem "sasialisme 

negara" (Staats socialime). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oteh 

negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya, negara yang akan menentukan di mana 

dan di masa apa dan perusahaan apa yang ak:an diselenggarakan oleh pemerintal\ 

tergantung pada kepentingan negara dan kepentingan rakyat seluruhnya.84 

Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas dan tangguugjawab Bank 

Indonesia sebagai bank sentral negara Indonesia, maka semangat kekeluargaan yaitu 

mengusahakan pekerjaan yang dilakukannya tersebut untuk kepcntingan b;;;rsama 

seluruh bangsa Indonesia. 

Adapun yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi menurut Pandji R. 

Hadinoto adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan 

kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya 

kesejahteraan oosial bagi seluruh ra.kyat Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi, 

a< Mob. Yamin, dalam Moh. Kusnarrli dan Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tara Negaro 
Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1918., htrn, St, 

clr. Soekamo, dalam Moh. Kusnatdt dan Hannaily lbmhim, ibid. 
84 Ibid, hlm. 50-Sl, 

Univeritas Indonesia 



30 

tampuk produksi dike!jakan oleh semua anggota masyarakat dan hasil prodnkslnya 

didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat dengan pengawasan 

pelaksanannya oleh DPR dan masyarakat laas." 

Konteks demokrasi ekonomi sebagaimana pengertian tersebut di atas} pada 

dasarnya adalah bagian dari pengertian demokrasi dalam arti khusus. Bahwa 

perekonomian Indonesia haruslah disusun untok sebesar-hesarnya bagi kemakmuran 

dan kesejehteraan masyarakat luas, perlu didudokkan pada preporsi hasil proses . 

demokratisasi eli negeri ini. Dengan memperhatikan aspe:k konstitusional tersebut 

maka pecan, tugas, dan tanggungjawab Bank Indonesia akan senantiasa sejalan 

dengan konstitusi 

Hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Bab XA UUD 1945 yang 

merupakan rumusan hasil amandemen UUD 1945, banyak yang sifatnya terkait 

dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia yang juga horus merupakan 

orientasi pelaksanaan tuga.s dan ta.nggungjawab Bank Indonesia Dalam hal ini, 

eksistensl Bank Indonesia dalam perubangunan mela1ui pengeluaran PBI juga harus 

memperhatikan aspck-aspek hak asasi manusia karena peianggaran terhadap fal--tor 

terse but mengandung konsekuensi yuridis yang bernifut suhstansial Yang 

dimaksudkan dengan upaya pemenuhan aspek-aspek hak asasi manusia dalam 

hubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawah Bank Indonesia adalah 

bahwa kebijakan dan atau pengaturan yang dikeluarkan oleh Bank lndor.esia, 

hendaknya senantiasa mengandung nilai-nilai pemenuhan hak asasi manusia seperti 

hak untuk memajukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa. dan negaranya. 

serta hak untuk mendapat kemudahan dan perlakukan k.husus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadiJan. 86 

Dalam konteks politik dan kemanan yang lebih [uas, hak asasi manusia dimaksud 

sering kali d~pandang dari segi perbuatan fisik dari otoritas bagi individu {manusia). 

as Pnndji R Hadioo!.O, "Pcngerlian Demokrasi Ekonomi UUD 1945''. http:f/www,kabmalang. 
goJd/ artikel, diakse:s tanggal 7 Mel 2.007. 

U LlhatPasal28C ayat (2) dan Pasai28H ayat (2) UUD 1945. 
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Namun lebih jauh daripada itu.adalah bahwa bahaya Iaten atas pelanggaran hale asasi 

tersebut, dapat terjadi secara tidak langsung melalui kebijakan dan peraturan yang 

dikeluarkan oleh suatu otoritas kenegaraan. 

Menurut Bachsan Mustafa, berdasarkan hukum tatanegara Indonesia yaitu 

konstitusi (UUD 1945), negara Indonesia termasuk negara hulrum modem karena 

memenuhi ciri-ciri negara hukum modem karena corak negara Republik Indonesia 

adalah "welfare sfllte" yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat (Pasal 33 

UUD 1945). Selain itu, negara/pemerintah ikut campur dalam segala lapangan 

kehidnpan masyarakat (Pasal33 UUD 1945), negara menjaga keamanan sosial dari 

segala lapangan kehidnpan masyarakat (Pembnkaan UUD 1945), dan sistem ekonomi 

negara Indonesia dipirnpin oleh Pemerintah (TAP MPRNo. IV/MPR/73).87 

Sejalan dengan uraian di atas, maka sebagaimana dikemukakan oleh Prof 

Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Satjipto Rahardjo yaitu bahwa di Indonesia, 

peranan eksekutif dalam pembangunan ekonomi merupakan atribusi penting sebagai 

penggerak dan pela..lcu pembagunan88
, dimana hukurn memegang peranan dalam 

segala tindakan pemerintah yang akan berwujud undang-undang (UU), peraturan dan 

ketentuan-ketentuan lainnya. 89 Dalam hal in~ oleh karena sistem dan kebijakan 

ekonomi nasional pertama-tama dan terutama berada dalam lingkup tanggungjawab 

Pemerintah, maka untuk mengaktualisasikan peran konstitusional Bank Indonesia 

dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, adalah menjadi keharusan untuk: 

terciptanya koordinasi dan kerjasama yang harmonis antara Pemerintah dan Bank 

Indonesia dalam kerangka pencapaian amanat konstitusi dibidang perekonomian, 

khususnya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

87 Bachsan Mustafa, op.cit. 
Ill! Satiipto Rahardjo, op. cir., him. 29-30. 
s9 Mochtar Kusumaatmadja, op. cit., film. 10. 
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2. L2 Landasan Undang-undang 

2. L2.1 Undang-undang Bank Indonesia 

Dalam huruf a konsiderans UU BI dinyatakan bahwa:" 

"Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna 
mewujudkan masyaraka! Indonesia yang adil dan makmur berdassrkan 
Panensila dan UUD 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan 
kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihek pada ekooomi 
ketalcyallln, merala, mandiri, anda~ berk<:adilan, dan mampu bersniog 
dikancah parakonomian nasional". 

Selanjutnya dalam hurufb konsiderans UU BI dinyatakan bahwa:'' 

"'Ouna menduk:ung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut 
di atas dan sejalan dengan tanlangan perkembangan ekonomi yang semakin 
kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian 
lntemasioanl yang semakin loompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneler 
hz.rm; d.ititikber<ttk:an pada upaya untuk memelihara Stabilit~s mla.i rupiah". 

Perkembangan ekonomi intemnsional mengalami perubahan sangat cepat dan 

sangat mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan 

semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus 

lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya pe-rsaingan dunia ueaha 

intemasional. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbnhan ekonomi 

nasiona~ pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian 

nasional. Oleh karena itu, untuk mewujdukan perekonomian nasional yang kukuh. 

perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijak:an ekonomi dan moneter. 92 

Kebijakan moncter yang merupakan sa!ah satu kebijakan penting dari 

kebijakan pembangunan ekonomi nasionai, harus Jebih diarahkan pada upaya untuk 

menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Oleh karena itu, terhadap Bank 

Indonesia ditetapkan satu tujuan (single objective) yaitu "mencapai dan memelihara 

00 Lihat UU Bl, Konsiderans huruf a. 
~~ Uhat UL Bl, Korts!derans hurufb. 
w Lihat UU Bl, Penjelasan Umum. 

Univeri1as Indonesia 



33 

kestabilan nilai rupiah.. yang diukur dan tercermin dari kestabilan nilai rupiah 

terhadap barang dan jasa (perkembangan laju inflasi) dan kestabilan nilai rupiah 

terhadap m.ata uang negara lain yang tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah 

(kurn)." 

Untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia tersebut di atas, maka tugas 

yang diembankan kepada Bank Indonesia adalab: (i) menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan 

(iii) mengatur dan mengawasi bank. 94 Berdasarkan konsiderans dan penjelasan UU BI 

tersebut di atas, serta sesuai dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia, maka 

keseluruhan pelaksanaan peran dan kedudukan Bank Indonesia hams berorientasi 

pada terlaksananya pembangunan nasional yang diharapkan dan tercapainya tujuan 

dan cita-cita konstitusi menuju terciptanya masyarak:at yang adil dan makmur serta 

sejahtera 

2.1.2.2 Undang-undang Pcrbankan 

Dalam huruf b konsiderans UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) 

dinyatakan bahwa: 95 

.. Perban.lcan yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya 
sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarak:at, memiliki peranan yang 
strategis untuk menur..jang pelak:sanaan pembangunan nasional, dalam rangka 
meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil~hasilnya, pertwnbuhan 
ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rak.yat 
banyak". 

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan 

menyeimbangkan unsur-unsur pembangunan adalah perbank.an. Peran yang strategis 

tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang 

93 Lihat UU Bl, Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal7. 
94 Lihat UU Bl, Pasal8. 
95 Lihat UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan seb2gaimana telah diubah dengan UU No. 10 

Tahun 1998 (UU Pcrbankan), Konsiderans hurufb. 
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dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang 

dengan berdasadmn demokrasi ekonomi mendnknng pelaksanaan pembangunan 

ll!!Sional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangnnan dan basil-hailnya, 

pertumbuban ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat 

banyak." 

Sebubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk menjamin berperannya 

hank secara efektif dan dinamis dalam pelaksanaan pembanguna ekonomi nasional, 

maka dalam UU Perbankan diatur hahwa perizinan (pendirianlkepemilikan, 

kepengnrusan, dan kegiatan operasionallusaba bank), pengawasan termasuk 

pengaturan dan pengenaan sanksi administratif terhadap bank, selurubnya dan 

sepenubnya menjadi tugas dan keweuangan Bank Indonesia. 

Selain UU Perhankan tersebut di atas, peran dan tugas Bank Indonesia 

dibidang perbankan jnga diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perhankan 

Syariah. Dahun undang-undang tersebut dikerankakan bahwa sejalon deogan tujuan 

pembangunan nasional untuk mencapai terciptanya masyarakat adi! dan malr...mur 

berdasad<an demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan 

pada nilai keadilan, kahersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan 

prinsip syarieb. '11 

Dalam Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perhankan Syariah 

dikemukakan antara lain bahwa tujuan pembangunan nasiona) sebagaimana 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 <2dalah terciptanya masyarak:at adil dan 

rnakmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangk:an sistem ekonomi 

yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan 

tersebut. pelaksanaan pembangunan ckQnomi nasional diarahkan pada perekonomian 

96 tihat UU Perbankart, Penjda.<:an Urnurn. 
97 Lihat UU No. 21 Tabun 2008 tentang Perbankan Syariah, Konsiderans lmruf a. 
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yang beq>iliok poda ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, banda~ berkeadilan, dan 

mampu ber.aing di kancah perelronomian nasional." 

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat beq>eran aktif dalam 

per.aingan global yang sebat, diperlukan partisipasi dan kontnbusi semua elemen 

masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarnkat guna 

mendukong proses okselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan 

pembangunan nosional. Salah sam bentuk: penggaliao potensi dan wujud kontribusi 

masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem 

ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke 

dalam sistem hukum nasional. 99 

Dengao demikian, ditinjau dari segi keberadaan bank dan keberodaan institusi 

yang bertangguojawab dalam bidaog perbankan, maka peran dan kedndekan Bank 

Indonesia dalam pelaksaoaan pernbangunao ekonomi nasion~ juga memperoleh 

landasan yuridis dari UU Perbankan. 

Berdasarkan peran, fungsi dan kedudukan perbankan syariah tersebut di atas, 

maka UU No. 21 Talrun 2008 tentang Perbankan Syariah memherikan amana! kepada 

Bank Indonesia untuk berwenang dalam pemberian izin pendirian., pemilikan, dan 

kegiatan usaha Bank SyarialL Wujud dari peloksanaan tugas dan kewemmgan Bank 

Indonesia di bidang perbankan Syariah tersebut di atas dilakukan antara lain dengan 

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia. Selain pengaturan tersebut, Bank Indonesia 

juga diberi k.ewenangan dalam pengaturan dan penerapan sanksi administratif atas 

pelanggamn ketentuan yang berlaku bagi Bank Syariah Dengan demildan, peran dan 

kedndekan Bank Indonesia dalam pelaksanaan pernbangunao nasional melalui 

kewenangao dibidang pengaturan perbankan syariah, mempCToleh landasan yuridis 

darl UU Perbankan Syariah. 

93 Lila! UU No. 21 Tahun 20()8, Penjela~an Umwn. 
99 ibid. 
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Dalam hal ini, landasan yuridis Bank Indonesia di bidang perbankan 

sebagaimana dikemukakan di atas juga diatur dalam dan bersumber dari UU BJ. 

2. 1.2.3 Undang-undaag Lalu lintas Devise dan Sistem Nilai Tukar 

Pemeliharnan pelaksanan pembanganan nasional berdasarl<an keadilan yang 

me!1ita dan diarahkan pada terwujndnya perekonomian nasional yang bernafaskan 

kerekyatan. mandiri, andal dan mampn bersaing dalam kancah perekonomian 

internasional, juga perlu ditunjang oleh sistem devisa dan nilai tukar yang dapat 

mendukung tercapainya stabilitas moneter. Hal ini terutama karena devisa merupakan 

salah satu alat dan sumber pembiayaaa yang penting bagi bangsa dan negara, dan 

oleb karena itu, pemilikan dan penggunaan devisa serta sistem nilai tukar perlu diatur 

sebaik-baiknya untuk memperlancar lalu lintas perdagangan, investas~ dan 

pembayaran dengan luar negeri. 100 

Dalam mendorong pembangunan ekonomi nasiona~ saleh satu ala! dan 

sumbcr pembiayaan yang sangat penting adalah devisa Penerapan sistem devjsa 

(behas) taopa diikuti dengan kebljakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentoan 

sistem nilai tukar, dapat menimbulkan darnpak negatif bagi perekonomian nasional 

Pelaksanam kebijakan sistem devisa dan sistem nilal tukar dllakukan oleh Bank 

Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertanggungjawab dalam memelihara 

kestabilan niJai rupiah. Oleb karena itu, upaya tersebut perlu didukung oleh suatu 

sistem pemantanan lalu llntas yang efektif melalul pemberian kewenangan kapada 

Bank Indonesia untuk merninta keterangan dan data mengenai kegiatan laJu lintas 

devisa dan menetapkan ketentuan mengenai kegiatan devisa, baik yang dilakukan 

oleh penduduk maupun yang dilakukan oleh bank, yang didasarkan atas prinaip 

kehati~hatian. 101 

100 Lihat UU NQ, 24 Tahun 1999 tentang Lalu Untas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Konsiderans 
huruf a dan b. 

101 Ubat UUNo. 24 Tahun 1999,Pasal3,Pasa! 4, dan Penjelasan Unmm. 
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Khusus mengenai sistem nilai tukar, penetapannya dilakukan oleh Pemerintsh 

dengan mempertimbangkan usulan sistem nilai tukar yeng diajukan oleh Bank 

Indonesia. Atas dasar penetapan sistem nilai tukar yang dilakukan olsh Pemerintah, 

selanjutnya Bank Indonesia diberi kewenangan penuh untuk melaksansksn kebijakan 

Dilai tukar <laiam bentuk devaluasi atau revaluasi, penetapan nilai tukar harlan serta 

penetapsn Iebar pita intervensi, arab apresiasi atau depresiasi ropiab, dan kegiatan 

intervensi Bank indonesia. Keselurubsn kebijakan Dilai tukar tersebut, dilnksannkan 

oleb Bank indonesia antara lain dengan mengeluarkan Peraturan Bank indonesia, 

termasuk pengaturan dan peng= sanksi administratif atas pelanggaran 

pelakssnaan kebijakan dimaksud. 102 

2.1.3 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia 

2.1.3.1 Tujuan Bank indonesia 

Dalam Pasal 7 ayat (!) UU BI dinyata!mn bahwa "Tujuan Bank Indonasia 

adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah". Selanjutnya dalam ayat (2) 

dikemukakan bshwa: 

''Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Bank 
Indonesia melaksanakan kebijakan rnoneter secara berkelanjutan, konsisten_. 
transp~ dan harus mempertirnbangkan kebijakan umum pemerintah 
dibidang perekonomian". 103 

Dalam penjelasan umum UU tersebut di atas dikemuk.akan bahwa kestabilan 

nilai rupiah dan nibll tukar yang wajw- merupakan sebagian dari prasyarat bagi 

tercspai pertumbuban ekonomi yang beikesinambungan yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut di 

atas dari yang ditetapkan sebelumnya dalam UU No. l3 Tahun 1968 tentang Bank 

Sentral, merupakan bagian dari kebijakan pemulilian dan refonnasi perekonomlan 

untuk keluar dari kfisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal tersebut 

102 Lihat Ull No, 24· fahun J999,Pasal 5 dan Pasal7. 
II» IJhat UU BI. Pasal7. 
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sekaligus meletaldam landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan peogembangan 

perekonomian Indonesia ditengah~tengah perekonomian dunia yang semakin 

kompetitif dan terintegrasL '"' 

Kestabilan oilai rupiah yaog dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) UU BI tersebut 

di alas adalah kestahilan nilai rupiah terhadap barang atau jasa, serta terhadap mala 

uang nogaralain. Kestabilan nilai rupiah terbadap barang dan jasa diukur dengan atau 

tercermin dari perkembangan laju inflasL Adapun kestabilan oilai rupiah terbadap 

mata uang negara lain, diukur atau tercermin dari perkembaogao nilal tukar rupiah 

terhadap mata uang negara lain. Kestabilan oilai rupiah sangat peotiog untuk 

mendukueg pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meniogkatkan 

kesejahleraan rakyat. 105 

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU BI terebut di alas 

dinyatakan bahwa kebijakan moneter yaog diambil oleh Bauk Indonesia secara 

barkelanjutan, koosisten, dan tnmsparan, dimaksndkan untuk dapet menjadi acuan 

yang pasti danjclas bagi dunia Usaha dan masyarakat luas. Disamping itu., ketentuan 

Pasa! 7 ayat (2) tersebut dimaksudkan pula agar kebijakan yang diambil oleh Bauk 

Indonesia sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional 

secara keselUIUhan. termasuk bidang keuangan negara dan perkembangan sektor 

"I "" nt. 

Untuk mencapai kestabHan nilai rupiah, maka kepada Bank Indonesia 

diberikan 3 (tiga} tugas yaitu: (i) menetapkao dan melaksaukan kebijakan moneler; 

(li) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (iii) mengatur dan 

mengawasi bank Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan 

oleh Bank Indonesia antara lain melalui pengendalianjull"Jah uang beredar dan suku 

bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas dibidang moneter tersebut memerlukan 

dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handai, yang mempakan 

It" Lihal UU BI, Penjelasan Umum alinia kelima. 
Ins Li!tal UU BI, Penjelasan Pasal7 ayat (1). 
106 Lihal UU BI, Penjelasan Pasal 7 ayat (2). 
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sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan mejaga kelancaran sistcm pembayaran. 

Sistem pembayaran yang cepat, aman, dan handal tersebut memerlukan sistem 

perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. 

Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter 

mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui ~istem 

perbankan. 101 

2.1.3.2 Tugas Bank Indonesia 

a. Tugas di Bidang Moneter 

Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank 

Indonesia merupakan otoritas moneter yang mempunyai tugas menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan moneter, antara lain dengan mengendalikan jumlah uang 

bcredar. Da!am pada it'..1, pengendalianjumlah uang l:::eredar dianggap cukup relevan, 

khususnya apabila dikaitkan dengan arah baru penerapan kebijakan moneter di 

Indonesia yang menekan pada pencapaian sasaran tunggal, yaitu kestabilan nilai 

rupiah (harga). 108 

Sesuai dengan salah satu aspek dalam paradigma kebijakan moneter yang 

dianut saat ini, yaitu pencapaian target kuantitas, melalui pengendalian jwnlah uang 

beredar, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mempengaruhi 

kegiatan perekonomian agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu 

tercapainya kestabilan harga. Dalam pelaksanaannya, pengcndalian tersebut tidak: 

dapat dilakukan secara langsung mengingat perkembangan uang beredar sangat 

terkait dengan perilaku ekonomi lainnya, yaitu perbankan dan masyarakat. Dalam hal 

in~ yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia ialah pengendalian jumlah uang 

primer. Pengendalian jumlah uang primer tersebut dilakukan dengan mengasumsikan 

bahwa perilak:u pelipat ganda uang (muney multiplier) cukup stabil. Dengan 

107 Lihat UU Bl, Pasal 8. 
l'lli Solikin dan Suseno, Uang (Pen~;ertian. Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian). 

Jakarta: PPSK BI, 202, him. 52. 
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demikian, dapat disi.mpulkan bahwa dengan mengendalikan jumlah uang primer, 

Bank Indonesia mengendalik:an jumlah uang beredar sehingga kegiatan ekonomi 

dapat diarabkan untuk mencapai harga yang cukup stabil (inflasi yang rendah). 109 

Namun, dalam praktelmya, pengendalian jumlah uang beredar yang optimal 

sangatlah sulit dilakukao. Paling tidak, terdapat tiga fiiktor yang meyebabkan sulitnya 

pengendalian jumlah uang tersebut. Faktor pertama, adalah adanya unsur-unsur yang 

bersifat kontradilctif pada pencapaian sasaran kebijakan. Misalnya, Bank Indonesia 

melakukan kebijakan ekspansi moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi yang 

sedang lesu. Tindakan ini biasanya mempunyai dampak: pada meningkatnya inflasi. 

Sebalik.nya, apabila diambil kebijakan kontraksi moneter untuk meredam laju intlasi 

terseb'..lt, perkembangan kegiatan ekonomi diperkirakan akan terhambat. Faktor 

kedua, adalab sulitnya memprediksi dan mengendalikan permintaan uang masyarakat. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perilaku per:mintaan uang masyarakat 

· tergantUng pada beberapa motif yang beragam Sejalan dengan · pes-atnya 

perkembangan dan inovasi sektor keuangan dan keterbukaan perekonomian Indonesia 

dalam beberapa tahun terakhir, perilaku tersebut cenderung tidak stabil sehingga sulit 

diprediksi dan dikendalikan. Faktor ketiga, adalah sulitnya mempredik:si angka 

pelipat ganda uang. Sebagaiman perkembangan permintaan uang, perilaku pclipat 

ganda uang juga cenderung tidak stabil sehingga sulit untuk diprediksi. Kesulitan dan 

tantangan yang di hadapi Bank Indonesia dalam rangka pengendalian jumlah uang 

beredar dimasa mendatang diperkirakan akan semakin berat dan kompleks. Untuk itu, 

Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk. menjajagi dan mengkaji beberapa 

kemungkinan penerapan kerangka kerja kebijakan moneter lain yang lebih optimal 

dalam rangka pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu stabilitas nilai 

rupaih.IIO 

Sesuai dengan hukum permintaan pasar, apabila jumlah uang yang disediakan 

melebihi jumlah uang yang diminta maka akan terjadi kelebihan penyediaan uang 

109 Ibid, him. 52-52 
110 Ibid, him. 53. 
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yang pada akhirnya dapat mengakibatakan penurunan harga uang atau suku bunga 

Sebaliknya, jumlah nang yang diminta melebihi jumlah uang yang disediakan maim 

akJin dapat mengakibatkan kenaikan barga uang atau suku banga. Perlu dikemukakan 

babwa suku bunga yang dimaksud adalah suku bunga keseimbangan pasar, yaitu suku 

bunga yang mencerminkan kesesuaian antara suku bunga simpanan (sisi penawaran 

uang) dan suku bang a pinjaman (sisi permintaan uang).' 11 

Pada umumnya, masyarakat membutubkan uang atau dana untuk merahiayai 

kegiatan ekonominya disektor rii~ seperti produks~ investas~ dan konsumsi Lal1J, 

apa yang terjadi apabila jumlah uang yang tersedia sangat terbatas sebingga tidak 

dapat membiayai kegiatan ekonomi tersahut sepenuhnya? Atau sebaliknya, apa yang 

tejadi apabila jumlab uang tersedia begitu melimpah, sementara kegiatan ekonomi 

relatlf kecil untuk dibiayal? Pertanyaaan tersahut pada dasarnya mengarah pada 

pemahaman babwa terdapat keterlcaitan yang erat antara uang dan kegiatan ekonomi 

di aektor rill, seperti yang tetah disinggung pada awal bab ini Pengaru.b. uang 

terbadap kegiatan ekonomi di sektor rill pada dasarnya dapat bersifat langsung atau 

tidak langsung. Peugarub tidak langsang uang dapat dijelaskan melalui pengaruhnya 

terl!adap perkembangan suku bunga seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

Dalam Jud ini, apabila teljadi penambahan jumiab uang beradar (misalnya sebagai 

akibat kebijakJ!Il bank sentral) maka suku banga akan cenderung rurun. Penurunan 

suku bunga tersebut akan menurunkan biaya pendanaan kegiatan investas~ yang 

selanjutnya mendorong kegiatan investasi dan kegiatan ekonorni pada umumnya. 112 

Dalam perkembangan sejarah peradahan manusia. peranan uang dirasakan 

sangat penting. Hampir tidak ada satu pun bagian dari kehidupan ekonomi manusia 

yang tidak terkait dengan keberadaan nang. Penga!aman menunjukan bahwa jumlah 

uang beredar diluar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang 

buruk bagi perekooomian secara keseluruhan. Konsekuensi atau pengaruh buruk dari 

kurang terkendalinya pcrkembangan jurniah uang beredar tersebut antara lain dapat 

111 Ibid, him. 43-44. 
Ill Ibid. hlrrL 46. 
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dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel-variabel ekonomi utama, 

yaitu tingkat produksi (output) dan harga. 113 

Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong 

peningkatan harga me!ebihi tingkat yang diharapkan sebingga dalam jangka pOI\iang 

daplll menganggu pertumbaban ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah 

uang beredar saogat rendah, maha kelesuan ahonomi ahaa tetiadi. Apahila bal ini 

berlangsung terus menerus, kemahmuran masyarahlll secara kescluruban pada 

giliraonya ahan mengalami penururum. Kondisi tersehut antara tam melatar belahangi 

upaya~upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara 

dalam mengendalikan jumlah uang beredar dalan> perekonomlan. Kegiatan 

pangendalian jumlab uang beredar tersebut lazimnya disebut dengan kebijahan 

moneter, yang pada dasarnya merupahan salah satu bagian interga! dari kebijakan 

ekonomi makro yang ditempuh oleh otoritas moneter. 114 

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral 

dalam bentuk pangendalian besaran moneter untuk mencapai perkernbaegan kegiatan 

perekaMmian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembaegan kegiatan 

perekonomian yang diinginkan tersehnt adalah stabilitas ekonomi mahm yang antara 

tam dicenninkan oleb. atahilitas harga (rendabnya laju inflasi), membaiknya 

perkernbangan output riil (pertumbuban ekOMmi), serta cukup luasnya lapanganl 

kesemplllan ke!ja yang tersadia. "' 

Kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari 

kebijahaa ekonomi mahm, yang pada umumnya dilakukan dengau 

mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perek.onomian suatu negara 

tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam 

pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda~beda dari suatu negara 

dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi 

11~Pmry Waljij1) dan Solikin, Kebijakan Moneterdi Indonesia. Jakarta: PPSK-81. 2003. him. 1. 
114/bid. 
115 Ibid, blm. 2. 
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yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan strategi 

dan lransmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan 

moneter.116 

Dalam hal terjadi aliran dana luar negeri masuk yang besar, maka bank sentral 

dapat melakukan kontraksi moncter untuk mengurangi jumlab uang beredar. 

Sehaliknya, jika terjadi aliran dana luar uegeri keluar yang besar maka bank sentral 

dapat mela!rukan ukspansi moneter untuk menambahjumlah uang moneter. Kontraksi 

dan ukspansi moneter akan dapat meningkatkan atau menurunkan suku bunga dalam 

negerL Mobilitas dana dari dan keluar negeri yang tinggi tersebut akan menyebabkan 

hauk sentral tidak dapat melaksanakan ·~ndependent monetmy policy" (lrebijakan 

moneter yang independen). Sementara itu.. mobilitas dana dari dan keluar negeri akan 

dipengaruhi oleh sistem nilai tukar dan sistem devisa yang dianut suatu negara. 

Dengan demikian, sarnpai sejaub mana pelaksanaan kebijakan moneter dapat 

dilakukan secara independen tcrgantung pada ststem niiai tukar dan sit;.1em devisa 

yang terpilih."' 

Dati utaian tugas Bank Indonesia di bidang moneter sebagaimana: 

dikemnkakan di atas, tergambar dangan jelas tentang peran dan kedadukan Bank 

Indonesia dalarn pembangunan ekonomi nasional karena keselmuban kebijakan yang 

diambil dan dileksanakan oleh Bank Indonesia akan betdarnpak baik langsung 

maupun t!dak langsung pada kegiatan ekoLomi nasional 

b. Togas di Bidang Perbankan 

Keberadaan bank dalam perekonomian modem sudah_ menjadi kebutuhan 

yang suHt diliindar~ karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang: dan 

seluruh lapisan masyarakat. Kalau dahulu masyarakat masih dapat menyimpan uang 

dihawah hantal atau dalam ceiengan yang terbuat dari gerabah. saat ini masyarakat 

116 ibid, hlm, 2<}, 
m Ibid, him. 9. 
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ak:an lebih senang menyunpan uang di bank, karena uang tersebut dapat 

menghasilkan bunga dan lebih aman. Sementara itu, masyarakat yang membutuhk:an 

dana akan lebih mudah datang ke bank dari pada mencari orang yang dapat dan mau 

meminjamkan dana kepada yang memerlukan. 118 

Dengan menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk 

kredit, bank telah menjembatani pihak-pihak yang kelebihan dan membutuhkan dana. 

Sehubungan dengan apa yang dilakukan tersebut bank disebut sebagai lembaga yang 

menjalankan fungsi intermediasi. Dalam perkembangan selanjutnya bank tidak hanya 

menjalankan fungsi intermediasi tetapi juga memberi jasa dan pelayanan lain kepada 

masyarakat, misalnya dalam lalu lint as pembayaran maupun jasa keuangan lainnya 119 

Sebagai lembaga kepercayaan, bank tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat 

bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga sangat berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara Dalam proses intermedias~ 

dana yang dikerahkan atau mobilisasi oleh suatu bank, selanjutnya akan disalurkan 

dan diinvestasikan ke sektor-sektor ekonomi yang produktif Kegiatan bank ini tentu 

saja akan meningkatkan investasi, produksi, serta konsumsi barang dan jasa yang 

berarti akan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. Sementara itu, bank juga 

sangat membantu dalam memperlancar kegiatan transaks~ produksi serta konsumsi 

melalui fungsi bank sebagai lembaga yang melaksanakan Ialu lintas pembayaraiL 

Sementara itu, perbankanjuga sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan moneter. 

Efektivitas kebijakan moneter akan sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan stabilitas 

sektor perbankan. 120 

Melihat peran perbankan yang sangat strategis tersebut, maka kesehatan dan 

stabilitas perbankan menjadi sesuatu yang sangat vital. Bank yang sehat, baik secara 

individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan kebutuhan 

118 Suseno dan Peler Abdullah, Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia. Jakarta: PPSK BI, 
2003, him. I. 

119 Ibid. 
120 Ibid, him. 1-2. 
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suatu perekonomian yang ingin tumbuh dan barkembang dengan baik. Kesebatnn dan 

stabilltas perlmnkan akan sangat barpengarub terhadap pasang surut suatu 

perekonomian. Sebagai gambaran, dengan terganggunya fungsi intermediasi 

perbankan setelah teijadinya krisis perbaokan di Indo"""ia, antara Jain teluh 

mengaldbatkan melambatnya kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonorni lll 

Untuk menciptakan dan memelihara perbaokan yang sahat diperlukan suatu 

kebijakan perbankan ,yang efekti£ Kebijakan tersebut meliputi kebijakan yang 

menyangkut perizinan, pengaturan, pengawsan, dan yang tidak kaluh pentingnya 

adalah kebijakan yang terkait dengan tindak lanjut dari kebijakan pengawasan yaitu, 

baik berupa peruherian sankai terhadap setiap penyimpaagan terbadap ketentuan 

perlmnkan maupun tindakan-tindakan lain dalam rangka pembinaan terbadap bank 

sella upaya·upaya dalam meningkatkan kesebatan perbankan secara keselw:uban.122 

Kebijakan perbankan pada umumnya mengacu pada best practice yeng 

berlllku secara internasional Dalam dua dasa warsa terakhir kebijakan perbankan 

diberbagai negara. tennasuk Indonesia, cenden1ng mengacu pada sistem pengawasan 

bar.k yang efektif sebagaimana direkomendasikan oleh Bank for International 

Settlement (B!S, 1997). Kecenderungan tersebut tidak terlepas dari proses globalisasi 

industri perbankan yang teljadi dalam kurun waktu yang sama 113 

Sebagaimana dikemukak:an sebalumnya, bank pada dasarnya merupakan 

bagian dari suatu sistem yang lebih besar yang disebut dengan sistem perbankan. 

Sistem perbankan dapat diartik:an sebagai kumpuJan dari Jembaga., kegiatan usaha, 

serta cara dan proses peiaksanaan kegiatan usaha yang memungkinkan bank 

melaksanakan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, sistem pcrbankan tidak 

hanya terdiri dari bank: sebagai lembaga, tetapi antara lain juga tennasuk di dalamnya 

pasar uang antar bank~ jnstrumen-instrumen yang dipergunakan, produk-produk yang 

dihasil.kan, berbagai ketentuan dan aturan main, serta interaksi antara berbagai unsur 

1t 1 Ibid. 
l2l Ibid 
113 Ibid, 
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tmebut. Berdasarl<:an pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

perbankan di satu negara akan berbeda dengan sistem perbankan di negara lainnya.124 

Sementara itu, secara kelemhagaan bank merupakan begian dari lembaga 

lrewmgan. Berdasarl<:an pengertian ini, maka sistern perbankan juga dapat dikatakan 

sehagai hagian dari suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem keuangan. Sistem 

keuaagan merupakau lrumpulan dari pasar, lemhaga keuaugan, hukum, pemturan, 

custmns 'tradisi', dan teknik yaag memungkinkan piranti keuaagan yang terdiri dari 

uaag dan surat-surat berharga diperoagangkan, suku bunga dan harga surat berharga 

ditentukan, serta jasa-jasa lembaga keuaagan dihasilkan dan dijual. Pengertian 

tersebut di atas antara lain menjelaskan hal-hal yang tercaknp dalarn sistem keuangan, 

yaitu pasat keuaagan, lemhaga keuangan, dan pinmti keuangan.1" 

Selaiu sebagai bagian dari sistem lrewmgan, sistem perbankan juga 

mempakan b~gian dari sistem monetet. Secara kelemhagaan sistem moneter terdiri 

dari otoritas moneter dan bank atau lembaga lain yang menjalankan fungsi moneter. 

Bank tennasuk dalam sistem moneter karena bank selain menjadi sarana da1am 

transmisi kebijakan moneter, bank juga dapat menciptakan uang. Perlu dicatat bahwa 

selain bank, di beberapa negara lain juga terdapat lembaga yang dapat menciptakan 

sesuatu yang didefinisikan sebagai uang. Dalam praktek, bank umum di Indonesia 

adalah bank yang dapat menciptakan uaag giral dan uang kuasi. Sebagai bank umum, 

bank dapat memberikan jasa la!u lintas pcmbayaran dengan menerima simpanan 

masyarakat dalam bentuk rekening giro, yang penarikannya dapat dilakukan setiap 

saat dengan :menggunakan cek atau alat pembayaran lalu lintas girallainnya. Cek atau 

alat pembayaran lalu lintas giral ini dapat difungsikan sebagai uang dan disebut 

sebagai uang giral. Sementara itu, tabungan dan deposito berjangka yang disimpan 

rna.syarakat di bank umum dikategorikan sebagai uang kuasi. 126 

114 ibid, him, 7-8. 
125 Ibid, 
114 Ibid, him. 8-9. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi krisis perbankan, 

perbatian pemerintab di berbagai negara termasuk Indonesia terbadap kebijakan 

peegatunm dan peegawasan bank semakin besar. Perhatian tersebut antara lain kareua 

semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu 

perekonomilm. Kegagalan suatu bank k:hususnya yang bersifat sistemik akan dopa! 

meegakibatkan terjadinya krisis yang dapat mengg:mggu kegiatlln suatu 

perekonomian Sektor kan:mgan, terutama di negara-negara berkembang, masih 

didominasi oleh lembaga perbankan. Di Indonesia misalnya, memuut Yun\IS Husein, 

industri perbankan menguasai sek:har 93% dari total aset industri kanangan. 121 Dalam 

kondisi yang demikian, apabila lembaga perhankan tidak sebat dan tidak dapat 

berfungsi secarn optimal, maka dapat dipastikan akan beralobat pada texganggunya 

kegiatan perekonomian. Menurut Andrew Crockett, stabilitas dan kesebatan sektor 

perbankan sebagai bagian dari stabilitas sektor keuangan terl<ait erat dengan 

kesehstan s:u~tu perekooorrrianT 111 

Apabila suatu sistem perbankan dalam kondisi yaeg tidak sehat, maka fungsi 

bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal. Dengan 

terganggunya fungsi inetnnedi.asi tersebut, maka alokasi dan penyediaan dana dari 

perbankan untuk kegiatan investasi dan membiayai sektor-sektor yang produktif 

da1am perekonomian menjadi terbatas... Sistem perbank.an yang tidak sebat juga akan 

mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh gjstem perbankan menjadi 

tidak lancar dan tidak efisien. Selain itu. sistem perbankan yang tidak: sehat juga akan 

menghambat efek:tifitas kebijakan moneter. Melihat akibat yang di timbulkan oleh 

sistem perbankan yang tidak sehat tersebut, maka dapat disimpulkan pentingnya 

pengaturan dan pengawasan bank sebagai upaya menciptakan dan memelihara 

kesehalan sistem perbankan. 129 

117 'ltmus Husein dalam Suseno dan Peter Abdullah, ibid, hlm, 9, 
m Andrew Crockett dalam Suseno dan Peter Abdullah, ibid. 
m Ibid, him 10. 
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Bank adalah unit usaha yang khusus karena dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya tergantung pada sumber dana dari masyarakat. Oleh karena itu, 

kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga tersebut. Bagaimanapun baik: atau sehatnya suatu bank, apabila terjadi krisis 

kepercayaan yang mengakibatkan penarikan dana masyarakat secara besar-besaran 

maka dapat dipastikan bank tersebut akan hancur. Masyarakat penyimpan dana di 

bank pada umumnya memilik:i informasi yang sangat terbatas mengenai kondisi 

(harta dan kondisi kesehatan) bank tempat ia menyimpan dananya K.ondisi ini 

mengakibatkan suatu bank rentan terhadap bank ron atau penarikan dana masyarakat 

dari perbankan Ketidakpastian atas kondisi tingkat kesehatan suatu bank dapat 

mengakibatkan penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan secara besar

besaran. Rush terhadap perbankan ini pada umumnya bersifat menular dan tidak 

pandang bulu, dan dapat te!jadi pada bank yang dalam kondisi baik (sehat) atau buruk 

(tidak seh&t). Keja::!ia11. ini sering diseb~t :;:bag~i -masalah perbnnkan yr:.ng bersif.at 

sistemik. Hal ini pada umumnya terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem perbank:an sangat rendah. Apabila kepercayaan masyarak:at tidak dapat di 

pulihkan. mak:a akibatnya terhadap suatu perekonomian akan sangat berbahaya. 

Kebijakan pengaturan dan pengawasan yang dilak:sanakan oleh otoritas pengawas 

pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarak:at dan pihak

pihak lain yang berkepentingan dengan bank. 130 

Pengaturan dan pengawasan bank dalam rangka menciptakan dan memelihara 

kesehatan sistem perbankan memegang peranan penting karena, kesehatan bank tidak 

hanya menjadi kepentingan pemilik dan pengelola bank yang bersangkutan, tetapi 

merupakan kepentingan masyarakat dan pemerintah serta perekonomian nasional. 

Pengaturan dan pengawasan bank tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi juga dimaksudkan 

untuk mencegah kerugian masyarakat dan pemerintah. Selain itu, dengan pengaturan 

dan pengawasan memungkinkan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh 

IJo Ibid, him. 10-11. 
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masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Dengan infurmasi tersebut masyarakat 

dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam melakukan transaksi dan kegiatan 

lainnya yang terkait dengan bank.131 

Pengaturan dan pengaWllSlill bauk yang efektif sangat dibutuhkan untuk 

m<tiega dan melihara kepereayaan masyarakat terbadap perbaukan, walaepun 

pengawasan bank pada dasamya mejadi tanggungjawab pengurus (pemilik dan 

pengelola) bauk yang bersangkntan. Namun demikian, <erdapat kelemahan dalam 

nmgka pelaksanaan tanggungjawab pengurus bank yang bersangkntan. Unluk 

mengatasi kelemahan tersebut pa.da umumnya suatu negara melengkapi dengan 

mernbentuk suatu lembaga yang diberi otoritas untuk rnengatur dan mengawasi bank 

Pengaturan terhadap bauk dilakukan dengan membuat berbagai ketentuan untuk 

menga!ur keberedaan dan seluruh kegiatan operasional bank. Peraturan atau 

ketentuan tersebut sering disebut dengan banking prudential principles atau 

pengaturan tentaog prinsip-prinsip kehati-hatian pada bauk. Berbagai ketentuan 

tersebut selain untuk keperluan pengawasan oleh otoritas pengawas juga hams 

memungklukan pihak-pihak yang berkepentingan dengan bauk untuk mendapat 

informasi yang diperlukan, 132 

Prudential banking regulation atau pengaturan atau ketentuan tentang kehati~ 

hatian pada bauk pada dasamya berupa pengaturan tentang izin pendirian lllau 

pembukaan buuk baru dan calrupan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

Ketentuan tentang pendirian suatu hauk sangat diperlukan karena jumlah bauk akan 

menentukan struktur pasar dan persaingan daiam sistem perbankan di negara yang 

bersangkutan. lzin pendirian bauk yang sangat liberal dapat meningkatkan persaingan 

dan dalam jaegka pendek akan menguntungkan nasabah bank, tetapi apabila hank

bank tersebut modalnya tidak cukup besar dan tidak dikelola seeara tidak baik maka 

bank-bank tersebut dapat dipastikan akan menimbulkan masalah. Sementara itu, izin 

pendirian yang ketat atau babkan penutupan izin pendirian dapa.t mengakibatkan 

llt Ibid, him. 13. 
mlbid. 
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lrondisi yang tidak sehat karena persaingan juga menjadi tidak sehat. Bank"bank yang 

sudah mendapatkan lain seakan"akan meodapat proteksi sehingga mereka cenderung 

dikelola S<cara tidak optimal. Pengaturan sebaiknya tidak diarabkan w:JJuk 

memberikan proteksi terhadap bank--bank yang sudah ada, tetapi diaralakan agar bank" 

bank dapat beroperasi secara efisien dan sebat dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Prosadnr pemberian izin yang baik harus dapat meyakini bahwa bank

bank yang diberi izin adalah sehat dan dapat beroperasi secara aman dan berbati-hati. 

Unluk itu harus ada rencana usaha yaegjelas dan dikelola oleb penguru.s yaegflt dan 

proper (mempunyai lrompetens~ karakter, dan integritas yang baik)."' 

Selain harus mangatur masalab izin pembukaan bank haru, otoritas juga harus 

mangatur kegiatan operasional suatu bank, apa yang boleh dan apa yang tidak boleb 

dilakukan. Pengaturan mengenal cakupan kegiatan operasional juga akan menentukan 

struktur industri perbankan di negan1 yang bersanglrotan. Kegiatan operasional bank 

ini dapat bervariasi dari satu uegara ke uegara yang lain tergantung dari faktor, 

misalnya besar kedlnya kegiatan dan struktur perekonomian, dan luas geografis. Hal

hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembatasan~pembatasan terbadap cakupan 

kegiatan Operasional suatu bank, misa!nya pembatasan untuk melakukan kegiatan di 

daerah tertentu atau pembatasan untuk menyalurkan kredit pada sektor tertentu, 

kadang dapat mengurangi efisiensi terhadap sistem perba.nkan. Sebaliknya. 

memperbolehkan suatu kegiatan tertentu sebaiknya juga harus dinyatakan secara 

jelas. Secara umum pengaturan hendaknya mengarnhkan suatu bank agar tidak 

melakukan kegiatan operasional yang mengandung resiko berlebihan. 134 

Pengaturan tetang prinsip kehati-hatian harus dapa.t meyakinkan bahwa 

pemilik dan pengelola bank adalah orang yang fit and proper atau kompeten dan 

mempunyai integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Otoritas pengawas sebaiknya 

melakukanfit and proper test terhadap pengurus bank Pengaturan juga harus secara 

jelas mengatur peran dan tanggung jawab pemilik dan pengelola bank. Hal ini penting 

~~~Ibid, him. 14-15. 
1~ Ibid. 
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karena bank yang sehat hanya di mungkinkan oleh bankir yang baik pula, Dengan 

pengurus bank fit and proper ternebut pengelolaan bank diharapkan akan menjedi 

lebih baik. Sebelum suatu bank diberi izin, pemilik maynritas atau pemegang saham 

pengendali, direksi dan pemirnpin bank harus terlebih dahulu meedapat persetujuan 

dari otoritas pengawas.135 

Berbagai peeganturan JUga harus dilakukan dangan tujuan membatasi 

berbagai kegiatan operasional yang mengeedung resiko tinggi, misalnya, kegiatan 

yang melibatkan pihak-pibak terl<ait (seperti pemberian kredit kapada kelompok 

usoba sendiri), dan exp0$Ure temedap transaksi valuta asing. Pengaturan tersebut 

sebenarnya adalab untuk membantu pengelola bank agar tidak melakakan hal-bal 

yang mengandung rcsiko yang berlebihan. Dalarn hal-hal tertentu pengaturan dapat 

berupa penetapan dalam rasio~rasio tertentll.; yaitu berupa suatu persentase tertentu 

dari kredit yang dapat diberikan kapada kelompok usaha, persentase tertentu ala! 

liku1d yang hw:us disediakan dan sebagainya"' 

Berdasarkan uraian ternebut di atas, maks dalam Pasal 8 huruf e UU Bl 

dinyataksn bahwa tugas mengatur dan mengawasi bank dilakukan sapenuhnya oleh 

Bank Indonesia. Dalam hal in~ keseluruhan tugas dan tanggungjawab, mulai dllri 

pendirian, operasionalisas~ dan bernkhirnya suatu bank, menjedi tanggungjawab dan 

kewenangan penuh Bllrik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab 

tersebut dilakukan antara lain dan terutama melalui fungsi pengaturan (regulatory 

fonction) Bank Indonesia dan pengaturan serta penerapan sanksi administratif 

Keseluruhan pelaksanan tugas Bllrik Indonesia dibidang perbllrikan tersebut, 

disamping dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai 

bank sentral, terutama juga karena peran dan kedudukan perbankan yang sangat 

strategis dalam perekonomian nasional1 sehingga Bank Indonesia perlu melaksanakan 

peran, tugas, dan tanggungjawabnya secara lebih baik dalam kerangka pelaksanaan 

perobangunan ekonomi nasional. 

135 Ibid, 
0~ Ibid, htm. 17. 
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c. Tugas Bidang Sistem Pembayaran 

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, 

kontrak/petjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk 

penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan 

kewajiban pembayaran melalui pertuk:aran "nilai" antar perorangan, bank, dan 

lembaga lainnya, baik: domestik. maupun cross border 'antamegara' . 137 

Dalam prakteknya, transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai 

dan nontunai Instrumen pembayaran yang digunakan. oleh suatu masyarakat 

tergantung kepada banyak faktor, antara lain tingkat ekonomi, budaya, dan 

preferensinya Namun demikian, instrumen tunai biasanya digunakan untuk transaksi 

bernil:ai kecil di tingkat ritel dan antar jndividu, sementara instrumen nontunai 

umunya digunakan untuk transaksi bemilai besar. Persentase penggunaan 

pembayaran nontunai pada umumnya meningkat terus sejalan dengan perkembanga."l. 

ekonomi negara yang bersangkutan, dengan kecenderungan penggunaan pembayaran 

tunai yang menurun. Misalnya, di Jepang, pembayaran dengan tunai dan cek semakin 

me~urun, sementara pembayaran dengan instrumen lain (berbasis elektronik, seperti 

kartu) semakin meningkat. Di Jerman pembayaran dengan instrumen berbasis kartu 

terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Inggris, meskipun pembayaran tunai tinggi 

dalam volume namun terus menurun persentasenya, sedangkan pembayaran nontunai 

meningkat. Perkembangan sistem pembayaran di atas berbeda-beda sesuai dengan 

kondisi ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Semakin berkembang suatu 

perekonomian, peran sistem pembayarw nontunai semakin penting. Dengan adanya 

perkembangan seperti tersebut di atas, pembahasan sistem pembayaran lebih banyak 

m Sri Mulyali Tri Subari dan Ascarya, Kehijakan Sis/em Pembayara11 di indonesia. Jakarta: 
PPSKBI, 2003, him. 2. 
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terkait dengan instrumen nontunai dan umumnya menggunakan instrumen yang 

berbasis dokumen maupun eleldronik."' 

Sesuai dengan pengertian sistem pembayaran sebagaimana tersebut di alas, 

dalam pelaksanaan diperlukan adanya lromponen sistem pembayaran yang memadai 

dan saling terkait, antara lain:'" 

1) Institusi atau lembaga yeng menyediakan jasa pembayaran; 

2) Instrumen yang digunakan adalah sistem pembayaran yang mengatw' bak dan 

kewajiban keuangan peserta pembayaran~ 

3) Kerangka bukum yang mengatw- ruang linglrop hukum dan instrumen sistem 

pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanks~ dan aturan lainnya untuk 

menjamin terlaksaoanya sistem pembayaran secara hukum; dan 

----4~1<:ebijaklmSisam pemoayaranyangjelas, bail< kebijill<an Uillllllf1llil!!lliill. - · 

openlsional, yang mendasari petlgemhanJian sistem perobayanUL 

Sistem pembayamn tidak dapai dipisahkan dari perkembangan uang yang 

diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronis yang 

bersifat nontunl!i. Perkernbangan sistem pembayaran dirlorong oleb semalcin basarnya 

volume dan nilai transaks~ dan perkembangan tekoologi. Sistem pembayaran tunai 

bcrkembang dari commodity money sampai fiat money, sementara sistem pembayaran 

yang tunai berkembang dari yang berbasis warkat ( cek, bilyet giro, dan sebagainya) 

sampai kepada yang berbasis elekttonik (kartu dan electronic money). Dengan 

perkembangan tersebut, peran sistern pembayaran menjadi semakin penting dalam 

perekonomian. 140 

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembaya.ran akan 

menunjang perkembangan sistem keuangan dan pecbankan. sebaliknya risiko 

llS Ibid, him. 2-4. 
l)\1 Ibid. 
un Ibid, him, l. 
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ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada 

kestabilan ekooomi secara keseluruhan. Berl<enaan dengan permasalahan tersebut, 

maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelanearannya oleh 

suatu lembaga, dan umumnya dilakakan oleh hank sentral.141 

Sistem pembayaran yang lllllllil dan lancar merupakan saleh Slllu prasyarat 

bagi peneapehm stabilitas moneter dan keuangan yang merupakan tujuan utama dari 

bank sentral. Oleh karena itu, hank sentral pada Ul!lWlllya terlibat dalam 

penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan 

peraturan penyelenggaraan, serta oversight 'pengawas' dalarn rangka mengontrol 

risilro, baik yang diakibatkan oleh transaksi barian, seperti risiko likuiditas dan risiko 

kredit, maupun risiko yang bersifat sistemik 142 

Peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin penting 

seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaks~ serta sejalan 

dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dengan semakin meningkatnya transaksi 

tersebut, rnaka risiko yang ditimbulkan menjadi semakjn besar karena dengan 

terganggun.ya sistem pembayaran dapat membahayak:an stahilitas sistem dan pasar 

keuangan secara keseluruban. 

Menurut Sheppard, peran penting sistem pemhayaran clalam perckonomian 

adalah sebagai berikut:143 

1) Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian 

untuk mendukung stabilitas keuangan. Hal itu disebabkan sistem keuangan 

dan perbankan berkaitan crat dengan sistem pembayaran. Gangguan di sistem 

pernbayaran akan menimbulkan ketedambatan atau kegagalan kewajiban 

pembayanm, yang pada gilirannya akan menyebabkan turunnya kepercayaan 

masyarak:at terhadap Iikuiditas dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan. 

Demikian pula sebaliknya. Krisis keuangan dan perbankan yang 

HI /bit/. 
141 Chtmdravakar dan Sheppard dalam Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, ibid, him. 25. 
143 Shapperd dalam Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, ibid, him. S. 
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mempengaruhl satu atau lebih bank peserta sistem pembayaran akan 

mempenglll1lbi setelmen antarballk dan dapat menyebabkan gridlock 

'kemacetan • di dalam keselWllban sistem pembaylll1Ul. Oleh !<:arena itu, 

diperlukan koo..ru-i yang baik antara pihak baak dan pengawas pasar 

keuangan dengan pengawas sistem pembayaran, untuk memastikan agar 

masalah-masalah ternebul dapat diantisipasi dan diselesaikan seawal mungkin; 

2) Sebagai ch1111nel 'saluran' penting dalam pengendalian akonomi yang efukti( 

khususnya melalui kebijakan n:roneter. Dengan lancamya sistem pembayaran, 

kebijakan moneter dapat mempengarubi likuiditas perekonomian sebingga 

proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor rill dapat 

menjadi lancar; dan 

3) Sebagai ala! untuk mendorong elisieru;i ekonomi Keterlambatan dan 

ketidaklancaran pembayaran akan menggangu perencanaan keuangan usaha 

dan pada akbirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas 

pcrekonomian. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan sistem pembayaran 

penting dalam suatu perekonomian, yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan dan 

perbankan, sabagai sarana transmisi kebijakan rooneter, serta sebagai aiat untuk 

meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Untuk itu. sistem pembayaran perlu 

diatur dan diawasi dengan baik agar sistem pembayaran berjalan dengan aman dan 

lancar. Berbagai lembaga terkait dengan sistem pernbayaran mulai dari lembaga yang 

menyelenggarakan sistem pembayaran, lembaga yang memberikan jasa pelayanan 

pembayara)\ lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, sampai 

kepada lembaga yang mendukung. 144 

Sistem pernbayaran yang aman dan efisien sangat pentlng untuk berfungsinya 

sistern keuangan yang efuktif. Untllk itu, The Committee on Payment and Settlement 

Systems (CPSS} dari bank sentral kelompok GIO (kelompok sepuluh negara maju) 

w !hid. 
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mengembangkan prinsip-prinsip dasar penting sistem pembayaran (CPPS-BIS, 2000) 

yang meliputi 10 k.riteria di bawah :ini.145 

1) Sistem ini barus memiliki landasan hukum yang kuat; 

2) Sistem ini harus mempunyai aturan dan prosedur yang meroungkinkan peserta 

memahami risilro keuangan yang mungkin dihadapi; 

3) Sistem ini barus memiliki prosedur yang jelas untuk manajemen risiko kredit 

dan risiko likuiditas; 

4) Sistem ini harus menjamin agar setelmen dapat dilakukao peda hari yang 

sama, minimal parla akhir hari; 

5) Untuk sistem yang momiliki multilateral netting, minimal sistem ini harus 

mampu memast:ikan penyelesaian setelmen harlan yang cepat pada saat 

peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk satu setelmen 

terbesar; 

6) Aset yang digonakan untuk setelmen sebaiknya berada di bank sentral (claim 

on the central bank). Dalam hal aset yang yang berarla di luar hank sentral 

yang digunakan, maka aset tersebut harus tidak memiliki (atau kecil) risiko 

kredit dan risiko lilruiditas; 

7) Sistem ini harus menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan operasional 

yang tingg~ dan harus memiliki penanganan <larurat untuk penyelesaian 

pernrosesan harian yang cepat; 

8) Sistem ini harus menyediakan alat untuk rnelak:ukan pembayaran yang praktis 

untuk pemak:ainya dan efisien untuk perek.onomian; 

9} Sistem ini hams memiliki tujuan dan kriteria yang transparan untuk peserta. 

yang memungk:inkan akses yang adil dan transparan; dan 

14
' Ibid, him. 6-7. 
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1 0) Pengaturan (governance arrangements) dari sistem lD1 harus efektit; 

akuntabel, dan transparan. 

Prinsip-prinsip dasar sistem pembayaran tersebut di atas dimaksudkan sebagai 

pedoman umum untuk mendorong perancangan dan pelaksanaan sistem pembayaran 

global yang lebih aman dan efisien. Hal ini terutama untuk kasus-kasus negara sedang 

berkembang yang sedang membangun sistem pembayarannya agar menjadi lebih baik 

dalam menghadapi perkembangan pasar keuangan nasional maupun internasional 146 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem pembayaran yang penting 

dalam suatu perekonomian. Untuk itu, sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi 

mengingat terdapat berbagai risiko yang mungk:in dihadapi antara lain risiko kredit. 

yaitu risiko ketika salah satu peserta dala.m. sistem pembayaran tidak. dapat memenuhi 

kewajibannya pada saat jatuh tempo atau di masa mendatang. Selain itu, juga risiko 

hukum, yaitu risiko ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum 

yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko lcredit dan risiko likuiditas. 147 

Sesuai dengan ULJ BI, telah ditetapkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia 

sebagai bank sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 

Efektivitas. pelaksanaan tugas Bank Indonesia ini memerlukan dukungan sistem 

pembayaran yang eftsien, cepat, aman, dan handal. Hal itu merupakan sasaran dari 

pelaksaan tugas mengatur dan mcnjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam 

melak:sanak:an rugas tersebut, Bank Indonesia harus memainkan peran aktif dalam 

pengembangan sistem pembayaran. 148 

Keberadaan suatu sistem pembayaran yang aman dan handal dapat 

mendukung pelak:sanaan tugas Bank Indonesia untuk memperkuat pengendalian 

moneter dan meningkatkan stabilitas dan keamanan sektor keuangan terrnasuk 

perbankan. Dengan demikian, sistem pembayaran merupakan salah satu komponen 

yang terintegrasi dari fungsi bank sentral lainn.ya yaitu moneter dan perbankan. 

146 Ibid, hlm. 7-8. 
147 Ibid . 

. 
148 Ibid, hlm. 27. Lihaljuga UU BI, Pasa18 hurufb. 
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Keberadaan sistem pembayaran yang menjamin aliran dana yang efisian, aman, 

banda!, dan berisiko rendah dapat mempermudah para pelalru ekonomi untuk 

melakukan akses terbadap berbagai keperluan pembayaran. Sebaliknya, jika sistem 

pembayaran mengalami gangguan, maka yang terkena dampaknya adalah sistem 

keuangan secara menyelurulL Selain itu, keberadaan sistem pembayaran yang elisien 

dan aman juga merupak:an salah satu prasyarat khususnya bagi kelancaran 

perdagangan baik. di dalam negeri maupun antamegara serta bagi perekonomian pada 

umumnya. 149 

Peran penting Bank Indonesia lainnya yang terkait dengan sistem 

pembayaran, yang tidak dapat dipisahkan dengan togas Bank Indonesia, adalah 

melakukan pencetakan dan peredaran uang. Bank Indonesia berupaya untuk 

menyediakan uang yang layak edar dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik: dari 

sisi nominal maupun pecahannya. 150 

Sesuai dengai!. UU BI, telah ditetapkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia 

sebagai ban_lc sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayar:m, 

Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, 

dan memberi persetujuan, perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa 

sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga mempunyai transaksi-transaksi 

yang harus dilaksanakan seperti setelmen operasi pasar terbuk:a, menyelesaikan 

tagihan-tagihan, gaj~ dan pensiun, serta transaksi yang terkait dengan rekening 

Pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank 

Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem 

pembayaran. 151 

Salah satu peran pokok Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah 

sebagai regulator, fasilisator, dan kata1isator pengembangan sistem pembayaran di 

Indonesia. Secara umum, pengaturan terhadap sistem pembayaran di Indonesia yang 

149 Ibid. 
150 Ibid, him. 49. 
151 Ibid, him. 30. 
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diatur dalam berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain 

memuat: 152 

1) Cakupan wewenang dan tanggungjawab penyelenggara sistem pembayaran, 

tergantung tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risik:o; 

2) Jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan prosedur pemberian 

persetujuan; 

3) Persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan Jasa sistem 

pem.bayaran; 

4) Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan, jenis 

laporan kegiatan, dan tata cara penyampaiannya; 

5) Jenis dan persyaratan keamanan instrumen pembayaran yang dapat digunakan di 

Indonesia termasuk instrumen pembayaran yang bersifat elektronis, seperti kartu 

Automated Teller Machine (ATM), kartu debet, kartu kredit, kartu prabayar, dan 

kartu elektronik; dan 

6) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang tidak ditaati 

Untuk mewujudkan adanya suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, 

aman, dan handal. Bank Indonesia secara terus menerus melakukan penyempurnaan 

dan pengembangan terhadap sistem yang telah ada sesuai dengan perencanaan sistem 

pembayaran nasional. Penyempurnaan dan pengembangan tersebut direa.lisasikan 

dalam lxmtuk kebijakan, pengembangan mekanisme, infrastuktur dan ketentuan yang 

diarahkan untuk mengurangi risik.o pembayaran antarbank, serta peningkatan efisiensi 

pelayanan jasa sistem pembayaran. 153 

Dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia 

memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh layanan jasa 

sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Dalam menjalankan fungsi 

pengawasan sistem pembayaran ini, selain berwenang untuk memberikan izin 

operasional, Rank Indonesia juga berwenang melakukan pengawasan terhadap 

152 ibid, hlru. 31. 
151 ibid. 
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penyelenggaraan sistem pembaya.raan, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

maupun pihak lain. Dalam memantau penyelenggaraan sistem pembayaran, Ballk 

Indonesia mewajibkan seluruh penyelenggara sistem pemhaya.-on di Indonesia untuk 

menyarnpaikan laporan. Hal ini dimaksudkanjuga untuk memperoleh infurmasi ya:ng 

diperlllkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia.'" 

Sebagaimana telah dikemllkakan sebelumnya, kepada Bank Indonesia diberi 

wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk 

melaksanakan hal tersebut, diperlllkan perangkat hukum yang mencakup undang

undang dan peratllfan-peraturan terkait dalam sistem pembayaran, termasuk juga 

aturan main berbagai pihak yang terlibat misalnya, antarbank, antarballk dangan bank 

sentral antar bank dan nasa~ dan lain-lain. m 

Perangkat hukum ini sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas 

dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Ketiadaan per.mgkat hnknm tertentu 

dapat menghambat penyelenggaraan dan pangembangan sistem pembayaran. Sehagai 

oontnh, perkembangan sistem pembayaran elektronik memerlukan perangkat hnknm 

yang mengatur bukti pembaya:ran clektronik agar penyelengga.raan sistem tersebut 

menjadi lebih efi:ktif dan efisien. 156 

Aturan hukum pokok yang menjadi dasar sistern pembayaran di Indonesia 

adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.UHPerdata), Kitab Undang-Undang 

Hnknm Dagang (K.UHD) dan UU No.23 tahun 1999 tentang !:!auk Indonesia KUll 

Perdata di antaranya mengatur befbagai hukum perjanjian yang menjadi dasar dalam 

perjanjian yang berhubungan dengan sistem pembayaran. KURD menetapkan 

berbagai ketentuan tentang warkat pembayaran antara lain cek, promes, wesel aksep, 

dan instrumen pembayaran lainnya. Sementara itu. UU No.23 tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia meletakan dasar bagi Bank Indonesia sebagai lembaga yang 

berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayan:m. Selain itt.!, 

154 ibid, htrn. 32. 
l.i) !bid, him. 33. 
IS6Jbid. 
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ketentum-ketentuan lainnya yang berbubungan dengan sistem pembayaran diatur 

dalam berbagai peratumn Bank lndonesia.157 

Mengingat pentingnya sistem pembayaran dalam perekonomian khususnya 

dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi sebagaimana dikemuk:akan di atas, :maka 

sejalan dengan itu, UU BI dalam Pasai 8 burufb UU BI dinyatakan babwa saiab satu 

tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabi1an nilai rupiah 

adalab melaknkan pengaturan dan menjaga kelancaran sistem pcmbayaran. Kiranya 

jelas bahwa terdapat keterkaitan yang erat antar.a pel!lksanaan tugas Bank Indonesia 

dibidang s:istem pembayaran dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional 

2.1.4 Kedudukan Bauk Indonesia 

a· Sebagai Lembaga Negara 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya babwa dalam Pasal 23D UUD 1945 

dinyatak:an bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunau, kedudukan. 

kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-unda.ng", 

Menurut Jimly Asshiddiqie, rumusan pasal 23D UUD 1945 tersebut belum 

:rnenentukan substansi kewenangan bank sentral Artinya apa yang menja<!i 

kewenangan bank sentral, masih akan diatur dengan undang-undang. Namun 

demikian, konstitusi {UUD 1945) telab menyebutkan sifat dan kewenangan bank 

sentral tersebut yaitu bersifat independen yang masih harus diatur dala.m undang

undang. ISS 

Berdasarkan ro.musan Pasal 23D UUD 1945 tersebut di atas, dapa.t dipahami 

bahwa konstitusl teJah menetapkan tentang kebutuhan negara Republik Indonesia 

akan adanya suatu bank sentral Selanjutnya, konstitusi juga telah menetapkan antara 

lain bahwa kewenangan dan tanggungjawab bank. sentral, selanjutnya diatur dalam 

151 ibid him. 34. 
1511 Jim!y Assbiddiqie, op. cit., him. 59. 
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undang-undang. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara yang diatur dan 

dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi 139 Oleh karena itu, keberadaan 

setiap organ konstitusi yang adalah juga merupakan organ negara, seharusnya berada 

dalam suatu kerangka si>tem ketatanegaraan yang satu, sehingga kebemdaan dan 

pclakeanaan tugas, fungs~ dan tanggungjawabnya lllliSing-masing, tidak saling 

bertentangan melainkan barns saling :neleogkapi aotara satu deogan lainnya dalam 

kerangka tegakoya negara Rapublik Indonesia. 

Tedepa.s dari pembedaao hierarki dan fungsi lembaga negara yang 

dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, 100 keberadaan bank sentral dahun konstitusi 

merupakan lembaga neg am yang memiliki landasan dan kedudukeu konstitusionaL 

Lembag:a negarn terkadang disebut dengan istilah lembaga pernerinta.han, 

lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk 

berdasarkan atau karena diberi kekuasan oleh UUD, ada pula yang dibcntuk. dan 

mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya 

dibentu.k berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu 

saja tergantung pada derajat pengaturann.ya menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.161 

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk: oleh UUD :mcrupakan organ 

konstitus~ sedangkau yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, 

sementara yang dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah !agi 

ditingkatan dan derajat perlakuan hukum teihadap derajat yang duduk di dahmmya. 

Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan 

peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. 161 

Karena warisan sistem lama, harus diakui bahwa ditengah masyarakat kita 

masih berkembang pemahaman dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional 

1
"' Ibid, him. 43. 

I® Ibid, him, 99-172. 
[~:!Ibid. 

I&! Ibid. 
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legislati' eksekutif dan yudikalif. Lembaga negara dikaitkan dengan peagertian 

lembaga yang berada di tanah kekuasaan legislatif disebut lembaga legislat~ yang 

barada di tanah eksekmif disebut lembaga pemerintaban, dan yang berada di tanah 

judikatif disebet sebagai lernbaga pengadilan. 163 

Karena itu, sebelum perubaban (UUD 1945), biasa dilrenal adanya iatilah 

lembaga pemerintahan, lembaga departemen, lembaga pemerintahan oon departernen, 

lernbaga nega:ra, lembaga tertinggi negara Dalam hukum tata negara biasa dipakai 

pula istilah yang menunjnk kepada pengertian yang lebih teroalas, yaitu slat 

perlengkapan negara yang biasanya dikaitkan deagan cabang-cabang kekuasaan 

legislati~ eksekutit dan yudisial. "' 

Kata pemerintah dan pemerintahan bercampur baur pengertiaanya atau 

kadang-kadang saling dipertnkarkan penggunaannya sehari-bari. sebingga tidak bakn. 

Misa!nya, pemerintahan sering diartikan lebib luas dari pemerintah, tetapi kadang

kadang buk:an soal luas sempitnya yang yang menjadi perosalan, melainkan kata 

pemerintahan dilihat sebagai proses, sedangkan pemerintahan dHihat sebagai 

instilusi. 165 

Dalam Pasal 4 ayat (2) UU BI dinyatakan antara lain babwa "Bank Indonesia 

adalah Iembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya •. , .. Da[am 

UU BI tersebu~ tidak terdapat penjelasan lebib lanjut mengenai Jatar balakang dan 

urgensi pemberian status iembaga negara: kepada Bank Indonesia Dalam keterangan 

pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Ke.Ija Komisi 

Vlll ke-6 tanggal9 Maret 1999 sebagaimana dikemnkakan oleh Maqdir Ismail dalam 

bukunya "Bank Indonesia (Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi)", 

dinyatakan bahwa: 

"Ingln disebut lembaga pernerintahan tidak bias, sebagai government agency 
dla tidak bisa karena di luar pemerintahan. T api dia bukan swasta. dia juga 

!6) ibid. 
IM Jbfd. 
145 Ibid. 
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bukan lembaga tinggi negara, tapi dia buk:an lembaga swasta, bukan privat 
agency, bukan government agency, bukan privat agency, bukan sebagai 
lembaga tinggi negara.. .. Ini suatu agency, suatu lembaga bukan 
pemerintahan tetapi punya negara, lalu oleh sebab itu istilah lembaga Negara 
dengan hurufkecil, "l" kecil, "m" kecil". 166 

Selanjutnya, Maqdir Ismail mengemukakan bahwa kedudukan Bank 

Indonesia sebagai lembaga negara, jika dihubungkan dengan Pasal 24C UUD 1945, 

bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, akan tetapi 

kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga diatur oleh undang-undang, 

sebagaimana dinyatakao dalam Pasal 23D UUD 1945. 167 Pendapat Maqdir Ismail 

tersebut juga dikaitkan dengan TAP MPR No. IIIIMPR/1978 tentang pembagian dan 

kedudukan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara yang menurut Prof 

Jimly Assiddhiqie, TAP WR terse but dengan sendirinya tidak. berlaku lagi setelah 

dilakukan Arnandemen Keempat UUD 1945 karena kedudukan masing-masing 

lerobaga negara tidak iagi dapat dibedakan antara lembaga tertinggi Uengan· iembaga 

tinggi seperti sebelumnya. Hal tersebut karena adanya pergeseran pengertian tentang 

pembagian kekuasaan secara vertikal (vertical distribution of power) yaitu sejak. 

dilakukannya Amandemen UUD 1945 sehingga konfigurasi kekuasaan dan 

kelembagaan negarajuga mengalami perubahan secara mendasar. 168 

Pada bagian lain (dalam buku yang sama), Maqdir Ismail mengemukakan 

bahwa jika dihubungk:an dengan tata kerja antara Pemerintah dan Bank Indonesia, 

malca peran dan tugas Bank Indonesia sangat penting dan berpengaruh sangat besar 

terhadap kehidupan berbangsa dan bemegara, terutama yang berhubungan dengan 

masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan. Peran dan tugas Bank Indonesia yang 

sangat besar dan berpengaruh dalam masalah ekonomi dan perbankan ini dapat 

disetarakan dengan fungsi Mahkamah Agung dalam penegak.an hukum dan keadilan. 

Bahkan dikemukakan lebih Ian jut oleh Maqdir Ismail bahwa posisi kesetaraan fungsi 

166 Sekretariat Komisi VIII. , dalam Maqdir Ismail, Bank Indonesia (Independensi, Akw;tabilitas, 
dan Transparans1). Jakarta: Universitas Ai-Azhar Indonesia, 2007, hlm. 243. 

167 ibid, him. 250. 
1611 Jimiy Assidhiqie, op. cit., him. 46. 
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Bank Indonesia dengan pemerintah sebagai bad an hukum, dapat disejajarkan dengan 

lembaga tinggi negara dalam hal ini, pemerintah. 169 

Berdasarkan uraian di atas, dan oleh karena sampai saat ini belum terdapat 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan negara pasca 

amandemen UUD 1945, mak:a keberadaan Bank Indonesia sebagai lembaga negara, 

perlu dilihat dari aspek eksistensi penyebutan dan aktualisasi pelaksanaan fungsinya, 

baik yang diatur dalam UUD 1945, maupun dalam undang-undang yang terkait 

Sebagai fakta hukum yang eksis sebagai organ negara dalam negara Republik: 

Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara, adalah lebih penting 

diposisikan dari segi pelaksanaan amanat konstitusional dan undang-undang yang 

keberadaan dan fungsinya sangat diperlukan dan dirasakan oleh bangsa Indonesia, 

khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. 

b. Sebagai Bank Sentral 

Peran dan keduduk:an Bank Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah 

pembentukan dan tujuan serta kegiatan bank sentral pada umumnya. 

Salah satu Bank sentral tertua adaJah Bank of England yang didirikan pada 

tahun 1694. Saat awal berdiriny~ Bank of England berfungsi sebagai bank swasta 

bias~ dan kemudian pada perkembangannya baru menjadi bank sirku!asi pada tahun 

1773. Pada awalnya., Bank of England berfungsi memberikan uang muka kepada 

pemerintah dengan imbalan berhak menerbilkan uang kertas bank melalui undang

undang, kemudian menyelenggarakan kiring di a..."l.tara bank-bank, dan selanjutnya 

berkembang sebagai lender of the last resort setelah sukses mengatasi berbagai krisis 

keuangan. Sukses tersebut tidak hanya menjadi prestise dan status sebagai bank 

169 Maqdir Ismail, op. cit, hlm. 246-247. 
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sentral Inggris1 tetapi juga mendorong perkembangan bank sentral di negara~negara 

lain di dunia. 171 

Sebelumnya, di Swedia, pada tahun 1656 didirilcan Ribbank sebagai bank 

swasta mengalami hal serupa dengan Bank of England. Ribbank menjadi bank 

nngara dan kemudian herkembang menjadi bank sentral. Melalui undang·undang. 

Riskbank herbak me!liDoopoli untuk penerbitan uang kertas bank pada tahun 1809. 

Kemudian monopoli itu herkurang ketika pada tahun 1830 bank-bank lain 

diperbolehkan :menerbitkau uang kems bank, namun Riksbank kembali :memperoleh 

bak tunggal untuk menerbitkan uang kertas bank peda tahun 1897.172 

Di Belanda, fungsi bank serrtral dipegang o1eh Nederlnnche Bank yang 

didirikan pada 25 Maret 1814 menggantikan Bank of Amsterdam yang kehllangan 

kepercaya&I dan masyarakat ketika itu. De Nederland Bank adalah bank swasta yang 

diberi bak monopoli untuk rnenerbitkan uang kems bank dan bertindak sebagai 

banker pemerlntah. Bank inilah yang ditunjuk sebagai bank sentral untuk Hindia 

Belanda dan selanjutnya kegiatan sirk:ulasi di Hindia Belanda diserahkan kepada De 

Javasche Bank. 113 

Di Austria, tahun 1817 didirikan National Bank of Austria untuk memulihkan 

situasi moneter yang kacau akibat merosotnya. nilai uang pemerintah. The National 

Bank of Austria diberi previlage untuk: menerbitkan uang kertasnya sendiri 

menggantikan uang kertas pemerintah akibat pecahnya perang dan g~olak sosial di 

negera tersebut. Namun karena The National Bank of Austn·a tents dipaksa untuk 

memberikan uang kepada pemerintab, sampai pada akhirnya tabun 1878 dibentuk 

Bank of Austria yang diberi tugas untuk menarik uang kertas pemerintah dan 

menggantikannya dengan u~mg kertas bank. 174 

111 M, Dnwam Rabardjo, ct. al., Bank Indonesia Da/am Kilasan Bangsa. Jakarta: PT. Pustaka 
LPJES, 2000, him. 18. 

mlbt'd,hlm.19. 
113 Ibid. 
114 lbid, 
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Di Denmark, terjadi hal yang sama, National Bank of Kopenhagen yang kini 

dikenal dengan National Bank of Denmark, didirikan pada 1817 merupakan bank 

dengan modal swasta yang berhak memonopoli penerbitan uang kertas pemerintah 

akibat kemorosotan uang kertas pemerintah. National Bank of Denmark adalah bank 

pemerintah yang dibentuk: untuk menggantikan Riksbank yang didirikan pada tahun 

1813 karena tidak mampu memelihara dan menjaga stabilitas moneter. 175 

Di Jepang, terjadi hal serupa tetapi dengan alasan yang berbeda Bank of 

Japan dibentuk pada tahun 1882 untuk memulihkan kekacauan karena terlalu 

banyaknya uang kertas yang diterbitkan oleh berbagai bank di negeri itu, sebingga 

akhirnya diberikan hak monopoli untuk: penerbitan uang kertas bank. 176 

Di Amerika, pada awalnya Ielah ada lembaga yang dalam beberapa hal 

menyerupai bank sentral, yaitu First Bank of The United States (1792-1812) dan 

Second Bank of the United States (1816-1830). Karena gaga! dan menyebabkan 

perkembangan bank sentral di Amerika terputus selama hampir 80 tahun, maka 

kemudian dibentuk: Federal Reserve System sebagai bank sentral pada tahun 1913 

yang agak: berbeda dengan bank sentral di negara-negara lain. Dewan Gubemumya 

teniiri dari 7 orang anggota yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat dan 

dikukuhkan oleh Senat untuk mengabdi selama 14 tahurt Namun karena Presiden 

hanya berkuasa selama 4 tahun sementara Gubemur selama 14 tahun, maka Gubemur 

memiliki kebebasan relatif The Federal Rserverse System memiliki kedudukan yang 

cukup kuat karena ia bukan dibuat oleh Presiden Amerika tetapi oleh Kongres, dan 

juga bertanggung jawah kepada sekitar 5.000 hingga 6.000 bank-bank komersial yang 

rnenjadi anggotanya dan yang memilih 12 Presiden Federal Reverse System. 171 

Dari beberapa pengalaman negara-negara di atas, sebenamya belum 

digunakan istilah bank sentral. Namun secara konsep, istilah 'sentral' mengandung 

pengertian bahwa bank tersebut mengemban tugas sebagai pelayan publik yang 

175 Ibid. 
176 Ibid. 
177 Ibid. 

Univeritas Indonesia 



68 

bersifat memenuhi kepentingan wnum (public purpose), Ia tidak berorientasi mencari 

keuntungan, tetapi mempengaruhi pasar uang dan memberi efek terhadap st!Uktur 

perbankan pada umumnya, serta bertindak sebagai banker bagi bank-bank yang ada. 

Kemudian muncul pembahasan dari para pakar mengenai ciri-dri bank sentral 

dengan melihat perkembangan 'bank sentral' di negara-negara tersebut di atas. Para 

ubli berbeda pendapat mengenai bal ini, dan menganggap babwa eiri kbusus bank 

sentml terletak pada penman suatu bank sebagai pencetak dan pengedar uang kertas 

deugan bak monopoli dari peruerintah. Untuk itulab muneul istilab dan pengertian 

lain yang mengalami perkembangan, diantaranya adanya fungsi utama bank sentral, 

fungsi sekunder, fungsi bakik~ fungsi sej~ serta posisinya dalam pemerintah. 

Barulab pada abad ke 19, berbagal negara mulai memberikun bak kbWlns kepada 

sebuab bank di negaranya untuk menajalankun fungsi sebagai bank sentral. '"' 

Setelab prokbususi kemerdekaan Indonesia, tepat satu tabun kemadian, 

berdirilab Bank Negara lrnlonesia (BNI) 1946. Sebagai bank pertama yang dimil.iki 

oleh bangsa Indonesia, maka selaln berfimgsi sebagai bank lwmernia~ BNI 1946 jnga 

berstatus sebagai bank sentraJ. Peranan ini dijalankan sampai pertamuan Konferensi 

Meja Burnlar (KMB) yang berlangsuug di Den Haag-Belauda pada tabun 1949. 

Dalam ){MB tersebut, pemerintab Indonesia dan pemerintab Belanda sepakllt untnk 

menetapkan De Javasche Bank sebagai bank sentral Dengan basil KMB tersebut, 

maka BNI 1946 kemudian beralih menjadi bank pemb3rtgunan. 1~ 

Selama dua tahun berfung;;;inya De Javasche Bank sebagai bank sentral, 

dalam proses perjalananny~ muncul pula desakan untuk melakukan naionalisasi, 

yang kemudian direa.lisasikan pada tanggal 2 Juli 1951 melalui Keputusan 

Pemerintah Nomor 118. Sepuluh hari kemudian, ditunjuklah Sjafruddin Prawinegarn 

sebagai seorang putera bangsa Indonesia pertama yang meraih posisi tertinggi di 

lembaga tersebut. Langkah nasionalisasi ini kemudian lebih dipertegas dengan 

!7? D!d!k J. Rachbini dan Suwandi Tono, et al., Bank Indonesia Menuju Independensi Bar'lk 
Sl!ntral. Jakarta; PT. M3rdi Mulyo, 2000, him. 1-2. 
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lahirnya Undang-Undnng No. 11 tahun 1953 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia 

yang dapat disebut merupakan jawaban atas kebandak bangsa yang berdaulat 

dibidang moneter dan ekonomi di negeri sendiri (a symbol of suvereignity in 

monetary and economic a/faires). Sejak keluarnya UU ternebut, maka peran Bank 

Indonesia sebagai in.stitusi bank sentral sebuah negara yang merdeka mulai terlihat 

jeias'"' 

Seiring dengan berjalannya waktu, UU No. II Tabun 1953 kemudian dicabut 

dan digantikan dengan UU No. 13 talam 1968 tentang Bank Sentral (UU Bank 

Indonesia 1968). Dalam UU Bank Indonesia 1968 temebut dinyatakan babwa tugas 

pokok Bank Indonesia adalab: (i) mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai 

Rupiah; dan (ii) mendorong kelancaran produkai dan pembangunan serta memperluas 

kesempatan keija, guna meningkatkan tarafhidup rak:yat. 181 

Berdasarl<an tugas pokok Bank Indonesia yang tidak hanya berkonsetrasi 

dibidang moneter dan dipicu oleb terjadinya krisis pada tabun 1997/1998 8ebegai 

akibat b<inyaknya intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesi~ 

sehingga kondisi menjadi semakin memburuk d{:ngan adanya tekanan negatif 

terhadap perekonomian dalam negeri ak.ibat perlrembangan ekonomi regional, maka 

dalam ¥..abinet Refurmasi1 Bank Indonesia dipo$isikan sebagai institusi negara yang 

benar-benar independen. Akhlrnya, setelah melalui pembahasan panjang dan 

mendalam antara Pernerintab dan DPR, maka pada tanggal 17 Mei 1999 

dike!uarl<anlllh UU No. 23 Tabun 1999 tentang Bank Indonesia yang mencabnt dan 

menggantikan UU No. 13 Tabun !9()8. Dalam UU No. 23 Tabun 1999 tersebut, 

ditetapkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah "Mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai Rupiah .. (single objective), dengan pemberian 3 (tiga) togas pokok 

yaitu: (i) menetapkan dan melaksanak:an kebijakan moneter; (ii) mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan {iii) mengatur dan mcngawasi bank. ttl: 

tSO Ibid. 
131 Lihat UU No. 13 Tahun 1%f.l, Pasal7. 
lRJ Lihat UU BI. Pasal 7 dan Pasal S. 
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Sehubungan dengan kedudukan dan peran bank sentraJ sebagaimana diuraikan 

di atas, dalam Pasal 4 ayat (!) UU Bl dlnyatakan bahwa "Bank Indonesia adalah 

Bank Sentral Republik Jndouesia". Yang dimakaud dcngan bank sentral adalah 

lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mcngeluarkan alat pembayaran 

yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melsksanakan kebijskna moneter, 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan meogawasi 

perbanka.%4 serta :rnenjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.'83 

Selanjutnya dikemukakan babwa bank sentral tersebut di alas (Bank 

Indon<>!ia) mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestahilan nilai rupiah dan 

tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti dilakukan oleb bank pada umumnya. 

Walaupun demikian, dalam rangke mendukung tugas-tugasnya, bank sentral depat 

melakukun aktivitas perbankan yang dianggep perlu. Setelah UU No. 23 Tahun 1999 

diarnandemen dengan UU No. 3 Tebun 2004, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) 

ditambahkan rumusan bahwa "Di Indonesia hanya ada satu bank sentral sesuai 

dengan Pasal 23D UUD !945"1
"' Dengan demikian, keberadaan, fimgsi dan 

pengertian serta kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentra~ telah dipertegas 

dalam UU BI khususnya seteleb dilakuken arnandemen pada tanggall5 Januari 2004. 

c. Sebagai Badan Hukum Publik 

Untuk memahami kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum publik, 

menurut Chidir AI~ perlu dikemukakan tentang pengertlan badan bukum publik yang 

orisiniiJ. Negara Republik Indonesia adalah badan hukum ot"Sinil. sehingga perlu 

diingat bahwa: IBS 

a) Negara Republilc Indonesia itu adalah badan hukum publik dan merupakan negara 

itu bukan karena diadakan (ingeste/d) berdasar pasa11653 KUHPerdata, da~ 

~~ Lihat UU BI, Pasal4 ayat (f). 
rs~ Ibid. 
ISS Chidir Ali, Badan Hukum. Bandung: Alumni, 1999, him. 57. 
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b) Juga negara Republik Indonesia sebagai badan hukum itu bukllll pula karena 

penyerahan kadaulatan tanggal 27 Desember 1949, buknm itu sejalan berdiri 

sendiri dengan proklarnasi tanggall7 Agustus 1945. 

Kesimpulllllnya, babwa kepribadian huknm (rechtypersoon/ijk held) dari 

negara Republik lndnnesia ialab satu-satun)'l! contoh dari badan huknm yang 

sebcnarnya yaitu badan huknm publik yang orisiniL 186 

Negara Republik Indonesia yang diproklarnasikan pada tanggal 17 Agustus 

1945 tersebut sangat berlainan dengan badan huknm Hindia Belanda sebelurn perang 

dunia ke--11. Debulu Hindia Behmda, merupakan badan hukum, tetapi ini karena 

dibentuk oleh undang-undang (ingesleldfdiadakan) dao dinyatakan oleh Raja dalam 

Compatibiliteitswet Stb. 1925 no. 44b, P,.al 1 babwa Hindia Belanda adalab suatu 

badan hukum yang diwakili bertindaknya oleh Gubernur Jenderal atau oleg Menteri 

" "-1-.-- 167 
J3jl1.lli111.. 

Dernikian juga dengan daswati-daswat~ kota praja merupakan badan hukum 

publik yang djadakan oleh kekuasaan umum, bukan berdasarkan hukum exi"itensL 

Jadi bedainan dengan negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukwn exsistensi 

merupakan badan bukum yang orisinil. Untuk membadakan badan hukum publik dan 

badan hclcom perdata dapat b<rtitik tolak pada lrritaria yaitu dengan mencari pada 

bagaima cara pundirian badan hukum tern:but seperti digariskan oleh pund 1653 

KUHPerdata yaltu ada tiga macam yakni: (i) badan hukum )'ling diadakan oleh 

kekuasaan umum (pemerintahlnegara); (ii) harlan bukum yang diakui oleh kekuasaan 

urnum; dan (iii) badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan 

tertentu yang tidak: bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Bentuk yang 

ketiga ini disebut juga dengan bad an hukum dengan konstruksi keperdataan.188 

Dahulu untuk membedakan kedua jenis badan hukum diatas, dicati !criteria 

keduanya yaitu pada badan hukum perdata ialah badan hukum yang didirikan oleh 

tao Ibid, him. 59. 
137 Jbid. 
1s1 Ibid, him. 59·60. 
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perseorangan, sedangkan pada badan hukum publik ialah badan hukum yang 

diadakan oleh kekuasaan umum ,,. 

Sekarang, karena perkemhangan ilmu hukum, !criteria tersebut telah bern bab 

seperti di Jerman kalangan sllljananya berpendapat babwa perbedaan kedua jenis 

badan hukum di atas terutama di cari dalam apakab badan hukum tersebut 

mempunyai kakuasaan sebagai penguasa? Dan badan itu dianggap mempunyai 

kakuasaan sebagai pangu- yaitu jilat badan hukum tersebet dapat mengambil 

keputusan-keputusan dan membuat peraturan-pernturan yang meagilatt orang lam 

yang tidak bergabeng dakun bedan hukum tersebut. Jadi !criteria di sini dicari 

wewenang badan huku~ seperti provinsi Jawa Barat mempunyai wewenang 

membuat keputusan, ketetapan dan peraturan yang 01engikat orq-orang yang 

menjadi penduduk Jawa Bam!, maka provinsi Jawa Barat adalah bedan bukum 

publik. 1,. 

Teta.pi menurut de heersende leer, kriteria yang ada di Indonesia tidak: 

mempergunakan kriteria dari Jerman itu, di Indonesia yang dipergunakan ada[ah 

criteria: (i) yang berdasarkan tetjadinya; dan (ii) 1apang.an pekerjaan dari badan 

hukum itu. yaitu apakah lapangan pekerjaan itu untuk kepentingan umum atau tidak. 

Jika uutuk kepentingan umum, maka badan bukum itu adalab badan bukum publik, 

tapi jika untuk pruseorangan adalab badan hukum perdata. Contob, Bank ledonesia, 

siapa yang mendirika.nnya? Berdirinya diadakan (ingesteld) oleh undang~unda>1g. 

Kemudian jika di kaji lebih lanjut apakah Bank indonesia ilu bakerjanya untuk 

kepentingan umum ataukah untuk orang--orang yang bekerja di situ? Bank Indonesia 

bekerja untuk kepentingan umuJI4 karena bekeJjanya. untuk sirku!asi uang di 

Indonesia. Maka kesimpulannya Bank Indonesia bersifat publiek.rechtelijk. 191 

Menurut Soenawar Soekawati, di Indonesia untuk menentuk:an perbedaan 

antara kedua badan hukum tersebut dapat mempergunakan k.riteria dari de heersende 

m9 lbM. 
IW Ibid, hlm. 60. 
I')! Jbid. 
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leer dan kriteria dari sarjana Jerman itu bereama-sama, agar lebih lengkap. 192 

Selanjutnya diingatkan bahwa menurut sementara sarjana suatu badan atau badan 

publik atau badan bukum yang didirikan oleh penguasa (negru:a) itu merupakan badan 

publik atau badan hukum publik dan mempunya wewenang publik. Pendapat ini 

didasarkan pada ketentuan pasal 1653 KUHPerdata yaitu badan hukum yang 

didirikan deugan undang-undang. Jad~ bndan hukum inilab yang pada umumnya 

dianggap oleb sementara orang sebagai badan hukum puhlik. 

Sehubungan dengan pendapat diatas, Soenawar Soekawati beranggapan 

babwa bada:n hukum yang didirikan dengan kosntruksi hukum publik tersebut, belum 

tenru merupakan badan hukum publik dan juga belum tentu mcmpunyai wewenang 

publik. Lain dari itu, juga ada badan hukum yang didirikan oleh orang-orang swasta 

(part'.kelir), naruun dabun stelsel hukum tertentu bndan tersebut mempunyai 

kewenangan publik. Jadi cara pendirilln badan bukum itu, kiranya tidak dapat 

_dipergunakan sebagai kriteria untuk menetapkan apakah badan hukum itu merupak:au 

badan hukum publik ataukah badan bukum keperdataan. Krileria manakab yang dapat 

dipergunakan untuk memecahkan masalah terSebut, untuk ini dalam stelsel hukum 

Indonesia dapat dipergWlakan kriteril!, yaitu: '" 

a) Dilihat dari cara pendiriannyaltCijadillya, artillya badan hokum itu diadakan 

dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan 

undang~undang atau peraturan-peraturan lainnya,juga meliputi kriteria berikut; 

b) Lingkungan kerjanya, yaitu apakldt dalam melaksanukan tugasnya badan hokum 

itu pada umumnya dengan pubJik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum 

perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum 

atau tidak. Jika tidak,. mak:a badan hukum itu mcrupakan badan hukum publik; 

demikian pula dcngan kriteria.; 

191 Soenawsr Soekawati, da!am Chidir Alt, ibtd, hlm. 61. 
191 Ib1d, b!m, 61-61. 
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c) Mengenai wewenangnya, yaitu apakah harlan hukum yang didirikan oleh 

penguasa (negara) itu dlberi wewenang untuk membuat kaputusan, ketetapan atau 

peraturan yang umum. Jika ada wewenang publik maka ia adalab harlan hulrum 

publik. 

D<:mikianlah, jika ketiga kriteria (unsur) itu terdapat pnda suatu hadan hukum, 

maka ia dapat sebut badan hukum pnlitik. Badan hukum yang pub/iekrechtelijk itu 

meliputi: 194 

a) Badan bakum yang mempunyai teriturial yaitu suatu badan bakum itu pada 

umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kapentingan mereka 

yang tinggal dida!arn daerab atau wilayaimya. Misalnya, Negara Rapublik 

Indonesia itu mempunyai wilayah dari Sabang sampai Marauke. Propinsi Jawa 

Barat~ Kotapraja~kotapraja masing-masing mempunyai wilayah. Selain itu ada 

juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan bebarapa orang 

saja, seperti subak di Bali, Waterrshchap di Klaten. 

b) Badan bukum yang tidak mempunyai tenitorial yaitu suatu badan hukum yang 

dibentuk oleb yang berwajib hanya urrtuk tujuan tertentu saja. Contohnya Bank 

Indonesia adalah bndan hukum yang di bentuk yang berwajib hanya untuk tujuan 

yang tertentu saja, yang dalarn bahasa Belanda disebut Publfekrechtel(jk doe/ 

corporatie dan oleh Soewamo Soekawati disebut badan hukum kepentingan. 

Badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai teritorial. atau teritorialnya 

sama dengan territorial negara. 

Badan hukum atau rechtspersoon sebagai subyek hukurn seperti yang telah 

diuraikan di atas? biasa dibedak:an antara pengertian publik: badan hukum publik dan 

badan hukum privat (peidata). Menurut C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 

dalam bukunya Pokok-pokok Badan Hukum, 195 

~Ibid, blm. 62~3. 
19

' C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansi.l, dalam Jimly Assiddbiqic,op. cil., hlmJSO. 
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"Badan Hukum Publik (Publiek Recht Per soon) adalah badan hukum yang 
didirikan benlasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan 
publik atau orang banyak atau negara umumnya" 

Badan hukum publik itu, menurut mereka, merupakan badan-badan negara 

dan mempunyai kekuasaan wilayah .tau merupakan lembaga yang dibentuk oleh 

yang berkuasa berdasarkao perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional 

oleh eksekutif atau pemerintahan atau bad an pengurus yang diberikan tugas untuk itu. 

Oleb karena demikian, maka Kansil menyebut Bank Indonesia, Bank-bank negara, 

dan babkao perusahaan atau Badan-badan Usaha Milik N egara sebagai conloh bentuk 

badan bukum puhlik.196 

Sedangkan yang disebut sebagai badan hukum privat oleh Kansil diartikao 

sebagai badan bukun yang didirikan sebagai badan hnkum yang menyz.ngkut 

kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu Badan bukum semacam itu 

merr..'Pak&n bada..FJ: swasta: j'3ng tlidir:ikan cleh peribadi orang itu untuk 1'.1juan tertentu 

yaitu mencari keuntunga.n. sosia~ pendidikan, ilmu pengetahual\ politik. kebudayaan, 

keseniaan, oJahraga dan lain-Jain, menurut hukum yang berlaku secara sah. Oleh 

karena itu, partai politik oieh Kansi~ dikategorikan sebagai badan hukum ptivat atau 

perdata bnkan badan hukum publik. 191 

Rupanya perbedaan antara badan hukum publik atau privat) hagi K.ansil 

terletak pada sumber kekuasaan atau subyek yang mengatur dan membentuknya. Jika 

badan hukum tersebut dihentuk oleh penguasa umum atau negara, maka badan 

hukum itu disebut badan hukum publik. Tetapi jika badan hukum itu dibentuk atas 

kehendak pribadi orang per orang1 maka badan hukum itu disebut b.adan hukum 

perdata atau privat. Partai politik dibentuk oleh individu atau perorangan, tetapi 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibcntnk oleh penguasa karena kekuasaannya 

yang hersifat publik sehlngga harus disebut pula sehagai badan hukum pUblik. 198 

Namun, jika disimpulkan demiklan. aneh juga bahwa Kansll dan Cristine 

I% Ibid, hlm. 81. 
191 Ibid. 
1911 Ibid. 
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mengkategorikan Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk berdasarkan ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 sebagai Badan Hukum Privat. 199 Oleh 

karena itu, seberusnya untuk menentukan letak perbedaan antara badan hukum publik 

dan badan hukum privat ina ldta tidak beleh hanya melihat deri segi subyek Yliilg 

membentuknya, y'ditu kekuasaan umum atau negara 

Menurut Prof. Arifin P. Soeria Atmadja,21" dalarn kehidupan sahari-hari 

memang dikenal dua jenis badan hukum di tinjau dari sudut kewenangan yang 

dimilikinya, yakni badan hukum publik (personne morale) dm badnn hukum privat 

(personne juridique). Badan hukum publik (personne nwrak) mempunyai 

kewenangnn untuk mengeluarkan kebijaknn publik, baili: yang mengikat umum 

seperti uadang-undang perpajaknn maupun yang tidak mengikat umum seperti 

APBN, Sedangkan badan hukum privat (pernmne juridique) tidak mempunyai 

kewenaegan mengeluarkan kebijakan publik yang dapat mengikat U!llllm. 

Dengan pcrkataan lain, badan hukum publik ina sendiri terkait erat dengan 

organisasi negara sebagai pemegang otoritas publik atau pemegang kekuasaan umum. 

Selanjutnya, negara itu sebagai badan hukum publik tidak mungkin melaksanakan 

kewenangan-kewenangan publiknya tanpa melalui organ~organnya. Seperti dik:atakan 

oleh Hans Kelsen. .. The State acts only through its organs." Salah sarunya adalah 

pemerintah yang diberik:an kewenangan berdasarkan konsititusi untuk mewakili 

negara sebagai pemegang otoritas publik. 20
L 

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, badan hukum negara dapat 

pula mendirikan badan-badan hukum publik lain atau lembaga~lembaga negara, 

sesuai dengan kebutuhannya menurut hukurn, negara dapat mendirikan badan hukum 

perdata seperti mendirikan persero, koperns~ badan hukum milik negara, dan 

JW lbld, blm. 81-81. 
200 Arifin P. Soeria Atma~a daiam Jimly Asshiddiqie, ibid. 
WI Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie, ibid. 
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sebagainya. Sedangkan badan huk:um perdata tidak mempunyai kewenangan untuk 

rnembentuk badan publik. 202 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat !ebih dari 34 buah !em bag a yang 

disebut baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ke.-34 organ tersebut dapat 

dibedakan dari dua seg~ yaitu dari segi fungsinya dan dari segi lderarkinya. ffierarkl 

antara lembaga negara itu penting untuk dilakukan, karena harus ada peegaturan 

mengenai perlaknan hukum terhadap orang yang mendudokl jabatan dalani lembaga 

negara itu. Mruta yang lebih tinggi dan mana yang Jebih rendah perlu dipastikm 

untuk menentukan tata temp at duduk dalam upacara dan besamya tunjangan jabatan 

terhadap para pejabat. Untuk itu, ada dua l<riteria yang dapat dipakai yaitu (i) kriteria 

hierarki bentuk sumber ru>rmatif yang meneatukan kewenangannya, dan (ii) 

kualifikasi fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan 

negara lOJ 

Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, 

ke-34 Iembaga tersebut, ada yang bernifat sekunder atau pentmjang (auxiliary). 

Sedangkan dari segi lderarkinya, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan kedalam tiga 

lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tingg:i negara. Organ Japis 

kedua disebut sebagai lembaga negara saja. Sedangkan organ lapis ketiga merupakan 

lembaga daerah.201 Memang benar, sckarang tidak ada lagi kebutahan lembaga tinggi 

d&n lembaga tertinggi negara. Na...-nun untuk memudahk:an penge1tian, organ-organ 

konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu : 

J. Pre:~iden dan Wakil Presiden 

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

3. Dewan Perwakilan Daerah {DPD) 

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

5. Mahbmah Konstitusi (MK) 

Jm: Arifin p. Sueria At111adja di'!lam Jimly Asshiddiqie, ibi'd. 
uu /hid, him. I 06. 
lG-1 Ibid. 
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6. Mahkamah Agung (MA) 

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapatkan 

kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari 

undang-undang. Yang mendapatkan kewenangan dari DUD, misalnya adalah Komisi 

Yudisia~ Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara, sedangkan lembaga 

yang sumber kewenangannya adalah undang-undang, misalnya adalah Komnas 

HAM, Komisis Penyiaran Indonesia, dan sebagainya. Kedudukan kedua JentS 

lembaga negara tersebut dapat disebandingk:an satu sama Jain. Hanya saJa, 

kedudukannya meskipun tidak lebih Iingg~ tetapi jaub lebih kuat. Keberadaannya 

disebutkan secara ekspisit dalam undang-undang sehingga tidak dapat ditiadakan atau 

dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan undang-undang. Lembaga-lembaga 

negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah:205 

l) Menteri Negara; 

2) Tentara Nasional Indonesia; 

3) Kepolisian Negara; 

4) Komisi Yudisial; 

5) Komisi Pemilihan Umum; dan 

6) Bank Sentral. 

Dari keenam lembaga atau organ negara tersebut di ata.s, yang secara tegas 

ditentukan nama dan kewenangannya dalam UUD 1945 adalah Memeri Negara, 

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi 

Pemilihan Umum hanya: disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga 

penyclenggara pemilihan umum {pemilu). Akan tetapi, nama lembaganya apa, tidak 

secara tegas disebut, karena perkataan misi pemilihan umum tidak disebut dengan 

hurufbesar. 

205 /bid, hlm. 107. 
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Selain itu, nama dan kewenangan bank sentral juga tidak tercantum secara 

ebplisit dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 23D UUD 1945 hanya menyatakan 

"Negara memiliki suatu bank sentral yang Susunatl, kedudukan, kewenangan, 

tanggungjawab, dan indepeudensinya diatur dengan uudang-undang". Bahwa bank 

sentral itu diberi nama seperti yang sudah dikenal seperti selama in~ yaitu "Bank 

Indonesia", maka hal itu adalah urusan pembentuk uudang-uudang yang akan 

menentukannya dalam uudang-uudang. Demikian pula dengan kewenaugan Bank 

Sentral itu, menurut Pasai23D tersebut, akan diatur dengan UU.200 

Dengan demikian derajat protokoler kelompok organ konstitusi pada lapis 

kedua tersebut diatas jelas berbeda dengan kelompok organ konstitusi lapis pertama. 

Organ lapis kedua ini dapat disejajarkan dengan posisi lembaga-lembaga negara yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang~ seperi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(Komnas HAM); 107 Komisi penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi (KKR). 

Kelompk ketiga adalah organ konstitusi y'mg termasuk kategori !embaga 

negara yang sumber kewengannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan 

dibawah undang-undang, Misalnya komisi hukum nasionai dan komisi Ombudsman 

Nasional dibentuk hen:lasarkan Keputusan Presiden belaka. Artinya keheradaanya 

secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden (presidential policy) atau 

beleid presidc:n. Jika Presiden hendak: membubarkannya lagi, maka tentu Presiden 

berwenang untuk itu. Artinya keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid 

presiden. 201 

2.:2 Peran dan Kedudukan Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi 

UUD 1945 yang meropakan landasan konstitusional penyelenggaraan Negara, 

dalam waklu singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (ernpal) kali perubaban. 

Ul6Jbld, blm. 108, 
w lbld, him. 109. 
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Dengan berlakunya amandemen UUD 1945, telah terjadi perubahan dalam 

pengelolaan pembangunan, yaitu:208 

1) Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN); 

2) Ditiadakannya Garis-garis Besar Ha!uan Negara (GBHN) sebagai pedoman 

penyusunan rencana pembangunan nasional; dan 

3) Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (:MPR RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional 

sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Dengan 

perubahan UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh 

rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana 

pembangunan, mal<:a dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan 

pembangunan nasional?09 Dalam Pasal 3 ayat (I) UU No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa "Perencanaan 

pembanguna nasional mencak:up penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi 

pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah 

negara Repubik Indonesia". Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (I) UU No. 25 Tabun 

2004 tersebut dinyatakan antara lain bahwa Menteri (Pimpinan Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional) menyiapkan rancangan awal Rencana Pembanguna Jangka Menengah 

(RPJM) Nasional sebagai penjabaran dari visi, mis~ dan program Presiden ke dalam 

strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta 

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara 

2011 Lihal UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penjclasan 
Umum. 

209 Ibid. 
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menyeluruh. Adapun mengenai Rencana Pembanguna Jangka Panjang (RPlP) 

ditetapkan dengan Wldllllg-undang.210 

Dari rumusan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tersebut dl atas dapat 

dikemukakan bahwa Presiden dan Menteri (Pimpinan Kementerian Perencana.an 

Pembangunan Nasionai/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) 

ditugaskan oleh undang-undang untuk menyu•= strategi pembangunan nasional, 

kebijakan umum, program prioritas, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup 

gamb!lran perakonor:nian secara menye~..-u!L Ekonomi makro berhubungan dengan 

isu dan masalah ekonomi sehari-hari yang berkenaan dengan pengulruran statistik 

yang melingkupi pendapatan, tenaga kerja, prodeksi, inflas~ tingkat bunga, dan 

tnmsaksi ioternasionaJ.211 

Dalam Bagian I. I. Lampiran Peraturan Presiden No. 7 Tahan 2005 tentang 

RPJM Nasional Tahun 2004-2009 dikemukaan bahwa prioritas dan amb kebijakan 

untuk mencapai sasaran agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain 

pemantapan stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk meujaga dan 

mempertahank:an stabilitas ekonomi makro yang telah dicapai dengan memberi ruang 

yang lebih !uas untuk mendorong pertumbuhan ekononri.212 Dalam kaitan itu., upaya 

yang ditempuh mencakup : 

1) Penyusunan funTJllasi APBN dengan tujuan mengembalikan kemampuan fiske! 

sebagai salah satu instrumen perekonomian yang efektif untuk menciptakan 

lapangan kerja melalui dorongan pertumbuhan ek:onomi yang berkelanjutan dan 

berkualitas; 

2) Pengembangan strategi pengelolaan pmJaman luar negeri sebagai pelengkap 

pembjayaan pembangunan dengan mendasarkan pada prinsip pengelolaan yang 

efisien dan memungldnkan meningkatnya kemampuan membayar; 

WI Ibid, P:asal13 ayat (1 }. 
111 Said Kelana, Tefm· Ekono1m' Makro. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1996, him. L 
:m Lihat Lapirnn f'eraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 ten tang RPJM Nasional, Bagian Ll butir 9, 

hlm.l6. 
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3) Peningkaan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Pemerintah dan Bank 

Indonesia deogan tetap menjaga peran masing~masing; serta 

4) Peningkatan upaya penyehatan dan penertiban lernbaga-lembaga kenaagan dan 

perhankan dalarn raagka meningkatkan penm lembaga-lernbaga tersebut sebagai 

intermediasi ke sektor produksi. 

Untnk mempertegas arah peran Pemerintah dalam pembanganan ekonomi, 

dalarn Lampiran UU No. 17 Tahnn 2007 tentang Rencana Pernbangaoan Jaagka 

J!anjaag Nasional Tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa kelembagaan akonomi 

dikembangkan sesuai dengan dinarnika kernajuan ekonomi dengan menerllpkan 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang haik di dalam meoyusun kerangka 

regulasi dan perizinan yang efisien, efek:tif, dan non~diskriminatif~ menjaga, 

mengembangka.n, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta 

melindungi konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa 

untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijak:an pengembangan 

teknologi sesuai dengan pengembangan ekonorni nasional; dan meningkatkan daya 

saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah Indonesia sebingga 

menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperlcu.at basis 

ekonomi dalam negeri?-13 01eh karena itu peranan pemerintah yang efektif dan 

optimal dhvujudkan sebagai fasilitator, regulator~ sekal.igus sebagai katalisator 

pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivilas pelayanan publik, 

tereiptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan tetjaganya 

kelangsungan mekanisrue pasar.214 

Stabiiita.s perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan 

kesejahteraan rakyat mela1ui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan 

kualitas perturnbuhan, Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan 

kepastian berusaha hagi para pelaku ekonomi Stabilitas ekonomi makro dicapai 

ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam kesinambungan, 

m L!hat Lampiran UU No. 17 Tahun 2007, angka IV,l .2, hurnfB butir 9, him. 49. 
ll( !bid. 
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misalnya antara pennintaan domestik dengan keiuaran nasional. neraea pembayaran. 

penerimaan dan pengeluaran fiskaJ. serta tabungan dan investasi. Perekononrian yang 

tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi pada perekonornian dan masyarakat. 

Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi akan dirnsakan oleh penduduk miakin 

yang mengalami penurunan daya beli. Inflasi yang berlluktuasi tinggi menyulitkan 

pembedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau 

penawaran barang dan jasa dari kenaikan umum harga-harga yang disebabkan oleh 

permintaan yang berlebih sebingga mengakibatkan teijadinya alokasi inefisiensi 

sumber daya. 

Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran dan 

pencapaian sasaran pembanguna naslonal, Pemerintah bertekad untuk terus 

menciptakan dan memantapkan stahilitas ekonomi malcro. Salah satu atah kcrangka 

ekonomi mekro dalam jangka menengah adalah untuk menjaga ekonomi rnakro dan 

mencegah timhulnya ftuktuasi inflasi yang herlebihan dalam perekonomim. Stabilitas 

ekonomi makro tidak hanya tergantung pada pengelotaan besaran makro semata. 

tetapi juga tergantung kepada struktur pasar dan sektor~sektor, Untuk memantapkan 

stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi malao, melalui kebijakan fiskal dan 

moneter yang terkoordinasi dengan baik:, harus didukung oleh kebijakan reformasi 

struktural yang ditujukan untuk memperkuat dan rnemperbaiki fungsi pasar barang 

dan jasa, dan sektor~sektor seperti sektor industri, pertanian. perdagangan, keuangan 

dan perbankan.215 

T erkait dengan per an pemerintah dalam pernbangunan elronomi nasional 

tersebut di atas) khususnya di sektor jasa keuangan dan petbankan, dalam Bagian 

IV.24 Larnpiran Peraturan Presiden No. 7 Ta.~un 2005 _ diidentiftkasi antara lain 

bahwa laju inflasi dan tingkat suku bunga relatif tinggi dibandingkr.m negara-negara 

kawasan yang ditandai dengan nilai tukar Rupiah yang mencapai kisaran rata-rata 

harlan Rp8.928/USD :serta laju inflasi sebesar 6,4 %. Sementara itu, suku bunga SBT 

m Uhat Lnmpiran Peraturao Presiden No.7 Tahun2005, Bab 24, Bagian Pembukaan, 
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3 (tiga) bulan pada akhir 2004 menjadi 7,3% dari 8,3% pada tahun sebelumnya. 

Untuk itu, kebijakan moneter yang hati-hati perlu terus dipelihara dalam rangka 

menuntukan laju ioflasi dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Selain itu, juga 

diidentikasi bahwa kondisi perbankan dan lembaga keuangan laionya belum mantap. 

Lemalmya pecgaturan dan pengawasan terbed'P produk perbankan dan keuangan 

yang semakio bervariasi dan kompleks, serta dalam mengantisipasi globalisasi 

perdaga.ngan jasa dan inovasi teknologi informasi1 telah meningkatkan arus transaksi 

keuengan masuk dan keluar Indonesia Disarnpiog itu, adanya kecenderungan 

pemusatan aset lembaga jasa kenengan pada sektor perbankan (di alas 80"A; di tahun 

2003), menyiratkan bahwa kuatnya ancaman krisis lembaga keuangan, terutama 

perbankan di masa depan. 216 

Sebubungan dengan hal tersebut di atas, dalam kaitannya dengan peran 

Pemeriotah dalam Pembengunan Ekonomi, dalam mewujndkan visi pembangunan 

nasional jangka panjang (tahun 2005-2025) diiempuh melalui misi pembangnnan 

autara lain:217 

l. Mewujndkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui peningkatan 

pembangunan dacr~ mengurangi kesenjangan sosial secara menyelt.ll'1.lh, 

keberpibakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih 

Iemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; 

menyediakan akses yang sarna begi masyarakat terbadap berbagai pelayanan 

sosial serta sarana dun prasarana ekonomi; serta menghilangkan disriminasi dalam 

berbegai aspek termasuk gender. 

2. Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum dengan memantapkan 

kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; 

memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin 

pengembangan media dan kebebasan media da!am mcngkomunikasikan 

k~entingan masyarakat; dan melakukan pentbenahan stntktur hukum dan 

21(; Ibid. 
m Lihal Lampirao UU No. 17 Tahun 2007, Bab ill, him. 36-40. 
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meningkatkan budaya hukun serta menegakkan bukum secara adil, konsekuen, 

tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. 

Terwujudnya Indonesia yang demolcratis, berlandaskan hakum dan 

berkeadilan ditunjukkan oleh hal antara lain terciptanya supremasi hukuJTI dan 

penegakan hak-hak asiasi manusia yang be=ber pada Pancasila dan UUD 1945 

serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan. 

akomodati~ dan aspiratif. T erciptanya penegakan hakum tanpa memandang 

kedudukan, pangkat, dan jabatm seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya 

penghormatan pada hak-hak asasi manusia 21a 

Pembangunan hakum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan 

ek:onomi yang berkelanjutan; mengatur pennasalahan yang berkaitan dengan 

ekonom.i,. serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan 

perlindungan hukum. Pembangunan hakum diarahkan pada makin terwujudnya 

sistem hukum nasional yang mantap dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, 

yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum tennasuk aparat 

hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunya.i 

kesadaran dan budaya huk.um yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara. hukum; 

serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. 219 

Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk 

hukum untuk menggantikan pcraturan perundang-undangan warisan kolonial yang 

mencenninkan nilal-nilai sosial dan kepentingan nasyarakat Indonesia serta marnpu 

mendorong tumbulmya kreativitas dan meiibatkan masyarakat untuk mendukung 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang 

mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum. penelitian dan pengembangan 

hukum. Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokra.tis 

agar menghasllkan produk hukurn beserta peraturan pclaksanaan yang dapat 

diap[Jkasikan secara efektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan 

111 Ibid, 
119 Ibid, Bab IV.1.3. bulir6. 
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hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, tennasuk kerja 

sama dengan berbaga.i komponen lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar 

negeri 

Dalam satu kesatuan lingkungan bisnis (business entity), bangunan ekonomi, 

sistem politik, sistem keuangan dan praktek usaba adalab falctor-faktor penting yang 

berhubungan erat dan saliog mempengaruhi. Meskipun ada faktor-faktor yang berada 

di luar jangkauan dan kontrol otoritas moneter yang dapat menghambat bangunan 

Jandasan sistem keW!Dgan serta sulit dikendolikan, sebuab sistem yang baik don sebat 

abn tetap knkob dan menjadi syarat untuk menghadapi keadaan sesulit apapun. 

Faktor ten:ebut antara lain kebijakan pemerintah, sistem politik, dinamika ekonomi 

dunia, dan sebagainya yang selalu herubab dan tidak dapat diatur menllnlt keinginan 

sistem ekonomi. 220 

S'<iak Pclita l, pembangunan di bidang ekonomi merupabn prioritas dan 

sebagai basilnya tingkat kemampuan pereknnomian nasional semakin meningkat. 

Meningkatnya perekonomiau nasional adalah rnerupaka.1. langkah maju untuk 

mencapai tujuan utama pembangunan yaitu "masyaralrat yang adil dan makmur'2 " 

Untuk tercapainya '_'masyamk.at: yang adil dan makmur, tidak: hanya cukup 

dengan peningkatan kemampuan ekonomi tetapl harus disertai dengan adanya 

pemerataan menikroati hasH pembanguna:n., sehingga betul-betul terjadi adanya 

"kemak:muran yang bekeadilan" dan atau "keadilan yang berkemakmuran .... Dengan 

demikian maka kegialan untuk mengembangkan ekonomi nasional dihadapkan 

kepada upaya untuk meningkatkan kemarnpuan ekonomi dan upaya pemerataan 

menik.mati basil pernbangunan untuk mencapainya,. tidak cukup dengan pendekatan 

ekonorni, tetapi perJu disertasi dengan disiplin lain terutama dari segi trukum.'2 '-

···········-··----·----
no Ibid, him. 7. 
221 Sunaryati Hartono, et. al., Anali.~i~ dan Evaluasi Hukum tentang Upaya Mempertahankan 

Eksisrensi Ketahanan Ekonomi Nosional. Jakarta: BPHN, 1995/1996, him. 5. 
Vl Ibid. 
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Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia 

seutubnya dan pembangunon masyrakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila 

sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional 

dilaksanakan:223 

a Merata diseluruh tanah air dan tidak hanya suatu golongan atau sehagian dari 

masyanaka~ tetapi untuk seluruh masyarakat, serta barus benar-benar dapat 

dlrnsakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, 

yang menjadi tujuan dan cita~cita kemerdekaan bangsa Indonesia. 

b. Secara berencana menyelwub, le1padu terarab, bertahap dan berlanjut untuk 

memacu peningkatan kemampuan nasiDnal dalam rnngka mewujudkan kehidupan 

yang sejajar dan sederajat dengan bangsa ,lain yang telab maju. 

Bangsa indonesia adalab bangsa yang satu tetapi majemuk seperti 

dilambangkan dalam Bhineka Tuggal lka. Kemajemukan itri merupakan kaknatan 

bangsa.. tetapi sekaligus menimbulkan berbagai masalah pula dalam proses 

pembangunan karena:224 

a. Segolongan masyarakat memiliki peluang e!ronomi yang lebih besar 

dibandingkan dengan go Iongan lalnnya. 

b. Kesempatan mendapatkan peluang dalam pembangunan tidak sama, ada golongan 

yang mendnpat Iebih baik dibandingkan dengan yang lain. 

c. Dengan intensitas pcmbangunau yang makin meningkat, kesenjangan tcrsebut 

di.rasakan makin melebar karena laju pertnmbuhan masyarakat yang berbeda. 

d. Kesenjangan antar golongan ekonomi ini apabiia berJanjut dapat menghambat 

terwujudnya penyelenggaraan kehidupan clronomi sebagai usaha bersama 

berdasarkan at as asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran raktyat yang 

sebesar-besarnya. 

zn Ibid, hbrL 6. 
ZH Ibid, him, 7, 
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e. Berlanjutnya kesenjangau antar golongan ekonomi, yaitu golongan ekonomi yang 

sangat Iemah dan koat akan menghambat meningkatnya peran serta, ef.isiensi dan 

produktifitas rakyat yang memadai yang diperlnkan dalam pembangunan. 

£ Kesenjangan antar golongan ekonomi dan strata pendapatan yang melebar juga 

akan meni!lgkatkan kecemburuan sosial yang peda gilirannya dapat mengancam 

stabilitas na."tionaL 

g. Dengan mengurangi keseojangan golongan ekonomi dan strata pendapatan dalam 

masyarakat maka pembangunan akan dapat beJjalan diatas landasan yang knkub, 

dan tcljamin kesinarobungan dan pertumbubennya. 

Hasil pembangonan secara nyata tercermiu dalarn peningkatan pendapatan 

masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan basil lainnya, ya.og semuanya 

merupakan basil nyata dari seluruh upaya pembangunan. Meogingat sektor 

pembangunan saling terkait satu dengan yang lainnya.., kelemahan dalam suatu sektor 

lainnya.., hal tersebut pada gilirannya dapat menyebabkar.. rendahnya efis1ensi dan 

produktifitas perekonomian secara keseluruhan. 225 

Pertumbuban ekonomi yang tinggi selama ini merupakan cennin makin 

membaiknya efisiensi dan tingkat produktifitas dari sektor perobangurum. Namun 

produktivitas sektor pertanian telap jaub tertinggal dibanding dengan sektor industri 

dan jasa. Hal tersebut terutama crat kaitannya dengan rendahnya nilai tukar 

komoditas hasH industri dan jasa, serta tidak sebandingnya jumlah tenaga kerja yang 

diserap oJeh sektor pertanian dari basil produksi ini. Kesenjangan nilai tukar tersebut 

merupakan niJau uta.'Ua yang menyebabkan makin rendahnya produktivita.s pertanian 

dJbanding sektor lainnya. menurunkan produktivitas relatif antara sektor perta.nian 

dan sektor Iainnya, dapat mengakibatkan pula makin tajanmya kesenjangan antar 

goJongan ekonomi dan kesenjangan antar daerah. Meiebamya kesenjangan antar 

wilayah perkotaan yang ditandai oleh kegiatan industri dan jasa dan wilayah pedesaan 

yang menitik beratkan pada pertanian, dengan pendapatan yang relatif lebih rondab, 

ns Ibid, blm. E. 
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mendorong perpindahan penduduk pedesaan ke daerah perkotaan tanpa pereiapan 

untuk menempuh kehidupan di perkotaan.'76 

Hal tersebut dapat menimbulkan permasalaban sosial ekonomi baik bagi 

daerah pedesaan maupun perkotaan. Melebamya kesenjangan antara golongan 

ekonomi sebagai akibat perbedaan laju pertumbuban antar suktor dapat 

menumbuhkan kecemburuan sosial Oleh karena itu tantangan lain pembangunan 

nasioual adalah mewujudkan keseimbangan dan meningkatkan keterkaitan, lerutama 

antara sektor pertaoian dan sektor industri dan jasa sehingga perau serta, efisiensi dan 

produktifitas semua suktor dalam pembangunan dapat meningkat secara leblh serasi 

dan seimbang. m 

Pembangunan ekonomi nasinnal dalam rangka globslisasi dilaklsanekan 

melalui pembangunan Hukum Nasional Olah karena itu dalam pembangunan, hukum 

menempati posisi sebagai sebagai : 

a. Pelopor kaidah-kaidah pembangunan; dan 

b. Pelopor kumulasi hasH aspirasi keadilan dan kebenaran untuk menciptakan 

masyarakat adil dan makml!r yang bersumber pada fiisafah PancasHoa dan UUD 

1945. 

Pembangunan itu sendiri pada hakekatuya adalah perubaban dan pertembuhan 

yang terus menerus sehingga hukum yang mengatur gerak ekonomi akan berkembang 

terus berdasarkan orientasi pembangunan bangsa yang berkesinambungan. Interaksi 

tindak:an ekonomi da,am pembangunan nasional yang berupa transaksi daiarn 

Hngkungan usaha kecil atau besw- selalu didasarkan pada aturan tertentu agar tidak 

timbul sengketa bisnis. Dan mekanisme hukum yang dapat mengarahkan agar tidak: 

teljadi transaksi bisnis yang dik:emudian hari akan mengakibatkan kesenjangan sosial 

politik yang makin bes2r.228 

n 6 Ibid. 
111 !bUt 
m/bid,hlm,33. 
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Pembangunan bidang ekonomi tidak boleh menunggu kepada hancurnya asas

asas kekeluargaan, kesinllmbungan kemanfuatan dan kemanusiaan Indonesia yang 

berarlab. Untuk ilu sikep da!am tindakan yang barus diambil pemerintah dalam 

mengatur perekonomian negara Ielah dirumuskan dangan tegas dan terarah dalam 

UUD 1945. Kanstitusi tersebut tenlapal pada Pasa! 33 UUD 1945 ayat (l) yang 

berbunyi "Perekononrian negara disusun sebagai usaha bersama berdasar .ata.s asas 

kekeluargaan". Dalam ketentuan ini ditegaskan perlunya materi hukum yang 

mengatur susunan ekonomi dan tidak boleh melepaskan kekuatan pasar dengan 

menentukan sendiri harga-harga dan permintaan sehinga jelas menjadi kewajiban 

pemerintah untuk menjaga kesinambungan perekonomian negara demi kepentingan 

rakyat hanyak. "-" 

Seharusnya ekonomi dan hukum sallng mengisi dan tidak bertentangan 

narnun kenyataannya pembangumm lndrum belum berimbang deogan pertmohuhan 

eknnomi. Hokum indonesia berfuogsi sentral Iebih luas dan lebih dalam karena 

meliputi pengaturan niat dan sikap tindakan hidup bangsa untuk memajukan 

kesejahteraan sosiaf seluruh rakyat Indonesia Oleh karena itll pedu lebih diberikan 

perhatian kepada usaha untuk mernbina dan meJindungi usaba kecil dan tradisional 

serta golongan ekonomi lemah umumnya.230 

Kebijaksanaan mendasar untuk menumbuhkan pen::konomian kepada usaha 

untuk: membina dan melindungi usaha kecil dan tradisionel serta golongan elronomi 

lemah umumnya. Kebijaksanaan mendasar untuk menumbuhkan perekonomian 

rakyat dan rncngatasi kesenjangan antara golongan ekonomi, diJaksanakan melalui 

penataan kembaii sebagai perangkat peraturan perunang-undangan yang menyentuh 

kehidupan ekonomi banyak orang antara Jain mekanisrne sistem ekonomi pasar yang 

berdasar dernokrasi ekonomi Pancasila.:'31 

219 Ibid. 
230 Ibid, 
231 Ibid. 
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Permasalaban yang menyangkut Usaba kecillsektor fOrmal dapat diuraikan 

kedalam beberapa kelompok bidang masalah. Secara keseluruhan masalab tersebut 

terdiri dari:232 

Masalab Hukum; 

Masalab Ekooomi; 

Masalab Kelembagaan; 

Masalab Lingkungan Hidup. 

Aspek lmkum ini lebih banyek berkaitan dengan penciptaan ildim usaba yang 

ditunjukkan untuk memberi peluang-peluang seluas-luasnya bagi para pengUsaba 

golongan ekonomi lemah dalam mengembengkan kegatan usah.anya. Kebijaks!llll!lln 

pemerintab yang dikeluarkan selama ini telah banyak memberikan sumhangan besar 

bagi terciptanya kegaimhan usaba dikalangan pengusaba keci~ namun masih harus 

diakui adanya kelemaban-kelemaban yang kurang menguntnngkan, antara lain:233 

1. Pengusaha kecil tidak sedikit yang masih mengalami kesulitan da1am 

memperoleh ijin usahanya karena dirasakan terlalu memakan ongkos dan tenaga. 

Kesulitan yang dihadapi oleh Usaba Kecil antara lain banyak instansi yang harus 

didatangi, sistim dan prosedur perijinan yang dianggap berbelit-belit dan 

banyaknya pungutan-pungutan. 

2. Sistim perpajakan yang selama im dikenakan pada pengusaba golongan ekonomi 

lemab dan hanyaknya jenJs pungntan pajak sering dianggap memberatkan 

pengusaba kecil. Di lain pihak dari sudut pengusaha sendiri pengetabuan dan 

ketaatan tentang perpajakan masih kurang, sehingga intensiftkasi pemungutan 

pajak banyak mengalami hambatan. 

3. Kebijaksanaa.n ekonomi makro maupun yang bersifat mikro yang selama ini 

sudah ada, dirasa belum dapat menciptakan iklim yang dapat mendorong 

perkembaugan usah kecil secara lebih cepat. Kebijaksanaan ekonomi secara 

makro tersebut anlara lain peraturan eksport-import, peraturan perdagangan dalam 

m Ibid, hlm. 40. 
m /hid, hlm. 4{)-41, 
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negeri, pernturan-peraturan tentang yang berkenaan dengan produksi dan 

peraturan-peraturnn tentang kredit dan lain-lain belum bisa diterapkaruty 

peraturnn perp,Yakan bagi usaba kecil. 

4. Dalam pada itu kebijaksanaan tentang pengaturan usaha selama ini cendenmg 

kurang mendomng perkembangan usaha kecil. Timbulnya perusahaan bata

genteng press dan berdirinya pe111sahaan-perusahaan padat modal yang semula 

dipegang oleh pengusaha kccil daripada pribumi lebih banyak mematikan unit

unit usaha kecil daripada yang terdoronng untak berkembang. Begitu pula belum 

adanya standerisasi berga dan mutu produksi Usaha Keeil sering menimbulkan 

masalah persaingan yang korang sehat, dhmtara pengusaha kecil maupun dengan 

perusahaan-perusahaan besar. 

2.3 Koordinasi dan Kerjasama Bank Indonesia dengan Pcmerintah Dalam 
Pembangunan Ekonomi Nasional 

Menurut Hendra Nurtjahjo dkk., dilihat dari aspek kedudukan Bank Indonesia 

dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, hubungan Bank Indonesia dengan 

Presiden {pemerintah) adalah hubungan ''koordinatif' dan bukan merupakan 

hubungan "sub-ordinatif' yang bersifat komando. Selanjutnya dikemukakan bahwa 

secara teoritis} Bank Indonesia tetap merupakan bagian dalam lingkup ke.rja Jcmbaga 

eksekutif, namun tidak ada garis komando langsung (no chain of command) a.ntara 

Presiden dengan Bank Indonesia melainkan hanya hubungan koordinm:if dalam 

kebijakan keuangan negara yang menyangkut rnoneter. Sebagai konsekuensi dari 

kedudnkan Bank Indonesia yang tidak sejajar dengan Presiden, maka dalam hal 

ketentuan nonnatif perundang-undangan, kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

tidak sejajar dengan l'eraturan Pemerintah (PP), dimana PB! dapat lahir dari UU 

maupun dari PP. 234 

2:l4 Hendra Nurtjahjo, lee. cit. him. 79-90. 
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Berdasarkan konstitusi dan dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, 

dikenal juga prinsip "demokresi ekonomi". Menurot C.S.T. KaDsiL demokrasi 

ekonomi adaJah perjuangan atas persamaan kehidupan sosial bagi tiap romusia. 235 

Sementara itu, me:nunJt Sritua Arie( demokrasi ekonomi adalah suatu situasi 

kehidupan ekonomi nasional dimana kalangan masyarakat luas ikut serta menjadi 

pe1ak:u aktif dalam proses ekonomi dan da1am keikutsertaan ini mempero)eh 

kesempatan untuk menikmati seeara wajor manfaat-manfaat yang timiml dari proses 

ekonomi tersebut.2.3!> 

Dalam Bab IV.L3. Lampimn UU No. 17 Talam 2007 dinyatakan bahwa 

demokrasi yang berlandaskan hukwn merupakan landasan penting untuk 

mewujudkan pemhangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adiL Demok:rasi dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan 

memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan 
1)7 transparansi dalam penyelenggaraan Negara. 

Pembangunan ekonomi dikembangkan berdasarkan prinsip demokrasi 

ekonomi yang memperhatikan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan 

berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya 

penanggu1angan kemiskinan. Selain itu, pengelolaan kebijakan perekonomian perlu 

memperhatikan secara cennat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagi 

fora perjanjan ekonomi internasional, dan kq>entingan nasional dengan 

mengutamakan kelompok masyarakat yang masih 1emah, serta menjaga kemandirian 

dan kedau1atan ekonomi bangsa138
. Rumusan angka IV. 1.2 hurofB Lampiran UU No. 

17 Tahun 2007 tersebut adalah mernpakan kebijakan ekonomi nesional yang adalah 

juga menjadi konsiderasi dalam menetapkan kebijakan dan politik hukum di bidang 

perekonomian sebagaimana yang dilakuk:an oleh Bank Indonesia melalul PBI. 

ns C.S.T. Kansil, Hukum Taia P.zmerintalu:m Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1935, him. 53. 
?JY Sritua Arief, "Pemikirnn Pemhnngtman dan Kebijaksanaan Ekonomt'. Lembaga Rlsct 

Pembangunan, Jakarta, 1993. hlm, :267-268, 
231 Uhat lampiran UU Nu. 17 'fahun 2J:.l<J?, Bab 1VJ.3. 
miMi. 
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Sebagaimana diuraikan sebelumnya. ditinjau dari konstitusi negara, 

pemerin!ah dalam kekuasaan Presiden adalah penentu dan sekaligus 

penanggungjawab utama pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Olah karena 

itu, penciptaan kesejahteraan masyarakat, pertama-tama dan terutama bertumpu 

kepada pemerintah. Namun demikian, perlu difabami secara seksama bahwa 

pemerintah sendir~ tidak ekan mungkin berhasil dalam melaksanakan peran dan 

tmggungjawabnya tersebut tanpa partisipasi dan konstribusi lembaga lainnya, 

termasuk naasyarakat luss. 

Sistem ketatanegaraan yang difurmulasikan dalam konstitus~ menganut 

prinsip integralistik yaitu bahwa keberadaan antara suatu lembaga konstitusional 

(lembaga negara) dengan yang lainnya adalah merupakan satu kesatuan sistem. 

Ditinjau dari segi pembangunan ekonomi Indonesia, maka Pemerintah bertindak 

sebagai leader sedangkan yang lainnya menjadi pilar bangunan perekonomian yang 

didirikan dan dihentuk oleh negara melalui pengejawantahan tugas-tugas dan fungsi 

Pemerintah. 

Daiam rangka penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan nasional) 

Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 merupakan penjaharan dari tujuan 

dibentukuya Pernerintahan Neg;rra yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 

yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah lndones~ 

memajuka.n kesejahteraan umum,. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaatl;. perdamaian abadi; dan 

keadilan sosial dalam hentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. 

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU tersebut dinyatakan bahwa RPJP Nasional 

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RP JM) Nasional yang memuat Visi, Misi, dan Program Presiden.239 

ll9 Lihat UU No. 17 Tahun 2007, Pasal3 dan Pasal4 ayat (2). 
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Berdasarkan konstitusi dan UU tersebut di atas maka, pembangunan nasional 

yang didalamnya termasuk pembangunan ekonomi Indonesia, akan selalu menjadi 

concern Pemerintah atau Presiden bersama pembantu-pembantunya untuk 

menjalankan roda pemerintahan. Ditinjau dari segi hukum, lembaga pemerintah 

(Presiden) dan lembaga bank sentral (Bank Indonesia) ada!ah dua lembaga yang 

mempunyai hubungan huh."UUD. konstitusional karena keduanya merupakan organ 

konstitusionaL Landasan, tujuan, orientasi dan komitmen pelaksanaan~ tugas dan 

tanggungjawab pemerintah. demikian juga dengan Bank Indonesia, bersumber dari 

konstitusi dcngan tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. 

Selain hubungan dalam arti hukum dan materiil tersebut di atas, hubungan 

hukum dan fonniil antara Bank Indonesia dengan pemerintah juga perlu dilihat dari 

segi hubungan hukum ekonomi dan pembangunan. Berdasarkan basil penelitian 

Fakultas Hukum Unpad mengemu hukum ekonomi pembangunan dan hukum 

ekonomi sosial, hukum ekonomi pembangunan menyangkut pengaturan dan 

pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan 

ekonomi Indonesia secara nasional. 240 

Hubungan hukum dan formiil tersebut di atas ditandai dengan adanya unsur 

pengaturan yang melekat pada kedua lembaga yaitu Bank Indonesia dan Pemerintah 

dengan obyek pengaturan yang sama yaitu pembangunan ekononomi Indonesia. 

Dalam kerangka sistem hukum, maka keseluruhan produk hukum yang dikeluarkan 

oleh kedua lembaga tersebut, secara hukum dan logika, seharusnya saling mendukung 

dan melengkapi satu sama Jain. Terkait dengan itu maka baik kebijakan strategis 

(strategic policy) maupun kebijakan hukum (legal policy) dalam rangka 

melaksanakan peran dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga 

Bank Indonesia dan Pemerintah akan senantiasi berorientasi pada pemenuhan 

konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya UU No. 17 

240 Sunaryati Hartono, "Pengctian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum 
Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial" (S1mposium Pernbinaan Hukum Ekonomi 
Nasionai-BPHN), Binacipta, Bandung, I 978, him. 23-24. 
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Tahun 2007 sebagai penjabaran dari tujuan yang tercantum dalam Pembukaau UUD 

1945, maka arah/pedoman pengaturan oleh kedua lembaga tersebut, juga harus 

dipertautkan secara sinkron dan harmonis berdasarka.n UU RPJP Nasional tersebut. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentaug 

Bank ludonesia sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 

(UU BI), Bank ludonesia adalah Jembaga negara yang independen dalam 

melaksanakim tugas dan wewenangnya, bebas dari eampur tangan Pemerintah 

(eksekutif) dan/atan pihak lain.241 Di satu sis~ Pemerintah memegang penman 

penting dan utama serta memiliki kewenangan penub dalam menentukan dan 

menetapkan arah kebijakan pembangunan akonomi Indonesia. Dengan demikian, 

Pemerintah memilild otoritas penuh dalmn. menentukan faktor-faktor ekonomi, baik 

mikro maupun makro seperti pertumbuhan ekono~ tingkat inflas~ dan perluasan 

kesampatan keJja termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-basilnya. 

Disisi lain, Bank Indonesia mempunyai tujuan "mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah", Yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adaiah 

kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diu.kw" dengan atau tercermin 

dari perkembangan laju inflasi, dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara 

lain yang diukur atau tercermin dari perl<embangan nilai tukar (kurs) rupiah terbadap 

mata uang negara lain. 242 

Kestabilan niiai rupiah sangat penting untuk mendukong perkembangan 

ekonomi yang berkeJanjutan dan merl.ingkatkan kesejahteraan masyaraket. Kenaikan 

harga-harga {inflasi) yang ti:nggi dan terus-menerus akan menurunkan daya heli 

masyarakat, khususnya yang mempunyai pendapatan tetap, sehingga tingkat 

kesejahteraannya akan menu..-un. Demikian juga jika nilai tukar rupiah teru.l'l 

melemah, meskipun mungkin dapat meningkatkan pendapatan neto dari perdagangan 

Iuar negeri, akan meningkatkan harga-harga di dalam negeri, khususnya barang dan 

jasa yang harus diimpor dari luar negeri. Lebih dari itu, ketidakstabilan i."lflasi dan , 

211 Lihat UU BI, Pasa\4 ayat (2). 
241 Jbid. 
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kunl rupiah menyebabkan dunia usaha dan para pelaku ekonomi akan meugalami 

kesulitan dalam menyusun perencanaan usabanya. Pada akhirnya hal ini akan 

meugaldbatkan fluktuasi perl<embangan akonomi seclll11 keseluruhan yang berakibat 

buruk pada kesejahteraan masyarakat.'" 

Dalam pembicaraan sehari-bari mengenai kondisi perekonomian, masyurukat sering 

meugaitkan uang beredar dengan pertumbuban ekonomi, kenaikan barga (inflasi), 

suku bong'a, dan sebagainya. Sariog d!katakan babwa jumiah ueug baredar terlalu 

banyak akan mendorong kegiatan ekonomi berl<embang dengan sangat pesat. 

Apabila berlangsung terns, hal ini dlanggap herbabaya karena barga berang-barang 

akan meningkal tajam. Sebaliknya, apabila uang beredar terlalu sediki! maka kegiatan 

ekonomi akan sere! dan melambat. Saring jnga dikatakan bahwa apabila ueug baredar 

terlalu banyak maka sukn bunga akan cenderung turun dan seba!iknya. Apakab 

pandangan-pandangan di atas sesuai dengan fakta yang te!jadi? Apakah ueug beredar 

mempuyai peranan dan keterkaitan yang erat dengan kegiatan suatu perekonomian 

Indonesia? Bab terakhlr darl seri kesentralan ini akan diarahkan untuk menjclaskan 

sekaligus menjawab pandangan dan pertanyaan terse but di atas. 244 

Pada dasarnya, peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan kegiatan 

suatu perekonomian dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifut alami karena 

semua kegiatan perekonomian modoren, misalnya produksi, investasi, dan konl>'llmsl, 

selaln melibatkan nang. Bahkan1 dalam perkembangannya nang tidak hanya 

dlgnnakan untuk mempemrudab transaksi perdagangan di pasar barang namun uang 

itu sendiri juga dmenjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan dipasar uang. 

Dengan kondisi tersebnt, sangatlah sulit dibayangkan apabila tidak ada benda yang 

namanya nang. 245 

20 PerryWarjiyo, op.cir. 
244 So!ikin dan Soscno, Uang (Peugenian, Penciptaan, dan Peranunnya do/am Perekonomian). 

Jakarta; PPSK Bl, 2002, him. 41. 
2.1s Ibid. 
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Bagaimana melihat peran uang seperti yang Ielah dipaparkan diatas? Salah 

satu cara adalah dengan memahami bagaimana aliran atau arus perputaran barang dan 

uang terjadi dalam suatu perekonomian. Perlu diketahui bahwa perkembaugan 

kegia.tan sua.tu perekonomian pada dasamya dapat diamati dari dua sek:tor yang sating 

berkaitan, yaitu sektor riil (barang danjasa) dan sektor moneter (uang). Sektor rill dan 

sektor moneter tidak hanya berkaitan erat, kedua sektor tersebut bahkan seperti dua 

sisi dari satu mata uang yang tidak depat dipisabkan. Secara teoritis, sektor yang satu 

merupakan cernrinan dari sektor Iainnya. Sebagai contoh, dalam satu !r.lnSaksi jual

bali akan terdapat penjual yang merepunyai barang dan pembeli yang memiliki uang. 

Pembeli memiliki uang tetapi membutahkan barang, sementara penjual merniliki 

barang tetepi membutahkan uang. Dengan demikian, apabila transaksi tersebut 

o dilakukan maka nilai fr.lnSaksi jual-beli barang dan jasa barus sarna dengan nilai uang 

yang disernbterimakan."" 

Ilustrasi sederhana mengenai aliran atau arus perputaran barang dan uang 

teJjadi dalam suatu perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut. Sesuai dengan 

fungsi uang sebagaimana telah diuraikan dalam bab pertama., dalam kehidupan 

sehari~hari masyarakat membutuhkan uang u.•·1tuk memperlancar kegiatan 

ekonominya baik berupa kegiatan produksi, investa.'i~ maupun konsumsi. 

Sebagaimaua diketahui, dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut selalu terdapat dua 

macam aliran, yaltu aliran barang dan aliranuang atau dana. Sebagai contoh. dalam 

suatu kegiatan produksi, untuk menghasitkan suatu produk perusaha~ membutuhkan 

input, misalnya berupa bahan baku dan tenaga kerja. Dalam proses tersebut 

parusabaan akan membeli baban bako dan rnenyewa tenaga (keablian) dari 

masyarakat sebingga akan terjadi aliran barang dan jasa berupa baban baku dan 

tenaga kerja dari masyarakat. Pada saat yang sama juga terjadi aliran uang dari 

perusahaan untuk pembayaran bahan baku yang dibeli tesebut. Aliran uang keluar 

tersebut bagi perusahaan akan menjadi pos biaya, semcntartt bagi masyarakat, aliran 

uang masuk tersebut merupakan pos pendapatan. Sementara itu, seteJah perusahaan 

2~} Ibid. h!m. 41-42. 
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menghasilkam suatu produk dan menjualnya ke masyarakat akan te>jadi aliran uang 

keluar dari masyarakatdan sebaliknya terjadi jadi aliran uang masuk yang merupakan 

pendapatan perusahaan. Mekanisme yang berupa suatu perekonom.ian aliran. uang 

akan sebanding dengan aliran barang dan jasa. 247 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penciptaan uang beredar pada 

dasarnya ditentukan atau dipangaruhi oleh otoritas moneter, bank umum, dan 

masymukat. Jumlah nang beredar yang tercipta tersebut merupakan jumlah uang yang 

ditinjau dari penyediaannya a tau sisi penawaran. Sementara itu dari sisi permintaan, 

masyarakat membutuhkan uang, baik uang kartal, uang giral, maupun uang kuas~ 

untuk membiayai semua kegiatan ukonominya Idealnya, jumlah uang yang tercipta 

atau tersedia hams seimbang dengan jumlah uang dibutubkan atau diminta oleh 

masyarakat sebingga tidak terdepat kelebiban atau kekurangan jumlah uang yang 

beredar. Dalam prak:tik, permintaan masyarakat akan uang sulit diperhituogkan 

mengingat kebutuhan masyarakat akan uang tersebut tidak banya dilandasi oieh motif 

untuk melakukan transak:si saja namun juga motif lainnya, yaitu untuk berjaga-jaga 

atau bahkan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya spek.~lati£248 

Pembangunan ekonorni sebuah negara pada dasamya bertujuan untuk 

mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

distrihusi pendapatan yang merata. Kemakmuran dan pertumbuhan ek:onomi tersebut 

dapat tercipta melalui bekerjanya pasar sccara efisien. Mekanisme pasar akan bekerja 

secara efislen apabila tersedia tata aturan dan hukum-hukurn pasar yang dilaksana.kan 

dengan baik. Demikian halnya dengan hank seutral yang menetapkan kebijakan 

moneter, sebagai salah satu elernen kebijakan makroekonomi, mempunyai peranan 

penting dalam.penciptaan kondisi bagi bekerjanya mekanisme pasar yang efisien.249 

Menurut Karst, pasar memegang peranan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi dan hukum adalah unsur esensial untuk menciptakan dan memelihara 

141 Ibid, hlm. 42-43. 
ua /bid. 
l.,Burhanuddin Abdullah, qp.cil. 
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pasar. 250 Bahkan dikemukakan lebih !an jut bahwa ketika penelitian ekonomi 

mengenyampingklln hukum sebagai faktor utama dari masyarakat maka penetitian 

tersebut Ielah meninggalkan pelajaran tentang hukum dan pembangunlliL Dari basil 

studi !iteratur hukum dan pembangunan yang dilaknkan oleb Bnrg, terdapat 5 (lima) 

hal yang terkandnog dalam hukum untuk menciptakan suasana kondusif dalam 

pemhangunan yaitu (!)stability; (2) predictability; (3)faimes.; (4) education; dan 

(5) the special development abilities of the la;;yer.151 Menurut Prof. Erman 

Radjagnkguk, SH., LL.M., Ph.D dalam knliah Peranan Hukum Dalam Pembangullllll 

Eknnomi untuk Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Iodoncsia 

semester genop tahun 2007, dari kelima unsur yang dikemukakan oleh Bnrg tersebut 

di atas, diperlukan odanya 3 (tiga) unsur sebagai prasyarat bagi sistem ekonomi 

(Indonesia) untuk dopat berfungsi dengan balk yaitu unsur stability, predictability, 

dan fairness karena tidak ada suatu masyarakat yang dapat menjadi dewasa tanpa 

adanya suatn ke:angka hl.!kum yang t!ap:lt menjam.b. di~enuhinya _pr3syarat tersebut 

Keberadaa.n Pemerintah dan Bank Indonesia yang keduanya mempunyai 

peran. tugas, dan tanggungjawab dalam pembangunan ek:onomi Indonesia, 

memhutuhkan koordinasi da.n s:inkronisasi yang tepat agar dikotonri pelaksana 

pembangunan ekonomi tersebut dapat dipertautk:an untuk menimbulkan sinergi dalam 

menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan bersama. Koordinasi dan 

sinkronisasi tersebut harus dilakukan dalam koridor hukum yang jelas sebingga tidak 

menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dan twnpang tindih 

(overlap) yang apabila tidak berada dalam konstruksi yang sesuai. justru dapat 

menjadi kontraproduktif bagi pernbangunan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, 

keberadaan lembaga.-lembaga negara lainnya seperti Bank Indonesia, tennasuk 

lembaga non-pemerintahan, dapat diposisikan secara tepat sebagai bagian dari 

pelaksana pernbangunan ekonomi Indonesia dan agar kedudukan dan perannya tidak 

dipersepsikan secara marjinal. 

15il David M. Trubek, op. cit. 
::5I Loonard J. Thcberg,op. eft. 
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Dalam Pasa18 UU BI dinyatakan bahwa ''untuk mencapai tujuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia (BI) mempunyai tugas: '" 

a. menetapkan dan melaksanakan kebijalam moneter; 

b. mengatur dan menjaga kelaru:aran sistem pembayaran; 

c. mengatur dan mengawasi bankn, 

Adopun ~~;juan Bank Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (!) UU )3I adalah 

"mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah". Yang dimaksud dengan 

kestabilan nilai rupiah adalab kestabilan nilai rupiah terbadap barang dan jasa yang 

tereermin dari perkembatlgan laju inflasi, serta kestabilan nilai rupiah terhadap mata 

uang negara lain yang tereermin dari perkembangannilai tukar (kurs) rupiah terhadap 

mata uang negarn lain. 

Pada saat terjadinya gelombang reformasi di Indonesia, apapun pengertian 

masyarakat tentang reformasi tersebut, telah menyeret bidang hukum yang selama ini 

harnpir tenggelam lr..arena k:urang diperhitungkan dalam proses pembangunan yang 

menitikberatkan bidang politik dan ekonomi sebagai penglima, Kdsis ekonomi telah 

membuka mata berbagal kalangan bahwa reformasi hukum sangat diperlukan sebagai 

salah satu sarana untuk menyelesaikan krisis.2SJ Sementara itu, menurut Lawrence M. 

Friedman dalam bukunya American Law~ elemen-elemen dalam sistem hukum 

meliputi : (!) tatanan kelembagaan dan kinOija lembaga (stmcure), (2) ketentuan 

perundang-undangan (substance), dan (3) budaya hukum (legal culture).254 Faktor 

refonnasi yang dikemukakan oieh Satya Arinanto dan elemen sistem hukum yang 

dikernukak:an oleh Friedman tersebut, menggambarkan betapa penting penman 

hukum dalam pembangunan ekonom.L Elemenstructure dan substance adalah elemen 

yang melekat pada lembaga pembuat peratw-an perundang-undangan. Elemen 

251 UU BI, Pasa! 8. 
2.n Satya Arinanto, "Relonnasi Hukum, Dcmokrasi, dan Hak-hak Asasi Manusia", Hukum dan 

Pembangunan, Nomor 1-3, Tahun XXVlll, Ja.nuari-Juni !998, him, I24 -125. 
254 Friedman, "What is a Legal Syslem?", dalam American Law; W.W. Norton & Company, New 

York- London, him. 5 dan 6. 
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tersebut juga dimiliki oleb BI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan 

peraturan yang walaupun secara spesifik berada dalam bidang moneter, perbankan, 

dan sistem pembayaran nasiona~ namun produk yang dihasilkannya adalah bagian 

integral dari pembangunan ekonomi Indonesia. Peran dan elemen hukum yang 

terdapat dalam produk peratorao perundang-undaogao yang dikeluarkan oleh BI 

menjadi sangat menarik da.Il menantang untu..lc dicermati secara mendalam dililiat dari 

persfektif pembangunan ekonomi Indonesia 

Pembangunan memang menjadi kata kunci yang penting, terutama di negara

negara berkernbaog. Pembangunan saat ini, telab berubab maknanya, tidak lagi 

bermakna luas yang meliputi selurub bidang mulai dari ekonomi, politik, sosial, dan 

budaya, tetapi telah bermakna sempit, yaitu pembangunan ekonomi, dan inipun telah 

merujuk pada makna yang lebih sempit lagi yaitu pertumbuhan ekonomi. Disadari 

atau tidak, paradigma dan teori-teori ini memiliki keterbatasan untuk melihat akibat

aicibat sosial dari penerapannya?55 Lebih lanjut dik:emukakan bahwa masalah sosial 

yang ditimbulkan dari perubahan makna tersebut dimana pembangunan diarahkan 

untuk: mengejar pertumbuhan, telah melahirkan kesenjangan ekonomi dan 

ketimpangan sosial, suatu persoalan yang sebenamya inheren dalam setiap upaya 

pembangunan dan dalam setiap masyarakat. Kesenjangan ekonomi dan ketimpangan 

sosial ini pada akhirnya melahirkan kecemburuan sosial, dan menyebabkan 

munculnya penyimpangan tingk:ah laku masyarakat seperti praktek pungli, korups~ 

manipulasi, dan kolusi. Pemyataan ini juga menarik untuk: disimak dalam rangka 

mereposisi dan mengarahkan pelaksanaan peran BI melalui fungsi pengaturan agar 

akibat so sial yang ditimbulkannya tidak menjadi "handycap" dalam melaksanakan 

pembangunan ekonomi Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, hukum memegang peranan penting dalam 

pembangunan (ekonomi) termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia. 

m Emir Wiraatmaja dalam Sali Susiana dan Yulia Indahri, ed., Pembangunan Sosia\; Teori dan 
lmplikasi Kebijakan (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pclayanan lnfonnasi (P3l) Sekretariat Jenderal 
DPR Rl, 2000), him. 11. 
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Dalam pengertian hokum adalah peraturan perundang-undangan (datam arti luas) 

yang berlaku bagi Indonesia yang manggunakan sistem hukum Eropa Continental 

(civil law) maku pranata hukum tersahnt pertama-tama harus memiliki landasan 

yuridis, lllosofJS, dan sosiologis yangjelas yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya 

sebagai a tool of soci£11 engeneering dalam rangka menciptakan suasana yang 

kundusif antara lain dallllll melakukan pembangunan ekonomi 

Dalam Pasal 43 ayat (I) huruf b UU tentang Bank Indonesia dinyatakan 

bahwa Rapat Dewan Gubernur Bank lndunesia diselenggarakan sekunmg-kurangnya 

I (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang tDDneter 

yang dapat dihadiri oleb seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah 

dengan hak bicarn tanpa bak suara. Selanjutnya dalllll! Pasal 54 ayat (I) UU tentang 

Bank Indonesia tersebut dinyatakan bahwa Pemerinlah wajib meminta pendapat Bank 

Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang 

membahasa masalah ekonorni, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas 

Bank Indonesia atau masalah lain yang tennasuk dalam kewenangan Bank Indonesia. 

Kemudian dalam ayat {2) Pasal 54 tersebut dinyatakan bahwa Bank Indonesia wajib 

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan 

tugas dan weweoang Bank Indonesia. 256• 

KhUSU.'i dalam rangka penerbitan sucat-surat utang negara, undang-undaog 

menetapkan bahwa pemerintah wajib ter1ebih dahulu berkonsu1tasi dengan Bank 

[ndonesia dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat_257 

Dari uraian tersebut di atas. terdapat hubungan yang jeias dan aktif antara 

Bank Indonesia dangan pemerintab bahkan termasuk dengan DPR dalam rangka 

perumusan kebijakan dan pclaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai 

implementasi Carl perumusan dan untuk pelaksanaan pemba.ngunan ekonoml 

Indonesia tersebut, maka salah satu bentuk konkritnya adalah dikeiuarkaflllya 

XG Lihl.'lt UU Ell, Pa.<i3l43 ay<H (l), Pil5al 54 ayat ( l) dan ayat (2). 
151 Lihat UU Bl, Pasal55 ayat (l) dan ayat (2). 
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pe.raturan oleh masing-masing lembaga tersebut. Dalam keadaan inl maka politik 

hukum tennasuk didalamnya kebijukan hukum yang hams menjadi konsiderasi dalam 

mengeluarkan peraturan untuk pembangunan ekonomi Indonesia tersebut, harus 

berada dalam satu framework yang sama agar tuju8Jl yang heudak dicapai yaitu 

kesejahteraan masyarakat, manjadi suatu kenyataaJl sebagai basil kinerja lembaga 

yang memiliki hubungan kelembagaan dan hukum tersebut. 

Namun demikian, tetap juga perlu diperbatiken bahwa undang-undaug telah 

memberi batasan tugas dan tanggungjawab serta kedudukan masing-masing lembaga 

dalam menjalankan peran konstitusionalnya. Sebagai contob, bagi BaJlk Indonesia, 

telah ditumuskan tujuan yang herulak dicapai dan tugas yang harus dilaksanakennya, 

namun undang-undaug bahkan konstitusi telah mengatur bahwa dabun konteke 

pelaksanaan tugas Bauk Indonesia tersebat, pihak lain dilarang melakukan campur 

!8Jlgan, namun tidak berarti dilarang untuk melakukan koordinasi satu dengan yang 

lain. 

Para ahli administrasi Negara telah meletakkan fungsi perumusan lreb~jakan 

Negara (public policy formulation) sebagai bagian yang sama pentingnya dengan 

fungsi pelaksanaan kebijaksanaan Nagara (public policy implementalion). Nicbulas 

Henry menyatakan bahwa "For tile letter part of the !Y.'entfeth century, the public 

bureaucracy has been the locus of public policy formulation and the major 

determinant of where tit is country is going''.258 Selanjutnya, Felix A. Nigro dan Lloyd 

G. Nigro mendefmisikan administrasi Negara secara tegas bahwa "Public 

administration ... has an important role in the formulation of publrc policy and is 

thus part of the political process".2S9 Dari persfelctif ini maka apabila BI terlibat 

daJampublic policy formulation tennasuk public policy implementation perlu berhati

hati karena administrasi Negara pada dasamya merupakan bagian dari proses politik. 

:UJ Ifran lslamy, ed., Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negarn, Bumi Aksara, Jakarta, 
l997,blm.l-2" 

m ibid, 
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BI adalah lembaga yang seharusnya profesional dalarn merumuskan dan 

melaksanakan tugas-tugasnya (policy making process), 

Efisiensi dalam lronteks admlnistrasi negara menurut Ostrom adalah 

kemampwm organisasi publik secara optimal untnk mempertemukan dan 

menyadiakan barang dan jasa sesuai dengan kepentingan publik. Tugas ulama 

organisasi publik adalah "service making"."" Menurut Michael P. Barker, di dalam 

mengartikan efisiensi dalam administrasi riegara, pengguoaan ukuran standar biaya 

tidak: selalu tepat. Oleh karena itu.. pengertian efesiensi yang rnunri adalah pengertian 

yang dikaitkan dengan falctor-fuktor pelayanan umum, alrontabilitas, dan 

responsiobilitas sosial. 2fil 

Untuk: mewujudkan welfare state dalam negara Indonesia, maka kekuatan dan 

alokasi kewenangan bagi kedua lembaga yaitu Bank Indonesia dan pemerintah, 

senantiasa dilihet dalam perspektif kebersamaan dan koordinatif sehingga terc:ipta 

sinergi pembangunan ekonomi Indonesia menuJu cita negara (staalsidee) yang 

diamanatkan oleh konstitusi (UUD 1945). 

Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut (siklus) 

yang pada periode tertentu perelronomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh 

melamhat Untuk mengdoJa dan mempengaruhi perkembangan pcrekonomian agar 

dapat berlangsung dengan baik dan stahl~ pemerintah atau otoritas moneter biasanya 

melakukan langkah~langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonorni makro. Inti dari 

kebijakan tersebut pada dasarnya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi 

penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisl keseimbangan dengan 

tingkat pertumbuban ekonomi yang berkesinambungan. 

K.ebijakan moneter sebagai saJah satu dari kebijakan ekono:mi makro pada 

umumnya diterapkan sejalan dengan business cycle 'siklu.'i kegiatan ekonorni'. Dalam 

hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondlsi dimana perekonomian 

'CoO lbid" blm. 13. 
161 Jbid, blm. 13·14. 
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sedang mengalami boom 'perkembangan yang sangat pesat' tentu berbeda dengan 

kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi dimana perekonomian sodang 

mengalami depression atau slump 'perkembangan yang melambat'. Dalam kajian 

Iiteratur dik:ennl dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan 

kebijakan moneter kontrakti£ Kebijakan monetec ekspansif adalah kebijakan moneter 

yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakakan 

melalui peningkatan jumiah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif 

adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegietan ekonomi, 

yang amara lain dilakakan melalui penurunan jumlah uang beredar."'-

Terlepas dari perbadatm sudut pandang di atas, umurnnya kalangan praktisi 

maupun akademisi meyakini bahwa dalam jangka pendek kebijakan moneter 

ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sodang mengalami ,..,.,.; yang 

berkepanjangan Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif depat meraperlambat laju 

infiasi yang umumnya teljadi pada saat kegiaian perekonumian yang sodang 

mengalami baom.263 

Dalam perkembangannya. perbedaan padangan tersebut melandasi perbedaan 

penentuan respons kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dalam 

beberspa tahun terakhir ini Dalam hal ini, perbedaan yang muncul berkaltan dengan 

apakah respons kebijakan moneter sebaiknya dilakukan dengan menggunakan rules 

'poia atau kaid3h.-kaidah tertentu yang dirumuskan secara permanen dalam kurun 

waktu tertentu' a tau dengan menggunakan descretion ~kewenang untuk bertindak 

secara aktif gun a rnempengaruhi naik turunnya ke.giatan ekonomi riil yang terjadi~. 264 

Penerapan kebijakan moneter tidak dapat secara terpisah dengan penerapan 

kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektor riil, dan 

lain-lain. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian 

kebijakan ekonomi makro lain yang sangat erat. Selain itu, pengaruh kebijakan-

162 PerryW3rjiyodan Solokin, Kebijakan MoneteJ· di lndMesia. Jakarta: PPSK Bl. 2003, hlm. 3. 
:M) Ibid, b!m. 4. 
l6-l Ibid, him. 6. 
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lrebijakan yang diterapkan secara bersama-sama mungkin mempunyai arab yang 

bertentangan sehingga saling memperlemab. Misalnya, dalam perekonomian yang 

mengalami tekanan inflasi. bank sentral melakukan pengetatan moneter. Pada saat 

yang bersamaan, pemerintah melakukan ekspansi disektor fiskal dalam rangka 

mendorong pextumbuhan ekonomi. Ketidakbannonisan kedua kehijakan tersebut 

dapat mengakibatkan tujuan menekan inflasi tidak tercapai. Sementara itu, kombina::;i 

lrebijakan moneter dan fiskal yang terhlu ekspansif akibat tidek edanya koordinasi 

dapat mendorong pemanasan kegiatan perekonomian. Dengan demik:ian, untuk 

mencapai tujuan lrebijakan ekonomi makro secara optimal, biasanya diterapkan 

policy mix ~bauran kebijakan' yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan 

kebijakan lain.''" 

Pengertian optimal disini adalah pencapaian tujuan antar-kebijakan dapat 

dikoordinasikan sehingga tidak menimbulkan dampak yang kurang meoguntungkan 

bagi pencapaian tujuan kebijakan ekonomi makro secara keselurahan. Salah satu 

penerapan bauran kebijakan yang banyak dikenal adalah bauran kebijakan moneter

fiskal (monetaryfiskal policy mix). Secara konseptual, koordinasi ba:u.nm kebijakan 

moneter-fiskal dapat dilakukan melalui beberapa skenario, yaitu: (1) kebijakan 

moneter ekspansiJi'kebijakan fiskal ekspansi~ (2) kebijakan moneter kontraktill 

kebijakan fiSkal ekspansi~ (3) kebijakan moneter ekspansiJi'kebijakan Iiska! 

kontrakti~ dan (4) kebijakan moneter kontrakti&kebijakan fiskal kontraktif.1"' 

Sebagai contoh, apabila bauran kebijakan moneter-fiskal dapat dilaku.kan 

secara terkoordinasi. maka skenario kebijakan 1 dan 4 merupakan skenario kebijakan 

paling efektif diterapkan untuk tujuan kebijakan yang bersifat counter~cyclical 

seperti yang dijelaskan sebelumnya, Dalam pengamatan empiris dapat dilihat bahwa 

apabila perekonomian mengalami resesi yang berkepanjangan, kebijakan moneter dan 

fiskal yang sama~sama ekspansif dan dikoordinasikan sangat tepat untuk mendorong 

kegiatan ekonomi dengan pengaruh yang moderat pada perkembangan suku bunga, 

us Ibid. 
Ui6 Ibid. hlm.7. 
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Sejalan dengan itu, kebijakan moneter dan fiskal yang sama-sama kontraktif dan 

dikoordanasikan sangat bermanfaat bagi upaya untuk mewngorangi laju ekspansi 

kegiatan perekonomian. 267 

201 lbid, 
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IIUKUMDANPERATURANBANKINDONESIA 
SEBAGAI SUMBER IIUKUM 

3.1 Pengerl!an, Fnngsi, dan Tujuan Hukum 

3.1.1 PengertianHukum 

Sampai saat ini, belum terdapat kata sepakat diantara para ahli hukum tenlang 

definisi "hukum». Babkan yang juga masih diperdebatkan adalah ten!ang perlu· 

tidaknya hukum tersehut didefinisikan. Ada yang berpendapat bahwa definisi hukum 

dipcrlukan terutama bagi mereka yang baru mempelajari hukum, setidak-tidakuya 

merupakan pegangan pendahuluan untuk mempelajari hukum lebih lanjut.263 Definisi 

tersebut ak:an membantu mereka untuk menunjukkan jalan (open the way) ke arab 

mana ia harus barjalan, terlebih lagi apahila definisi itu adalah hasil dari pikiran dan 

penyelidika.J'l ReJJ.dki.209 Di lain pihak: {manuel ¥"..1!!!t mengataklU! bahwa "noch sucher. 

die juristen eine dr;;finition zu ihrem begriffo von rechf' atau tidak seorang pun yang 

mampu membuat definisi tentang huk.um?70 

Bagir Manan dalam bukunya Dasar-dasar Pernndang-undangan Indonesia 

mengemukakan bahwa, dalam kalangan awam (man in the street), tidak jarang ada 

semacam salah pengertian mengenai istilah-istilan peraturan perundang-undangan, 

undang-undang, dan hukum. Mereka acapkali menganggap peraturan perundang

undangan tidak berbeda dengan undang~undang atau hukum. 271 Yang benar adalah 

unda:ng-undang itu sebagian dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 

undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Daerah dan Jain sebagainya.272 Selanjutnya tidak salah juga 

mengatakan bahwa unda.ng-undang itu adalah hukum. Yang keliru kalau dikatakan 

2
6!1 Lill Rasjidi. Fi/asafat Hukum. Bandung; CV. Remadja Karya, !984, him. I. 

2~9 Van Apeldom dalJm Lili Rasjidi, ibid. 
2
.,., Imanuel Kant dalam Lili Rasjidi, ibid. 

271 Bagir Manan, dalam H. Abdul Latief, Hukt1m dun Peraluran Kebijaksanaun (Beleidsregel) 
Pad a Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Uil Press, 2005), hlm. 35. 

m Ibid. him. 36, 
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bahwa hulrum adalah sama dengan undang-undang, sebab diluar undang-undang 

masih terdapat kaidah hulrum lain seperti hulrum adat, hulrum kebiasaan, dan hulrum 

yurisprudensi 273 

Pandangan tersebut di atas tidak hanya milik awam, tetapi juga dalam teori 

hulrum Uurisprudence) dengan ajaran '1egisme" dan "posotivisme" seperti ymg 

diajarkan o!eh John Austin dan Kelsen bahwa hulrum itu semata-mata kehendak dari 

penguasa (command of the sovereign) dalam bentuk peraturan perondang-undangan 

dan tidak ada hulrum diluar un<lang-undang atau peraturan pe,-undang-undangan.274 

Pangertian tersebut juga tidak hanya berlaku dikalangan ilmuwan tetapi juga 

dilingkungan peradilan. Dalam bulrum keperdataan di Belanda dan Indonesia, kita 

meogenal perkembangan konsep perbuatan melawan hulrum (onrechtmatige daad). 

Pada suatu saat, perbuatan melawan hulrum hanya diartikon oleh pengadilan (Hoge 

Raad) sebagai pe,-buatan mclawan l!lldang-undang. Baru kernudian pengediian yang 

sama mengart!kan babwa perbuatan melaw:m hulrum tidak sekedar perbuatan yang 

bertentangan dengan undang~undang tetapi juga perbuatan-perhuatan yang 

bertentangan dengan keputusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat 

terhadap pribadi atau benda orang lain.275 Sebenamya Austin sendiri tidak membed 

arti "command of the sovereign .. begitu sempit hanya terbatas pada undang·undang 

atau peraturan perundang·undangan. Menurut Austin, "command of the sovereign .. 

yang melahirkan hulrum positil; selain dari pembentuk undang-undang (rormal), juga 

badan-badan pemerintah (administrasi Negara) yang memperoleh delegasi dari 

"sovereign'~ unt:uk membentuk peraturan perundang-undangan dan badan peradilan 

yang putusan-putusannya ( judge made law), merupalcan ketentuan yang mengikat 

berdasarkan wewenang yang diberikan negara kepadanya.276 Kelsen juga tidak 

mengartikan bahwa "command" yang menciptakan huk:um itu semata-mata adalah 

pembuat undang~undang atau peraturan perundang-undangan. Hukum menurut 

m H. Abdul Latie, ibid. 
274 Ahmad Sanusi, dalam H. Abdul Latief, ibid. 
m SubekU, dafam H. Abdu; Lalief. ibid. 
216 EdgarBodenheimet, da!am H. Abdul Latief. ibid, hlm. 37. 
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Kelsen dapat berupa ''general norms'tl yang berlaku secara. umum dan "individual 

norms" yang berlaku untuk orang tertenlll Norma individual ini antara lain lahir dari 

putu.'l3!1 pengadilan. Putusan pengadilan merupakan hukum !<arena "ccmmand" 

mempunyai kekuatan mengikst."' 

Ilrnu hulrum membadakan antara undang-undang dalam arti matarial dan 

und.ang-undang dalam arti fonnaL Dalam arti materia~ undang~undang adalah setiap 

keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berisi aturan tingkah laku yang 

bersifat mengikat secara umum. 278 Inilah yang dimaksud dengan peraturan 

perundang-undangan. Adapun undang·undang dalam arti rormal adalab keputusan 

tertulis sebagai basil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksakutif dan legislatif 

yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum!"' 

Dari uraian di atas, Bagir Manan menyimpulk:an bahwa pengkajian mengenai 

peraturan perundang-undangan mencakup segala bentuk peraturan penmdang

undangan, baik yang dibuat pada tingkat pusat pemerintah negara maupu11 di tingkat 

daerah. Oleh karena peraturan perundang-undangan adalah salab satu aspek dari 

hukum, maka pengkajian perllluran perundang-undangan merupakan bagian dari 

pengkajian bukum."" 

Yang seringkali muncuJ ketik:a kita berbicara mengenai hukum adaiah lrukum 

yang berlaku di sebuah negara. Hukum semacam ini disebut hukum positif. Asai 

mula hukum ini ialah penetapa.n oleh pimpinan yang sah dalam suatu Negarn. Hukum 

semacam ini disebut hukum positif. Asal mula hukum ini ialah Penetapan oleh 

pimpinan yang sah dalam Negara. Kalau seorang ahfi hukum berbicara mengenai 

hulrum biasanya ia maksudkan hukum ini_ Lain halnya kalau rakyat berbicara 

mengenai hukum. Bila ada yang mengatakan bahwa. "rakyat mencari hukum", ini 

berarti rakyat menuntut supaya htdup bersama da!am masyarakat segera diatur secara 

111 Hails Kelsen, da!am H. Abdul Latict: ibid. 
2111 PJ.P. Jak, dalam H. Abdul Latiet, ibid. 
279 H. Abdul Laticf, ibid. 
m Ibid. 
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adil. Dan untuk mengesahkan tuntutan in~ tidak perlu diketahui apa yang terkanduug 

dalam undang-uudangan Negara. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang 

diambil adalab sesuai deugan norma yang lebih tinggi dari norma hukuro dalam 

undang-undang. Norma yang lebih tinggi itu dapat disamakan deugan prinsip 

keadilan. "'' Hukuro positif menjamin Jrepastian hldup, tetapi baru menjadi lengkap 

bila disusun ses-~o~ai dengan prinsip-prinsip keadilan. Betapa besar juga untuk 

mewujudkan suatu hukuro pOsitif yaug benar besilnya. tidak pemab akan sempuma 

dan tetap ada dualisme antara norma-norma keadilan dan bukum yang diciptaknn 

manusia sebagai hukum positi£282 

Pada dasamya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan 

antara satu dan yang lainnya, hal inilah yang menyebabkan manusia hidup 

berkelompok atau lebih dikenal dengan hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan 

bermasyarakat tersebut, bangsa Indonesia menganut cara pandang integralistik dan 

bukan individualistik atau mwusia sebagai makhiuk bebas, dalam cara pandang 

integralistik hubungan antara individu dan masyarakat, maka masyarakat yang lebih 

diutamakan narnun, harkat, martabat, dan hak asasi manusia tetap dihargai. 283 

Kehidupan manusia dalam bennasyarakat, bemegara dan berbangsa tidak 

lepas dari adanya suatu aturan hukum sebagai rambu~rambu yang mengatur 

masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya agar dapat berjalan dengan tertib. 

Sebagaimana datil yang dikenal dalam teori hukum bah.wa ''tiada masyarakat tanpa 

huk:um"1 demikian pula masyarakat Indonesia tidak terlepas dari datil tersebut.284 

Beberapa pend.apat pakar hukum mengenai defmisi bukum antara lain:285 

• Victor Hugo menyatakan hukum adaJah kebenaran dan keadiian. 

Ul Huijbers dalam H. Muchsin dan Fadillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: 
UniverslwSunangiri Surnbaya dan Averroes Press, 2002, hlm. 14. 

JJ:l Ibid, blm. 16. 
2!J Jbid. 
1M !bid. 
:as Ibid, him. J7~Ht 
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• Pro£ Mr. E.K. Meyers dalam buku "De a/gemene berippen van het burgerlijk 

rechf', menyatakan hukum adalah keseluruhan norma-norma dan penilaian~ 

penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbwttan· 

perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat. 

• Prof Padmo Wahynno, SH., menyatakan hukum adalah alat a!au sarana untuk 

menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan sekaligus merupakan 

sanma nntuk menyeJenggarakan kesejahteraan sosia1. 

• Pro. Dr. Van Kan daJam bukunya "fnleiding tot de Rechtwetwnchap"" menyatakan 

bahwa bukum adalab keseluroban peraturan bidup yang bersifat memaksa untuk 

melindungi kepentingan manusia da}am masyarakat. 

• Prof: Mr. L.l Van Apeldoom dalam bukunya "lnleiding tot de .,tudie van het 

Nederlandse rechf' menyatakan bahwa hukum sebenamya hanya bersifat 

menyamaratakan saja dan itupun te;:gaatung siapa yang memberikau. 

• Philip S. James MA., menyatakan bahwa hukum adalah "a body of roles for the 

guidance of human conduct which are imposed upon and enforced among the 

members of given state. 

• Dr. E. Utrecht SH~ dalam bukunya .. Pengantar dalam Hukum Indonesia .. 

menyatakan bahwa hukum adalah hirnpunan petunjuk-petunjuk hidup lata tertib 

suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang 

bersangkutan. 

Menurnt Wirjono Kusumo, hukum ialah keseluruhan penrturan,. baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan 

terhadap peJanggamya umumnya dikenakan sanksi.236 Selanjutnya, Donald Black 

20~ Wiryono Kusumo, Elsi Kartika Sati <Jan Advendi Simangunsong, Hi.tkum de/am £konomi. 
Jakana: Gras indo, 2007, htm. 3. 
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dalam bukunya "The Behavior of Law' sebagaimana dikutip oleh Friedman 

mengemukakon bahwa hukum adaJah kontrol sosial dari pemerintah. 2" 

Dari berbagai pengertian atau definisi tern:but di atas, dan masili banyak lagi 

definisi hukum dari para pakar hukum, H. Muchsin dan Fadillah Ptttra menyimpulkan 

bahwa hukum ada!ah alat atau sarana untuk mengatm dan menjaga ketertiban guna 

mencapai suatu masyarnkat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan 

sosial yang ben1pa. peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan 

sanksi bagi yang roe1anggarnya, baik: itu u!ltuk. mengatur masyarakat ataupun aparat 

pemerintah seba.gai penguas.a?.B8 

Menurot Hamid Prof Hamid Attamimi, dewasa ini orang memahami hukum 

hanyalah undang-undang dan peraturan-peraturan bawah~ baik yang diatribusikan 

maupun yang didelegasikan oleh undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Hal tersebut 

tampak antara lain dalam Ketetapan-ketetapan MPR yang menetapkan GBHN. Di 

sana, hukum diletakkan dalam satu kelompok bersama~sama dengan politik, aparatur 

pemerintah, penera.ngan dan pees, serta hubungan luar negeri. Seolah-olah di bidang 

sosial budaya, politik1 dan ekonomi, hukum tidak mempunyai atau tidak perlu 

melakukan peranan dan bimbingan.289 Akibatnya menurut Pro£ Hamid Attamimi 

adalah hukum diartikan secara semplt dan ttmduk pada atau berada dibawah 

kebijaksanaan bidang-bidang lainnya. Dalam hal in~ hukum hanya sehagai 

pelaksanaan kebijaksanaan ekonornl.290 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Menurut Burkens 

dkk. secora sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang 

261 Donald Black, dalam lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: &buah Pengantar. 
Pene£emab, \\'hism.1 BasukL Jakarta: Tatanusa, 2001, blm. 3. 

Op.cit. 
1&' A, Hamid SA., Teari Perondang-undangan (SUGtu Sisi Pengetabuan Perundang·u.ndangan 

Indonesia Yang Menjelaskan dan Mc.J'Ijemihkan Pemalwman), diucapkan dalam Upacarn Pengukuhnn 
Jaba@n Guru Bes<If Tetap pada FH Ul di Jal<arta, tanggal 25 Aprii'J992, yang dimuat dalam Bulctin 
l.egalitas Perhimpunan Per.mcang P~rnturan Pt.!J'Und\lng-undangan Indonesia (P4l), No. I/'93, Jakarta: 
P4I.l993.hlm. 10. 

mlbid. 
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menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan penye1enggaraan 

kekuasaan negara ternebut dalam segala bentuknya dilaltuknn di bawah kekuasaan 

hukum. :!>! 

Dalam negara bukum yang moderen, fungsi perundang-undangan bukanleb 

hanya memberi bentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma-norma yang berluku 

dan hidup dalarn masyarukat, dan uadang-undang bukanlah hanya sekadar produk 

fungsi negara di bidang pengaturan. Perundang-undangl!Il adaleb anlah satu metoda 

dan instrumen ampuh yang ters:edia untuk mengatur dan mengamhkan kehidupan 

masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. 292 

Dewasa ini, peraturan penmdang-uodaogao tidak lagi berjalao di belakang 

mengikuti dan membuntuti pekembangan masyarakat, malainkan berjalan di depan 

memimpin dan membimbing perkembangan serta perubahan masyarakat bangsa. 

Tepatlah pula apa yang dikatakan o1eh Koopmans bahwa pernbantuk undang-uodaog 

pertama-tama atau primer, tidak lagi mengarah kepada melakukan kodifikasi 

melainkan melakukan rnodifikasi (de wetgever srteeft niet meer primair naar 

codificatie maar naar modicicatie). Dengan demikian, pandangan yang menganggap 

fungis hukum adalah alat perekayasaan masyarakat atau social engineering menurut 

Roscue Pound, telah tertinggal karena fungsi hukum kini adalah alat pengubahan 

masyarakat atau sokll modification. 293 Hal ini tidak berarti bahwa kodifikasi hukum 

ke dalam berbagai kitab undang-undang tidak penti.'lg atau tidak perlu, tetapi 

pengubahan masyarakat ke arah cita-cita bangsa adalah lehih penting dan lebib 

diperlukan.194 

SeJanjutnya kata-kata pcrundang-undangan merupakan terjemahan dari 

wetgeving, gesetzgebung. atau legialation yang mengandung dua arti Pertama, berarti 

proses pembentukan peratunm-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu 

191 Burkens dkk. dalam Hamid Attamimi, ibid. 
191 Ibi'd. 
!'ll Jbid,hlm.li 
294 Ibid. 
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undang-undang (wet, gesetz, statute) sampai yang teremlah, yang dihasilkan secara 

atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundq-undangan (wetgevendemacht, 

gesetzgebende, legislative power). Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan

peraturan negara tasebut yang dibentuk oleh Jernbaga-Jembaga negarn/pemarintah. "' 

Adapun perbedaan antara peraturan perundq-undangan (wetw/ijk£ regels) yang 

sumber kewenangennya berada pada kekuasaan legislatif dan peraturan kebijukan 

(be/eidsregels) yang sumber kewenangannya berada peda kekeasaan eksekntif 

menurut Prof Hamid Attamimi adalah bahwa pemturan perundang-undangan tiduk 

dapat menjadi obyek Peradilan Tata Usaha Negarn, sedangkaa peraturan kebijukan 

dapat menjadi obyek Peradilan Tata Usaha Negara.196 

Apabila pengertian peraturan perundang-undangan mencaksp keseluruhan 

peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan ber.rumber peda kekuasaan 

!egislati~ maks jenis peraturan perundang-undangau ialah undang-undang dan 

peraturan Iafu yang dibentuk berdasar kewenanga.n atributif a.taupun kewCnangan 

delegasi dari undang-undang. Karena itu, peraturan perundang~undang.an tertentu dan 

terbatas jenisnya, mengingat kewenangan atribusi bersifat tertentu dan terbatas, 

sedangkan kewenangan delegasi juga tidak dapat dilimpahkan lebih lanjut tanpa 

persetujuan yang mendelegasikannya (delegatus non potest degelagre).291 

3.1.2 Fungsi Hukum 

Hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang, ubi societas ibi ius (di 

mana ada masyarakat di sana ada bukum), keduanya tidak dapat dipisahkan. Hukum 

yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada 

:m Ibid, him. 23-24. Lihat juga Pidato Puma Bakti Pro[ Hamin Attamimi sebagai Guru Besar 
Tctap pada FH~UI yang dlucapkan di Kampus UI Depok tanggal 30 September 1'993 yang dimuat 
dalam Buletin LegaUtas, edisi No. 2/'94. Jakarta: P4!, 1993, hlm. 1-2. 

l?!i Ibid, him. 24. 
191 Ibid, hlm. 4. 
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komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negora 

tidak akan bekerja secara efukti£ 

Beriaknnya huk:um di masyarekat akan barakibat terjadinya perubahan sosial 

pada masyarekat itu sendiri, sedangkan fungsi hukum bagi kehidnpan masyarakat 

menurut Soejono Dirdjosisworo ada 4 (empat) yaitu:298 

I. Fungsi hukum sebagai alat ketertihan dan keteraturan masyarekat. Hal ini 

dimungkinkan karena sillrt dan watak · huk:um yang meroberi pedoman dan 

petunjuk lentang bagaimarul berperilaku di dalam masyarakat sebingga masing

masing anggota masyarakat telah jelas apa yang barus dipeibuat dan apa yang 

tidak ho leh diperhoat. 

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujndkan ke<!dilan sosiallahir batin. Hal 

ini dimungkinkan karena sifat hukum yang mengikat, haik pisik maupun 

psikCllogis. 

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan hukurn merupakan alat 

bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. 

4. Fungsi kritis dari hukum. Dewasa ini berkembang suatu pandangan bahwa bukum 

mempunyai fungsi kritis yaitu daya kcrja hukum tidak semata-mata melakukan 

pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum 

termasuk dida1anmya. 

Dalam kaitannya dengan pemba.ngunan, terdapat beberapa pendapat tentang 

fungsi hukum se~agai berikut: 

I. Sunaryati Hartono menyebutkan ada 4 (em pat) fungsi hukum dalam 

pembangunan yaitu: 299 

a Hukum sebagai pemetihara ketertiban dan keamanan; 

298 Soejono Dirdjosisworo, dalam H. Much sin dan Fadillab Putra, ibid, him. 20. 
:m Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bandung: Binacipta, 1988, hlm. 

10. 
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b. Hukum sebagai sarana pembangunan; 

c. Hukum sebagai sarana penegak: keadilan; dan 

d. Hukum sebagai sarana pendidika.n mas)'lln!kat. 

2. Dalam seminar bukum nasional IV dirumuskan admya 6 (enam) fungsi d2n 

penman hukum dalam pembangu!lll11 yaitu:300 

a. Pengatur, penertib dan pengawas kebidupan masyarakat; 

b. Penegak kendi1m dan pengayom warga mas)'lln!kat terutama yang 

mempunyai kedudukan sosial ekonomi Jemah; 

c. Penggetak dan pendorong pernbangunan dan perubahan menuju masyarakat 

yang dicita-dtakan; 

d. Pengaruh masyarakat pada nilai-nilai yang menduk:ang usaha pembangunan; 

e. Faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dina.mis dalam 

masyarakat yang mengalami perubahan cepat~ dan 

f Faktor integrasi antara berbagai sub sistem budaya bangsa. 

Fungsi atau tujuan hukum itu sebenamya sudah terkandung dalam batasan 

pengertian atau definisinya.l01 Kalau dik:atakan bahwa hukum itu adalah perangkat 

kaidah-kaidah dan asas~asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat~ 

dapat disimpulkan bahwa salab satu yang terpenting dari hukum adalah tercapainya 

keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Keteraturan ini yang 

monyebabkan orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam 

kehidupan bermasyarak:at karena la dapat mengadakan perbitungan tentang apa yang 

akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan.102 Keteraturan yang intinya kepastian in~ 

apabila rlihubungkan dengan kepen!ingan penjagaan keamanan diri rnaupun harta 

100 Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam H. Mucbsin dan Fadll!ab Putra, ibid, him. 20-21.-
3111 Mochtar Kusumaatmadja dan ArlefSJdharta, Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2000, 

blm,49. 
101 Jbid. 

Univeritas Indonesia 



119 

milik dapat juga dinamakan ketertiban. Dihubungkan dengan dunia usaha, kepastiau 

demik:ian diperlukan ka:rena taepa kepastian tidak mungkin diadakan perhitungan

perhitungan yang diperlukan dalam berusaha. Fungsi huk:um menjamin keteraturan 

dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang YlU!g menyamakan fungsi 

ini dengan tujuan hukum. 3
"' 

3.1.3. Tujuan Hukum 

Para ahli hukum dalam merumuskan tujuan dari hukum sama dengan 

merumuskan tujuan dari hnknm sama dengan merumuskan definisi dari hukum, 

ontara satu dan yang lainnya pendapatnya bcrbeda-beda. Sebagalmana dikemukakan 

eleh Utreeht hahwa menurut toori etis (ethische theorie), hukum hanya semata-mata 

bertujuan mewujudkan keadilan. T eori ini pertama kali dikamakakan oleh Filosof 

Yu.na:1i) ,i_ristote!es dalam karyanYR "(!;thica Nicomachea" d11n "Rheotarika" ~~ng 

menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberl kepada setiap 

orang yang ia berhak menerimanya. 304 

Kemudian Van Apeldoom da1am bukunya "'Inleiding tot Sf14die van Het 

Nederlands &cht1 mengatakan:305 

Tujuan hukum adaJab untuk mengab.lr pergaulan hldup secara damai. Hukum 
menghendaki kedamaian. Kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh 
hukum dengan melindungi kepentingan manusia yang tertentu yaitu 
kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda, dan lain sebagainya terhadap 
yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan
golongan manusia selalu bert:entangan satu sama lain. Pertentangan 
kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertik:aian dan kekacauan satu sama 
lain kalau tidak diatur oleh bekam untuk menciptakan kedamaian. Dan hnknm 
mempertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara 
kependngan yang dilindungi, dimana setiap orang harus mempetoJeh sedapat 
mungkin yang menjedi haknya. 

)(l
3 lbid, him, 50. 

304 Utrecht, dalarn H. Muchsin dan Fadillah Putrn, op. cit, him. 21. 
105 Van Apeldoom, dalam H. Muchsin dan Fadillah Putra, ibid. 
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Beberapa abli hukum bangsa Indonesia sendiri telah mengemukakan 

perumusan apa yang telah menjadi tujuan hukum itu. Whjono Prodjodlkoro dalam 

bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum" bexpendapat bahwa tujnan hukum adalah 

mengadakan l=elamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat. Kemudim Utrecht 

dalam bukunya "Peagantar dalam Hukum Indonesia" mengatakan bahwa:"" 

Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam 
pergaulan manusia. Dahun tugas itu tersimpul dua togas Lain yaitu harus 
menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas ter.;ebut 
ter.;impul pula tuga:; ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (politionale taak 
van het recht). Hukum menjaga agar dalarn masyarakat tidak tetjadi main 
hakim sendiri (eigenrechting). 

Menl.!l1lt Mocbtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang betjndul "Fungsi 

dan Perkembangan Hukum dalam Pernbangunan Nasional" mengatakan bahwa:"" 

Dalam !llllllisis terakhir. tujuan pokok dari bukom apabila bendak direduksi 
pada satu hal S»ja, adalah ketertih•n (order). Lepas dari :regala lrerindu•n 
terbadap hal-hal lain yang juga menjadi tujnan dari hakum, ketertihan sebagai 
tujnan utama dari hukum, merupakan fakta obyaktif yang berlaku hagi segala 
masyarakat manusia dalam segala bentuk.nya. Disamping ketertiban, tujmm 
lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang harbeda-beda isi dan 
ukurannya., rnenurut masyarakat dan zarnannya. Untuk mencapai ketertiban 
dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastiau dalam pergaulan 
anlarmanusia dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban 
masyarakat yang dijelmakan olebnya, manusia tidak mungkin 
mengembangkan bakat-hakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan 
kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup. 

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut di atas. H Muchsin dan 

Fadillah Putra menyimpulkan bahwa tujuan dari hakum adalah:"'' 

Mengatur masyarakat agar hartindak tertib dalam pergaulan hidup secara 
damai. menjaga agar masyarakat tidak bertindak anarki dengan main haldrn 
sendiri dan menjamin k:eadilan bagi setiap orang akan hak~haknya sehingga 
terdpta masyarakat yang teratur, bahagia, dan damai. 

j!l6 Wirjono Prodjodikoro, dalam H. Mucl'tsiP dl.lll Fadillah, ibid, him. 22. 
:un Mochtar Kusumaatmadja dalam Olje Salman dan Eddy Damian, ibid, him. 3-4 
300 ibid, hlm. 22 
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Adapun menurut Wiryooo Kusumo, tujuan bukum ada1ah untuk mengadakan 

kese1amatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat."" 

Menurut Mocbtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, tujuan bukum ada1ah 

terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dao ketertiban. Tanpa keteraturan 

dan ketertiban, kebidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin. Orang tidak 

dapat mengembangkan usaha dan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. 

Ia tidak dapat meninggalkan mmahaya sekalipun untuk bekelja apalagi mengadakan 

pecjalanan usaha apabila tidak ada kapastiau babwa keamanan usaba, demikian pula 

hartanya tidak teljamin Karena itu pandangan yang mengatakan bahwa tujuan hukum 

adalah menjamiu ketecaturan atau kepastian dan ketertiban tidek tcrlalu salah.'10 

Dengan cara pandang hukum secara abstrak atau formal. memungkinkan 

orang untuk rnengatakan bahwa semua negara sebagai bentuk kebidupan 

bermasyara.kat memiliki sistem hukum positifuya, apakah negara itu negara totaliter, 

kerajaan, demokrasi parlementcr1 atau fasis sekalipun hila a...,a.o:;;-asas dan kaidah

kaidah yang mengatur kehidupan muyarakat itu dilcpaskan atau diceraikan dari nilai

nilai yang menjadi dasar falsafah masyarak:at itu. Sebagaimana dilakukan oleh 

pendekatan formal ini memang kesernuanya ada persamaannya, yakni semua negara 

jui memiliki suatu perangkat asas dan kaidah yang menjamin keteraturan dan 

ketertiban hldup dalarn masyarakat itu. lni yang diajarkan oleb teori hukum murni 

dari Hans Kelsen, yang dikenal juga dengan nama aliran Wina. Ca.ra memandang 

hukum secara mwni atau funnal demlk:ian yang menga.nggap keadilan sebagai 

sesuatu yang tidak relevan atau paling tidak: nisbi (relatif) memang tidak bisa 

dipertahankan hingga suatu titik tertentu.31 1 

Selanjutnya, menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta 

bahwa suatu sistern hukum positif berarti hartls berdasarkan keadi!an. Walaupun arti 

atau makna keadilan itu bisa berbeda-beda dari suatu sistem niJa.i ke sistem nilai yang 

m Elsi K<u1ika S11r:i <!an A<lvcndi Simangunsong. op.cit. 
lw Mochtar Kusumaatmadja dan AriefSidharta, op, cit.h!m, 50, 
311 /bid,hlm. Sl. 
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lain, namun suatu sistem hukum tak dapat bertahan lama apabila tidak dirasakan adil 

oleh masyatakat yang diatur oleh hukum ilu. Dengan perkataan lain, ketidakadilan 

tidak akan mellJ!ganggu ketertiban yang justru menjadi tujuan tataoan hukum itu. 

Ketertiban yang terganggu berarti bahwa ketidakteraturan dan karenaaya kepastian 

tidak Jagi terjamin. Jadi suatu tataoan bukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan. 

Atau deng/lJI perl<ataan lain memandang hukum atau sistem hukum secara formal 

bukan cam memandaog hukum yallJ! realistik dan hanya membarikan kepnasan 

proses berptidr belaka.312 Oleh karena itu, Pro£ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief 

Sidharta lebih condong untuk membedakan antara fungsi dan mjuan. Babwa hukum 

menjarain keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan mjuan akhir dari hukum 

melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan mjuan hukum tidak bisa 

dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan 

dari nilai-nilai dan fulsafab hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang 

akhirnya bei'UlUara pada keadila,-,. :m 

Keadilan adalah sesualu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan 

merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus eda dan tidak dapat dipisabkan dari 

hukum sehagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya kateramran 

(kepastian) dan ketertiban daban masyanakat. Tujuan hukum dalam sistem hukum 

positif Indonesia tidak bisa dilepaakan dari aspirasi dan tujuan perjuaogan bangaa 

sebagaimana ten:::antum dalam pemhukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Siia 

Keadilan Sos:ial yang merupakan bagian penting dari sistem nilai Indonesia? 14 

Dalmn peda itu tidak dapat disangkal pula bahwa proses modernisasi dan 

globalisasi cenderung untuk mengurangl bobot sosial dan budaya yang mewamai 

tujuan hukum sebagai suatu masalah etika. Hukum makin lama makin menjadi netral 

secara budaya dan kernasyarakatan (socially and culturally neutral}. Dengan 

perkataan lain hukum, di masa kemajuan dan modernisasi ini, makin lama makin 

:m Ibid, hlm, 51~52 . 
. m Ibid . 
.:1

14 Ibid, him, 52~53. 
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(tambah) lepas dari kebidupan Jrulllusia sebagai mahkluk sosial yang berbudaya (de

persoiUilized) sebingga aspekfungsi menjadi lebih menonjol alau penting daripada 

aepek tujmm hukum. "' 

3.2 Sumber Buknm 

lstilah sumber hukum digunakan dalam berbagai macam makna. Alasanya 

ialah bahwa hukum itu dapat ditinjau dengan berbagai cara. Seseorang dapat 

menjelaskan hukmn posit if yang sedang berlaku don dapat menjelaskan dengan leg as 

sumber-sumbet tempat lllakum positif yang sedang berlak:u itu digali.316 Namun, jika 

orang menulis suatu bidang studi yang bersiftrt sejarah maka, sumbcr-sumber sejarah 

hukum itu kebanyakan adalah sumber-3!Uahet yang lain seperti sumbet-sumbet 

tu!isan ilmu pengetahuan yang lam~ notulen dari sidang~sidang rapat tertentu dan 

r.ebagainya. :m 

Dalam sumber..swnber hukum dalam arti fonnal diperhltungkan terutama 

"bentuk tempat hukmn itu". Dengan kala lain, bentuk wadah sesuatu badan 

pemcrintah tertentu dapat menciptakan hukmn. Yang dimaksud dengan sumber 

hukum dalam arti formal di Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketetapan MPRS 

No. XXJMPR/1966 adalah Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan Majelis 

Permusyarwatana Rakyat, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai 

pengganti Undang-Undang, peraturan pemerintah keputusan presiden, instruksi 

presiden. peraturan mentef\ sedangkan dalam prakteknya masih dikenal adanya 

instruksi menteri, surat menteri. Dalam pada itu berdasarkan Undang-Undang No. 5 

tatum 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah dikenal deng:an adanya 

liS Ibid, 
)~& Philipus Hadjon, eta!. Pengantar lfulmm Administra:oi Irulone.'iia. Yogyakana: Oajah Mada 

Univcr~>ityPrc:ss, 2005, him, 52. 
m Ibid. 
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Peraturan Daerah (Tingkat I dan Tingkat II) dan Keputusan Kepala Daerah (Tingk:at I 

dan Tingkat 1!).318 

Seperti ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah 

dibrurt dan dikeluadcan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan 

pernerintah memuat aturan-aturan yang bersifat umum. Teihadap peraturan 

pemerintah, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi berwenang untuk 

meoyatakan tidak sah. Adapun asalannya ialah karena peraturan pemerintah itu 

berte!llangan dengan peraturan perundang-undangan yang Jebih tinggi "' 

Seperti halnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden juga dikeluarkan 

olah Presiden. Akan tetapi berheda dengan peraturan pemerintah yang mernuat 

aturan-aturan yang bersifat khuhus (eir.malig). Hal ini tercantum dalam lampiran 

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996. Dalam lampiran ketetapan MPRS itu juga 

disebutkan bahwa Keputusan Presiden yang terdapat dalam UUD 1945, ntau untuk 

melaksanakan praktek kita kenai adanya beberapa macam Keputusan Preslden, 

yaitu::uo 

1. Keputusan p.residen yang berisi pengangkatan seorang menjadi menteri atau 

menjadi Duta Besar atau menjadi Guru Besar atau menjadi Direktur Jenderal 

suatu Departeruen. 

2. Keputusan Presiden yang berisi pemberian tunjangan kepada pejabat negara 

tertentu, seperi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1985 

tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. 

3. Keputusan Presiden yang mengatur hal-hal tertentu seperti: 

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1983 tentang penataan 

dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan Catatan SipiL Keputusan 

Jig Ibid, him, 54. 
11

" Ibid, him. 58. 
no Jbid, him, 58-59. 
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Presiden ini antara lain mengatur kewenaogan organisas~ keuangan dan 

penyelenggaraan cat at an sipiL 

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 1977 tentang 

pendaftaran penduduk. Keputusan presiden ini antara lain mengatur 

penye!enggaraan dan penyeragarnan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, 

persyaratan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk. 

lstilah sumber hukum dapat juga diartikan dengan mernberi tekruian pada 

"faktor-faktor yang telah menentukan isi yang sesungguhnya dari hukum". Faktor

faktor sosiologis tersebut, ten:tu saja dapat betbentuk macam-macam:321 

Situasi snsial ekonomi menentukan isi pernndang-pernndangan dalarn bidang

bidang harga, hubungan tenaga kerja, penggajian, dan Jain-lahL Perkembangan 

dabun linglrungan sebngai aldbat dari industrialisas~ peningkatan lalu-llnllls dan 

portumbuban penduduk merupakan dorongan-dorongan bngiterciptanya 

peru..odari8-uDrla.Dgan tentang iingkungan. 

Hubungan-hubungan politik corak: penting menentukan apakah suatu tugas 

umum tertentu dilakukan oleh propinsi atau kotapra.ja atau pun oleh pemerintah 

pusat atau badan- badan swasta. 

Dalam arti sejarah. istilah sumber hukum punya dua makna: 

Sebngai sumber pengenal dari hnknm yang berlaku pada suatu saat temntu. 

Sebagai sumber tempat asal pernbuat undang-undang menggalinya dalam 

penyusunan suatu aturan menurut undang-undang. 

Bagi para sejarawan hukum hal yang penting terutarna adalah sumber 

pertama.. Yang d!maksud ialah dokumen-dokumen resmi kuno, buku-buku ilmiah. 

majalah-n;ajalah dan sebagainya. Sedangkan bagi para ahli hukum pemerintahan 

dewasa ini. sumber historis (yang dari sejarah) terutama yang dipentingkan. Yang 

121 Ibid, hlm. 66. 
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dlmaksud ialalt dokumen-dokumen resmi kuno, buku-buku ilmiah, majalah-majalah 

dan sebagainya,322 

Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara (MPRS) Rl, Nomor 

XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai Sumber Tata Tertib 

Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Rl 

menggunakan jstilah peraturan-peraturan perundang-undang~ sementara beberapa 

produk undang-undang menggunakan istilah peraturan perundang-nndangan selaku 

penamaan bagi sernll!l produk hukum tertu~s yang dibnat dan dilakukan oleh negara 

berdasar lata urutan pernturan perundang-undangan menurut UUD 1945. 

Tap MPRS Rl, Nomor XX/MPRS/1966 mengemukakau pelbagi bentuk 

peraturan perundang~Wldangan menurut Undang-Undang Dasar 1945, sebagai 

beriknt: 

- UUD 1945; 

• Ketetapan l\!PR; 

- Undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya, seperti : 

a. Peraturan pemerintah; 

b. Kaputusan presiden; 

c. Peraturan-peraturan peiaksanaan 1ainnya, seperti: Peratunm Menteri, Instruksi 

menteri, dan lain-lainya. 

Sesuai Pasal 7 ayat (!) UU No. !0 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, jenis hieracki peraturan perundang-undangan adalah: 

a. UUD 1945; 

b. Undang-Undang/Perpu; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; dan 

m ibid, 
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e. Peraturan Daerah. 

Sebagaimana temyat~ tidak semua peraturan perundang~undangan dibuat 

badan kekuasaan legislati~ pemerintah pusat, dan badan-badan pembuat peraturan 

pada pemerintahan daerah di tingkat l dan !1. Penjelasan Pasa1 l angka 2, Undang

Undang, Nomor 5, Tahun 1986 merumuskan bahwa peraturan urulang-Wldangan 

adalah semua peraturan yang bersifat mcngikat secara mnum yang dikeluarkan o1eh 

badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, 

serta semu• keputusan dan atau pejabat ta!a usaha nogara, baik ditingkat pusat 

maupm> ditingkat daerah. Tetapi tennasuk perbuatan lata usaha nogara di bidang 

pernbuatan peraturan (ge/end ded van de administrative ).321 Pasal 2 hu.ruf 2 b dari 

undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 secara togas menenrukan bahwa keputusan tata 

usaha nega.ra: mernpakan pengaturan yang bersifat um\llJl (besluit van algemen.e 

streking) tidak term .. uk keputusan tala usaha negara da1am arti be•chikking, yang 

berarti bahwa terhadap perbMtan badan atau pejabat tata u.saha negara yang 

merupakan pengaturan yang bersifilt umum tidak dapat digugat dihadapan hakim 

Pengadiloao Tata Usaha Negara.124 Misalnya keputusan tata usaha dan negara yang 

merupakan pengaturan yang bersifat umum disebut dengan judul keputusan gubernur 

sementara keputusan tata usaha negara dalam arti beschikking disebut dengan judul 

surat keputusan, seperti halnya surat keputusan menter~ sura! keputusau 

gubernur!KDH, sural keputusan bupati!KDH, dst. Keputusan yang dikeluarkan oleh 

badan atau pejabat tat a usaha negara ( dalam arti beschikking) harus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan yang bersangkutan. JZS 

Pasal53 ayat 2 sub a dari Unrlang"Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan 

bahwa sala.h satu dasar pengujian (toetsinggrond) yang dapat digunakan oleh seorang 

atau badan hukum perlu untuk menggugat badan atau pejabata tata usaha negara di 

hadapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah manakala keputusan 

mlbid,blm.l51. 
l1~ Ibid. 
m Ibid. 
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(beschikking) yang dikeluarkan itu bertentangan dengan peraturan perundang

undangan yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-undang nomor 5 

Tahunl986 tennasuk pula keputusan tata usaha negarayang merupakan pengaturan 

perundang-undangan lainnya Maka keputusan tata usaha negara yang merupakan 

pengatura.n bersifat umum dapat pula dijadikan salah satu dasar hukum bagi 

dikeluarkannya suatu keputusan (dalam arti beschilcking).3
'" 

Pada tahun-tahun terakhir, peraturan-peraturan kebijaksanaan telah 

mengambil tempat yang makin lama makin penting didalam hukum administrasi 

Belanda Peraturan-pemturan kebijak:sanaan juga ditandai dengan sebutan pseudo

wetgeeving (perundang-undangan semu). Peraturan-peraturan kebijaksanaan bukan 

peraturan perundang-undangan Badan yang mengeluarkan peraturan-peraturan 

kebijaksnaan adalah tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan. peraturan

peraturan kebijaksanaan juga tidak mengikat hukum secara langsung, namun 

mernpunyai relevansi hukum. peraturan-peraturan kebijaksanaan memberikan 

peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan 

pemerintahan. :m 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa keputusan lembaga pemerintahan 

dalam arti luac; seperti Bank Indosia dapat berbentuk pengaturan atau beschikking. 

Jik:a beschikking yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan namun 

mengik:at para pihak yang ditetapkan didalamnya dan merupakan sumber hukum, 

maka Peratura?J. Bank Indonesia yang karakter dasamya adalah peraturan yang 

bersifat mengikat umum. adalah merupakan sumber hukum positif dalam wilayah 

Negara Republik: Indonesia. 

Ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara 

atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.328 Dengan demikian dalam kehidupan 

316 Ibid, him. 152. 
321 Ibid, him. 152-153. 
JlB G. Radbruch dan J.W. Harris, dalam Mochtar Kusumaatmadja dan AriefSidharta, op. cit., him. 

I. 
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masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang berluku di Indonesia pada 

waktu ini. Dalam hal ini, huk-um eyata berlalru (ius constitutum) di Indonesia, dan 

bukan hukum masa depan yang kita idam-idamkan (ius constituendum), tidak pula 

hukum kndndi atau alami (ius natural atau natura/ /aw) yang bersililt universaL 329 

Dahun hukum positii; oqjek yang diatumya sekaligus merupekau subjek (pelaku). 

Hukum positif (Indonesia) adalah keseluruben asas dan kaidah-kaidah yang 

mengatur bubungan manusia dalam masy"arakat. Apabila diuraikan lebih lanjut, 

hubungan manusia dalam masyarakat ini berarti hubungan antar-manusia, hubungan 

antara manusia dengan masyarakat dan sebalik:nya hobungan masyarakat dengan 

man.usia anggota masyarakat itu.3'30 

Dalam kenyataannya, yang dinamakan masyarakat itu bisa berwujud suatu 

kelompok manusia ben!asarkan pertalian darah yang dinamakan kekerabatan 

misalnya suatu marga ataupun kelompok manusia yang merupakan masyarakat 

berdasarkan teritorial, misalnya kampung atau desa. Masya.rakat dalam bentuknya 

yan terbesar dalam batas-batas wilayah nasicnal adalah negara.. Berdasarkan definisi 

umum tersebu4 Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta memberikan 

definisi hukum positif yang lengk:ap adalah "sistem atau tatanan hukum dan asasrasas 

berdasad::an keadilan yang men.gatur kehidupan manusia di dalam roasyarakat" .331 

Dellnisi di atas yang merupakan definisi yang umum diterima mempunyai 

beberapa konsekuensi atau akibat. Akibat yang pertama adalah bahwa didalam 

tatanan hukum positlf demikian yaitu didasarkan atas keadiJan, tidak ada tempat bagi 

kesewenang-weoangan sebagai bentuk bw-uk atau penyalahgunaao kekuasaan. karena 

kesewenang-wenangan ttu bertentangan dengan keadilan. Pengertian hukum positif 

sebagai tatanan hukum juga berarti bahwa tidak ada tempat -bagi anarki. sebagai 

akibat tldak adanya kekuasaan atau tidak diaturnya kekuasaan oleh hukum. Adapun 

mengenai tujuan suatu masyarakat maupun negara yang diatur oleh hukum itu 

m !bid, 
lW !bid, him. 4, 
~) 1 Ibid, hlm. 5. 
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tergantung dari tujuan yang dikandllllg dalam falsafah yang menjadi dasar kumpulan 

man usia yang berbentuk negara itu. 332 

Dari uraian di atas dapat dlsimpulkan bahwa mempelajari sumber hukum 

(positif) tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ilmu yang menyangkut ketentuan

ketentuau hokum yang berlaku atau kaidah-kaidah hnkum positif atau yang disehut 

ilmu hokum positif. Adapuo metode yang diguoakan adalah metode analitls atau 

positivisme. Jelas kiranya bahwa dalam menangani ilmu hokum positif sehagai 

sumber bukum, akan selalu berurusan dengan kaidah-kaidah bagaimana orang 

seharllllya berprilsku (das sol/en) dalam masyarakat, bukan hagaimana sebenarnya 

meraka berprilaku (das sem)'33 dalam masyarakat. 

Untuk mangatur segala imbllJ]gan antar ma!lllSia di alas, baik hubungan antar

individu atau antara perorangan, lllll.lJpUn antara perorangan dengan kelompok

kelompok maupun antara individu a.tau kelompok-kelompok deogan pe_merintah 

diperlukan hukum. Hokum yang mengatur kepentingan urnum (publik) dan 

menyangkut negara dan penyelenggaraan pemerintahan dinamakau hokum publik. 

Sedangkan hukum yang mengatur hubungan di antara orang perorangan dinamakan 

hukum perdata atau hukum sipil. 334 Oleh ka.rena peraturan perundang-undngan yang 

dikeluarl<an untuk kepentingan publik akan menjadi •=her huknm bagi publik itu 

sendiri, maka adalah sangat penting untuk memahami dan mengenali dengan baik,. 

ciri, karakteristik. dan keberadaaJl rnasyarakat itu sendiri. 

Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan berdasarkan 

mana orang melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang 

lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (buknm). Bila masyarakat 

menyerahkan pengurusan soal-soal yang menjadi kepentingan bersama atau umum 

kepada seorang di antara mereka yang mereka tunjuk atau pilih untuk itu. Dengan 

penunjukkan sesoorang yang diheri wewenang untuk mengurus untuk dan atas nama 

m Ibid, 
:mHans Kelsen, da!am Mochtar Kusumaatmadja dan AriefSidharta, ibid, hlm. 8. 
~3" lbfd, hlm. 16-i 7. 
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mereka beherapa urusm yang menyangkut semua warga maymakat itu, 

sesunggubnya tC!jadi penyerahan sebagian bak warga I!li!Syamkat untuk mengurus 

diri sendiri kepada orang lain dipilih atau ditunjuk untuk melakukan pengurusan 

kepentingan mnum itu untuk kebaikan bersama. "' 

Pemildran tersebut di atas dikena1 dengan teori kontrak sosial dimana. manusia 

yang membentuk masyamkat uutuk hidup bersoma dan dengan demikian 

herkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan bakat mereka,. dengan 

mengorbankan kebabasan penuh yang ada padanyo, menyembkan kepada orang atau 

kumpulan orang yang diperoaya untuk memerintahkan mereka demi kebaikan 

bersama (common-wealth). Ini merepakan dasar pemikiran pamerintab republik 

sebagai bentuk pemerintahan yang menjadi piliban manusia-manusia men:leka }Mg 

mengilhami revolusi Perancis, revolusi Amerika dan Revolusi Indonesia. Dalam 

konsep ini pimpinan pemerintab dan negam adalah mendataris dari rakyat yang 

berdaulat. D81aro .rangka pemilciran ini, kedaulatan atau kesuksesan tertinggi {tetap) 

ada pada rakyat dan wakil-waldlnya. Rakyat melalui waldl-wakilnya berbak berhak 

mengawasi pelaksanaan mandat dan minta pertanggungjawaban kekuasaan yang 

diberik!m, dengan kemungkinan menariknya kembali bila perlu. 336 Namun demikian, 

kehldapan dalam masymakat juga berlaku kaidah-kaidah lain yang tidak dlatw oleh 

hukum seperti kaidab-kaidah agama dan kaidah-kaidah sosial bukan bukum seperti 

kebiasaan. moral positif dan kesopanan. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti 

dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku apabila :masyarakat 

menerirna kaidah sosial itu sebagai sesuatu yang hMUS detaiL 

Sumber huk:um lainnya adaiah keputusan pengadilan. Dalam sistem hukum 

Indonesia, keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi perkara 

yang diadiH itu dan pihak-pibak yang bersengketa da1am perkara tersebut. Dengan 

perkataan lain. keputusan pengadilan dalam sistem hukum Indonesia mernpunyai 

kekuatan yang terbatas pada perkara yang diputuskan. Keputusan tersebut tidak 

m ibid, hlm. 19, 
336 Ibid. 
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mempunyai kekuatan mengikat secara umum walaupun bagi peristiwa atau perkara 

serupa. Berlainan dengan sistem hukum lnggris atau Amerika dimana keputusan 

pengadilan itu mempunyai kelruatan mengikat bagi perl<ara-perkara serupa lainnya 

("rule of binding precedent" atau "Stare decisis")."' 

Kumpuhm keputusan pengadilan mengenai perkara yang serupa atau 

yurisprudensi mengenai suatu jenis perkara sangat memperkuat am keputusan 

pengadilan itu sebagai sumber hukum Walaepun dalam sistem hukum nasional 

lndnnesia keputusan pengad:ilan tidak mempunyai kekuatan yang mengika4 namun 

paling tidak kumpulan keputusan pengadilan atau yurispruderu;i demikian 

mempunyai kekuatan yang eukup meyakinkan (persuasive)."' 

Karena eratnya sumber (2) kebiasaan dan (3) keputusan pangadilan, ada 

pendapat yang mangelompokkannya menjadi satu, yakni menjadi kebiasaan sebagai 

snmber hukum formal. Adanya pola tindak yang berulang, menambahkan unsur

unsur kebiasaan pada kaidah yang terbatas kekuatan mengikatnya pada perl<ara yang 

diadili itu saja (ya.itu keputusan pengadilan) menjadikaidah yang jangkauannyalebih 

Juas. Mengenai keputusan pengadilan perlu dijelaskan di sini bahwa keadaan 

sekanmg berlainan dangan pendapat kuno, antara lain yang dikemnkakan oleh 

Montesquieu dalam I. 'Esprit de Lois (semangat dari undang-undang). Ia mengamkan 

bahwa "Hakim itu banya merupakan corong dari nndang-undang yang berlaku. 

Pendapat masa kini adalah bahwa di samping menerapkan ketentuan undang-uudang 

yang bcrlaku, tugas hakim atau pengadilan sekarang selain mengungkapkan hukum 

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, juga melakukan penemuan hukum atau 

pernbentukau hukum dalam bal itu diperlukan. Dengan perkataan lain dalam sistem 

hukum Indonesia yang dapat dikatakan merupakan sistem hukum tertulis yang 

terbuk:a, kedudukan Hakim atau pengadilan itu cukUp penting sebagai sumber 

hukum.Jl9 

m Ibid, hlm. 67,..QS • 
.m Ibid. 
:rn !bid, hlm, 69*70. 
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Traktat atau petjanjian internasional yaitu persetujuan yang oleh Indonesia 

diadakan dengan negara atau negara·negara lain di mana Indonesia telah mengikatkan 

diri untuk menerima bak-hak dan kewajiban yang timbul dari pe!janjian yang 

diadakannya itu, merupakan sumber hukum yang penting. Untuk itu tidak cukup 

traktat atau perjajian itu ditandata.ngani oleh Indonesia, namun harus pula di ratifikasi 

(mendapatkan pengesahan) sebelum pe<janjian itu mengikat. Di snmping traktat 

(treaty) ada pe!janjian internasional biasa yang diadakan pemerintah atau badlln 

eksekutif (executive agreement) dengan pemerintah yang tidak memerlukan 

pengesahan (ratifikasi). Berlainan dengan sistem di lnggris yang menganut tecri 

transfonnasi, daiam sistem hukum Indonesia tidak perlu ditetapkan undang-undeng 

nasionai yang memuat isi (mated atau substansi) konvensi atau peijanjian 

internaskmal itu sebelum isi perjanjian itu berJaku dan mengikat bagi kita. Petjanjian 

internasional itu sudab mengikat setelab dilakukan ratifikasi yang dalam hal traktat 

dengan undang~t.mdan&;, yakni dengan perwtuju:m Dewan Pcrwakilan Rakyat. Ka.rema 

pentingnya traktat dan peljanjian intemaskmal lainnya sebagai sumber hukum 

nasional pengetahuan tentang traktat dan perjanjian hukum interna.sional sangat 

penting dalam rangka menjadikan PBI sebagai sumber hokum di Indonesia yang telah 

mengakomodir kebutuhan dan perkembangan internasionaL J4\i 

Pendapat sarjana Hukum terkernuka sebagai sumber tambahan cuk:up penting 

karena adakalanya bahka.n sering, fenomena bukum kebiasaan itu tidak tampak ba:gi 

masyarakat. Fenomena kebiasaan yang sudah menjadi hukum mungkin diketahui oJeh 

kalangan terbatas yang berkecimpung di bidang yang bersangkutan, misalnya jual 

heli barang atau tanah. Namun. sebeh.lm ada keputusan pengadilan mengenai 

peristiwa atau sengketa yang konkrit:, haJ apakah sesuatu kebiasaan sudah menjadi 

suatu kaidah belum terungkap secant pasti (positii). Lagi pula terbadap pola tindak 

kebiasaan dan kekuatan mengikatnya bisa beriainan dari suatu tempat ke tempat lain. 

Karena itu tulisan para sarjana terkemuka apabila ia benar merupakan Sarjan Hukum 

yang-berbobot balk, cukup berharga untuk membantu orang mencari atau menetapkan 

~Ibid, him. 70-71. 
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mana diantara kebiasaan itu yang sudah menjadi kaidah, terutama bagi kaidah-kaidah 

hukum kebiasaan yang belum terungkapkan dalam kumpulan keputusan pengadilan 

atau yurisprudensL Tulisan-tulison para Sarjana Hukum demikian dapat membantu 

hakim didalam memberikan keputusannya. Karena bukan merupakan sumber 

laugsung bagi keputusan, melainkan membantu hakim dalam mengambil keputusaD, 

maka peodapat Sarjana Hukum terkemuka atau "doktrin" itu merupakan sUIDber 

tambahan.341 

Berdasarkan uraian sumber-sumber hukum tersebut di atas, termaauk 

kaitannya deugan bierarki pernturan peruadaug-undaugan, yang menjadi perooalan 

sakaraug adalah tempat dan kedudukan Peratur.m Bauk Indonesia, karens dalarn lata 

urutan peratur.m perundang-mulangan sekaraug tidak ada lagi peraturan menleri atau 

Instrukai Menteri. Sebab selama ini dalarn praktek, Peraturan Bauk Iadonesia 

kadudukannya dianggap sarna dengan Peratur.m Menteri. 

Dalam pasal 1 butir 2, No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundaug-undangan, yang disebut sebagai "Peratur.m Perundang-undangan adalah 

peraturan tertulis yang dibentuk oleh 1embaga negara atau pejabat yang berwennag 

dan mengikat secara u:mum." Kal.au ketentuan ini diliubungkan dengan Pasal4 ayat 3 

UU 23 Tahun 1999, maka peraturan dan sanksinya yang ditetapkan termasuk oleh 

Bank Indonesia sebagai bad an hukum publik mengikat secara umum khususnya bagi 

peroaukan, sebah Pasal 7 ayat 4 UU No. I 0 Tahun 2004 menyatakan, 

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dirnaksud pada 
Ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang~undangan yang 
lebih tinggi". 

Dengan demikian maka Peraturan Bank Indonesia diakui keberadaannya oleh 

undang-undang, karena diperintahkan oleh undang-undang Bank Indoncsi~ sehingga 

mempunyai kekuatan yang mengik<:~.~. Kekuatan mengikat dari peraturan Bank 

:!4'l Jhfd,blm. 7!-73. 
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Indonesia dibuat berdasatkan peraturan pernndang-undangan yang Jebih tinggi antara 

lain oleh undang-undang tentang Bank Indonesia. Paling tidak dari penjelasan umum 

dapat dilihat adanya kekuasaan Bank Indonesia sebagaimana layaknya lernbaga 

negara independen lain untuk menerbitkan peraturan dengan ntmusan:342 

..... Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau 
mernbuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang
undang dan menjangkau seluruh bangaa dan negara Indonesia Dengan 
denrikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen 
depat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi 
administrasi". 

3.3 Peratu:nm Bank Indonesia 

33.1 Pengertian 

Dalam Pasal 230 UUD 1945 bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral 

yang susunan, keduduk~ kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur 

dengan undang .. undang". Rumusan Pasal 230 tersebut merupakan basil Perubahan 

Keempat UUD 1945 yang ditetapkan cleb Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (MPR Rl) pada tanggal 10 Agustus 2002. Sebelum adanya Pasal 23D 

sebagai basil Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut, dalam Penjelasan Pasal 23 

UUD 1945 dinyatakan antara lain bahwa : 

"Tentang hal macam dan harga rnata uang ditetapkan dengan undang-undang. 
Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarnkat. 
Uang terutama adalah alat pengukur dan pengatur harga, Sebagai alat penukar 
untuk memudahkan pertakaran jual-beli dalam masyarakat. Berbubungan 
dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang dipcrlukan oleh rakyat 
sebagai pengulrur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang 
yang dipertuk:a:rkan. Barang yang menjadi pengukur harga iru, mestilah tetap 
harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh 
karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. 
Bcrhubungan dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan 
mengelua.rkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan 
undang-undang." 

J.a Lihat UU Bi, Penje!asan Umum Paragraf dua belas. 
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Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (I) UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank 

Sentral yang berada di dalam Bab X dengan judul Perincian Tugas Bank (Bank 

Indonesia) dan judul sub bab Pengndaran Uang dinyatakan bahwa "Bank Indonesia 

mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logarn". 

Selanjutnya pad a ayat ( 4) dinyatakan bahwa "Jenis, nilai dan drri-ciri uang yang akan 

dikeluarlcan ditentukan oleh Bank (Bank Indonesia), dan diberitahukan kepada umum 

dengan jalan pengumuman dalam Berita Negara". Adapun tentang macam dan barga 

uang yang disebul dalam Pasa123 ayat (3) UUD 1945 diatur dengan undang-uudang 

tersendiri:H3 

Dalam Pasa1 I ayat (I) UU No. l3 Tahun 1968 dinyatakan bahwa "Dougan 

nama Bank Indonesia didirik:an sua.tu Bank SentraJ di Indonesia". Kemudian pada 

ayat (2) ketentuan tersebut dinyatakan bahwa "Bank Indonesia adalah milik Negara 

dan merupakan badan hulru~n, yang herl!ak melakukan togas dan usaha berdasarkan 

undang-undang in.i. Selanjutnya dalarn Penjelasan Pasall ayat (1) UU No. 13 Talnm 

1968 tersebut dinyatakan bahwa .. Bank Sentral berdasarkan Undang-undang ini diberi 

nama "Bank Indonesia'\ sesuai dengan bunyi PcnjelasanPasal23 UUD 1945". 

Dari uraian tersebut di atas terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal penting 

yaitu: 

I. Nama "Bank Indonesia" telah diatur/dikenal sejak pembentukan UUD 1945 

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasa123; 

2. Bank fruionesia adalah bank sentrai yang diberi tugas berdasarkan amanat 

konstitusi; dan 

3. Bank Indonesia adalah milik Negara dan merupakan badan hukum. 

Kelentuan dalam Pasall ayat (!)dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 1968 tersebut 

di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (I) UU No. 23 Tahun 1999 tenlang 

Bank Indonesia sebagaimana teiah diubah dengan· UU No. 3 Tahun 2004 (UU Bl) 

J.IJ Lihat UU No. 13 Tahun 1968tentang Bank Sentral, Penje!asan Pasa! 26 ayat (4}. 
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yang merupakan undang·undang pengganti dari UU No. 13 Tahun 1968 tersebut 

bahwa "Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia". Dalam ayat (2) 

Pasal 4 UU Bl tersebut dlnyatakan juga bahwa "Bank Indonesia adalah lembaga 

negara yang independen daiam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari 

campur Iangan Pemerintah danlatau pihak lain, kecuali untuk bal·bal yang socara 

tegas diatur dalam Undang·undang ini". Selanjutuya·dalam ayat (3) Pasal 4 UU BI 

dinyatakan bahwa "Bank Indonesia adalah badan bulrum berdasaikan Undang· 

undang ini". Dalam Penjeiasan Pasal 4 ayat (3) UU BI dinyatakan anlara lain bahwa 

"Bank Indonesia sebagai badan buknm publik berwenang menetapkan pernturaa dan 

mengenakan sanksi daJam bat as kewenangannya". 

Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tersebut di atas 

adalah Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 8 UU BI 

yaitu .. Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap 

orar1g atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Rc:publik Indonesia". Unsur

unsur yang terdapat dalam rumusan Pasall angka 8 tersebut yaitu: 

1. Peratutan Bank Indonesia adalah "kctentuan hukum". Ketentuan hukum 

dimaksud adalah sumber huk:um yang memuat norma-nonna hukum, baik tentang 

bak dan kewajiban maupun tentang anjuranlperintah untuk dilaksanakan dan 

imangan untuk tidak dilakakan. 

2. Peraturan Bank Indonesia "ditetapkan oleh Bank Indonesian. Bank Indonesia 

disini dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut : 

a. Sebagai "bank sentral Republik Indonesia" yaitu lembaga negara yang 

mempunyai wewenang: untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari 

suatu negara, meromuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur 

dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi 

perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.344 

M-1 Lihat UU BI, Penjelasan Pasal4 ayat (l) ParagrafPertama. 
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b. Sebagai j'lembaga negara1
' yang menurut Jimly Asshiddiqie terkadang disebut 

dengan ib1ilah lembaga pemcrintahan yang dapat dibcntuk betdasarkan atau 

karena kckuasaan olch UUD yang merupakan organ konslitus~ oleh UU yang 

merupakan organ UU, alau oleb Keppres yang melaksanakan proses 

pemerintahan negara. Pemurintahan negara dabun hal ini mencskup 

pengertian yang lUllS meliputi fungsi legislati~ eksekuti~ dan yudikatit Dalah 

hal lni, Jimly Asshiddlqie mengklasililcasikan Bank Indonesia sehagai 

lnmbaga negara tingkat kedua, sedangkan Jembaga negara yang 

diklasifikasikan pada tingkat pertama adalah Presiden, Wakil Presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), MalJkamah Konstitusi (MK), Mahkarnah 

Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2006, him 42 • 51)34
'; 

e. Sebagai "badan hukum" yang dalam hal ini adalah hadan hukum publik yang 

berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi daJam batas 

kewenangan.nya. Batas kewenangan dimaksud adalah sebagaimana diatur 

antara lain dalam UU Bl dan UU No. 7 Tahun 1992 lentang Perbanksn 

sehagaimana Ielah diubah dangan UU No. 10 Tahun 1998 seperti menetaplnm 

dan melaksanakan kebijakan moneter. mengatur dan menjaga kelancaran 

sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank; 

3. Mengikat setiap orang atau hadan. Orang atau badan dh-naksud adalah 

penyangdang hak dan kewajiban yang berada dalam wilayah negara kesatuan 

Republik Indonesia yang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, terkait dan 

terikat dengan norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia 

tersebut. 

4. Dimuat dalam lembaran negara Republik lndonesia. Menurut Pasal45 U U No. 1 0 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga~ dengan 

diundangkannya peraturan perundang~undangan clalam lembaran resmi antara lain 

34~ Jimly Asshldd!qle, cp, clt,. hlm. 42 ~ 5t. 
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Lembaran Negarn Republik Indonesia dan Bcrita Negara Republik Indonesia , 

maka setiap orang dianggap Ielah mengetahuinya. Pemuatan dalam Lembaran 

Negarn t01~ebut merupakan bagian dari proses pengundangan suatu peraturan 

dahun rangka memenuhi azas publisitas agar setiap orang yang terhadapnya 

berlaku peraturan peruodang-undangan ternebut dianggap telah mengetahui isi 

peraturan dimaksud, dan dengan demikian peraturan tersebut mempunyaj 

kekuatan mengikat. Selanjutnya dalam Pasal 46 peraturan perundang·undangun 

yang diuudangkan dalam Lembaran Negara Repubik Indonesia dan dalarn Bcrita 

Negara Republik Indonesia meliputi antara lain peraturan peruodang·undangun 

yang menurut peraturan penmdang-uudangan yang berlaku, harus diundangkan 

dalam Lembaran Negara dan dabun Bcrita Negara. Dahun hal ini, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku tersebut adalllh Pasall angka 8 UU Bl. 

Menurut John Austin, hakum dabun arti yang sebenarnya (hnkum positit) 

yang dibuat oleb penguasa seperti undang-undang, pemturan pemerintah, dan Jain

Jain, untuk dapat dinamakan sebegai hukum harus mernenuhi unsur : perintah, sanks~ 

kewajiban, dan kadaulatan. 346 Unsur perintah berarti bahwa satu pihak: menghendaki 

agar orang lain melakukan kehendaknya. Unsur sanksi bern:rti bllhwa pihak yang 

dipetintah akan mengalami penderitaan jika perintah ilu tidak dijalankan atau ditaati. 

Unsur kewajiban berarti perintah ilu merupakan pembedaan kewajiban terhadap yang 

diperinteb, dan perintah tersebut hanya dapat terlaksana jika yang memerintah ilu 

adalah pihak yang berdaulat.347 Selanjutnya Eugen Ehrlich berpeudapat bahwa 

hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras 

dengan huk:um yang hidup dalam masylliakat (living law). Disamping itu, Ehrlioh 

berpendapat bahwa pusat perkembangan hukum saat ini dan yang akan datang, tidak 

terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum. ataupun pada keputusan 

hakim, tetapi pada masyarakat itu sendiri. l4& Sejalan dengan itu, Roscoe Pound 

346 John Austin dalam Lili Rasjidi, op.cit., him. 19. 
~1 Ibid, hlm. 19~20. 
;.IS Eugen Ehrlich da!am li!i Rasjidi, ibid, hlm. 28. 
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berbendapat bahwa hukum ·hams dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarnkatan yang 

berfungsi untuk memenulti kebutuhan-kebutuhan sosial. 349 

Berdasarkan unsur-UI!Sllriuraian di atas dikaitkan dangan teori dan pangertian 

khususnya dalam konteks sistem common law (Eropa Kontinental), ka:rena Peraturan 

Bank Indonesia adaiah merupakan peratunm perundang-undang yang berlaku di 

Indonesia, maka Peraturan Bank Indonesia tersebnt adalah hnknm. Dalam hal ini 

dilihat dari segi fungsinya, adalah sebagai "a tool of social engeneering" balk dalam 

kerangka role of law atau merupakan bagian dari sistem hulrum nasiona~ 1<-...hususnya 

sebagai sarana bagi Bank Indonesia nntnk be!peran dalam pelaksanaan pembangnnan 

ekonorni Indonesia berdasarkan peran, tugas. dan wewenang yang dimiliki oleh Bank 

Indonesia di bidang terscbut. 

3.3.2 Pembentukan 

Pembentukan Peraturan Bank Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bank Indonesia untuk 

melakukan hal terse but. Tanpa adanya kewenangan yang jelas, maka scbaik apapun 

upaya pembentukan Peraturan Bank Indonesia dil~ tidak akan mempuyai 

kekuatan mengikat sebagai hukum (peraturan perundang-undangan). 

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunak:an dalam 

lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. 

Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal 

dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan 

eksekutif atau administratie50 Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan 

orang tertentu atau kekuasaan terbadap suatu bidang pemerintahan atau urusan 

pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan "wewenang" hanya mengenai suatu 

"onderdeef' (bagian) tcrtentu saja dari kewenangan. Kev.renangan diperoll?h oJeh 

J<q Roscet:: Pound dalam Lili Rasjidi, ibid. 
3511h!!n:!fw\'!}Yj&ih.hpk..go.idffnformasihukumfPelimoohan w&nruutOOf. diakscs tgL l4 No\1.lmbcr 2001L 
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seseorang melalui 2(dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan 

wewenang.351 

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan 

hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh 

organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan 

yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada 

kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD} atau peraturan perundang-undangan. 

Selain secara atnlms~ wewenang juga dapat diperoleh melalui proses 

pelimpahan yang disebut delegasi atau mandat. Diantara jenis-jenis pelimpahan 

wewenang ini, perbedaan antara keduanya adalah bahwa pendelegasian diberikan 

biasanya ao.tara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya 

pihak pemberi wewenang mem.iliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan 

wewenang. Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan 

dan bawahan. Terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihtanganan kewenangan. 

Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihtanganan kcwenangan dalam arti 

yang diberi mandat hanya bertindalc untuk dan atas nama yang memberik.an mandat. 

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan 

pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan 

benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan 

konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Demikian pula wewenang 

dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi 

dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang dberik:an oleh UUD 

atau UU kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) 

untuk membuat/membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi 

terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri 

membuat peraturan perundang-undangan (wewenang atribusi) menyerahkan 

J'il Ibid. 
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(<JVerdragen) kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri 

wewenang untuk membuatlmembentuk peraturan perundang·undangan. 

Wewenang atribusi dan delegasi dalam membuatlmembentuk pnraturan 

perundang-undangan timbul karena : 

!. Tidak dapat bekerja cepat dan mengatur segala sesuatu sampai pada tingkat yang 

rinci. 

2. Adanya tuntutan dari pa:ra pelaksana untuk melayani kebutuhan dengan cepat 

berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. 

Dalam suatu struktur organisasi lembaga negara, umurnnya yang terjadi 

adalab pelimpaban wewenang. Lembaga Negara dibentuk berdasarkan konstitusi 

(UUD) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. 

Berdasarka.natribusi, pimpinan suatu lembaga Negara memiliki wewenang. 

Kcwcnangan. ini tidak dapat dilaksanakan oieh pimpinan lembaga Negara tersebut 

karenanya kemudian untuk pelaksanaatmya secara taknis di lapangan, pimpinan 

lembaga negara tersebut dapat meHmpahkan wewenangnya. 

Biasanya ada tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan bedaku secara baik 

yaitu mempunyai dasar yuridis, sosio1ogis, dan filosofis. Katena peraturan 

perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan pnrundang-undangan yang baik, 

harus mengandung ketiga unsur tersebut.:uz Pendekatan hukum atas ketiga unsur 

tersebut, perlu dilakukan secara seimbang agar bukum yang diciptakan melalui 

peraturan perundang-undangan mernpunyai daya berlaku yang dapat diterima oleh 

masyarakat secara luas karena telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan 

masyarakat itu sendiri. Setiap pembuat peraturan perundang-undangan berharap agar 

ketiga kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan itu adalah sah secara 

))2 Bagir Manan, Dasar4asnr J'emndang-undaugan Jndone'>ia. Jakarta: Ind-Htll, 1992, him. 13, 
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hukum (/ega/ validity) dan berlaku efektif karena dapat atau akan dilerima 

masyarakat secara wajar dan berlaku tmtuk waktu yang panjang:'m 

Menunrt Bagir :Manan. selain ketiga unsur tersebut di atas, unsur teknik 

perancangan merupakan unsur lain yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat 

peraturan peJ1llldang-undangan yang baik. Oleh karena iJu, ditinjau dari sUdnt 

perancangan, keempat unsur ternebut (yuridis, susiologis, filosofis, dao tekuik 

perencanan), dapat dibagi kedalaru dua kelompok utama yang sekaligus merupakan 

tohap-tabap dalam perancaogan peraturan perundang-undangan yaitu:354 

I. Tabap penyusunan naskab akedemik. Peda tabap ini, dilakukan a.nalisis akadernik 

terhadap berbagai aspek dari peratura.n peruadang-undangan yang hendak 

dirancang. Aspek-aspek yuridis. sosiologis, dan fdosofis mendapat peagkajian 

secara mendabnn, dan bila diperlukan, sebelum penyusunan !U!Skab akedemik 

dilakukan penelitian-penelitian dan pengkajian secara ilmiab. Disamping itu, 

dapat juga dimasukkan dalam naskab akademik tentang pertimbangan rnanfuat 

dan akibat-akibat yang dapat timbul dari peraturan perundang-!l!ldangan ji.ka 

dikeluarkan seperti beban keuangan negara dan lain-lain. Agar naskah akademik. 

tersebut tidak merupakan kajian ilmiah semata, maka harus disertai dengan 

pokok-pnkok isi yang akan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan 

yang heedak dimncang. 

2. Tahap perancangan yaitu menyangkut aspek-aspek prosedurat dan penulisan 

rancangan. Aspek prosedural tersebut terkait dengan adanya keweruurgan dan izin 

untuk prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek 

penulisan rancangan adalah menterjemahk:an gagasan~gagasan.. naskah akademik, 

atau bahan-bahan lain ke dalam bahasa dan stroktur yang nonnatif. Bahasa 

normatif artinya bahasa yang akan mencerrninkan asas-asas hukum tertentu, pola 

tingkah laku tertentu (kewajiban, larangan, hak, dan sebagainya). Bahasa normatif 

ini selain tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia, juga haru" tunduk pada 

l5l Ibid, hlm. 14. 
354 Ibid. 
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bahasa hukum. Sedangkan struktur normatif artinya mengikuti tekoik penulisan 

peraturan porundang·undangan seperti pertimbangan, dasar hukum, pembagian 

bah, dan seterosnya 

Dak!m Pasal 2 ayat (I) Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG BI) 

No. 111/PDG/1999 ten!ang Tata Tertib Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 

Bank Indonesia dinyatakan bahwa salah satu jenis peraturan perundang~undangan 

Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia. Adapun mekanisme penyusunan 

Peraturan Bank Indonesia yang ditetapkan dalam PDG Bl ternebut sebagai berik>Jt: 

I. Dewan Gubernur Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubamur menetapkan 

polrok·polrok kebijakan dan atau konsap peraturan dan menugaakan Satuan Kerja 

Pemrakarsa di lingkangan Bank Indonesia atau menetapkan Satuan Kerja 

Koordinator untuk meuindaklanjuti keputusan Dewan Gubamur dimaksud; 

2. Satuan Kerja Pemrakarsa atau Satuan Kerja Koordinator melakukan pembahasan 

dengan Satuan Kelja terkait atau dengan instansi terkait (apabila dianggap perlu) 

dan merumuskan konsep Peraturan Bank Indonesia; 

3. Hasil pembahasan dan perumusan Rancangan Peraturan Bank Indonesia d1ajukan 

kembali oleh Satuan Ketja Pemrakarsa atau Satuan Ketja Koordinator ke dalam 

Rapat Dewan Gubernur dalam bentuk poknk-pokok kebijakan atau konsap 

Peraturan Bank Indonsia untuk dibahas oleh dan untuk memperoleb persetujuan 

dari Dewan Gubernur. Dalam Rapat Dewan Gubemur tersebut, disamping 

dihadiri oleh Anggota Dewa11 Gubumur dan Pimpinan Satuan Kerja Pemrakarsa 

atau Pimpinan Satuan K.erja Koordinator serta Pimpinan Satuan Kerja terkait, 

juga dapat dihadiri oleh Pimpinan Instansi terkait (apabHa dianggap perlu); 

4. Berdasarkan basil Rapat Dewan Gubernur sebagaimana pada angka 3 tersebut di 

atas, Satuan Kerja Pemrakarsa at;m Satuan Kerja Koordinator menyusun fmal 

konsep Peraturan Bank Indonesia dan selanjutnya disampaikan kepada Satuan 

Kerja yang membidangi hukum (Direktorat Hukum) untuk dilakukan pembahasan 

dan penyusurum Peratunm Bank Indonesia (legal drafting); 
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5. Hasil penyusurum Peraturan Bank Indonesia (legal drafting) sebagaimana pada 

angka 4 tersebut di atas, dituangkan dalam format Peraturan Bank Indonesia 

sebagaimana ditetepkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 1115/lNTERN 

tanggal 24 September 1999 perihal Tata Tertib Penyusnnan Doknmen Bank 

Indonesia, kemudian disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia melalui 

Anggota Dewan Gubemur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa atau 

Satuan Kerja Koordinator untnk disetujui dan ditandatangani; 

6. Peraturan Baok Indonesia yang Ielah ditandatangaui olob Gubernur sebagaimana 

dbuakaod pada angka 5 di atas, kemudian disampalkan kepada Satuan Ke!ja yang 

membidangi hnknm (Direkrorat Hnknm) untnk dilaltnkan penomoran Peratuxan 

Bank Indonesia dan selanjutnya disampalkan kepada Instansi yang berwenang 

untnk dbuuat dalarn Lembaran Nagara dan Tambahan Lembaran Nagara; 

7. Peraturan Bank Indonesia yang Ielah dimuat dalarn Lembaran Negara dan 

Tambahan Lembaran Negara, kernudian disebarluaskan kepada pihak terkait dan 

masy.:~rakat melalui internet, intranet, dan Local Area NeflvOrk (LAN). 

3.3.3 Substansi Materi Pengaturan 

Sebelum diuraikan tentang pokok-p<>lrok (substansi) materi yang terdepat 

dalam Peraturan Bank Indonesia, terlebih dabulu dikemukakan tentang pengertian 

danjenis nonna hukum. 

Menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh 

seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. 

Istilah norma, yang berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab, dan 

sering juga disebut dengan pedomcw., patokan, atau aluran dalam bahasa Indonesia, 

mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak 1urus yang menjadi ukuran 

atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Dala!Jl 

perkembangannya, norma itu diartik~n sebagai suatu ulruran atau patokan bagi 
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sesorang dalam ber!inrlak atau bertingkah laku dalam IllJISyarakat. Jadi, inti suatu 

norma ..Wah segala aturan yang harus dipatuhi. 355 

Suatu norma itu baru ada apabila terdapat lebib dari satu orang, karena nonna 

itu pada da.samya mengatur lata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, 

atau terhadap lingkungannya. Setiap norma itu mengandung suruban·suruhan 

(penyuruhan-penyuruban) yang didalam bahasa asingnya sering disebut dangan das 

so/len (ought to be/ought w do)"" yang didalam bahasa Indonesia sering dirumuskan 

dengan i.stilah hendaknya, misalnya ""bendaknya engkau mengbormati orang tua". 

Norma hukum itu dapat dibentuk secara tertutis atau tidak tertulls oleh 

lembaga~lembaga yang berwenang membentukny~ sedangkan norma-norma moral, 

adat, agama dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, tumbuh dan berl<embang dari 

kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Fakta-fakta kebiasaan yang terjadi 

mengenai sesuatu yang baik dan buruk, yang berulang kali terjad~ sehingga ini selalu 

sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut, berbeda dengan norma~ 

norma hukum negara yang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan rasa 

keadilan/pendapat masyarakat.:~57 

Di dalam kehidupan masyarakat, selalu terdapat berbagai macam norma yang 

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara kita berperilaku atau 

bertindak. Di negara kita, norma-norma yang masih sangat dirasakan adala.h normaw 

norma adat, norm.a-nmma agarna, norma-norma moral, dan no.rma-norma hukum 

negara; sedangkan bila suatu norma hukum negara menentukan bahwa setiap warga 

negara wajib memha.yar pajak; maka norrna hukum ini berlaku bagi seluruh warga 

negara di mana pun ia berada.lsa 

Di dalam bekunya yang ber!judul General Theory of Law and State, Hans 

Ke)sen mengemuka.kan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma ya.ng statis 

355 Maria Farida, Ilmu Penuulang-undungan. Y ogyakarta; Kanis!us, 1998. him, 6. 
Zl$Haos Ke!sen, dalam Marla Farida. ibid. 
m Ibld, him. 6-7. 
:na Ibid, 
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(nomostatics) dan sistem norma yang dinamik {nomodynamics). Hans Ke1sen 

mengatakan bahwa bukum tennasuk dalam sistem nonna yang dinamik 

(nornodynamics}"' karena hukum ini selalu dibentuk dan di!Japus oleh lembaga· 

lembaga atau otoritas-otoritasnya yang berwonang membontuknya, sehingga dalam 

hal ini tidak kitalihat dari sagi oonna tersehut, tetapi dari berlaltunya, tetapi dari segi 

berlakunya atau pemnbentukannya. Hukum itu adalah sah (valid} apabila dibuat oleh 

lembaga atau otoritas yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini oonna yang lebih 

rendah (inferior) dapat dibentuk norma yang yang lebih tinggi (superior), dan hukum 

:itu berjenjang-jenjang dan berlapis~Japis membentuk suatu hierarki 

Perbedaan-perbedaan antara norma-norma hukum dan norma-nonna lainnya 

adalah sehagai bcrikut:360 

I. Suatu nonna hulrum itu bersifat beteronom, dalam arti bahwa norma hulrum itu 

datangnya dari !uar diri kita sendiri. Contohnya dahnn hal pernbayaran pajak ; 

kewajiban itu datangnya bukan dari diri kita sendiri. tetapi dari negara sehingga 

kita harus memenuhi kewajiban tersebut, senang a tau tidak senang. Norma-norma 

Iainnya bersifat otonom dalam arti norma itu datangnya dalam diri kita sendirL 

Contohnya apabila kita akan menghormati orang tua atau akan berpuasa; hal ini 

kita lakukan !<arena kehendak dan keyakinan kita sendiri untuk menjalaukan 

nonna-nonna itu sehingga tindakan ternebut tidak dapat dipakuakan dari luar. 

2. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana ataupun dengan 

sanksi pernaksa secara fisik, sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati oleh 

sanksi pidana ataupun sanksi pemak:sa secara fisik Contohnya apabila seseorang 

melanggar norma hukum, misalnya menghilangk:an nyawa orang lain: ia akan 

dituntut dan dipidana. Tetapi bila seseorang melanggar norma lairmya, tidak dapat 

dltuntut dan dipidana. 

3. Dalam norma hukum sanksi pidana, sanksi pemaksa itu dilaksanak:an oleh aparat 

negara sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi datangnya 

~ 19 /bid., hlm. 112-llJ 
360 Ibid. 
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dari diri kita sendiri, misalnya adanya perasaan bersalah, perasaan berdosa atau 

terhadap pelanggaran norma-norma adat tertentu, para pe1anggarnya akan 

dikucilkan dari masyarakat. 

Dengan demikian, jelas terlibat bahwa walaupun norma hukum dan nonna

norma lainnya itu mempunyai persamaon. yaitu merupakan suatu pcdoman dalam hal 

bortingkah laku, keduanya juga mempunyai perbedaan-perbedaan. 

Norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia ditinjau dari 

segi sumber pengaturannya adalah norma yang bersifat atnbutif dan delegasian dari 

ncdang-undang. Berawal dari 11ll1lUSai) batang tubuh dan penjelasan Pasal4 ayat (3) 

UU No. 23 Talam 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubab dengan 

U1J No, 3 Tahun 2004 yaitu bahwa sebagai bcdan hukum publik, Bank Indonesia 

herwenang menetapkan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. 

Selanjutnya dalam rumusau P.a.sa.l 8 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa 

untuk m:encapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 yaitu 

"mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah1
', Bank Indonesia diberi tugas oleh 

undang-undang antara lain untuk menetapkan ·atau melakukan pengaturan dibidang 

(kebijnkan) moneter, (kelancaran) sistempembayaran dan (pengawasan) perbankan. 

Sesuai dengan rumusan daJam undang-undang tersebut di atas, kewenangan 

Bank Indonesia melaknkan pengaturan untnk ketiga bidang tugasuya tersebut di atas, 

pada dasarnya bersifat atnbutif, yaitu hahwa pembuat undang-undang (Presiden dan 

DPR) mendelegasikan kewenaagan kepada Bank Indonesia untnk dapat rnelakukan 

pengaturan mclalul Peraturan Bank Indonesia sepanjang substansi materi yang 

berkaitan dengan ketiga bidang tersebut. Disamping itu1 substansi materi yang dapat 

dimuat atau diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia 

ada yang bersifat delegasian sebagaimana ditetapkan dalam beberapa undang-undang 

yaitu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia seba.gaimana telah diubah 

dengan lJU No. 3 Talmo 2004, dan Peraiuran Pernerintah Pengganti Undang~Undang 

No. 2 Tahun 2008. Demikian juga yang ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1992 
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tentang Perbankan sebagaimana Ielah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, juga 

dalam UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, 

serta dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Dalam keempat undang-undang tersehut di atas, barbagai aspek yang terkait 

dengan bidang moneter, sistern pembayaran, dan perbankan, didegelasikan seeara 

tegas dan ekspbait untek diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia dalam Peraturan 

Bank Indonesia. .Khosus mengenai wewenang pangaturan yang diberikiln kepada 

Bank Indonesia yang berasal dari undang-uruiang perbankan, masih menggunakan 

rumusan "ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia". Sebelum dikeluarkannya 

undang-undang Bank Indonesia, bentek produk hukum pengaturan yang dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia disebut dangan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. 

Dengan dikeluarkannya undang-undang Bank Indonesia tersebut, meka scjak saat itu 

Bank Indunesia tidak peruah lagi mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia dan sebagai pengg.mtinya adalah Peraturan Bank Indonesia yang sifatnya 

mengikat masyarakat lua.s. 

Menurut Suhariyono A.R., Direktur Perancangan Peraturan Perundang

undangan Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa 

jika memperbatikan rumusan pemberian wewenang kepada Bank Indonesia untuk 

me)akukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia sehagaimana diatur 

khususnya dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana tclah 

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004t terhadap Bank Indonesia diberikan 

kewenangan yang berSifat atributi~ tetapi pa.da umumnya bersifat delegasian.361 

Berdasarkan uraian tersebut di ata.'{, maka menurut penulis~ substansi materi 

peraturan yang dapat diatur lehlh tanjut oleh Bank Indonesia dalam bentuk Pernturan 

Bank Indonesia adaJah keseluruhan haJ*haJ yang berhubungan dengan ketiga tugas 

utarna Bank Indonesia sebaga:irnana diatur dalam Pasal 8 undangwundang Bank 

Indonesia dalam rangka mencapai tujuan sehagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 

361 Wawancara pt11ulis de!igan Bp. Subariyono A.R. pada tanggal16 November 2008. 
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Wldang-undang tersebut. Sifat kewenang pengatlU'an Bank Indonesia berdasarkan 

rumusan undang-nndang tersebut adalah atributif dan deleguti£ 

3.3.4 Sebagai Sarana (tl Tool) 

Masalah hukum dan PembaogWian dinegara kita adaiab merupakan obyek 

studi yang menarik dikalangan para akhli hukum kita dewasa ini karena hukum dan 

pembaogunan adalab merupakan dua hal yang saling berl<aitan dan saling menunjang 

a.ntara satu dengan yang lainnya. Hukum sebagai suatu masalah manusiawi 

merupakan suatu permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh umat manusia dimana 

dan dalarn waktu kapanpun juga."" Hukum menurut Harold J. Berman adalah "one of 

deepest concern of all civilized men every wheren) yang merupakan suatu 

pennasalahan yang paling dalam bagi ma'lUSia yang berperadaban dhnanapun juga."' 

D.Ilam-mengkaji berbagai masalah H1..1kum yang t~Jrubuh dau Lcrkembaug di 

negara kita dewasa ini, kita tidak bisa melepask:an diri dari dalam pikiran dan 

kerangka dasar Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan di negara kita 

sebagai suatu hubungan yang bersifat interdependensi oleh karena itu perkembangan 

studi hukum dewasa ini selalu dikaitkan dengan masalab-masalab pembengunan 

dalam bentuk "Studi hukum dan Pernbang=" atau pengembaegan bidang·bidang 

hukum yang termasuk dalarn "development law'. Pembangunan nasional yang sedang 

di hmcarkan adalah merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan 

yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, Negara dan Pemerintah 

Indonesia, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan perkataan 

lain juga dapat dipandang sebagai suatu usaha transformasi total dari pola kehidupan 

tradisional yang berlangsung sejak masa sebelum penmg dunia ke~II kepada pola 

~1 Abdurrahman, Aneka Masaiall Hukum Dalom Pembangunan dl lndcnes!JJ. Bandung: Alumni. 
1979, him. 17. 

Jbl Harold J. Berman, dalam Abdutrahman, ibid. 
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kehidupan modem sesuai dengan tingkat kemajuan zaman yang didukung oleh ilmu 

dan teknologi masa kini .. m 

Pelaksanaan pembangunan tersebut dewasa ini di negara kita :mendapat 

pemantapan dengan diberikannya suatu Jandasan operasionil MPR melalui Ketelapan 

No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang sebenarnya adalah 

tidak lain dari pada "Pola Umum Pembangunan Nasional" yang memuat f:t\juan, 

landasan, azas serta perincian daripada bidang-bidang Pembangunan nasional yang 

diselenggarakan di nngare kita. Penngasan mana kemudian diberikan secsra tetperinci 

dan bertahap olah pemerintah seperti antsra lain yang dituangkan dalam keputusan 

Presiden Republik Indonesia tanggal ll Maret 1974 No. ll/1974 tentang Renoana 

Pembangunan Lima Tahun tahap kedua (REPELIT A II} sehinggga hal tetsehut benar

benar merupakan suatu usaha yang berencana dan terarah. 

Hukum dilihat dalam kaitannya dengan kernngka dasar pembangunan 

nasional tersebut menampakkan dh-inya dalam dua wajah. Disitu pihak hukum 

memperlihatkan diri sebagai suatu "obyek" dari pada Pembangunan Nasional, dalam 

artian bahwa Hukum itu sendiri yang pcrlu untuk mendapat prioritas dalam usaha 

penegakkan, pengembangan dan pembinaannya, sedangkan dilain pihak hukum itu 

harus dipandang sebagai suatu ''alat" ("tao!') dan sarana penunjang yang akan 

menentukan usaha-usaha Pembangunan Nastonal di negara kita.366 

Berbicara mengenai masalah hubungan antara Hukum dan Pembangunan ini, 

xita mencatat ada berbagai konsepsi yang diajukan para ahli Hukum yang pada 

umumnya betpendepa! bahwa dalam suasana pembangunan, hukum berlimgsi bekan 

hanya sekedar "as a tool of soci'al controf' dalam artian sebagai aiat yang hanya 

herfungsi untuk mempertahankan stabilitas, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan 

oleh Roseoe Pound (1870-1974) tokoh terkemuka dari aliran "Sociological 

~ Jbid,hlm, 18wl9, 
JQ6 Ibid. 
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Jurisprudence" adalah .. as a tool of sosial engineering" yaitu sebagai suatu alat 

pembaharuan masyarakat.367 

Lebih jauh lagi Dr. Sunaryati Hartono SH, berpendapat bahwa hokum adalah 

merupakan salah satu "Prasa:rana Menta.lu untuk memungk:inkan terjadinya 

Pembangunan dengan cara tertib dan teratur, tanpa menghilangkan martabat 

kemanusiaa:n daripada anggota-anggota masyarakat dim1111a ia berfungsi untuk 

mempereepat proses pendidikaa masyarakat (merupakan bagian dari pada "social 

education" kearah suatu sik:ap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang 

dicita..citakan. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dari urnian mengenai arti dan fungsi 

hokum, dapat dikatakan bahwa hokum merupakan suatu alat untuk memelihara 

ketertiban daiam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada daswnya 

adalah konservatii; artinya bahwa bulrum bersifat memelihara dan mempertahankan 

yang Ielah tercapai"" Lebili lonjut dikemukakan bahwa fungsi demikian diperlukan 

dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karf:D11 

disini pun ada basil-basil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamaakan. Akan 

tetapi, masyarakat yang sadang membengun yang secara defin.isi berarti masyarakat 

yang seda.ng berubah cepat~ hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian sRja. 

Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat tersebut.369 Sebagai 

contoh di Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu, di zaman Hindia Belanda, telah 

dilakukan tindakan di bidang hnkum (pidana) yaitu pelarangan praktek pemenggalan 

kepa1a di pedalaman Kalimantan yang pada waktu itu masih merupakan praktik yang 

lazim menurut adat setempat. Disini pun telah terjadi peru bahan nilai kebudayaan kea 

rah yang dianggap o!eh penguasa pada wak.tu itu iehih menguntungkan, 370 

J6' Roscou Pound, dalam Abdumhrnan, ibid. 
W- Olje Salman d<Ul Eddy Damian, ed. Konsep-konsep Hukum Dalam Pcmbangunan (Kumpulan 

Karya Tu.lis Mod1rar Ku:qm1aa1madja). Bandung: Alumni, 2006, him. IJ-14. 
·.:;9 Ibid. 
l

10 Jbid, him. 15. 
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Dengan demikian lllllka lronsepsi tentang Hukum sudah beranjak janh 

meninggalkan konsepsi larmmya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi yang 

menyatakan «Ju!t recht think achter de faitena an" (hukum mengikuti perkembangan 

masyarakat) sudah harus ditinggalkan. 311 Ditegaskan lebih jauh bahwa hukum 

rnerupakan "sarana pembaharuan masyarakat" adalah didasarkan atas anggapan 

bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha _pembangunan atau 

pembahfll1.lan itu mempakan suatu yang diiDginkan babkan dipandang mullak perlu. 

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi uHukum. sebagai sarana 

pembahfll1.lan" adalah bahwa hukum dalam artian kaidah atau peraturan hukum 

memang bisa bedungsi sebagai alat (pengatur) atau saraua pembaguuan dalam arti 

penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleb pembanguuan. Kedua 

fungsi tersebut menurut pendapatnya diharapkan dapat dilakakan oleh hukum 

disamping fungsinya yang tradisionil yakni untuk menjamin adanya kepastian dan 

ke~crtiban. Jn 

Sebagai suatu sarana penunjang Pembangunan, hukum tersebut harus 

mempunyai suatu pola tersendiri. Michael Hager dalam hubungan ini mengintrodusir 

apa yang dinamakannya dengan "development law (hukum pembangunan)". Yang 

dimaksudnya dengan "development laW' adalah suatu sistem huk:um yang sensitif 

terhadap pernbangunan. yang meliputi keseluruhan hukum substanti£373 Lembaga

lembaga hukum berikut keterarnpilan para sarjana hukum secara sadar dan aktif 

mendukung proses pembangunan. Dalam sistem hukum ini maka '~development /mV' 

meliputi segala tindakan dan kekuatan yang memperkuat insfra struktur hukum 

seperti lemba.ga-lembaga hukum, organisasi-organisasi profesi hukum, lembaga

lembaga pendidikan hukum dan lain-lainnya. serta segala sesuatunya yang berkenaan 

dengan penyelesaian problema-problema khusus pembangunan. 374 

:m MQChtar Kuwrn;~atrnadja, da(am Abdurrallman, op. cit. h!m. 20. 
m Ibid. 
m !Ytichae! Hager, da!am Abdurrahman:, ibid, h!m. 21. 
m ibtd. 
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Knnsepsi tentang "development Jaw "~ adalah selaras pula dengan orientasi 

baru mengenai pengertian tentang hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh A. 

Villbem Runsted yang menyatakan bahwa hukum itu adalah merupakan "legal 

mechianery in action" yaitu sebagai satu kesatuan yang mencakup segala kaidah baik 

yang tertulis maupun tido.k tertulis, prasarana-prasarana seperti Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan, para Advokat dan keadaan diri pribadi daripada para 

individual penegak bukum itu sendiri, bahwa juga fakultas-fukultas hukum sebagai 

lembaga pendidikan tinggi hukum.'" 
Dalam: fungsi sebagai sarana pembangunan, mak:a hukum itu :menurut Michael 

Hager dapat mengabdi dalam 3 (tiga) sektor yaitu:"' 

1. Hukum sebagai alat penertib (ordering) 

Dalam rangka peneru'ban ini dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambitan 

keputusan politk serta pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu 

hnknm acara }'lU!g baik. lapun dapat meletakkan dasar hukum (legitarncy) bagi 

penggunaan kekua.saan. 

2. Hukum sebagai alat panjaga keseimbangan (balancing) 

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan arrtara 

kepentingan neg..-.lkepetingan umum dan kepentingan perorangan. 

3. Hukum sebagai katalisator 

Sebagai katalisator hukum dapl.it membantu untuk memudabkan terjadinya proses 

perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga 

kreatif dibidang profusi hukum. 

Pendekatan yang dipergunakan terhadap hukum pada umumnya adalah 

pendekatan yang bersifat .. sociological approach" atau pendekatan secara sosioJogis. 

Hukum dalam pendekatan yang demildan tidak 1agi pandang sebagai suatu kaidah 

normatif akan tetapi sebagai suatu proses perkaidaban (normerings process). Hukum 

itu menurut Prof. D~ojodiguno adalah suatu proses pengkaidahan yang terus mencrus 

m A. Vilhem Runsted, dalam Abdurrahman, ibid. 
376 Mici-Ja,e! fuger, dalam Abdurrahman, ibid, him. 21·22. 
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mengadakan pembaharuan yang mongadakan pembaharoan yang dilakakan oleh 

masyarakat baik secara langsung manpun dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya, 

tentang perbuatan dalam hubungan pamrih dan tingkat !aka dati anggota-angota yang 

mempunyai arti guna memberi dasar ontuk mempertalumkan ketertiban, keadilan dan 

kesejahteraan bersama.171 

Berdasarkan proses tersebut maka nyatalah bahwa manusia sebagai warga 

masyarakat, senantiasa menga.rahkan dirinya kepada suatu keadaan yang selalu 

dianggapnya wajar dalam pula-pola tertentu, dan bilamana pola-pola dimaksud sudah 

mulai tidak dapat lagi membarikan jarninan dalam melindungi berbagai 

kepentingannya, maka manusia niscaya akan berusaha untuk """"bah pola-pola 

tersebut Dengan demikiao maka dengan pula-pula yang mangatur pergaulan hidnp 

terbenbzk melalui proses pengkaidahan yang tujuannya sangat !ergamung pada Obyek 

(pengaturannya) yaitu aapek hldup pribad~ maka proses tet>ebut menunju pada 

pernbentukan kaidah-kai<lah hulrum proses peDgkaidahan tersebuf dnpat terjadi oleh 

Warga masyarak:at, atau oleh sebahagian kecil dari masya.rakat yang mempunyai 

kek:uasaan dan wibawa. 378 

Menurut Sunaryati Hartono~ hukum dalam pembangunan mempunyai empat 

fungsi yaitu:319 

a. sebagai pemelihara ketertlban dan keamanan; 

b. sebagai sarana pembangunan~ 

c. scbagai sarana penegak keadilan; dan 

d. sebagai sarana pendidikan masyarakat. 

Selanjutnya Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang 

membangun secara berencana. maka pembentukan hukum justru harus mendahuiui 

pelaksanaan pembangunan di lain-lain bidang untuk meJancarkan pembangunan di 

:m M,M, Djojodiguno, dalam Abdurrahman, ibid. 
318 Soefjono Soekanto, dalam Abdumhman, ibid. him. 23 _ 
:m Sunaryati Hartono, Hukum Ekvnomi Pembtmgunan Indonesia. Badung: Binacipta, 198&, blm. 

10. 
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bidang ternebu~ terutama wttuk menjaga agar supaya pembangunan masyarakat tidak 

akan mengakibatkan ketidakadilan di dalam masyarakat, tetapi akan menegak:kan 

keadilan, sekalipun bnbnngan-hubungan masyarekat dan hubnngan antarmnnusia 

menga!ami perubahan yang terus-menerus dan bertubi-tubi Menurut Sunaryati 

Hartono, inilah inti darl arti hukurn sebagai sarana pemba.ngunan dan ke<!dilan.. 181 

Dari uraian di alas, kanma aubstansi materi pengaturan yang terdapat dalam 

Peraturan Bank Indonesia adalah terkait dengan bal-hal yeng secara langsung atau 

tidak langsung merupakan bagian tidak te!pisahkan dari pelekaanaan pembangunan 

ekonomi nasional yaitu di bidang moneter, sistem pembaya.ran, dan perbank:an, maka 

Peraturan Bank Indonesia adalah juga sebagai a! at at au sarana hukum yang digunakan 

oleh Bank Indonesia nntuk melaksanakan perannya dalam pembaagunan ekonomi 

nasionaL 

Pernbangnnan ekonomi nasional yang merupakan lingkup kewenangan 

Pemerintab, baik dalarn perumusan kebijakan pukok pembangnnan ekonomi nasional, 

maupun dalam pelaksanaan dan koordinasinya, adalah mutlak memerlukan kCljasama 

antara l'emcrintah dengan Bank Indonesia. Dalam hal ini koljasama dimaksud 

adalah perluoya sinkronisasi dan hannonisasi dalam pengeluarnn dan pelaksanaan 

peraturm perurnlang·undangan termasuk Peraturan Bauk Indonesia agar benar-benar 

dapat berfungai sebagai alat (a taal) dahnn pelaksanaan pembangunan ekonomi 

nasional. Sebagaimana dikomukakan oleh Muchtar bahwa hukom bukanlah tujuan, 

melainkan sebagai suatu alat yang terkait pada pencapaian suatu tujuan, 382 

demildanlah hukum itu harus senantiasa dikaitkan dengan suatu tujuan yang hendak 

dicapai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. 

lSI Ibid, him" 18~!9. 
m Mm:htar, Hirkum dan Pemfrongmum, Himpunan Kar~ Tutis Bidang Hukum Tahun [995 . 

.fukarta: BPHN, 1996, him, 166, 
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3.3.5 Sebagai Sumber Hukum 

Ehn:rumn mengatakan bahwa peratunm perundang-undangan sebagai sUmber 

lrukum, lazim dianggap sebagai ungkapan perubaban. Orang lain berpendapat 

sebaliknya yaitu di dalam masa perubahan orang barns barbamal dengan peraturan 

perundang-undangan. Perubahan-perubaban sosial barus perta:ma-tama menjadi lebih 

jelas dulu.310 

Dalam menetapkan apa yang !azimnya merupakan hukum masih timbul suatu 

masalah. Pada uraian di alas, istilah 'pe.-aturan hukum' juga 'pendapat hukum' 

dipergunakan kalau masalahnya menyangknt subyek yang akan dikodifikasikan. 

Ketakjelasan ini sering ditemui orang dan ini agaknya memang kbas untnk bukum. 

Untuk dapat dianggap sebagai peraturan hukum suatu peraturan tidak t•<rlu ditaati 

dalam semoa kasus yang cocok untuk itu. Seseorang dapat saja mempunyai pikinm 

yang barbada mengenai apa yang merupakan hukum, lebih daripada sekedar apa yang 

dapat disimpulkan dari tindakan~tindakannya. Mana yang s:ekarang harus 

dikodifikasikan di dalam hal semacam itu? Apakah peraturan hukum itu hanya[ah 

peraturan yang diilcuti orang, atau apakah peraturan hukum itu pcraturan yang dirasa 

orang sebarusnya diikuti7384 

Pembedaa..""I antara peraturan perundang-undangan kodifikasi dan moditkasi 

sekilas pandang kelihatannya jelas. Peraturan perandang-undangan yang berdasar 

hukum tak tertuJis, yang menetapkan dalam bentuk tertuli.s penrturan-peraturan yang 

berlaku secara keseluruhan. Peraturan perandang-undangan modifikasi adalah a) 

peratutan perundang~undangan yang menetapkan peraturan~peraturan yang baru 

diakui sebagai peraturan hukum melalui penetapan undang-undang dan b) peraturan 

perundang~undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial. Namun, jika orang 

lebih mendalami pengertian~pengertian tad~ timbulah herbagai masalah. Karena tidak 

ru I.C. van d~f Vlie.~ Pcraru::ongan Peroturnn Perundang«<~mdangan, Pcnerjcrnah Linus 
Doludjawa. iakarta: Diljen Peraturan Perundan.g~undanan Depkumham. 2005, hlm. 12. 

lM Ibid, him. 12-13. 
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jelas apakah masyarakat yang mempengaruhi undang-undang ataukah undang-undang 

yang mempengaruhl masyarakat, maka yang ada ialah suatu pengarah timbal balik. "' 

Peraturan perundang-undangan abad ke-19 sebagian besamya memuat aturan

aturan tentang bagaimana orang harus be!perilaku. Ada peraturan tentang keharusan 

menaati perjanjian dan tentang larangan merusak atau mengambil barang orang lain. 

Se!a!n itu diciptakao juga suatu aparat pemeriotah yang bertugas membantu orang 

untuk memaksakan aturan-aturan ini pada orang lain. Sejauh menyangkut norma

norma yang tidak bersililt pidana, aparat itu adalah kckuasaan kehakiman; sejaub 

yang menyangkut aturan-aturan yang dapat ditegakkan secara pidana, itu masuk 

urusan kejaksaan. Se!anjutnya, menur~t van deer Vlies, abad ke-20 mengenalaturan 

perundang-undangan yang tidak banya ditujukau kepada mkyat tetapi juga kepada 

pemerintah. Peraturan perundang-undmgan sosial ekonomi antara la!n sebagian 

besamya berisikan kewajiban pemerintah terhadap mkyat. Hal y;illg sarna juga depat 

dirumuskan seeara lain: mkyat mendapat hak-bak terhadap pemeriotah atau terhadap 

instansi semi-pemerintu.h (meski kewajiban-kewajiban juga kapada rakyat terhadap 

pemerintah). Di sini orang dapat teringat akan peraturan perundang-undangan yang 

berkakan dengan hak atas tunjangan sosial hagi orang yang tidek dapat (lagi) 

bekerja.386 

Ada juga banyek peraturan perundang-undangan la!nnya yang berkaitan 

dengan tindakan pemerintah dalam rangka hubungan sosial-ekonomi seperti berbagai 

peraturan perundang-undangan mengenai keuangan (Undang-undang Penga.wasan 

Lembaga Kredit, Undang-undang Harga). Dan ada peraturan perundang-undangan 

yang mewajibkan kepada rakyat dan badan usaha untuk, di bawah pengawasan 

pemerintah, berperilaku tertentu sesuai dengan lingkungan hidup (Undang-undang 

Tata Ruang. peraturan perundang-undangan mengena.i lingkungan hidup), 

Dalam abad ke-20 secarto global terdapat banyak peraturan perundang

undangan yang membebankan tugas kepada pemerintah. Akan tetapi ada juga banyak: 

lliS Ibid. 
:IM Ibid. 
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peraturan perundang-undangan yang memaksa orang untuk bertiodak satu sama lain 

menurut cam tertentu di bawah pengawasan instansi pemerintah yang sengaja 

dibentuk untuk itu, misalnya seperti peraturan perundang-undangan perburuhan, 

peraturan perundang·undangan keamanan, peraturan peruudang-undangan mengenai 

perdagangan lua< negeri (Undang-undang Ekspor dan Impor, Undnng-undang 

Pelaporan Boikot Luar Negeri). Peraturan perundang-undangan sosial-ekonomi dapat 

dibagi dalam dua kelompok: ada peraturan perundang-undangan yang banya 

memberikan kepada pemerintah pengawasan atas tindakan orang dan badlln usaha; 

dan ada peraturan perundang-undangan yang memberiksn kepada orang bak atas 

prestasi tertentu dari pemerintab. 311 

Melalui perbedaan antara undang-undang kodifikasi dan modifikasi orang 

mencoba memperlihatkan perbedaan antara berbagai jenis tindakan pemerintah. 

Secara garis besarnya ini menyangkut suatu pemerintah yang tidak- campur-tangan 

dalam hubungan sosial; pemerintah abad ke -19 dau pemerintah ke -20. Ada aJiran 

dalam ilmu pengetahuan yang memheri perhatian penting pada k.adar campur4angan 

pemerintah dalam hubungan~hubungan sosial. Mereka berpendapat bahwa 

pemerintah ing.in mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan dengan 

berbagai kemungkinan bentuknya. Geellioed membedakan empat jenis tindakan 

pemerintah yang diatur oleh pemboat ondang-undang:"' 

fungsi mengatur; 

fungsi memberi presentasi; 

fungsi mengarahkan; 

fungsi mewasitL 

Dalam pembedaan di atas dapat ditemukan perkembangan historis. Pada abad 

ke-19 fungsi mengatur iebih menonjol. Pada zaman itu fungsi utama pemerintah 

adalah mengatur hubungan antar-masyarakat dengan cara langgeng. Undang-undang 

abad itu banyak sekali me.~gatur hubungan hukum antar-masyarakat (hukum perdata) 

381 Jbid,hlm.12-15. 
335 Ibid, him. 17. 
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serta cara menegokkannya (hukum pidana, undang-undang kekuasaan kehakiman). 

Selain itu di abad itu juga !ahir antara lain aturan-aturan di bidang jaminan sosial dan 

pendidikan. '"' 

Menjelang pergantian abad ke- 19 ke abad Ire- 20 lebih banyak perhatian 

diperhatikan diberikan pada jenis peraturan perundang-undangan lain. Pemerintah 

mendapat tanggung jawab alas kesejahteraan sosial rakyat: jaminan sosial, 1llUSilll 

keaehatan umum, perumahan rakyat, dan pendidikan. Tidak semua peraturan yang 

diperlukan dibuat oleh pembuat undang-undang; umumnya seorang menteri yang 

membuat peraturan·peraturan itu. Belakangan, peraturan~peraturan seperti itu 

kebanyakannya ditetapkan !agi dengan undang-undang. Kegiatan ini dinamakan o!eh 

Gee !hoed sebagai kegiatan yang memberi presentasi. 390 

Di tahun 30-an krisis ekonomi memaksa campur-tangan !ebih jauh kedalam 

pasar. Campur-tangan ini tidak berhenti ketika k...r:isis itu diakhiri secara tak:-alami; 

pecahnya perang dunia ll. Sebaliknya, kita dapat mengatakan: [diakhiri] terlalu 

terburowburu. Penga."llhan pasar mela1ui pengendalian barga dan peraturan-peraturan 

mengenai produksi barang masib tetap merupakan, pun se.sudah perang usai. suatu 

kegiatan pemerintah yang diterima umum. Melalui pemberian premi (subsidi) pada 

investasi oleh perusahaan di dalam bidang-bidang tertentu, pemerintah mengarahkan 

kegiatan ekonomi Fungsi mengarahkan ini sebagian besar divrojudkan melalui 

peraturan-peraturan s:ubsidi. Pernturan yang bersifat mengarahkan itu berjalan 

mengikuti pasar. Peraturan..-peraturan ini karenanya agak teratur dikeluarkan dan 

karenanya juga harus Juwes. Sebagai contoh dapat disebut undang-undang 

Perhitungan lnvestasi. 391 

Mengingat Werarki peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yang 

menjadi persoa!an sekarang adalah tempat dan kedudukan Pernerintah Bank 

lndonesia1 karena dalam tata Ul1ltan peraturan p~!rundang-undangan sekarang tidak 

.:189 Ibid . 

. 1'10 Ibid, him. 18. 
3~ 1 /bid. 
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ada lagi peraturan menteri atau Instruksi Menteri. Sebab se!ama ini dampak praktik, 

Peraturan Bank Indonesia kedudukannya dianggap sama dengan Peratunm Menteri. 

Dalam pasal I butll- 2, No. I 0 Tahun 2004 tenta:ng Pembentukan Peratunm 

Perundang-undangan, yang disebut sebagai "Peraturan Perundang-undangan adalah 

peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwennag 

dan mengikat secara umum." Kalau ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal4 ayat 3 

UU 23 Tahun 1999, mal<a peraturan dan aankainya yang di!etapkan termasuk oiah 

Bank Indonesia sebagai bedan hukuro publik mengikat secara umum khususnya bagi 

perbaakan, sebab Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tabun 2004 menyatakan, 

.. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana diinak:sud pada 
Ayat (1), dinkui kebel1!daannya dan meJDPunyai kekuatan hukum yang 
mengikat sepanjang diperrintahkan oleg Peratunm Pel1l!1dang-undangan yang 
lebih tinggi". 

Dengan demikian maka perarura Bank Indonesia ini diairui keberadaannya 

oleh undang-undaog, kar-ena diperintahkan oleh undang-undang Bank Indonesia, 

sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat. Kekuatan mengikat dari peraturan 

Bank Indonesia ini dibuat beradasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi yaitu undang-undang tentang Bank Indonesia. Paling tidak dari penjelasan 

umum dapat dilihat adanya kekuasaan Bank Indonesia sebagaimana lembaga 

Independen untuk menerbitkan peraturan sebagaimana dinyatakan. 

"... Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau 
membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pclaksanaan undang
undang dan menjangkau seJuruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan 
demikian1 Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independent 
dapat mengakibatkan peraturan dengan diseratai kemungkinan pemberian 
sanksi administrasi't. 
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Menurut Suhariyono A.R., selW1lh peraturan perundang~undangan, tentunya 

termasuk Peraturan Bank Indonesia karena dikeluarkan oleh lembaga yang diberi 

wewenang atau perintah olah undang-undang, marupakan sumber hukum. 392 

Dalam hal ini, Suhariyono A.R berpendapat bahwa menUIUI UU No. 10 

Tahun 2004, PBl adalah peraturan perundang-undangan, tetapi harus dimulai dari arti 

imkum im sendiri yaitu sebaga:i hukum tertulis. Secara maknawi peraturan 

pernndang-undangan adalah bukum dan peraturan pelaksanaan termasuk juga sumber 

hukum. Menurnt Suhariyono AR Bank Indonesia adalah penyelenggara negara 

berdasarkan undang-undang Bank lndoneisa yang bukum dasarnya ndalah UUD 1945 

yang menyatakan bank sentral diatur dengan undang-undang. Untuk melaksanakan 

undang-undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dibari kewenangan atribus~ karena 

Bank Indonesia adalah bagian dari penyelenggara negara, berarti Bank Indonesia 

menjalankan hukum. Oleh karena itu, jika Peraturan Bank Indonesia dikatakan 

sebagai peratutan perunciang-undangan, maka pasti mengikat umum karena 

merupakan peraturan artibusian yang dilimpahkan dari Presiden dan DPR kepada 

Bank Indonesia untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan, J93 

192 Wawancara Penulis dengan Bp. Suhariyono A.R., tanggal 16 November 2008. 
191 lbfd. 
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PERATURAN BANK INDONESIA SEBAGAIDELEGATED LEGISLATION 
DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL 

4.1 Pe,·an Pengaturan Bank Sentra! 

Bank senln!l mempunyai peran yang sangat strategis bagi !lll!Syarakat pada 

umumnya dan pembangunan e!romi pada khususnya, dan yang paling mendasar 

adalah perannya dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang. Pecan ini vital karena 

begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian seperti untuk kegiatan 

konsums~ investas~ ekspor-impor, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, 

dan inflasi. Untuk itulah, kepada bank sentral diberikan beberapa kewenangan dalam 

melakokan tugasnya, antara lain fungsi pangaturan (regu/awry fimction)."" 

Dahun bab sebelumnya telah diurnikan tcntang kadadukan Bank Indonesia 
. "- ~ - "" .. . -

sebagai iembaga negara, bank sentral, dan badan hukom (publik) yang memiliki 

kewenangan dan fungsi mengatur (regulatory JUnction). Untuk memaha.mi Iebih 

lanjut tentang fungsi Bank Indonenesia dibidang pengaluran tersebut, perlu lebih jelas 

dan dipertegas mengenai urgensi dan tujuan adanya fungsi mengatut tersebut, bai.k 

ditinjau dari segi pencapaian tujuan maupun pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang 

diamanatkan oleh undang-endang (UU Bl). Lebih dari pada itu, unluk memperoleh 

gambaran dan pemabaman tentang wujud konkrit dari pelaksanaan peran Bank 

Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menggunakan hukum 

sebagai alat atau sarananya. 

Kedudukan Ballk Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam 

mela.ksanakan rugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau 

pihak lain. Independensi Bank Indonesia tersebut, tidak hanya diatur dalam undang

undang, bahkan diamanatkan da)am Pasal23D UUD 1945 (Konstitusi). Ditinjau dari 

m Perry Wrujiyo, lar:..cit, hlm. l-2. 
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segi hukum dan sejarah, keheradaan Bank Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 

peran dan eksistensinya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. 

Sampai dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia, Bank Indonesia menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah,. dimana Bank Indonesia diposisikan sebagai suatu 

lembaga negara yang bertugas untuk membantu Presiden da1am melaksanakan 

kebijaksanaan moneter. Oleh karena itu, dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 13 Ta!nm 

1968 dinyatakan bahwa alas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Direksi Bank 

Indon .. ia hertanggungjawab kepada Pemerintah. Adapun lembaga yang hetwenang 

untuk merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan pemerilltah di bidang moneter 

adaloh Dewan MoDeler yang diketuai oleh Mentari Keuangan."'' Selanjutnya dnlam 

UU No. 13 Tahun 1968 dinyatakan bahwa dahun struktur pemerintahan, Bank 

lodonesia sebagai bank s~mtral herkedudukan di luar departemen-departemen, 

setiangkan Gubernur Bank Indonesia tidak mempunyai keduriukan sebagai 

Menteri.39' Namun demikien, di era Orde Baru, Gubernur Bank Iudunesia diberi 

kedudukan setingkat dengan Menteri Negara bcrsama dengan Jaksa Agung dan 

l'ooglima TNJ. Dl era Orde Lama, pimpinan tertinggi bank sentral (Bank Indonesia) 

diberi kedudukan sehegai Menteri Negara Uru>-an Bank Sentral. 

Dalam UU No. 13 Tebun 1968, Bank Indonesia teleb diberi kewenang untuk 

menetapkan ketentuan~ketentuan yang terkait dengan pelaksar~an tugasnya antara 

lain dibidang kcpegawaian, penggunaan anggaran. dan dibidang perbankan seperti 

ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank. Dalam. prakteknya, 

pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia disebut dengan Keputusan Direksi 

Bank Indonesia. Namun demikian, disamping karcna aturan daJam UU No. 13 Tahun 

1968 tersebut maupun daiam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan 

kewenangan pengaturan tidak hanya kepada Bank Indonesia tetapi juga kepada 

Pemcrintah. sehingga da1am prakteknya, banyak peraturan yang djkeluarkan 

191 Liha1 UV No. 13 Tahun 1968, Pasal9- Pasal \ 1 dan Penjelas:m Umum, 
396 IbM. 
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sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang tidak hanya dikeluarkan 

oleh Bank Indone':l~ tetapi juga oleh Pemerintah melalui Peratumn Pemerintah atau 

Keputusan Menteri Keungan. 

Dalam kedudukan kelembagaan seperti tersebut di alas, diroana Bank 

Indonesia hanya melaksankan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Pemerinteh 

dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Pemerintab, maka ketika 

Bauk lndnnesia mengeluarkan peraturan (Keputusan Direksi Bank lndnnesia) yang 

walaupun mengikat masyarakat luas kbususnya perbaukan, masib dapat diteriroajika 

hal tersehut dilaksanakan oleh Bank Indonesia karena Bank Indonesia ketika itu 

masih merupakan bagian pemerintab, sehingga pengaturan yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia lersebut ada!ah bagian dari pengaturan yang seharusnya dilakukan sendiri 

oleh Pemerintah. 

Akan tetapi dengan dikelua:rkannya UU No. 23 Tahun 1!199 dan UU No. 24 

Tahun 1999 sebagairnana Ielah diawali dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 

1998 sebaggai perubahan alas UU No.7 Tahun !982, kedudukankelembagaan Bank 

Indonesia secarn tegas dinyatakan sebagai lembaga yang independen dari pemerinta.h, 

termasuk indapendensi dalam merumuskan dan melaksaukan kebijakan yeng 

berkaitan dengan tugas pokoknya serta mengeluarkan Peraturnn Bauk Indonesia. 

Kemudian timbul pertanyaan, apabila kewenangan mengatur hanya dimiliki oleh 

Pemerintab, apakah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia masih dopa! 

dinyatakan sebagai peratuian pernndang-undangan? Tennasuk: karena Peraturan Bank 

Indonesia tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana 

ditetapkan dalarn Pasal7 ayat (I) UU No. lO Tahun 2004. 

Menurut Maria Farida, apabila kita meJihat dalam Pembukaan dan Batang 

Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, maka terlihat bahwa Negara Republik Indonesia 

yang herdiri pada tanggal 17 Agustus 19945 adalah negara yang herdasar atas hokum 
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(Rechtsstaat) dalam arti negara pengurus ( verzorgingsstant). Hal ini tertulis dalam 

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:391 

'" ... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi 
segenap baugsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
serta melaksrmakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian a bad~ dan keadilan sosial. .. ' '. 

Selanjutnya, dengan diernbannya tugas negara dalam menyelenggarakan 

kesejahteraan umum tersebut, maka menjadi pentinglah arti pembentukan peraturan

peraturan negara kita, karena campur Iangan negara dalam mengu:rusi kesejahteraan 

rnkyat dalam bidang hukum, sosial, pclitik, ekonomi, budaya, linkungan hidup, serta 

pertahanan dan keamanan yang diselenggarukan dengan pembentukan peraturan

peratunm negara tuk mungkin lagi dihindarkan."' 

Menurut T. Konpmans, fungsi pembentukan peraturnn pcrundang-undangan 

itn sernukin terasa dipedukan kebadirannya karena di dalarn negara yang berdasar 

alas buk\ll!l modern ( verzorgingstant), tujuan utama pembentnkan undang-undang 

bukan iagi menciptakan kodifikasi bagi norma-nonna dan nHai-nilai kehldupan yang 

sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan ntenciptakan tn<idifikasi perubahan 

dalam kehidupan masyarakat. 399 

Dengan adanya pengutamaan pembentukan undang-undang melalui cara 

modifl.kasi, maka diharapkan suatu undang-undang itu tidak 1agi berada di belakang 

dan kadang-kadang terasa. ketinggalan tetapi dapat berada di depan, dan tetap berlaku 

sesuai dengan perkemb3ngan masyarakat.400 Menurut I.C. van deer Vlies, wtdang

undang modifikasi adalah undang-undang yang bertujuan mengubah pendapat hukum 

391 Maria Farida Jndrati Soeprnpw, op. elf, him. 1. 
:ws !bid. 
m T. Koopmans. dalam Maria farida., ibid, him. 2. 
400 Ibid, 
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yang berlaku, dan peraturan penmdang-undangan yang mengubah hubungan

hubungan sosiaL ''" 

Istilah 'Jerundang-undangan" (legislation, vetgeving, atau gesetzgebung) 

mempunyai dua pengertian yang berbeda yaitu : pertama, perundang~undangan 

merupakan proses pembentuk.,Jproses membentuk peraturan-pernturan neg001, baik 

di tingkat Pusat, maupun di tingkat Daerah. Kedoo, perundang-undangan adalah 

segaLa peraturan negarn, yang merupakan basil pembentukan pernturan-peraturan, 

baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah 402 

Apabila demikian, pengembangan ilmu perundang-t.!ndangan terasa semakin 

perlu untuk membentuk hukum nasional, karena hukum nasional yang dicita-citakan 

teroiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selain itu pembentukan hukum 

tertulis itu dirnsakan sangat perlu bngi perkemhangan masyaraknt dan negara soat 

. '"'" 1111. 

Menurut Jellink. pemerintah dalam arti formal menganduiJ.g kekuasaan 

mengatur (verordnungswalt) dan kekuasaan memutus (entscheidungsgewa/t), 

sedangkan dalam arti material mengandung unsur memerintah dan melaksanakan 

(das element der regierung und das der Vollziehung), juga apabila dihubungkan 

dengan teori van Vallenhoven yang menyatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas 

itu termasuk ketataprajaan, keamananlkapolisian, dan pengaturan (karena peradilan 

dipisahkan), maka menurut Maria Farida, sebenarnya Presiden Republik Indonesia 

yang dinyatakan memegang kekuasaan pemerintahan mempunyai arti bahwa Presiden 

itu bertugas menyelenggarakan pemerintahan tennasuk juga pengaturan sehingga 

dalam menyeJenggarkan pemerintahan itu, Presiden dapat membentuk peratunm

peratunm perundang-undanga.n yang diperlukan oleh karena Preslden juga merupakan 

pemegang kekuasaan pengaturan di negara Republik Indonesia, Fungsi pengaturan ini 

terlihat dalam pembentukan Undang-undang dengan persetujuan DPR., sesuai dengan 

4111 Ibid. 
4m SJ. Fockemn Andreae, dalam Maria Farida, ibid, him. 3 . 
.l!l> Hamid Artamini, dalam Maria Farida, tbid, him. 4 
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Pasal5 ayat (I) UUD 1945, pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 5 

ayat (2) UUD 1945, pembentukan Peraturan Pengganti Undang-undang beradasarkan 

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, disamping pembentukan Keputusan Presiden yang 

merupakan peraturan perundang-undangan yang berasal dari ketentnan Pasal 4 ayat 

(1) UUD 1945.""' 

Selanjutnya yang dimaksud dengan Peraturan Pernerintah adalah peraturan 

peruudang-undangan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 

1945 yang menentukau sebagai barilrut ''Presiden menetapkan peraturan pemerintah 

nntuk menjalaakan Undang-undang sebagaimana mestinya". Apabila kita 

menyebutkan Pernturan Pemarintah, menurut Maria Farida barns dftalirirkan secara 

teknis saja sobab walaupun namanya peraturan pernerintah, sebenarnya yang 

membentnk adalah Presiden."" 

Peraturan pemerintah ini berisi peraturan-peraturan untuk m"'1ialaukan 

undang~undang, atau dengan perlcataan lain Peraturan Pemerintah merupakan 

peraturan-peraturan yang membuat ketentuanMketentuan dalam suatu undang~undang 

bisa beijalan/diberlakukan. Suatu Peraturan Pemerintab baru dapat dibentuk apabila 

sudah ada Undang-undangnya, r.amun s.uatu Peraturan Pemerintah dapat dibentuk 

meskipun dalam Undang-undangnya tidak dibentnkan secara togas supaya diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Manum! Hamid Attamaimi, beberapa 

karakteristik Peraturan Pernerintah sebagai berikut:406 

I. Peraturan Pemarintah tidak dapat dibentuk tanpa terlehih dulu ada Undang

undang yang menjadi induknya. 

2. Peraturan Pemarintah tidak dapat mencantumkan saaksi pidana apabila Undang

undang yang bersangkutan tidak mencantumkan saaksi pidana. 

3. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangt 

ketentuan Undang-undang yang ben;angkutan . 

.tn4Jbid. hlm. 63-M. 
411> Ibid, :.lm. 98. 
"""Hamid AUamimi, dafam Maria Farlde., ibid, him. 99. 
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4. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang~undang, 

Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-undang tersebet 

tidak memintanya secara tegas-tegas. 

5. Ketentuan-keteutuan Pemturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan 

peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata

mata. 

Dalam Bah I hurufC.3 hutir90 Lampiran UU No. 10 Tahun 2004, dinyatakan 

bahwa ketentuan pidana hllnya banya dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan 

Daerah. Dengan adanya ketentuan dalam lampiran UU No. I() Tahun 2004 tersebu~ 

maka angka 2 karakteristik Peraturan Pemerintah yang disehutkan oleh Hamid 

Attamimi tersehut di atas, tidak dapat dilaksanakan. 

Selanjulnya, Maria Farida mengemukakan hahwa hulamgan antam lerubaga 

pemerintah dalam perundang-undangan yang terak_ltir di tingkat pusat adalah Badan 

negara, Badan negara ini adalah merupakan lembaga-lembaga pemerintah yang 

dibentuk berdasarkan suatu undang-undang dan berfungsi menyelenggarakan urusan

urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat misalnya Bank 

1ndonesia. 407 Diakui juga oleh Maria Farida bahwa lembaga pemerintah badan-badan 

negara tersebut berwenang mengeluarkan peraturan-peratw:an walaupun jwnlah 

badan-badan negara semakin tama semakin berkurang. 

Berdasarkan ura:an tentang karakteristik Peraturan Pemerintah dan 

kewenangan badan negara dalam mengeluarka.n peraturan, rnaka Peraturan Bank 

Indonesia adaia:h peraturan perundang-undangan karena memenuhi karakteristik: 

seperti yang dimilild oleh Peraturan Pemerintah, kecuali tembaga pembuatnya yaitu 

Gubemur, sedangkan Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleh Presiden. Selanjutnya. 

waJaupun Maria Farida tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan 

antara lembaga pcmerintah dengan badan negara, namun menurut rumusan Pasal 4 

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengau 

.ffl7 ]bid, him. 85. 
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UU No.3 Tahun 2004 yaitu banhwa Bank Indonesia dalah lembaga negara dan badan 

hukum publik, maka Bank Indonesia memiliki kewenangan atribsi dan kewenangan 

delegasi untuk membuat peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Bank 

Indonesia. 

Walaupun demikian, tetap masih dapat timbul pertanyaan bahwa apabila 

kewenangan mengatur hanya dimilik.i oleh Pemerintah, apakah peraturan yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia masih dapat dinyatakan sebagai peraturan 

perundang-undangan? Termasuk: karena Peraturara. Bank Indonesia tidak termasuk 

dalam hierark:i peraturan penmdang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 

10 Tahun 2004. 

Untuk menjawab pertanyaan yang timbul tentang kewenangan mengatur bagi 

Bank Indonesia sebagaimana dik:emukakan pada bagian awal sub bab ini, berikut 

perlu dikemukakan tentang urgensi dan peran bank sentral di beberapa negara dalam 

melaksanak:an regulatory JUnction. 

The Federal Reserve System (bank sentral Amerika Serikat) diberikan 

!anggungjawab untuk melakuk:an pengawasan dan pengaturan di bidang industri 

perbank.an dalam rangka menjamin dan memastikan keamanan serta kesehatan dalam 

praktek perhankan da[l_ pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

dalam undang-undang perbankan. Bahkan Federal Reserve System juga memiliki 

otoritas yang cukup luas untuk melakukan p~ngaturan terhadap lembaga dan aktifitas 

keuangan lainnya yailg dilaksanakan melah.1i kerjasama dengan lembaga pengawasan 

Jainnya di Amerika Serikat. Fokus Federal Reserve System dan lembaga terkait 

lainnya dalam melakukan pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan di Amerika 

Serikat adalah menciptakan stabilitas pasar keuangan dan menjamin perlakuan yang 

adil dan seimbang bagi para nasabah dalam melakukan transaksi keuangannya.408 

408A Publication of the Board of Glvemor of The Federal Reserve System, S!tpervision and 
Regulation of The Federal Reserve System. hUp;/lwww.fOOernlreserve.gov/pt/pdf/pf 5.pdf, p.59, 
diakses tgl. 17 November 2008 
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Untuk menjamin pelaksanaan fungsi pengaturan tersebut di atas dan dalam 

rangka pe1aksanan fungsi pengawasan bank, Federal R<!$erve melakukan monitoring, 

ispeks~ don pemeriksoon lembaga perbankan untuk meogetahui sejauh mana kondisi 

dan kepatuhan bank-bank yang diawasinya terhadap undang-undangan dan peraturan 

yang dikeluarkan oleh Federal Reserve System. Jika diten1ukan adanya 

ketidakpatuhan bank atau timbul masalab bagi bank dalam mematuhi ketentuan yaqg 

berlalru, maka Federal Reserve dapat menggunakan otorltas peogawasannya untuk 

mengambil tindakan limnal atau nnn· formal dalam rangka memperhaiki keadaan. 

Dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengaturan, Federal Reserve juga menerbitkan 

peraturan khusus beserta petunjuk perlaksanaannya tentang operasional. aktifitas. dan 

ak:uisisi atas organisasi perbankan.400 

Selanjutnyn, sebagai regulator di bidaqg perbanksn, Federal Reserve 

menetapbn suatu desain baku untuk memastikan bahwa setiap bank dapat beroperasi 

dalam keadaan dan ca.ra yang aman dan sehitt serta untuk memastikan bahwa 

pcraturan yang ada dapat/telah dilaksanakan dengan baik. Penetapan standar tersebut 

dapat dilak:ukan dalam bentuk peraturan, pedornan, atau petunjuk kebijak:an, serta 

pedornan pengawasan, atau jika dianggap perlu diatur da1am suatu ketentua.n khusus 

daJam undang-undang. Bahkan dalam banynk kasus, peraturan-peraturan ynng 

dikeluarkan oleb Fede;-a/ Reserve Board diadopsi oleb Kongres Amerika dalam 

bentuk pclak:sanaan inisiatif Kongres untuk: melaksanakan fungsi legislasinya. 

Ketentuan~ketentuan yang bersifat pelaksanaan kewajiban bagi bank, seringkali 

diadopsi oJeb Kongres untuk rnerespon persoalan-persoalan atau krisis yang pemah 

teijadi atau dimaksudkan untuk meng-update undong-undang perbankan yang berlaku 

sebagai respon atas perubahan yang terjadi daJam perkembangan pasar keuangan. 410 

Sebaliknya, peraturan yang dikeluarkan oleh Federal Reserve Board 

merupakan implementasi dari kebijakan yang ditetapkan oleh Kongres dengan 

pembedan perintah atau amanat untuk ditindaklanjuti oleh Federal Reserve berupa 

lUi Ibid, him, 59~60, 
.om lbid, him. 70. 
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pengeluaran peraturan Federal Reserve Board. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan 

oleh Federal Reserve Board Misalnya antara lain didasarkan pada undang-undang 

Transfer Dana, undaog-undang Perkreditan, dan undang-undang Pembellan Rwnah. 

Dalam mengeluarkan peraturan tersebut, Federal Reserve melakuka:n koordinasi 

dengan lembaga pengaturan federallainnya.411 

Di Malayaia, kegiatan dibidang perbankan dan asuransi merupakan 

kewenangan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk melakakan pangaturan, sedangkan 

pengaturan dibidang pasar modal merupakan kewenangan Komisis Sekuritas 

Malaysia (Securities Commission Malaysia). Kewenangan pengaturan BNM dl 

bidang perbankan, juga meUputi pengaturan kelernbagaan, baik untuk kegiatan 

konvensional maupun bidang Syariah. K.ewenangan mengatur dibidang perbankan 

dan asuransi ternebut diberikan kepada BNM berdasarkan undang-undang. Adapun 

pelaksanaan pengaturan oleh BNM dilakukan melalui ke.jasarna baik dengan 

lemb.aga pemerintah maupun dengan le.mbaga swasta untuk merumuskan 

pengembangan sektor perba.'lkan dan asuransi 412 

Di Philipina, Bangko Sentral ng Pilipinas (bank sentral Pbilipina) edaleh 

otoritas 1110neter pusat Philipina yang merupakan lembaga independen yang memilikl 

kewcnangan dibidang pengaturan dan pengawasan seluruh bank dan lembaga 

keuangan non-bank di Philipina sebagaimana diamanatkan datazn UU Philipina No. 

7653 dan rlalam UU Bauk Umum No. 2000. Oleh k=:na sistem keuangan Pbilipina 

sangat tergantung (umumnya demikian) pada kepercayaan publik, maka mernpakan 

tugas dan tanggunjawab Banglco Sentral ng Pilipinas sebagai suatu badan yang 

berwenang melakukan pengaturan untuk melakukan pengawasan dan menerbitkau 

411 Pauline Smale, Structure und Functi.D1E of The Federal Resenoe System. http:/[qp_encrs.s;ornl 
document!RS20826, diakses tgl. 17 November 2008, p. 1. 

nz Malaysia lntematiorud Islamic :;inanclal Centre {MIFC}, Regulatory Roles and 
Responsibilities, hrm:!/www.mifc.oomlindex.php?ch-con reg, diakses tgL 17 November 2008. 
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peraturan daJam rangka memperkuat dan melindungi integritas dari sistem keuangan 

tersebut.'413 

Fungsi pengaturan bank di China pada mulanya dilakukan oleh bank sentral 

China. Namun karena pertimbangan untuk lebih memfukuskan pelaksanaan kebijakan 

moneter oleh bank sentral China, mnka fungsi pengaturan dan pengawasan bank 

dialihkan dari bank senlral kepada KDmisi Pengaturan Perbankan China {China 

Banking Raegu/atory Commission atau CBRC). CBRC adalah lembaga tersendiri 

yang terpisah dari bank sentral yang disamping ditugaskan untnk molakukan 

pengaturan di bidang perbankau, juga melnknkan limgsl pengawasan dan manajernen 

aset terhadap perusahaan pembiayaa.n dan Jembaga keuaugaan lainnya. Namun 

demikian, dalam melnksannkan limgsi pengaturan temebut, CBRC tetap melakukan 

koordimlsi dengan bank sentral"' 

Selain itu, dalam Pasal 110 ayat (I) Treaty Estab/oshing the European 

Communi()> (TEC) dinyatnkan bahwa dalam melnksannkan tugas-tugasnya dalam 

rangka European System of Central Bank (ESCB), dengan berdasarkan pada 

ketentuan yang ditetapkan dalam TEC dan Statuta ESCB~ European Central Bank 

(ECB) berwenang untuk membuat peraturan yang dianggep perlu dalam rangka 

melaksanakan tugas-tugas yang diamanarkan kepada ECB. Peraturan yang 

dikeluarkan oleh ECB tersebut barlaku secara umum (dalam wilayah Uni Ernpa) dan 

mengikat serta dapat langsung dlterapkan kepada seluru.'l negarn-negara anggota Uni 

Eropa, Disamping memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, ECB juga 

diberi kewenangan untuk mengenakan sanksi atau penerapan kewajiban membayar 

secara periodik jika atas ketidakpatuhan atau peianggaran terhadap setiap pernturan 

atau keputusan yang diambil oleb ECB. Adapun materi pengaturan yang dapat diatur 

oleh ECB adaiah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem 

pembayaran, namun terbatas hanya terhadap pokok-pokok yang telah ditetapkan 

~IJ Ricardo P. Lir:o, Central Bank's Rf'gulatory Role OW!J' Non-Bank Financial lnslittttions, 
http:l/infg,worldbank..orWetoo!§/doc,Vlibrnry/151239, diakses tgl. 17 November 2008. 

414 China !ntem<...l lnfunnation Center, Bm1king Regulatory Body for China. htt(;!;/f~w.china. 
org.cnlengli.<:h/Mar/58502, diakl!<:'s cgl. 17 November 2008, 
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dalam TEC dan Statuta ESCB. Peraturan yang dikeluarkan oleh ECB disebut dengan 

"ECB Regulation".'" Menurut Gertrude Tumpel-Gugerell, Executive Board of the 

ECB babwa kebu!uhan untuk memberikan fungsi pengaturan kepada ECB sebagai 

suatu peran khusus antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperlancar sistem 

pembayaran bagi masyarakat Eropa. Dengan fungui pengaturan tersebut akan 

semakin memperjel;u; tanggungjawab ECB dalam mengembangkan dan 

meningkatkan efisiensi sistem pembayaran bagi aktifitas bank sentral dalam wilayah 

Uni Eropa. 416 

Demikian juga adanya kewenengan pengaturan yeng diberikan oleh undang

undang kepada bank sentral di negara Ekusdor (Central Bank of Ecuador), bank 

sentrnl Barbados (Central Bank of Barbados), dan bank sentral Po!aadia (National 

Bank of Po/nnd). Kewenangan pengaturan di negara-negara tersebut, metiputi hal-hal 

yang terkait dengan bidang moneter~ perbankan, dan sistem pembayaran.'n1 Menurut 

PauJ Davidson bahwa hampir semua . bank s·entral di negara:..negara maju. teiah 

diberikan fungsi. yang luas dibidang pengatunm. 418 

Dari uraian tentang peran bank sentral tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa untuk dapat me[aksa.nakan fungsi dan menjalankan tugas sebagai bank sentra[ 

dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan, dan sistern pembayaran, 

kepada bank sentral umumnya diberikan kewenangan oleh undang~undang 

dinegaranya untuk mengeluarkan atau melakukan pengaturan. Tujuan utama yang 

hendak dicapai dari pemberian kewenangan atau fungsi pengaturan kepada bank 

415 Orahnlaw, Europ1!11n Central Bank: Regulatory Powerss .. 0~~~ 2008/11/Qt!tiW!i!l::eentral~b.Mks-emu·oompalible.html, diakses tgl. 17 N 
41~ Gertrude Tumpcl-Gugerell, disampaikan dalam Konlerensi Pembayarar~ lntemasiDnal di 

London pada tanggal 25 April 2005. h:tll!://www.ecb.delpress/key/dateJ200SAUmVsp05042S.en.htm1, 
diakses tg!. i 7 November 2008. 

4:!7 Liha( Paul Davidson dalam makalahnya yang disampikan OOlam peringatan 50 tahun Central 
Bank of Ecuador, Agustus 2002, yang berjuWI "[)(tl!arizotiorr, The Functions of A Centra/Bank and 
The Ecuadorean. lihat juga "abou1 the bank of Central Bank of Barbados (CBB) sebagaima.na dlmuat 
dalam website: http://www .eentr.~!bank.orn.bb/WEBCBB.nsV"webpagdJ497E819DF6F27a042573. 
diakses tgl. 17 Novennber 2008, dan lihat juga Central Bank Function dalam wbsite National Bank of 
f'oland.bttp:t/www.nbp.pi/Horoen,asp'!Fen/onbpiinfonnacjelfunkeie banku centralnegoJttmt diakses 
<gl. 17 November 200ll. 

4111 Paul Dav1dson, ibitl. 
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sen!ral ternebut di atss adalah agar setiap kebijakan atau keputusan yang diamhil oleh 

bank sentral dapat segera dilakaaoakan secara efektif dalam raogka pelaksanaan 

kegiatan ekonomi atau pelaksanaan pernbangunan ekonomi di negara m.asing-masiog. 

Bahkan sudah menjadi common practice juga bahwa kepada bank sentral diberi 

kewenangan untuk mengenakan sanksi dalrun balas kewenangaanya sebagai bagian 

dari law enforcement untuk menjamin ditegakkannya dan dipatuhinya peraturan yang 

dikeluarkanoleh bank sentral yang barnangkutan. 

Dari perkembangan dan praktek bank sentral terse but di atas, dan dengan Jatar 

belakang serta tujuan yang sama, maka kepada Bank Indonesia juga diberikan 

keweDangan untuk melaknkan pengaturao di bidang monete:r, perbankan, dan sistem 

pembayaran nasional dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesla sehagai 

ketentuan hukum yang mengikat setiaP orang atau badan dalam wilayeh negara 

Republik Indonesia. Behkan untuk rnenjarnin ditngakkannya atau dipetubinya 

Peramra.n Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas·tugas Bank lildonesia, 

maka kepada Bank Indonesia, juga diberikan kewenangan untuk mengenak:an sanksl 

administratif sesuai dengan batas kewenangannya 

4.2 J)elegatd Legislation 

Pengertian Jegislasi menurut Legal information Access Centre (LIAC), pusat 

infurma.si pada Perpustakaan Nasional New South Wales, adalah pengertian umuro 

yang digunakan uutuk: menjelaskan berbagai dokumen hukum dengan 2 (dua) tipe 

utarna yail:u: perwma. undang-undang yang dikeluarkan oJeh ParJemen (acts, statutes, 

atau enactments)~ dan kedua, delegated legislation atau subordinate legislation atau 

legislasi yang didelegasikan.419 Pada dasamya, yang memiliki kewenangan untuk 

membuat undang~undang adalah Parlemen, namun untuk beberapa hal seringkali 

undang-und:a.ng menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada seorang pejabat atau 

<4!'1 UAC, Delegated Legis:atton, btm:l/W\vwJiac.sl.nsw.gt;;_y,au/legislationldeleg;:tWl.cfm, 
diakses lgl 17 November 2008. 
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suatu lembaga pemerintah lainnya. Dalam pengertian legislasi yang didelegasikan 

mengandung banyak tipe dari instrumen peraturan yang didelegasikan dan tergantung 

kepada siapa (pejabat atau lembaga) yang diberi otoritas oleh Parlemen untuk 

membuat hukum. Namun demikian, umumnya kewenangan tersebut adalah untuk 

membentuk peraturan. 420 

Peraturan (regulations), aturan (rules), dan by-laws adalah contoh dari 

legislasi yang didelegasikan atau peraturan pelaksanaan (subordinate legislation) 

yang kesemuanya disebut sebagai legislasi yang didelegasikan karena Parlemen telah 

mendelegasikan kewenangannya kepada daerah, departemen pemerintahan atau 

lembaga lainnya untuk. mengatur lebih lanjut berdasarkan undang-undang yang 

mem.erintahkannya. Lazinmya, legislasi yang didelegasikan merupakan nature 

administratif yang materinya dapat meliputi bentuk.-bentuk standar atau informasi 

tentang mekanisme pembiayaan, dan lain-lain. Peraturan yang di negara-negara 

Commonwealth dik.enal dengan statutory rules, umumnya niernuat materi-materi 

yang relatif sering rnengalami perubahan. 421 

Kewenangan membuat keputusan hanya diperoleh dengan dua cara, yaitu 

dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada 

suatu jabatan (pasal 1 angka 6 UU no. 5 tahun 1986 menyebutnya wewenang yang 

ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang 

yang dilimpahkan) kita berbi~ara tentang delegasi dalam hal. ada 

pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada.422 

Pernikiran negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ini 

meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga (masyarakat), rnaka kewenangan 

itu harus diternukan dalam suatu undang-undang. Didalamnya juga terdapat suatu 

legitimasi yang demokratis. Parlemen rnenjadi bagian dari pembuat undang-undang 

420 Ibid. 
421 Legal Service Commission of South Australia. http://www.!awhandbook.sa.gov. 

au/ch25sl39Jl.php. diakiies tgl. 17 November 200&. 
422 Philipus Had jon, et.al, loc.cit, hlm. 130. 
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dalam arti funnal. Pada para warga (masyarnkat) hanya dapat diberikan kewajiban

kewajiban dengan kerjasama dari para wakil rakyat yang dipilih oleb mereka. Ini 

berarti, bahwa juga untuk atribosi dan delegasi kewenangan membuat keputusan 

harus didasaikan pada suatu undang-undang forma~ setiadak-tidakuya epabila 

keputusan itu memberikan kewajiban-kewajiban di alas para warga (masyarakat). 

Sejauh itu berkaitan dengan keputusan-keputusan yang mengakni bak-bak, seperti 

suboidi, maka tuntutan alas keabsahan dari penguasa tidak dikendalikan dengan 

terlalu ketat. Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengekuan kewenangan alau 

pengalihtanganan kewenangan. Di sinl menyangkut janji-janji kerja intern antara 

penguasa dan pegawai Dalam hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan 

untuk alas nama si pengnasa. Misalnya soonang menteri, mengambil keputusan· 

keputusan tertentu, Narnun, menurot bukum menteri itu tetep merupakan badan yang 

berwenang. Secara fonnal dia mengambil keputusan dan dialah yang 

herta.nggnngjawab. A.t.:an tetapi kareca bamp!r tidak bisa dilak:-~ bahwa seonmg 

menteri membuat sendiri sernua keputusan-keputusan, maka dia haros menyerahkan 

satu dan lain hal kepada pegawai~pegawalny<l. Memang dengan sendirinya dia selalu 

dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan bila perlu membuat sendirl keputusan

keputusan tertentu. Apabila perkara-perkara tertentu peka dari segi politik. maka si 

pegawai berkewajiban untuk merundingkan hal itu dengan menterL'lya. 423 

Legislasi yang didelegasikan membcri kewenangan kepad<~. lembaga yang 

ditunjuknya untuk menetapkan atau :rnengubah hal-hal yang bersifat teknis dari su.atu 

undang-undang seperti menyesuaikan besamya sanksi atau tentang tata cata 

pengenaan sanksi yang ditetapkan dalam suatu undang-undang, Tujuan utama dari 

legislasi yang didelegasikan adalah untuk mengurangi beban pekerjaan dan jadwal 

legislasi Parlemen.424 Alasan Iainnya mengapa legislasi yang didelegasikan terscbut 

dilakukan adalah karena seringkali suatu pennasalahan bersifat sangat detail yang 

akan sangat rnemakan waktu bagi Parleme11 apabila membahas dan 

-lH Jbid.hlm.l30~131. 
414 BBC News, De/ega led Legislatkm. b.\UJ;f/new ..... bbc.co.q~/go/nr/fr/-lhiluk (}.O'IiticslE2112,stnJ.. 

diakses tgl. 17 November 2008. 
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mempertimbangkannya secara lengkap. Disarnping itu, banyak hal yang sangat tinggi 

aspek teknisnya dimana Parlemen mungkin tidak memiliki pangalaman dalam 

membahas atau merumuskan undang-undang yang terkait dengan hal tersebut.'" 

Pertimbangan lain yang juga mendasari pembuatan legislasi yang 

didelegasikan adalah karena beberapa undang-undang memang membutubkan 

perubahan secara terus~menerus untuk tetap menjaga kesesuaiannya dengan keadaan 

yang terjadi, karena melakukan amandemen undang-undang seoara konstan akan 

memaklm waktu yang sangat banyak bagi Parlemen. Sedangkan legislasi yang 

didelegasikan dapat dibuat dengan cepat untuk mengatasi suatu permasalahan betu 

dan dapat dibuat dalam bentuk yang sederbana (short notice)."" 

Di New South Wales, beberapa legislasi yang didelegasikan termasuk 

statutory rules harus dipubHkasikan dalam New South Wales Government Gazette. 

Dalam beberapa kasus, Parlemen harus memberikan catatan legislasi yang 

didelegasikan tcrsebut ·~elah dibuat". Berlakunya legislasi yang didelegasikan 

tersebut adalah pada saat diumumkan melalui pemuatannya dalam Berita Negara,. 

kecuali jika dalam peratur!lll tersebut disebutkan tentang tanggal mulai berlakunya.427 

Berdasarkan uraian tentang pengertian, cakupan. dan eksistensi konstitusi 

daJam sistem hukum dan politik yang dianut suatu negara, maka berikut ini 

dikemukaklm tentang eksistensi PBI yang merupakan baglan dan peraturan 

perundang-undangan yang berasal darl kedudukan Bank Indonesia dalarn konstitusi 

negara Rapublik Indonesia 

Sebagaimana telah dikemukan peda bagian sebelurnnya bahwa dalam Pasal 

230 UUD 1945, dinyatakan ba.hwa ·~egara memiJiki suatu bank sentral yang 

susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur 

dengan undang-undang". Dari rumusan Pasal 23D UUD 1945 tersebut, secara tegas 

425 LIAC, op. eft. 
42~ Ibid. 
~11 /bid. 
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diatur antara lain bahwa kewenangan dan tanggungjawab Bank Indonesia, 

didelegasikan oleh konstitusi untuk diatur dengan undang-undeng. 

Sehubungan dengan bal-hal tetSehul di atas, dalam UU No. 23 Talmn 1999 

tentang Bank Indonesia sebagahuana Ielah diubah der.gan UU No. 3 Tahun 2004, 

berbagai tugas dan tanggungjawab Bank Indonesia, kemudian didelegasikan lagi oleh 

undang-undang dimaksud untuk diatur lebih lanjut dabun PBl, dhuana PBl adalah 

ketentuan hukum }'I!Dg ditetapkan oleh Bank lndoneaia dan mengikat setiap orang 

atau badan dan dimuat dalam Lembarl!ll Ncgara Repoblik Indonesia. Dengan 

demikian, tampak benang merah pendelegasian pengatunm melalui peraturan 

perundang-undang dari konsitusi (lJUD 1945) kepada UU (UU tentang Bank 

Indonesia), dan kemudian kepada PBL Dalam rangkaian ini, Ielah terjadi delegated 

legislation. 

Malaysia dan Singapura menerapkan usistem delegasi" berupa subordinate 

legislasi atau subsidiari legislasi. Dari keseluruhan basil Jegaslatit;, hanya sebagian 

kec.il yang dibuat langsung oleh lembaga legislasi, serlangkan selebihnya dibuat oleh 

otoritas administratif. Lcmbaga 1agislatif hanya membuat kerangka kebijakan dan 

prinsjp-prinsip umum dalam undang~undang sehubungan dengan materi ya.Ttg diatur. 

Kemudian mendelogasikan kewenangan lebih lanjut kepada lembaga lain untuk 

mengatur dan menjabarkan secara rinci tentang metari yang terdapat dalam undang

undang tersebut. Oleh karena itu, dikedua negarn tersebut, hampir tidak ada undang

undang yang tidak memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut kepada lembaga 

teknis yang berwenang428
• 

Legislasi yang didelegasikan digunakan untuk menunjukkan subsidiari 

legislasi yang dibuat oleh lembaga administratif sebagal pelaksanaan dari 

kewenangan yang didclegasik:an oleh pembuat undang~undang, dan merupakan 

pengejawantahan dari kewenangan lembaga administratif tersebut.429 Apabila suatu 

4'lt M.P. Jain, "Admittistrai( Law of Malaysia and Singapore", da!am Politik Hukum 3, 00. Satya 
Arinanto, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univcrsilas Indonwia, Jakarta, 2001. h!m. 19. 

m Ibid. 
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undang-undang memuat aturan secara detail, mak:a undang-undang tersebut menjadi 

sangat bertele-tele (prolix) dan tidak praktis sehingga masyarakat umum akan 

menjadi lresulitm untuk memahami undang-undang tersebut. Disamping itu, para 

legislator akan memiliki keterbatasan pengetahuan dan lremrunpuan mengenai materi

materi pengaturan yang bersifat telmis dan kompleks dimana banya profesional 

dibidang tersebut saja yang mampu untuk mengimplementasikannya43 D. 

Sistem legislasi yang didelegasikan memiliki kelebihan dari segi flaksibilitas, 

elastisitas, dan ekperlmentasi. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak 

dibuat dabuu bentuk undang-ondang, maka akan mudah untuk melakukan 

penyesuaian dalam pelaksanaannya karena setelab peraturan tersebut dilaksanakan, 

dimungkinkan tetjadi bel-hal yang bersifat eksperimentasi dan pendabuuan lebih 

lanjut. Dabuu hal tetjadi fakta-fakta yang memerlulren penyesuaian pada tataran 

peraturan, meka bedan administratil; relatif lebih mudah untuk me!akukan 

penyesuaian p<:raturannya. Fak.tor-fhlctor tersebut di atas telah menjadikan lembaga 

"delegated legi.slaJion" merijadi semakin berkembang dan banyak diprak:tekkan di 

berbagai negara karena teknik tersebut sangat diperlukan oleh pemerintahan yang 

lllQdern, Badan-badan administrasi di setiap negara, tidak akan dnpat berfungsi secara 

efektiftanpa adanya sistem "delegasi legislasi".·m 

Namun demikian, terdapat kritik terhadap sistem "delegasi legislasi" tersebut 

karena dianggap tidak demokratis dan merupakan perluasan dari kewenangan yang 

tidak semestinya dari badang adrninistrasi. Cotnmiuee on Ministers' Powers (CMP) 

dalam laporannya tahun 1932 rnemberi tanggapan atas kritik tersebut bahwa sistem 

delegasi Iegislasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dalam konteks modem, 

apakah sistem. tersebut baik atau buruk, adalah fakta bahwa sistem tersebut sangat 

dibutuhkan dalam praktek. dan sistem ter.sebut adalah sah dan konstitusional 

m Ibid, him. 20. 
431 Ibid, him. 21. 
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sepanjang dilakukan untuk tujuan yang jelas, dilakukan dalam batasan-batasan 

tertentu, dan berada dalam pengawasan legislatorm 

Peranan lembaga-lembaga pemerintaban bukan saja melaksanakan 

kebijaksanaan negara tetapi juga dalam merumuskan kebijaksanaan tersebut. Oleh 

karena pembuatan legislasi yang didelega:sikan merupakan kebijaksanaan negara, 

maka seca.ra ipso pacto berarti juga lembaga-lembaga pemeriniahan tersebut telah 

·terlibat dalam proses politik. Dalam konsap de1110krasi modern, kebijaksanaan negara 

tidak banya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, 

tetapi opini publik (public oponion} juga mempunyai porsi yang sama besanaya untuk 

diisikan (teroermin} dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Setiap kebijaksanaan 

negara harus berorientasi pada kapentingan publik (public interost). Kebijaksanaan 

negara adalah "sef!Ulgkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tu~ 

tertentu demi kepentingan se]uruh masyarakat•t:!J. 

Menurut I. C. van der Vlies, jenis peraturan pcrunda.ng-undangan yang disebut 

peraturan perundang-undangan pada abad ke- 19. umumnya pembuat undang-undang 

mengatur sendiri hal-hal yang akan diatur lebih lanjut, dan karenanya pasti 

memasukkan nonna-nonna yang penting di dalam undang-undang. Hanya detil yang 

perlu-perlu saja yang diserahkan pengaturannya kepada instansi pemerintah lain.434 

Namtm demikian, pada peraturan perundang-undangan administrasi, keadaannya 

berbeda. Pembuat undang-undang, yang dihadapkan pad a tugas sulit dan luas untuk 

menyelenggarakan negara kesejahtera~ seringkaH barns memilih untuk menetapkan 

dalam undang-undang hanya sebagian norma yang perlu. Pernbuat undang-undang 

kebanyakannya menyerahkan penetapan UQrma kepada suatu instansi lain. Ini pada 

umumnya berupa organ pemerintah lebih rendah seperti pemerintah, menteri, atau 

ornn badan umum lain. Dalam hal serupa itu pembuat undang-undang hanya 

4JZ fbfd. 
4J3 I fran Is! amy, cp.cit, him. l 0-21 
.mI. C. van der Vlies, r;p. cit., him, 20, 
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memberikan suatu landasan pedoman bagi instansi yang harus menetapkan norma; ia 

sendiri tidak atau jarang menetapkan norma (yang baku). Untuk itu ada instansi lain 

yang lebih cocok. Pembuat undang-undang hanya memberikan pokok-pokoknya. 

Peraturan perundang-undangan sernacam itu disebut orang peraturan perundang

undangan pokok (kaderwetgeving) atau peraturan perundang-undangan bingkai 

(raamlVetgeving).435 

Selanjutnya manurut I.C. van der Vlies bahwa dalam peraturan perondang

undangan dapat dibedakan antara peraturan perundang-undangan yang memuat 

sendiri nonna dan peraturan perundang-undangan yang menugaskan instansi lain 

untuk: menetapkan norma (peraturan perundang-undangan pokok atau bingkai). 

Peraturan perundang-undangan pada abad ke- 20, penetapan norma umumnya 

diserahkan kepada instansi lain, sedangkan peraturan perundang-undangan abad ke-

19, sebagian besar norma, masih ditetapkan sendiri oleh pembuat undang-undang.436 

Delegasi suatu kewenangan dipaharni orang sebagai pelimpahan suatu 

kewenangan, sehingga pihak yang mendapat kewenangan (delegataris) akan 

melak.sanak.aililya berdasarkan taiJggungjawabnya sendiri.437 Namun delegans masih 

tetap mempunyai sedikit tanggung jawab, walaupun terbatas. Jika delegans misalnya 

berpendapat bahwa tugas yang didelegasikan tidak dijalankan dengan baik, delegans 

dapat menarik kembali kewenangan itu. Dan ia akan menjalankan sendiri tugas yang 

tadi didelegasikan atau dapat menunjuk orang Jain lagi untuk menjalankannya. 

Namun demikian, yang perlu diperhatikan dalam pencabutan kembali delegasi 

tersebut adalah bahwa pencabutan hanya mempunyai akibat ke depan, tidak boleh 

berdampak ke belakang. Penggunaan kemungkinan ini dibatasi oleh berlakunya asas 

kepastian hukum. 438 

Selanjutnya, menurut I. C. van deer Vlies, tidak setiap pemberian kewenangan 

terjadi Iewat delegasi sebagaimana dikemukakan di atas misalnya pemberian 

415 Ibid, him. 21. 
436 Ibid, hlm. 23. 
4
l1 Donner, dalam I.C. van der \ilies, ihid, him. 79. 

438 Ibid, hlm 80. 
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kewenangan kepada keknasaan kehakiman. Pemberian kewenangan kepada 

keknasaan kehakiman tersebut bukan delegasi karena pembuat undang-nndang tidak 

menyerabkan sebagian tugasnya kepada bakim. Jelas bahwa pembuat nndang-undang 

tidak boleb menjalaukan tugas pengadilan. Tugas ternebut diberikau oleh UUD 

kepada hak:im. 439 

Dengan demikian, pemberian kewenangan oleh UUD kepada pembuat 

uudang-undang atau orang lain, atau oleb pembuat undaug-uudang kepada organ lain 

disebut atribusi. Jadi atribusi adalah peneiptaan suatu kewenangan yang 

pemberiannya kepada suatu organ, yang mungkin pula baru dibentuk untuk im . .., 

Berdasarkan definisi tersebut di atas. dengan rumusan yang terdapat dalam 

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 bahwa Presiden menetapkan poraturan pemerintah untuk 

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, berarti bahwa UUD telah 

memberikan kewenangan atrihusi kepada Presiden untuk membuat peraturan 

pemerintah. Pandangan ini dianut juga dalam UUD Perancis. 441 Dengan demikian, 

tidaklah mutlak bahwa pembuat undang-unda.ng harus menetapkan secma tepat apa 

yang harus dilukukan atau apa yang harus dibiarl<an untuk dilakukan oleh 

pemerintah.442 Kewenangan atribusi yang sama, juga dimilik:i oleh DPR sebagaimana 

diarur dahnn Pasal20 ayat (1) UUD 1945 yaitu behwa DPR memegang kekuasaan 

mcmbentuk undang-uudang. 

Kewenangan atribusi tidak menetapkan hal-hal apa yang harus diatur lebih 

lanjut, namun sifatnya (undang-undang) menyangkut penetapan peraturan yang 

bersifat umum. Sebaliknya kewenangan iielegasi sudah jelas dan pasti tentang hak-hal 

yang akan ditetapkan lebih lanjut. Pendapat yang umum diterima adalah bahwa 

pembuat undang-undang yang mempunyai kewenangan atributif pada dasaroya boleh 

mendelegsikan kewenangan yang bersifat membuat 1mdang-undang, sedangkan 

kewenangan delegasi harus dinonnakan. Pembuat undang-undang tidak boleh 

4}9 !bid. 
+«! lbid. 
441 Jbfd,hlm. 81. 
442 Ibid, h[m. 81, 
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mendelegasikan kewenangan blanko kepada pemerintah (kecuali dalam keadaan 

d=rat).'" 

Yang perlu diperhatikan dalam membuat peraturan untuk melaksanakan suatu 

undang-undang adalah bahwa pemerintah wajib menaati ballls-hat8S yang d~etapkun 

baginya oleh pembuat undang-undang, Pemerintah tidak boleh membuat peraturan 

yang melampaui kewcnanglln yllllg didolegasikan kepadanya kareDJI dapat berakibat 

bahwa peraturan itu, sejauh dibuat tanpa kewenangan, akan dinyatakan tidak 

mampunyai kekualan mengikat oleh hakim Menurut LC- vm deer Vlies, jika 

undang-undang telah mendelegasi.k:an kewenangan kepada Pemerint~ maka 

pemerintah dilarang mendelegasikan kembali kewenangan tersebut kepada menteri 

uotuk rnembuat peraturan yang diterirna.nya dari pembuat wtdang-undang. Delegasi 

seperti ini disobut "subdelegasi terlarang"_ Jika yang dikehendaki oleh pernbuat 

undang-undang sebagai penerima delegasi adalah menteri secara langsung. maka 

organ menteri tersebut harus disebutkan dalam undang-undang sebagai penerima 

delegasi-nya. 444 

Pada mulanya terdapat keberatan terbadap delegasi kewenangan kepada 

menteri ini dan peraturan-peraturan yang diteta;pkan oJeh menteri tersebut dianggap 

sebagai bukan peraturan hukwn yang murni, walaupun dewasa ini pembuat undang

undang seringkati memberikan kepada menteri kewenangan membuat peraturan. 

Menurut dogmatika hukum tata negara, menteri menerima kewenangan membuat 

peraturan ~ hanya untuk hal-hal yang kurang begitu penting, Akan tetap~ 

prakteknya tidak seJalu demikian. Se$00rang dapat mengajukan kepada hakim 

administrasi bahwa peraturan yang dipakai sebagai dasar penuntutan terhadap dirinya 

telah dibuat tanpa kewenangan, khususnya mengenai suatu peraturan yang dipakai 

sebagai dasar pemberian keputusan (bescftikking) yang merugikannya, termasuk 

mengajukan kebaratan kepada hakim perdata, jika yang bersangkutan merasa 

dirugikan karena adanya suatu peraturan yang tak sa h. 445 

443 Ibid, hlm. 82. 
444 lbid, him. 85~86. 
«s Ibid, him. 90. 
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Indone$ia sebagai negara hukum. perlu sedemikian rupa menjahark:an 

keberadaannya tersebut agar dapat memenuhi unsur-unsur suatu negara hukum yang 

dapat menjamin bahwa sistem hukum yang diterapkan, termasuk peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkannya, adalah semunya tertuju pada 

kesejohteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu kiranya diperhatikan 

tentang ciri-ciri negara hukum modern sebagai berikut:446 

a. Corak negara adalah "We/fa,. Sttlte", suatu Negara yang mengutamakan 

kepentingan seluruh rakyat. 

b. Staatsonthouding telah diganti dengan staatshemoeienis yaitu negara ikut campur 

da!am semua lapangan kehidupan masyarakat 

c. Eknnomi liberal teloh diganti dengan sistem ekonomi yang lebih dlpirnpin oleh 

pemerintoh pusat (centraal ge/eide ekonomie). 

d. Tugan dari ~uatu welfare ;;tate adalah "besfir.uzorg" yaitu JL.ei'l}'Clen.ggarakau 

kesejahteraan umum. 

e. Tugas negara adaiah menjaga keamanan dalam arti luas yaitu keamanan sosial 

disegala lapangan kehidupan masyarakat. 

Dalam welfare stme {Dr. Lemaire menyebutnya dengan bestuurzor:g). 

administrasi negara (termaauk BI) diberikan "Freies Ermessen" yaitu bahwa 

administrasi negara diberikan kebebasan untuk atas icisiatif sendiri melakukan 

perbuatan-perbuatan guna menyelesaiakan persoalan-pen;oalan yang mendesak dan 

yang peraturan penyelesaiannya belum ada, yaitu belun dibuat o!eh badan kenegaraan 

yang diserahi tugas membuat undan.g-undang. 

Det~gan pemberianfreies ermessen tersebut kepada bad an administrasi negara 

maka dapat diartikan bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan 

pembentuk undang-undang (fegislatif) dipindabkan ke dalam tangan badan 

'"
6 Bacbsn Mustafa, "Pakok-pokok Huh(m Administrasi NegaY(J", Citra Adlt~ Bak!i, Bandung, 

1990, him. 14-16. 
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!:tdministrasi {pemerintah) tersebut. Dalam negara-negara modem, lembaga "'rlelegasi 

perundang-undangali' (delegatre van wetgevmg) merupakan praktek yang 1azim 

dengan tujuan : 

a. Untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang. 

b. Mencegah kemacetan dalam bidang pemerintahan. 

c. Administrasi negara dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang

undang atau sesuai denganjiwa undang~undang. 

Dalam konstitusi Indonesia, sistem delegatie van wetgeving juga dik.enal yaitu 

dengan adanya pemberian kewenangan pelaksanaan UUD 1945 kepada Undang

Undang. Selanjutnya, menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urut Peraturan 

Perundang-undangan,. sistem delegatie van wetgeving tersebut didelegasikan lagi oleh 

Undang-Undang kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

Dalam pralctek: di Indolj,esia, pembuata..'"l perar~ pcr&erintah, di..s40mping 

men.tpakan kewenaogan atribusi yang diberikan oleh UUD 1945, juga pen1buataa"U1ya 

didasarkan pada kewenangan delegasi yang diperoleh atas kuasa khusus dari pembuat 

undang-undang. Kewenangan membuat peraturan pemerintah atas kuasa dati UUD 

adalah kewenangan mandir~ sedangk:an kewenangan membuat peraturan pemerintah 

atas kuasa dari undang~undang adalah kewenangan tertentu sifatnya. 

Selanjunya I. C. van deer Vlies mangemukakan bahwa Afdeling Rechtspraak 

di Belanda da.Iarn putusannya tanggal 26 Januari 1984 menyatakan bahwa suatu 

peraturan yang dikeluarkan oleh Raja sebagai peraturan yang mengik:at umum. 

Peraturan tersebut memuat syarat-syarat tentang penerimaan purnawirawan di wisma 

yang disediakan khusus untuk para purnawirawan. Menurut MdeJing Re;;htspraak 

peraturan yang dikeluarkan oleh Raja tersebut mengikat umum kar~ mengikat para 

purnawirawan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan agar dapat 

dikategorikan sebagai purnawirawan. Oieh karena peraturan tecsebut yang mengikat 
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umum, maka menurut AtaeJing Rechtspraak, peraturan yang mengikat umum tidak 

selalu ditetapkan dengan peraturan pemerinlab. 447 

Menurut Aan Seidman, dkk., setiap (rancangan} wtdang-undang harus selalu 

berada pada suatu rangkaian kesatuan antara (rancangan} wtdang-wtdang yang 

merinci semua ketentuannya kapada pihak yang dituju (rancangan undang-undang 

transitif) dan rancangan wtdang-undang yang mernberikan wewenang llllll> kepada 

ba.dan peJaksana untnk membuat peraturan~peraturan terperinci (suatu ranca.ngan 

undang-undang payaeg). Hampir semua {rancangan) undang-wtdang sampai pada 

titik tertentu mernherikan wewenang kepada badan pelaksana -~ membuat 

peraturan guna mengiai celab-celah da!am (rancangan) undang-undang tersebut. Hal 

tersebut merupakan fungsi pernbuatan wtdang-undang. Dengan demikian, hampir 

semua badan pelaksana bartindak sebagai lembaga perubaat wtdang-undang."' 

Berdasrrlan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesinlpulan babwa 

karakteristik legislasi yang didelegasikan (delegated legislation) atau peraturan 

pelaksanaan (subordinate legislation) adalah: 

a. dapat diperoleh dari amanat UUD l945 dan atau dari undang-undang; 

b. pemberiannya disebutkan dalum UUD 1945 dan atau undaug-undang dengan 

menentukan iembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur; 

c. dapat hersifat atribusi maupun delegasi; 

d. tidak dapat dialihkan kepada lembaga dan atau pejabat lain unhlk melakukan 

pengaturan; 

e, rnateri atau obyek pengaturan untuk kewenangan yang bersifat atributif belum 

ditentukan (terbuka), sndangkan untuk kewenangan delegatif sudah ditetapkan 

(tertutup); 

41 lbfd, lilm. 90-91. 
4411 Aan Seidman, er.al., P(!flyusunon Rancang(ln Undong-Undang dal(1m Parubahan Masyurako.t 

Yang Demkratis(Johanes Usfunan, dkk,, Penerjemah). ELIPS, 2002, him. 190. 
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f cak.upan materi atau obyek yang diatur sesuai dengan fungsi dan kewenangan 

lembaga yang dlberi kewenangan; 

g. ruang tinglrup berlakunya bersifat mengikat umum; 

h. merupakan peraturan yang tingkaW!nya berada di bawah undang-undang; 

i dimuat dalam lembar dan ata.u berita negara agar dapat diketahui oleh um.um; 

j. tidak dapat digugat dimuka peradilan tala usaha negara tetapi dimuka peradilan 

umum; 

k. proses perumusan dan pembuatannya tidak serumit undang-undang sehingga 

lebih mudah jik:a dilak:ukan penyesuaian atau perubahan sesuai dengan hasil 

evaluasi pelaksanaan atau perkembangan kebutuhan: 

L merupakan peraturan perundang-undangan (hukum positif); dan 

m. jerm:ny?. d2pat berupa peraturan (regulation)~ aturan (rule), atau (by l!n~). 

Sistem delegas~ subordinasi, atau subsidiari legislasi telah menjadi sesuatu 

yang lazim dalam semua negara demokrasi. Dari keseluruhan produk legislatif di 

suatu negara, hanya sebagian kecil yang dibuat langsung oleh Iembaga legislati"t 

sementara sebagian besarnya. dibuat oleh otoritas administratif Yang dirumuskan 

oleh legislatif dalam produk perundang-undaogannya adalah hal-hal yang bersifat 

prinsip-prinsip dan kebijakan umurn saja, sedaogkao hal-hal yang berSifat lebih 

teknis, didelegasikan kepada lemba:ga administratif untuk mengatur lebih lanjut.449 

Sehubungan dengan itu, dan memperhatikan karakteristik Peratur.an Bank 

Indonesia, pada dasamya sama dengan karakteristik tersebut di atas. Dengan 

demikian, Peraturan Bank Indonesia adalah legisJasi yang dideiegasikan (delegated 

legislation). 

44
' M.P.Jain, dalam Satya Arinanto, ed., Politik Hukum 3. Jakarta; Program Pascasa;jana FH-Ul, 

2001, him. 19. 
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4..3 Aktualisasi Peraturan Bank Indonesia Sebagai Peraturan Perundang .. 

undaugan 

4.3.1 Prinsip-Prinsip Pengaturan 

Asas negara hukum mempersyaratkan bahwa tindakan tertentu pemerintah 

barns didasarkan pada nndang-undang (peraturar. perundang-nndangan). Pada asas ini 

tersirat bahwa wetmatigheid merupakan jarnlnan bagi rechmatigheid tindakan 

pemerintak. 

Sampai batas tertentu, setiap badan pelaksana menyusun peraturan untuk 

mengisi rincian-ri.ncian dari undangwundang. Sejauh badan pelaksana tersebut 

menyusun peraturan, badan tersebut menjadi lembaga pembuat undang~undang. 450 

Oleh karena itu, s!ruktur pengarnbilan keputusan harus men.anggepi basil (out 

put) yang diharapkan. Prosedur yang diperlukan untuk mencap•i kepututusan 

ponegakan yang tidak sewenang-wenang. biasanya berbeda dari prosedur yang 

diperlukan untuk menghasilkan peraturan yang bijaksana.451 Untuk meningkatkan 

kemungkinan pembuatan keputusan yang tidak sewenangwwenang dalam proses 

pembuatan peraturan, dipertukan suatu struktur dan proses yang perlu diperhatikan 

oleh badan pembentuk peraturan, termasak prinsip-prinsip pengaturan yang barns 

dipatuhi Pentingnya memperhatikan hal tersebut rli atas. terkait juga dengan perJunya 

memperhatikan kemungkinan pengarub yang bc:rbeda dari suatu peratunm terbadap 

berbagai strata sosial dan berbagai kepentingan dalam masyarakat Kemungki.nan 

pengaruh tersebut seperti dampak sosial karena peraturan yang dikeluarkan akan 

mengubah suatu perilaku tertentu yang menjadi kebiasaan selama ini dalam 

masyarakat. 

Disamping itu, pengaruh yang juga yang ditimbulkan oleh peraturan pada 

kepentingan lingkungan hidup, hak asasi manusia dan pemerintahan yang bersih. 

Termasuk yang juga penting untuk dipertimbangkan adaJah perkiraan pada alcibat dan 

·hO Aan Seidmano, atal, loc. cii, him. 192 . 
.tSt ibid. 
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manfaat ekonomi. Akibat ekonomi terkait misalnya dengan fuktor biaya yang akan 

dilanggeng oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat jika peratunm tersebut 

. dikeluarkan. Adapun pertimbangan tentang manfaat ekonomi saperti faktor 

pmingkalan lapangan kezja dllll laba sektor swasta, peningkatan penerimaan pajek, 

diUl masalab pengbasilllll para pe!aku ekonomi.452 

Hukum dapat berbentek atUCIUl-aturan hukum tertulis dan aturan-atu:ran 

hukum tidek tertulis. Aturan-atunm hukum tertulis adalab peraturan perundang

undangan. Di rnasa modern sekarang, kedua bentuk aturan hukum terScbut senantiasa 

hadir serempek pada setiap lingkungan masyarekat hukum baik masyarnkat bukum 

yang berbentuk negara atau yang tidak berbentuk negara. Kedua bentuk tersebut 

saling melengkapi satu sama lain. Tetapi dalam perkembangannya, aturan~aturan 

hukum tertulis makin menjadi sumber utama setiap sistem huko.m. Hal ini terjadi 

antara lain karena kebutuban akan kepastian hokum (rechtszekerheid). Aturan-aturan 

hukuru tertulis ("rillen law, geschrecht) diparidang lebih pasti dibandingkan dongan 

aturan-aturan hukum tidak tertulis (unwritten law, ongeschrevenrecht). Sebenamya 

kepastian hukum suatu aturan hukum tertulis sangat tergantung pada rumusan~ 

rumusan kaidahnya. Dapat saja Slliitu aturan hukum tertulis mengandung 

ketidakpastian huknm yang sama besarnya dengan aturan-aturan bukum tidak tertulis. 

Hal iai terjadi antara lain kat'OI!a rumusan-rumusan kaidab yang tidak jelas (vaag, 

vague) atau tidak bersistem saperti kurang memperbatikan keterkaikan antara hukum 

tertulis lain, tata urutan sebagainya. Perlu pula disebutkan bah.wa tidak semua 

kebutuhan akan lata hubungan dalarn kehidupan masyarakat hams datur dalam 

bentuk-bentuk aturan hukuru tertu!is tertentu. Ada kalanya berbagai bentuk hubnngan 

seyogyanya dibiarkan diatur dalam aturan-aturan hukum tidak tertulis atau oleh 

berbagai kebiasaan-kebiasaan tetap atau berbagai bentuk etika (seperti etika profesi) 

yang berlaku dan dihonnati dalam pergaulan masyarakat tertentu. Bahkan aturan-

4
;
1 Ibid, him. 138-141, 
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aturan hukum khusus dapa! juga terbentuk melalu berbagai bentuk pcrjanjian 

(overeenlwmst) an!ara individu yang sam dengan yang lain."' 
Pembentukan aturan-aturan hukum tortu.lis barns didasarkan pada kebutuban 

Kebutuhan tersebut harus bersifat merulasar seperti kepastian, potensi konllik, 

mencegah kemungkinan tidak sewenang-wenang dari penguasa, jaminan-jarninan 

atau bek-hak pengaturan kewajiban dalam pergaulan masyarakat maupun autara 

masyarakat deegan negaza atau pcmerintah. Namun barns dlakui secara materiil tidak 

mudah menentukan apakah sesuatn harus diatur dalam aturan hukum tertulis atau 

dibiarkan tumbuh dan diatur oleh masyarakat sendiri. Lebih-lebih dalam pergaulan 

masyarakat modereo yang kompleks dan makin kuatnya keikutsertaan negara dan 

pemerintah dalam pergaulan masyarakst. Masyarakst mnderen yang kompleks 

membutuhksn aturan-aturan hukum yang rumit. Al:utan-aturan hukum tortulis 

merupakan instrument untuk menciptakan antran-aturan hubungan hukum yang selain 

pasti tetapi juga l>emisfi::m sehingga menjadi Sederbana dari mudah- d1kenali atiru 

diidentifikasikan. Dari sudut negara atau pemerintah kehadiran atutan~aturan hukum 

tert:ulis mempunya makna tersendiri Negara moderen adalah negara yang turut serta 

dalam pergaulan masyarakat. Negara tidak lagi sekedar .. penjaga malam" 

(nachtwakersstaat), tetapi menrilrul kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan 

umum. D•lam negara yang berdasarkan atas hukum baik yang didasarlcan pada ajaran 

"de rechtsstaat" maupun ajarao "the role of laW' mewaj!bkan semua tindakan negara 

dan pemerintah senantiasa didasarkan pada asas-asas dan aturan-aturan hukum 

tertentu balk yang tertulis maupun tidak tertulis. 454 

Baik untuk memenuhi kewajiban tradisional sebagai penjaga ketertiban. dan 

keamanan serta: berbagai bentuk akan penyelenggaraan negara dan pe~erintahan 

maupun sebagai penyelenggara kesejahteraan umum, peranan negara dan pemerintah 

makin tidak terbatas dalam memasuki peri kehidupan rakyat banyak:. Hampir semua 

aspek keWdupan kemasyarakatan atau individu dapat menjadi sasaran (objek) 

453 Bagir Mantm, op. cfl, hlm. 22-23. 
454 Ibid, 
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tindakan negara atau pemerintah. Dalam masa modem ini makin sulit menemukan 

aspek kehidupan yang benar-benar pribadi (privacy) yang sama sekali terlepas dari 

kemungkinan campur tangan negara atau pemerintah. Hubungan antara negara atau 

pemerintah dengan masyarakat selalu besifat kritis. Negara atau pemerintah sebagai 

bentuk organisasi yang dilengkapi dengan kekuasaan memaksa (gezagorganisatie 

bahkan machtorganisatie), karena itu sangat kuat berhadapan dengan masyarakat 

secara individual lemah, dapat menimbulkan pola hubungan dan tidak seweoang

wenang. Untuk menjaga kemungkinan tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang 

pasti dan jelas yang mengatur tata cara negara dan pemerintahan menjalankan 

kelruasaannya dan berbagai jaminan yang melindungi anggota masyarakat dari 

kemungkinan tindak.an sewenang-wenang negara atau pemerintah.455 

K.arena suatu pihak. spektrum kehidupan kemasyarakatan atau individu 

mengandung dimensi yang begitu luas bahkan tidak terbatas, sedangkan di pihak lain 

setiap tindakaii negara atau peinerintah dala.ril negara- beidaSarkan atas hukuni 

berdasarkan pada asas dan aturan hukum tertentu, telah menimbulkan konsekuensi 

harus selalu tersedia bcrbagai perangkat hukum senantiasa di topang baik oleh aturan 

hukum tidak tertulis maupun yang tertulis. Namun untuk tetap menjamin kehadiran 

hukum bagi tindakan negara atau pemerintah, makin sukar untuk semata-mata 

menyandarkannya pada aturan hukum tidak tertulis yang pertumbuhannya tidak: dapat 

dipecahkan. Dalam keadaan-keadaan demik.ian, pilihan terbaik adalah membangun 

hukum tertulis dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.456 

Dalam mernpertimbangkan kemungkinan dari dampak tersebut di atas, maka 

dalam pelaksanaan pengaturan perlu diperhatikan asas-asas pengaturan yang baik. 

agar keseluruhan dampak, baik konsekuensi maupun basil yang diharapkan dari suatu 

peraturan tetap dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi 

masyarakat, khususnya dalam pe!aksanaan pembangunan ekonomi. 

Ist!lah 'asas' .dalam 'asas-asas pembuatan peraturan yang baik' rnempunyai 

4ss Ibid, him. 24. 
4s6 Ibid. 
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pengertian yang lain dari pengertiannya yang hiasa. Ini adalah asas-asas yang harus 

d.itaati pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakannya dan yang pelaksanaannya 

dapat dipaksakan oleh bukum. Menurut Hirsch Ballin, dalam perkemhangan asas-asas 

pemerlntahan yang haik di dalam ywisprudens~ asas-asas Ini harus dianggap sehagai 

aturan-hukum yang herjenis lchusus. 451 Ciri dari aturan-aturan ini adalah sifutnya tak 

mandiri, demikian Hirsch Ballin. Aturan-aturan ini hanya mempuoyai arti jika, karena 

sesuatu alasan, ada hubungan hukum antara suatu organ pemerlntah dan satu atau 

lebih pihak ketiga_ Pada saat pcmerintah boleh mengeluarkan suatu keputusan 

(beschikking) berdasarkan suatu norma hukum tertulis, maka ketika itu pula tiiDbul 

pentingnya asas~asas tak tertulis. Asas-asas tak tertulis ini menyatakan bagaimana 

keputusan itu harus diherikan sepanjang di dalam hukum tertulis belum ada 

penormaan Wltuk. itu. Dalam pengertian ini, asas-a.sas ini merupakan aturan hukum 

tak tertulis. 4ss 

'Asas-asas periierin<ahan yai:tg baik telah 1iegitu jnuh dikembangkan sefiingga 

da.pat her:fungsi sebagai aturan-hukum yang berjenis khusus. Di lain pihak:. asas~asas 

pembuatan peraturan yang baik masih berada dalam taha:p awal perkembangannya. 

Nam~ karena adanya perbedaan antara kegiatan eksek:utif dan legislative; kedua 

asas ini lidak dapat dlkembangkan dalam satu garis, Asas-a..'\as pemerintahan yang 

baik memang lidak dibuat untuk: tindakan pemerintah yang sarna sekali bebas. Asas

asas ini lahir dati yurispedensi bagi pemberian suatu keputusan atas dasar peraturan 

yang ada. Bagi pemberian keputusan berJaku nonna~norma tertentu,. betapa pun 

besarnya kebebasan yang kadang~kadang diberikan oleh norma-norma ini kepada 

pemerlntah. Jadi, arab dari keputusan ini sudah ditentukan, kadang-kadang behkan 

lebih dari itu. Lagi pula, asas-asas ini umumnya dikembangkan dalam kaitannya 

dengan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu 

mereka yang dituju oleh suatu keputusan atau peraturan.459 

411 E.MJT, Hirsch Ballin, dalam I. C. van deer Vlies, op.ciL him. 243. 
438 ibid, 
419 Ibid, him. 244. 
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Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar, Oostenbri.nk membahas 

perkembangan asas-asas umum pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. 

Menurutnya, perbedaan antara asas-asas wnum pemerintaban yang baik dan asas·asas 

wnwn pembnatan peraturan yang baik digantung pada pembadaan antara peraturan 

umum dan keputusan. Oostenbrink menganggap pembadaan itu tidak dapat 

dipertabanksn. Karena itu ia tidak melihat adanya ruang bagi pengembangan asas

asas wnum pernbualan peratunm yang baik secara mandiri. Adalah lebib tepa! untuk 

mengataj<an adanya asas·asas hakum yang umum yang sillrtnya dapat diterapkan bagi 

bermacam-maoam jenis tindakan."" Namun demikian, menurut l.C. van deer Vlies, 

asas...,as pembuatan peraturan yang baik dikek>mpokkan sebagai berikut:461 

I. Asas·asas yang berkaitan dengan proses pembentukan suatu peraturan; 

2. Asas-asas yang berkaitan dengan sis:tematik:a dan pengumuman suatu peraturan; · 

3. Asas-asas yang berkaitan dengan urgensi dan tU;iuan pembuatan sua:tu peraturan; 

4. Asas-asa.~ yang berkaitan dengan isi peraturan. 

Lebih lanjut, I.C. van deer Vlies menjabarkan lebih lanjut asas-asas 

pembuatan peraturan yang baik sebagai berikut: 

1. Asas yang berhubungan dengan hak asasi. Setiap pembuat peraturan wajib 

menghormati bak: asasi. Akan tetapi, kedudukan hak asasi tidak berbeda dari 

kedudukan ketentuan-kelentullll (penting) lain yang terdapat dalam UUD atau 

suatu ketentu::m yang tingkatannya !ebih tinggi bagi si pembuat peraturan. Setiap 

pemhuat peraturan wajib menghormati tertib huk:um yang ada. Perintah ini 

berkaitan erat dengan isi suatu peraturan. yang konsekuensinya bagi setiap 

peraturan tentu saja berbeda-beda.'" 

2. Asas tujuan yangjelas, yang terdiri atas tiga tingkat yaitu:463 

4611 Oostenbrink, dalam I. C. van deer Vlies. hlm, 245, 
461 !bid, hfm. 252. 
46:l Ibid, hlm. 253. 
-<~;}ibid, hfm. 25&. 
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a. Kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat; 

b. Tujuan terentu dari peraturan yang akan dibuat; dan 

c. Tujuan dari bernagai bagian dalam peraturan. 

Untuk dapat menyatakan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai, pembnat 

undang-undang pertama-tama perlu memberikan uraian yang cukup mengenai 

keadaan-keadaan nyata yang ingin diatasi oleh suatu peraturan. Selanjutnya, perlu 

dikemukakan perubahan-perubahan apa yang melalui peraturan itu dikehendaki 

terjadi atas situasi nyala yeng ada serta harus diuraikan bagaimana ketentuan

ketentuan dahnn peraturan itu akan menimbulkan perubahan-porubahan tersebuL 

Dalam uraian itu perlu dimuat ikhtisar mengenai kebaikan dan kebumkannya. 

3. Asas organ yeng tepaL Asas ini yang menghendaki agar suatu organ memheri 

penjelasan bahwa pembuatan suaru perat:uran tertentu memang berada dalam 

kewenangdllnya, dan agar Slll:itU O~i:l.il, khususnya pembuat undang~undang, 

memberi alas-an mengap:a organ tersebut tidak melaksanakan sendiri pengaturan 

atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada organ lain.464 

4. Asas urgensi {kemendesakan). Asas ini adalah untuk menjelaskan bahwa untuk 

mencapai suatu tujUan. maka harus dibuat suatu peutturan.465 

5. Asas kernungkinan pelakaanaan peraturan. Dalam literatur, asas ini dikenal juga 

dengan asas kemungkina.n penegakan. AS2:s ini menyangkut jaminan-jaminan 

bagi dapat dilaksanakannya segaJa norma yang dimuat dalam suatu peraturan. 

antara lain mengenai adanya dukungan sosial yang cukup, sa.rana yang memadai 

bagi organ pelaksana peraturan, dukungan keuangan yang cukup untuk biaya

biaya pelaksanaan peraturan, dan sanksi-sanksi yang sesuai. 466 

6. Asas konsensus. Asas ini menyangkut perlu diusahakan adanya konsensus antara 

pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah (organ pembuat peraturan) 

.!64 Ibid, hlm. 266. 
«>$Ibid. hli!l. 271. 
466 !hid. hlm. 274. 
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mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.467 

Dalam pelaksanaan asas in~ yang perlu diperhatikan adalah faktor sistem 

demokrlllli agar pihak-pihak yang beroangkutan sadapal mungkin harus 

diikutsertakan di dalam proses pembentakan sualu persturan. Yang juga penting 

diperhatikan dalam pelaksanaan liSas ini adalah pemilihan lembaga-lembaga yang 

tepat untuk dapat mengadaksn konsensus agar merepresentasika:n kebutuban dan 

ekspektasi masyarakat yang akan terkait deagan pelaksanaan pernturan 

tersebut.468 

7. Asas peristllaban dan sistematika yang jelas. Menurut asas ini, suatu pemturan 

banJs jelas, balk kata-lalta yang digunakan maupun strukturnyo.""' 

8. Asas kemudahan untuk diketahui. Suatu peraturan harus dapat diketahui oleh 

setiap orang ya.o.g perlu mengetahui adanya peratllra.D tersebut. Suatu peraturan 

yang tidak diketebui oleh pibak yang berkepentingan akan kehilangan tujuarmya. 

Syarat dari peJab:arum asas ini adalah kcvJRjibau untuk mengurnwnkan peraturan 

yang dikeluerkan.'"' 

9. Asas kesamaan hukum. Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang~ 

undangan. Apa yang bagi para pihak yang bersangkutan samHama dianggap 

penting. barus sedapat mungkin diatur bersama-sama dengan para pihak yang 

bersangkutan melalui wakil-wakilnyo. dan diatur semua materinya yang 

mernungkinkan untuk itu, dengan cara yang sama bagi para pihak tersebut. 

Peraturan tidak boleh ditujukau kepada suatu kelompok tertentu saja yang dipilih 

secara semaunya pembuat peraturan. Disamping itu, dalam asas ini 

dipertimbangkan bahwa efek suatu peraturan tidak boleh menimbulkan 

ketidaksamaan (perbedaan). dan hubungan antara satu peraturan dengan peraturan 

4i>f ibid, hlm, 280, 
468 Ibid. 
~.H Jbfd, him, 286. 
410 ibid, him. 290. 
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lainnya tidak boleh timbul ketidaksamaan. 471 

I 0. Asas kepastian hukum. As as ini menghendaki agar harapan ( ekspaktasi} yang 

w'\iar hendaknya dihonnati. Oleh karena itu, menurot asas ini, suatu peraturan 

barus memuat rumusan norma yang tepat, dan bahwa peraturan tidak akan diu bah 

tanpa adanya aturan peralihan y&ng memadai, serta suatu peraturan tidak boleh 

diberlakukan surut tanpa alasan yaug mendesak.472 

Menwut Pro£ Padmn Wahjono, asas hukum dibagi alas dua asas yaltu" (i) 

asas pembentukan perundang-undangan, dan (ii) asas materi hukum. Khusus untuk 

asas pembeutaksn peraturan perundang-undangan wajib didasarkan pada asas sebagai 

berikut:473 

I. Pengayuman dan Pendamaian; 

2. Perikemanusiean yang bertaqwa kepada Tuban Yang Maha Esa; 

3. Keadilan yang merata; 

4. Keseirnbangan. keserasian dan keselarasan; 

5. Ketertiban dan kepastian hukunlj 

6. Kenusantaraan atau unif'Ikasi; dan 

1. Inteipendensi nasional. atau gotong royong. 

Adapun menurut Prof. Sunazyati Hartono. asas hukunt yang sangat mendasar 

di Indonesia adalah asas hukum yang menentukan politik huk:um Indonesia yaitu:414 

1. Asas unifJkasi hukum atau asas wawasan nusant<iJll; 

2. Asas untuk menuangkan hukum nasional Indonesia ke dalam bentuk tertulis; 
' 

3. Asas bahwa undang~undang bukan satu-satunya sumber hukum; 

471 Ibid, hlm. 292. 
m !bid, him. 297. 
473 Padmo Wahjono, dalam Ronny Saotma Hotma Bako, Pengantar Pemhentukan Undang~ 

Undar.g Republik Indonesia. B .. ndung; Citra Adltya Baktl, 1999, Him. 53-56" 
m Sunaryati Hartono, da!am Ronny Sauuna Hotma Bako, Ibid, him. 56-57. 
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4. &as bahwa bukum kehiasaan baru berlalru apabila tidak terdapat peraturan 

hukum yang tertutis dan tidak terdapat putusan (vODis) dati pengadilan yang 

(jlernah) mengatur hal yang sama; 

5. &as babwa dengan adanya hukum nasional tidak akan ada lagi kekosongan 

hukum; 

6. &as babwa hakim Indonesia tidak boleh menolak untuk melanjutkan putusan 

dalam perkara yang diperiksanya; 

1. Asas babwa penlillg adanya pertimbangan hukum suatu putusan Mabkomab 

Agung atau Pengadilan Tillggi sebagai sumher hukum yang pentillg disamping 

peraturnn pmmdang-undangan; 

8. Asas perlu adanya pengumuman terbadap penaruran perundang-undangan barn 

dalam 3 (tiga)""" kabat ibu kota; 

9. Asas negara hukum dan adanya hieratki peraturan perundang-undangan; 

I 0. Asas persama.an kedudukan wargu negara di dalarn hukum; 

II. Asas bahwa huk:um nasional scbagai pengayon wa;ga negara dan semua pencari 

keadilan pada umumnya; 

12. Asas bahwa hukum nasional bertujuan untuk terus meningkatkan keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat secara merata; dan 

13. Asas bhineka tnnggal ika. 

Adapun asas pembentukan peraturan perundang~undangan menurut UU No. 

10 Tahun 2004 adalab:"' 

a, Kejelasan tujuan: 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepatj 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d. Dapat dilaksanakan; 

"'ll Lihat Pasal5 UUNo. lO Tahun 20(}4. 
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e. Kedayagunaan dan kel:utsilgunaan; 

f: Kc;ielasan rumnsan; dan 

g. Keterbukaan. 

!99 

Sementara itu, asas materi perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 

2004 tersebut di atas adalah:416 

a. Pengayoman; 

b. Kemanusiaan 

c. Kehangsaan; 

d. Kekeluargaan; 

e. Kennsantarnan; 

f: Bhinneka Tllllggallka; 

g. Keadilan; 

h. Kesamaan kedudukan dalarn huk:um dan pemerintahan; 

i Ketertiban dBn kepastia.t'J. hukum; dar1atau 

j. Keseimbanga.G., kesernsian, dan keselarasan. 

Jurgen Rodig mengatakan bahwa suatu teori perundang-undangan akan 

menempuh arab yang salah apabila la sejak semula tidak diartikan sebagai bagian 

yang berdiri sendiri dari teori pengaturan yang bersifat yuridis umum, 411 Heinz 

Schaffer juga berpendapat, masalah-masalah teoritis dan praktis tentang ilmu 

pembentukan hukum, tidaklah benya meliputi pembentukan undang-undang dalam 

arti formal semata, melainkan juga meliputi pembentukan seluruh peraturan yang 

berlaku umum. 418 

Dalam pelaksanaan pengaturan Bank Indonesia melalui pembentukan 

Peraturan Bank Indonesia, maka prinsip-prinsip hukum dan prinsip~prinsip 

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, 

merupakan suatu kewajlban untuk djperhatikan agar Peraturan Bank Indonesia yang 

d& Ibid, Pasal6 ayat (1). 
m Jurg<;n Rodig, dalam i£?)1hW, erlisi 21'14. Jakarta: P4I, 1994, hlm. ll. 
m: Heinz Schaffer, ibid. 
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dikeluarkannya, selalu bersifat aktual, memenuhi rasa keadilan masyarakat, efektif 

dalam mencapai tujuan yang clikehendak~ dan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Pemenuhan prinsip-prinsip pengaturan dimak.sud, baik: dalam rangka pembentu.kan 

Peraturan Bank Indonesia, maupun dalam perumusan substansi yang diatur. 

Terkait dengan perspektif hukum intemasional, menurut Miriam Budiardjo 

dalam praktek perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan HAM, secara samar-samar 

terus berlangsung. Hal ini tercermin dari sikap para pengamat dan aktivis yang 

mem.iliki sikap "outward looking" dan yang memiliki sikap "inward looking". Di 

Indonesia, sebagian masyarakat yang bersikap outward looking berpendapat bahwa 

semua ketentuan dari badan-badan intemasional bersifat mengikat (binding) dan 

harus dilaksanakan. Konvens~ hukum intemasiona~ dan international customary law 

dianggap perlu dilaksanakan secara mutlak. Sebagian masyarakat lainnya bersikap 

inward looking yang berpendirian bahwa keputusan-keputusan intemasional memang 

perlu dlhcrmati dan dilaksankan sebab konscp "kedaulatan negara" yang selama im 

dianut oleh masyarakat luas, telah sedikit banyak digerogoti oleh berkembangnya 

peran PBB dan fenomena globalisasi, terutama globalisasi ekonomi. Bagi kelompok 

inward looking ini, diyakini pula bahwa di negera-negera yang lemah ekonominya, 

disamping memenuhi hak-hak politik, fokus utama perlu ditujuk:an pada pelaksanaan 

hak. asasi pembangunan (right to development) dan hal yang sangat .krusial adalah 

terselenggaranya suatu pemerintahan yang viable (yang berfungsi) dan efektif karena 

itulah yang menjadi prasyarat untuk berdirinya suatu negara demokrasi yang 

terkonsolidasi 479 

Dalam rangka penyelenggaraan welfare state sebagai negara hukum modem 

tesebut, maka azas-azas hukum administrasi negara yang harus dipatuhi termasuk 

dalam rangka mengeluarkan PBI adalah :480 

a. Aias legalitas, bahwa setiap perbuatan administrasi berdasarkan hukum. 

479 /bid, him. 132-133 . 
.:s& Ibid. 

Univeritas Indonesia 



201 

b. Azas tidak boleh menyalahgunakan kelruasaan (abuse of power atau 

detournement de pauvoir}. 

c. Azas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrnsi negara yang satu 

oleh yang lainnya (exes de pattvoir). 

d. Azas kesamaan hale bagi setiap penduduk negara (non-discriminative). 

e. Azas upaya memaksa atau saaksi sebagai jaminan penaat kepada hokum 

administrasi negara 

f. Azas kebebasan dalam menyelesiakan masalah yang menyangkut kepentingan 

umum, bangsa, dan negara (freies ermessen). 

Menurut Sunaryati Hartono, fuktor yang akan menentukan politik hokum 

nasional tidak sexnata-mata apa yang lci.ta cita-citakan atau tergantung kepada 

kehendak pembentuk hokum, praktisi atau teoritisi belaka, akau tetapi ikut ditentukan 
- .. 

oleb perkemba.ngan huk:um di lain-lain negara, serta perkembangan hukum 

internasionat. Dengan perkataan lain, ada faktor di luar jangkauan bangsa kita yang 

:ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan datang. Lebih laujut 

dikemukakan oleh Sunaryati Hartono bahwa "hukum itu bukan merupakan tujuan, 

akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang 

dicita--citakan ... 481 

Menurut Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan perundang

undangan perlu zdanya asas-asas furmal dan materia~ yaitu:.oo. 

a. Asas-asas formal: 

l. Tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling); 

2. Organllembaga yang tepat (beginsel van hetjuiste orgaan); 

41 Sunaryati Hartono, dalam Arlidjo Alkost.ar dan M. Sholel.- Amln ( ed), "Pembongwran Hukum 
Dalam Per.'ffektif Polirik Hukum Nasionaf',Rajawali, Jakarta. 1986, 1-.lrn. 1-2 . 

.Yl Hamid Attamimi, dalam I C'Jde Pantja Astawa dan Sur-<'ifl Na'a, DiMmika Hulawr dan Hmt~ 
Penmdang-rwdongan. B:a.M'ung; Alumni. 20(}8, him, 83-83. 
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3. Perlunya peraturan (het !Wadsakelijkeheidsbeginsel); 

4. Dapat dilaksanakan (het beginse/ van uitvaerbaar-heltf); dan 

5. Konsensus (het beginsel van den consensus). 

b. Asaswasas material meliputi: 

1. Tenninologi dan sistematika yang benar (het beginse/ van duidelijke 

terminologte en duidelijke sistematiek); 

2. Dapat dikenali (het beginsel van kenbear-heitf); 

3. Perlakuan yang sama dalam bukum (het rechtsgelijk-heidsbeginsel); 

4. Kepastian bukum (het rechtszekerheidsbeginsel); dan 

5. Pe!aksanaan hukum sesuai keadaan individual (het begim;e/ nvan de 

individuele rechtsbedeling). 

Dalam praktek pemhentukan peraturan perundang-undangan, pihak pembuat 

sering tidak memperhatikan asas-asas kepastian huk."lliD dan tujuan hukum yang dapat 

mengakibatkan huk:unt itu batal demi hukum. Penerapan nllai-nilai filosofis, 

sosiologis dan yuridis dalarn pembentukan penmdang-undangan nasionaL disamping 

harus mernperhatikan asas-asas kepastian bukurn dan tujuan hukum, juga perlu 

memperhatikan dasar filosofis, sosio]Qgis dan yuridis agar peraturan itu bedaku 

etelctif. Menurut Prof. Bagir Manan, yang dimaksud dcngan dasar-dasar tersebut 

ada!ah:4113 

Yuridis, yaitu keharusan adanya lrewenangan dari pernhnat perundang

undangan, bahwa setiap perundang-undangan barus dlbuat oJeh badan 

atau pejabat yang berwenang. Juga mengenai kesesuaian bentuk atau 

jenis peraturan perundang.undangan dengan materi yang diatur, 

terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan ti.ngkat yang 

!ebih tinggi. 

.t.•n Bagir Manan dalam Sa\jipto Rahardjo, et. al, ibid, him. 5·6, 
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Sosiologis, yaitu pencerminan kenyataan yang hidup dalam mas)'arakat misalnya, 

sekarang bangsa Indonesia memasuki era industrialisas~ hulrumnya 

harus sesuai kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri. 

Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah

masalab yang dihadapi sepert~ perburuhan dan hubuugan majikan 

dengan buruh. 

Filosofis, yaitu hulrum meneerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejableraan. 

Hulrum juga diharapkan mencerminkan sistem nilai, balk sebagai 

sarana yang me!indungi nilai-nilai maupun sebagai sarana 

mewujudken dalam tingkah !aka masyarakat. 

Dari basil kajian BPHN terhadap sejumlah naskah RUU dabJm rangka 

pembentukan undang-unduug dari tahun 1948-1992 disimpulkan bahwa nilai filosofis 

yang terdapat dalam suatu undang-undang teroermin dari kesadaran untuk melihat 

bahwa aktivitas kenegaraan dan pemerintahan adalah ''pengamalan dari Pancasi!a11
• 

Adapun nilai yuridis berkaitan dengan pemberian legitimasi hukwn untuk menjawab 

kewenangan hukum apa/mana yang menjadi dasar untuk mengeluarkan suatu 

peraturan perunduug-undangan tertentu sebagaimana yang terlihat pada bagian 

pembukaan atau komideran peraturan perundang-undangan tersehut. Adapun nilai 

sosiologis berhubungan dengan reJevansi sosial suatu peraturan perundang-undangan 

seperti adanya kebutuhan sosial yang mendorong dikeluarkannya suatu pcraturan. 

Did.alamnya ak.an tennuat berbagai kepentingan seperti ekono.m.i, publi.k, dan kulturaL 

Dalam perundang-undangan, nilai sosiologis terseb-.1t ditemukan dalam bentuk 

konstatasi fakta yang mendahului atau mendasari pembuatan suatu peraturan atau 

fakta tersebut menjadi latar belakang perumusan relevansi sosial dari peraturan 

tersebut.484 

484 Saljipto Rahardjo, et al., Penelitian Hukum Tentang Penernpan Ni!ai-Nilai Filurofis, 
Sosio!ogis, dan Ywidis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undar,tan Nasional. Jakarta: 
BPHN, 1995,hlm.l0-!6. 
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4.3..2 Integrasi Peraturan Bank Indonesia Kedalam Sistem Huk:um Nasional 

Dalam TAP Ml'R No. lJ/MPR/1993 teDtang GBHN ditegaskan bahwa 

"pembangunan sistem hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional 

yang mengabdi kepada kepentingan nasional dengan penyusunan materi hukum 

secara menyeluruh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945". Adapun salah satu 

cara untuk mewujudkan sistem hukum nasional tersebut adalah melalui pembentukan 

undang·undang.485 

Sudah merupakan peudapat umum di kalangan para saljana hukum bahwa 

deml berhasilnya pembangunan dalam rnngka meDcapai tujuan berbangsa dan 

beruegaro, maka diperlukan perangkat peruudang-uudangan nasional "' 

Pembantukan paraturan peruudang-uudangsn nasional yang erat hubungannya dengan 

pembangunan, selaiu mengbendaki peranan ibun hukum, juga meughadankan kita 

pada suatu permasalahan pentiug, apakah sebenarnya bidang-bidang pembaugnnan 

itu, baik secara kesefuruhan maupun pada setiap tahapannya, serta bagaimanakah 

bidang-bidang tersebut diatumye. Se!anjutnya perlu juga diketahui apakab 

perundang-undangan yang telah ada sebelum dimulainya pembangunan (peraturan 

lama) maupun peraturan yang dibentuk se!amalbersamaan dengan pembangunan 

telah mencapai sasaran, yaitu menunja.ng ataupun mendukung setiap hasH bidang 

pembangunan tersebut. 

Dalam rangka pembentukan perundang-undangan nasional, baik secara 

pengganti peraturan kolonia.I yang dilandasi oleh ni1ai-ni1ai filosofis, sosiologis dan 

yuridis kolonial yang berlaku berdasarkan Paso! JJ Aturan Peralihan UUD 1945, dan 

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum bangsa Indonesia yang merdeka, 

berdau1at, maupun pembentukan perundang-undangan baru setelah kemerdekaan 

Republik indonesia, haruslah didasarkan pada nilai-nilai filosofis., sosiologis dan 

4!} Lihnt TAP MPR Rl No.IIIMPR/1993. 
~ Saljipto Rahardjo et.all, op. dt, him. 1. 
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yuridis bangsa Indonesia sendiri.487 Adapun nilai-nilai fblosofis1 sosiologis dan 

yuridis bangsa Indonesia adalah:488 

a. Filosofis, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dao 

bemegara yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam lndonn 

mencerminkan suatu keadilan, keterllban, dan kesejahteraan yang dilnginkan 

oleh masyarakat Indonesia. 

b. Sosiologis, yaitu budaya bangsa Indonesia yang tmubuh dan berkembang 

sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang Bhinneka 

Tunggal Ika yang berwawasan nusantara. 

c. Yuridi>, yaitu nilai-nilai dasar UUD 1945 yang <lijiwal oleh nilai-nilai 

keadilan bagi seluroh Japisan masyarnkat yang tidak memihak kepentingan 

orang-seorang saja, melainkan kepentingan orang banyak, 

Pcmbentukan peratu.r.an pcrundang~undangan uasional, perlu mGIDperhatikan 

ni1ai-nilai filoso:fis, sosiologis dan yuridis oleh karena sistem perundang-undangan 

merupakan satu kesatuan yang didasari oleh kesatuan sumber atau dasamya yaitu 

ni)ai-nilai filosofis. 459 

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto, hukum itu secara sosiologis adalah 

penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang 

merupakan himpunan nilai-nilai, kaedah-kaedah dan pola-pola perilak:u yang berkisar 

pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Bank misalnya, merupakan suatu 

1emhaga kemasyarakatan yang memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat akan 

kredit uang Proses dari pada berjalannya perkreditan diatur pada umumnya oleh 

hukum dan adanya bank dalam suatu masyarak:at mungkin mempengaruhi sistem 

hukum yang ada, 490 

481 Ibid, hlm. 1-2 . 
.£S~~IhM. 
'*"Talcott Parsons dan William M. Evat1 dalam Satjipto Rahardjoet al, op. Cit., hlm. 4. 
490 SoeQono Soekamto dalam Saijipto Rahardjo, eta!., ibid, him. 4-5. 
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Menurut Pro£ Subekt~ yang dimaksud dengan sistem hukum adalah sesuatu 

susunan a!llll catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian 

yang berkaitao satu sama lain tersusun menurut rencana dan pola hasil dari suatu 

pemikiran untuk meneapai tujuan. Dalru:n suatu sistem yang baik, tidak boleh tetjadi 

suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) diantara hagian-bagian itu.491 

Selanjutnya, Belleftoid trumga!akan hahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan 

hukum yang disusun secara terpadu herdasarlcan asas-asas tertentu.492 Adapun 

elemen-elemen dari sistem hukum menurut Lawrence M Friedman, meliputi : (i) 

tatanan kelemhagaan dan kinerja lembaga (structure), (ii) peraturan perundang

undangan (substance), dan (ill) hudaya hukum (legal culture),.., 

Pro£ Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa berbicara tcntang 

sistem hukum (Iadotresia), !entunya yang dimaksudkan adalah sistem hukum positif 

di Indonesia yaitu suatu system hukum yang berla.ku di Indonesia. 494 Sistem 

umumnya diartikan sebaghl suatu kesa.tuan yang terdiri atas unsur-UI1S11f yang sam 

sama lain berhubungan dan saling mempenga.ruhi sehingga merupakan suatu 

keseluruhan yang utuh dan berarti. Pada umumnya suatu sistem hukum adaiah suatu 

struktur formal Namun apabila berbicara tentang sistem hukum Indonesia, maka 

yang dimaksudkan adalah stru!rutur formal koidah-kaidah hukum yang bcrlaku dan 

asas-asas yang mendasarinya yang pada gilinmnya didasarkan atas UUO 1945 dan 

dijiwai oleh falsafah Pancasila.49s 

Selanjutnya, Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa jika 

hukum positif Indonesia diarlikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang 

mengatur kehidupan manusia dalam masyaraka.t, mak:a unsur-unsur hukum positif 

Indonesia adalah: (1) undang-unda.ng atau pera.tura.n perundang-undangan beserta 

491 Subekti dalam Siti Surtdari Arie, Efektifitas Pengaturan Kredit Ulltuk Usaha Kec/1 (Suatu 
Tl'njauan YurMi:.). Disertasi: Universitas Indonesia, Fakultns Hukwn-Program Pascasarjana, 2000, 
hlm. 164. 

4<n Belletroid dalam Marian Darns Badrulzaman, loc.cit. 
~n Friedman, What is a Legal System?, dalam American law: W, W. Norton & Cnmpany, New 

York- London, p. 5-6. 
~14 Moc!ttar Kusumaatmadja, foe. cit, him. 121. 
4

\"
5 /bid. 
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asas-asas yang berkaitan dengannya; (2) kebiasaan tenmsuk adat yang telah dtterima 

sebagai hukum; (3) keputusan pengadilim yang sudah mempunyai kukua!an tetap; dan 

(4) traktat atau perjanjian intemasional.'96 

Secara konvensional dikenal dua macam sistem hukum (legal system) atau 

tradisi bukum (the law tradition )497 yattu sistem hukum Eropa Kontinental yang 

disebut juga Sistem Hukum Sipil (civil law tradition), dan Sistem Hukum Anglo 

Sa:xon atau diaebut juga common law syslem. Sistem hukum Eropa Kontinentallebih 

mangutamakan penmdang-undangan sebagai sendi utamonya. Dalam sistem hukum 

in~ hukum lebih banyak dibantnk melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan 

ada kecenderangan untnk metnknkan lrodifikasi dan unifikasi atau setidak-tidaknya 

dilaknlron kompilasi hukum.'" ltulah sebahnya sistem hukum ini disebat juga 

"codified legal system"' atau sistem hukum kodi:fikasi. Dengan ditetapkannya hukum 

dalam perundang-undangan, make. kasus-kasus yang tetjadi disesuaikan dengan 

prinsip-priitsip umum yang terdapat dalam peraturan perundailg-undangan. Pada sisi 

Jain, melalui peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan social engineering atau 

social modifico.tion. Untuk tujuan in.i, hukum berfungsi secara d1rektif199 

Sebaliknya, dalam Sistem Hukum Anglo Saxon, dimulai dari kasus-kasus 

yang konkrit untnk kemudian ditarik asas-asas hukum dan kaidab-kaidah hukum 

umum Dengan demikian, putusan-putusau hakim (yarisprudensi) menjadi 

"barometer" dalam menilai suatu kasus yang lahir kemudian. Putusan hak:im menjadi 

sendi utama dalam pembentukan hukum. Oleh karena berangkat dari kasus-kasus 

yang konkrit, maka sistern ini disebut juga "case law system".9.)1.) 

Selain kedua sistem hukum tersebut di atas, dalam perkembangan selanjutnya, 

para ahli mencoba mengidentifikasi sistem hukum yang berkembang di Negara-

-Ibid, him. 122 . 
.m John Henry Marryman, dalam Rosjidl Ranggawidjaja, Pc11gantar llmu Perundarrg-undanga11. 

Bandung: Mandar Maju, 1998, him. 30. 
491 Ibid. 
49'JSjaduan Basah, foe. cit, 
m Rosjidi Ranggawidjaja, foe. cir, him. 3I. 
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negara lain seperti negara~negara sosialis dan negara-negara betdasarkan ajaran 

Islam. Kedua sistem hula.u:n ternebut masing-masing dikenal dengan sebutan Socialist 

Law Tradition (system hukum sosialis) dan Moslem Legal Tradition (trndisi hukum 

menurut ajaran Agama Islam)."'' Dalam kenyataan, dijumpai berbagai macam variasi 

atau kombinasi dari cirri-ciri sistem hukum yang ada, yaitu:"" 

!. Terdapat si.stem-sistem hula.u:n (suatu negara) yang sekaligus mengandung ciri

ciri tr1ldisi hukum kontinental dan tradisi anglo sakais, atau gabungan antara 

trandisi hukum kontinental dan tmdisi hukum sosialis, ata.u gabungan antara 

tradisi hukum anglo saksis dan tradisi hukum sosialis, atatl gabungan antara 

ketiganya. 

2. Terdapat sistem-sistem bukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu 

dari tiga kelompok di atas, misalnya pada negara-negara yang 

mengidentilikasikan diri denga.~ tradisi hukum menurut ajaran Agama Islam (the 

Moslem Legal Tradition). 

Sistem hukum Indonesia tersebut di atas, dida.sarkan pada konsep negara 

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

{Hasil Perubahan Keempat) dinyatakan bahwa "Negara Indonesia ada1ah negara 

hukum". Rumusan ini sangat singkat tetapi jelas dan tegas. Narnun demilcian, apakah 

negara hukum itu? UUD 1945 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atas 

pengertlan negara hukum tersebut. Dalam Penjelasan Umum DUD 1945 sebelum 

mengalami perubahan dinya.takan bahwa Indonesia ada1ah negara yang berdasar atas 

hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). 

Selanjutnya, dalam Pasal 27 ayat (l) UUD 1945 dinyatakan bahwa ''Segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". 

-ltJJ Ibid. 
un Bagir Mana.n dan Kunt.ana Magnlll", dalam Rosjidi Ranggawldjaja, ibid. 
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Dalam kepustaklllUI Barat, dikenal konsep Negara Hukum Liberal dengan 

pentahapan : pertarna-tama, dikenal dengan Negara Liberal Muml dari Kant, yang 

tugas utamanya hanyalah rust en orde atau penjaga keamanao dan ketertiban 

masyarakat, sehingga dijuluki sebagai negara jaga malam.. Konsep ini kemudian 

berkembang menjadi Negara Hukum Formal karena ada kepentingan umum yang 

harus dilielenggarakannya, namun barus dengan persetujuan perwakilan (parlemen) 

sehingga menghasilkan undang-undang, sehingga dijuluki dengan pemerintab!Ul 

berdasark!Ul undang-und!Ulg (wetmatig besluur). Pedrembangan selanjutnya ialab 

bahwa negara tidak perlu berdasarkan undang-und!Ulg asa1 berdasaikan hukum 

(rechtmatig bestuur). Konsepsi ini disebet Negara Hukum Materiil. Selanjutnya pada 

unsur rechtmatig d~ambehkan doe/matig bestuur, sehingga konsepsinya berkembang 

menjadi Negara Kemakmurm (Welfare State)."" 

Ketiga variasi tersebut di ata.s, mempunyai unsur-unsur sebagaimana 

dirangKUm oleh J. Stahl yaitu :""' 

1. Melindungi hak asasi ma.nusia (sesuai konsep liberal); 

2. Untuk dapat melindungl dengan baik, harus dengan sistem trias politika atau 

variasi~ variasinya; 

3. Pemerintahannya dimu1ai dengan wetmatig, rechtmatig dan doelmati'g bestuut: 

4. Apabila di dalam melindungi hak asasi sekalipun sudah wetmatig, re4htmatig 

maupun doe/matig tetapi masih melanggar hak perseorangan, maka harus diadiH 

dengan peradilan administrasi. 

Suatu negara disebut negara hukum apabila segala tindakan dari yang 

berwajib, penguasa, pemerintah. tegas-t_egas ada dasar hukumnya, tegas ada pasal 

atau peraturan yang dijadikan dasar bagi tindakan yang bersangkutan. 505 Mernuut 

:IO.l Padmo Wah}'Uno, et aL, "Kerangka Landu.mn Pembangwran Hukum", Pustaka Sinar Harn~n, 
Jakarta, l989,hlm, 17. 

504 Ibid, him. 18, 
sos J.C.T. Simornngkir, "Hukum dan Kcnslllusi lndone:siu.", Gunung Agung, Jakarta, 1983. him. 

12. 
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Sudarisman Purwokusumo, negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum 

(recht). Sedangkan menurut Prof. M Yamin, sehagaimana dikutip oleh J.C.T. 

Simoraugkir, negara hukum adalah:""' 

"Kekuasaan yang dilakukun Pemerintah R.I. itu hanya herdasarkan dan 
berasal pada undang-undang dan sekali-kuli tidak herdasarkan kukuman 
senjata, kekuatan sewenang-wenang .... Repub!ik Irulonesia ialah suatu 
Negara Hukum (rechtstaalfgoverment of/"""), tempat keadilan yang tertulis 
berlaku .... Dalam negara hukum Repnblik Irulonesia itu, maka warga negara 
diperintah dan diperlakukan oleh undang-undang keadilan yang dibuat oleh 
rakyat seudiri secara jalan yang sah dan menurut syarat-syarat yang depat 
diselidiki a tau diawasi oleh rakyat pula". 

Negara hukum atau negara yang herdasarkan bukum adalah ternpat yang ideal 

untuk hak-hak asasi rnanusia karena haoya negara bukumlah yang depat mer\iamin 

hak-hak asasi manusia seperti peradilan yang iadependen, proses hokum, dan 

melakukun tinjauan hukum dengan baik. 507 

Menurut Komisi Hukum Internasional (International Commission of 

Jurist.sllCJ), standar bagi suatu negara bukum adalah epabila terdapat perlindungan 

konstitusional terhadap masalah hak-hak asasi manusia, pengadilan yang independen 

dan tidak memihak, pundlihan umum yang behas dan jujur, kebebasan untak 

menyatakan pendapat, kebabasan berserika~ menghargai perbedaan pendapat, dan 

memperoleh pendidikl!ll yang layak, Dari berbagai aspek hak-hak asasi manusia 

se.bagai standar negan~: hukum tersebut, Ismail Sunny rnenekankan pentingnya hak 

untuk menyatak:~n pendapa~ herscrikat, dan berbeda pendapat karena hanya dengan 

keberadaan hak-hak asasi manusia tersebut-lah yang dapat menjamin negara 

hukum.""' 

506 !bid, hlm. 14. 
501 Todung Mutia Lubis, "In Search ufHuman Rights: Legal-Political Dilemmas of lndonC8ia 's 

Ne.v Order, 1966-1990", dalam Polltik Hukum 2, ed. Satya Arinanto, Program Pascasarjana Fakulw 
Hukum Univer5itas Indonesia, Jakarta, 2001, blm. 168. 

!<:l'ii:Ismuil Sunny, "'Mekonisme Demokrasi Pancosila''. dalam Politik Hukum 2, ed. Satya Arlnan!o, 
Program Pascasarjana Fakulw Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001 , hlm. 170-171 
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Sehubungan dengan itu, Plato dalam karyanya yang kedua, Politicos, 

memasukkan perlunya eksistensi hukum untuk mengatur kehidupan warga negara. 

Hukum yang dibuat olen manusia barus diberlakukan dengan baik terbadap penguasa 

maupun warga angara. Penguasa disamping memiliki pengetabuan Ui!luk 

mernerintah juga memiliki pengetahuan untuk membuat hulrum. Namun demikian, 

dalam karyanya yang ketiga, Nomoi, Plato mulai mengubah pendiriannya dengan 

memberikan perbatian dan arti yang lebih tinggi pada bakum. Menurut Plato, 

penyelenggaraan pemerintahan yang balk ialah yang diatur oleh hukum."" 

Dalam negara huknm, pelakaanaan hukum banyak diganfllilgkan pada 

lembaga peradilan, disamping oleh lembaga legislatif' Namun demikian, lembaga 

peradilan tidak akan efektif tanpa adanya paagawasan lllliSyarakat dan opini publik, 

sementara :itu, pengawasan masyarakat dan opini publik, tidak aka.n eksis tanpa 

adaoya kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk menyatakan pendapat1 dan 

kebebasan untuk berbada pendapat. 510 Dalam konteks ini, rnaka dalarn negara hukum, 

hal-bak asasi manusia adalah unsur penting yang menjadi perhatian lembaga 

peradilan. 

Dalam literatur hukurn modem disebutkan cita-cita khas dari suatu negara 

hukum yaitu :51
' 

1. Pengakuan dan perlindunga.n hak-hak asas~ yang mengandung persamaan dala.m 

bidang politik, huk.111Tl, sosiaL ekonomi, kulturiL dan pendidikan, 

2. J'eradilan yang bebas dan tidak memibak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu 

kekuasaanlkekuatan lain apa pun. 

3. Legalitas, dalam arti hukumdalam semua bentuknya. 

Dalam pada itu, hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dwtia hukum berfungsi 

'ir.<:> Satya ArinarHo, op. cii., hal 71 72, 
'
10 Todung Mu!ya Lubis, op.cit. him. 171. 

m J.CT. Si:mornngkir, ap.cit, him, IS. 
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untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi, dengan harapan pembangunan 

perekonomian tidak mengabaik:an hak-hak dan kepentingan masyarakat. 

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran 

hukum ekonom.i pembangunan dan hukum ekonomi sosia~ sehingga hukum ekonomi 

tersebut mempunyai dua aspek, sebagai berikut: 

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan 

kehidupan ekonomi secara keseluruhan. 

2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian basil pembangunan ekomoni secara 

merata di antara selwuh lapisan masyarakat, sebingga setiap warga negara 

Indonesia dapat menikmati basil pembangunan ekonomi sesuai dengan 

sumbangannya dalam usaha pembangunan ekcnom.i tersebul. 

Hukum ekonorni Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum 

~konom.i pembangunan dru:: hukum·ekonomi sosial. Hukum Ekonomi Pembangu:uan 

adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara 

peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasionai. 

Sedangkan Hukum Ekonorni Sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran 

hukum mengenai cara-cara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan (hak a.sasi 

manusia) manusia Lr:~donesia. 512 

Selain itu, Rochmat Soemitro memberikan definisi hukum ekonomi. 

Menurutnya, hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat 

oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari rnasyarakat yang 

mengatur kehidupan kepentingan ekonorni masyarakat yang sating berhadapan. 513 

Selanjutnya, menurut Rochmat Soernitro, hukum ekonomi Ietaknya di antara hukum 

perdata dan hukum publik dimana diseimbangkan antara kepentingan individu dan 

kepentingan masyarakat guna mencapai kemakmuran bersama, karena norma-norma 

sr2 Sunaryali Hartono, Pengerrian dan Lr1as Li11gkup Hukum Ekonomi indonesia, Hukum Ekonomi 
Pembangunan dan Hu~1tm Ekonomi So.~ial Indonesia, disampaikan dalam Simposium Pembinaan 
Hukum Ekonomi Nasional. Jakarta: BPHN, 1979, hlm. 23-24. 

m Ibid, hlm. 129. 
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ini dihuat oleh penguasa, maka hukum ek:onomi itu merupakan hukum tertulis. Sl
4 

Dengan demikian, Rochmat Soemitro menyimpulksn bahwa lrokum ekonomi itu 

tidak banya temyata di dalam peraturan perundtmg-undangan tetapi mungkin pula 

dalam peraturw>-pcraturan yang lebih rendah daripada undang-undang. Jadi dengan 

demikian, lrokum ekonomi itu mungkin barnumber kepada mkyat sendiri yang 

melalui wakil-wakilnya di dalam DPR membatasi bak-bak dan kep<'lllingaunya untuk 

kepentingan umwn atau dapat pula bahwa pembatasan bak-hak ini, dilekukan deogan 

suatu peraturao pemerintah atau peraturan lain yang lebih rendah daripado uodang

undang.:m 

Namun, ruang !ingkup hukum ekonomi tidek dapat diaplikasikan sebagai satu 

bagian dari salah satu cabang ilmu hukum. melainkan merupakan kajian secara 

interdisipliner dao multidimensionaL 

Sunaryati Hartono berpendapat dan menyatakan babwa hukum ekonomi 

Indonesia adalah keseluruban kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukuro yang secara 

khusus menga.tur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Atas da.sar itu, 

hukum ekonomi menjadi tersebar dalam pelbagai peraturan perundang-undangan 

yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, hukum ekonomi 

menganut asas sebagai berikut : 

1. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME; 

2. Asas mufakat~ 

3. Asas demokrasi Pancasila; 

4. Asas adil dan merata; 

5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan; 

6. Asas hukum; 

7. Asas kemandirian; 

8. Asas keuangan; 

9. Asas ilrnu pengetahuan; 

514 [bid, hlm, 129·130. 
m: ibid. 
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10. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseirnbangan dan kesinamhungan dalam 

kemakmuran rakyat; 

ll. Asas pembanguan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan 

12. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan 

Lain dari pada itu, dalam poiitik pergaulan masyarakat makin terbaka, dengan 

adanya era globalisasi maka dasar-dasar hukum ekonomi tidak hanya bertumpo pada 

hukum nasional suatu negara, tetapi akan mengikuti hukum internasional. Dengan 

demikinn dalarn era globali.asi memb11at dunia menjadi satu, sehingga batas-batas 

negara dalam pengertian ekonomi dan hukom menjadi kabar. !Junia bargerak ke arab 

satu dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pertimbangan·pertimbangan 

tentang apa yang berkembang secara internasional menjadi begitu penting untuk 

dijadikan dasar-dasar hnkoman eknnomi. Indonesia merupakan bagian dari anggota 

masyarakat dunia yang tidak dapat lagi mengabaikan ketentuan-ketentuan yang 

mengatur tenrang ·pasar bebas, ketentuan GATT, WfO, dan lembaga-lembaga 

internasionallair.nya. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk dipabami bahwa 

pengertian management accros the border tidak akan dapat dibendung dan akan 

bargerak ke areh satu pemeharnan tentang bagairnana meratakan ekonomi dunia. 

Dengan demikian) negara-negara yang mengasingkan diri karena pertimbangan 

dengan sendirinya karena proses waktu akan tertinggal dati negara yang !ainnya. 

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, jenis da..1. tata urutan (susurum) 

perundangan-undangan belum pemah dituangkan dalam suatu instrumen hukum yang 

termasuk jenis peraturan perundangau-undangan, secara teratur dan komprehensif. 516 

Dalam UU No.l/1950 tentang Peraturan Tentang Jenis dan Bentuk Peraturan Yang 

Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat ( dike1uarkan berdasarkan UUD 1945) dan UU 

No.211950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Menge1uaran 

Mengumnmkan dan Mu1ai Berlakunya UU federal dan Peraturan Pemerintah Sebagai 

516 Mahmud Aziz, Jettis dan Hierarki Peraturan Penmdang--1.mdangan ltfenurnl UUD·Rl dan UU 
No. 10 Tc.h1m 1004 telllang Pembentukan Perotfmm Penmdang-undangan, dalam Jurnal Legislasi 
Indonesia Vol. 1 No.4 - Desembcr 2004, him. 31. 
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Undang-Undang Federal (dikeluarl<an berdasarkan KRIS 1949) memang diatur 

mengenai jenis--jenis peraturan penmdang-undangan namun belum ditata secara 

hierarki berdasarkan teori stufen Qenjang) norma huknm Hans Kelsen!Hans 

Nawiasky. Demikian pula dalaro sura! Presiden kepada DPR No.22621HK/59 tanggal 

20 Agustus 1959 tentang Bentnk Peraturan Negara, dan sura! Presiden kepada DPR 

No.27751HK/59 tanggal 22 September 1959 tenlang C<>ntnh·Contoh Peraturan 

Negara, serta Surat Presiden kepe<la DPR N0.36391HK/59 tanggal 26 Nopember 

1959 tentang Penjelasan Alas Bentnk Peraturan Negara, jenis peraturan perundangan· 

undangan yang disebutkan dalam sural·surat tersebut tidak ditata """""' bierarkis. 

Misalnya Peraturan Pemerintah (PP) diletakan di alas Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undangan-undang (Perpu).517 

Setelah tumbangnya pernerintahan orde lama pada tahun 1966, DPR-GR pada 

tanggal 9 Juni 1966 mengeluarkan memorandum yang diberi judul Memorandum 

DPR-GR Mengenai Somber Tertib Huknm Rpubl:k IndoneSia daa 'I ata Urutan 

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Dalam memorandum DPR-GR 

tersebut berisi:!ilH 

a. Pendahuluan yang memuat Jatar belakang ditumpasnya pemberontakan G-30-S 

PKI; 

b. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia; 

c. Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia; 

d. Bagan/Skema Susunan Kekuasaan di Dalam Negara Republik Indonesia. 

Memorandum DPR-GR tersebut di alas kemudian dalam Sirlang MPRS tahun 

1966 (20 Juni-5 Juli 1966) diangkat menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan 

m Konstilusi Republik Indone;siil Serikat(KRfS) ditetapkan gengan K.eppres RTS No.48 tangga\31 
januari 1950 .dan ditetapkan dalam lernbaran Negara No50-3 yang diundangkan psda tanggal 6 
februari !950. Mahmud Aziz !ebih senang menuliskanya dengan menggunakan ist!lah KRIS 1949 
untuk membedakannya dengan UUD Semerrtara tahun I950, y.mg menggantlkan KRJS 1949, karena 
kil.a kembali kapada bentuk Negarn kesatuan bukan Ncgara Fedral lagi. UUD Sementara ini Mahmud 
Aziz, sebut UUDS 1950, ibid, 

5111 Ibid, him. 32. 
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Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIMPRS/1966 (disingkat TAP 

MPRS No XXIMPRS/1966). Dalam bentuk dan Tala Urutan Peraturan Perundang

Undangan Republik Indonesia (Lampiran Bagian II) dimuat secara hierarkis jenis 

Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: 

1. UUD 1945; 

2. Ketetepan MPR (TAP MPR) 

3. Undang-undang!Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-nndang (Perpu); 

4. Peraturan Pernerintab; 

5. Keputusan Preaiden; 

6. Peraturan-peratura.n pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instroksi 

Menteri. dan lain~lainnya. 

Sete]ah run!Uhnya ;lC!llerintahan orde beru }'"d.ng dimulai dengm berhentinya 

Prosideu Soeharto tanggal 21 Juli 1998 yang menyerahkan kekuasaannya kepnda 

Presiden Habibie, kemudian dilanjutkan dengan Sidang 1stimewa (SI) MPR pada 

tahun yang sama. dan dilanjutkan dengan Sidang Umum (SU) MPR tahunl 999 (basil 

Pemilu 1999), kemndian dilanjutkan dengan sidang Tahunan MPR tahun 2000, 

barulah MPR menetapkan TAP MPR No.lliiMPR/2000 tentang Sumber Hukun dan 

Tala Urutan Peraturan Perandang-Undangan sebagai pengganti TAP MPRS No 

XX!MPRSJ1966. Jenis dan tata urota·n (susunan) peraturan perundang~undangan 

yang diatur dalam pasal 2 TAP MPRS No.Ill/MPRS/2000 adalah:'" 

!. UUD-RI; 

2. Ketetapan MPR (TAP MPR) 

3. Undang-undang (UU); 

4, Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang (Perpu); 

m Ibid, him. 33 
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5. Peraturnn Pemerintah (PP); 

6. Keputusan Presiden (Keppres); 

7. Peraturan Daerah (Perda) 

Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut kalau dibaea sepintas seakan-akan jenis 

peraturan perundang-undangan besifat limitatifyaitu banya botiurnlab 7(tujub) jenis, 

bukanlab peraturan perundang-undangan. Apalagi didalam pasal-pasal TAP MPR 

III/MPR/2000 ternebut digunalam istilah lain yang maksudnya sama yaitu "aturan 

hukum". Padabal kalau kita haea kalimat pembuka pasal2 yang berbunyi: Tala urutan 

peraturan perundang-uadangan merupekan pedoman dalam pernbuatan aturan hukum 

di bawahnya, dikaitkan dengan pasa14 TAP MPR !ersebut yang berbanyi:5211 

(1) Sesuai dengan tala urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap 

aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertemangan dengan atumn hukum 

Ja.Ug lebih i1.1:ggi 

(2) Peraturan atau Keputusan Mabkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Menter~ Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 

dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang 

tennuat dalam tala urutan peraturan perundang-undangan ini 

Apabila ditafsirk3!1 secara gramatikal, sistematikal. dan wetlrecltthistorische 

interpretatie, ditambah logika hukum, serta asas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan, maka jenis dan tala susunan/urutan(hierarki) peraturan 

perundang-undangan dalam pasal 2 tidak bersifat limitatif. Bahkan kalau dil.ihat dari 

sudut definisi peraturan perundang-undanga.n yaitu : Keseluruhan aturan tertulis yang 

dibuat oleh lemhagalpejabat yang berwenang di Pusat dan Daerah yang isinya 

mengikat secara umum. maka jenis peraturan perundang-undangan tidak hanya 7 

(tujuh) jenis. Seti<ip lembaga/pejabat negara tertentu dapat diberikan kewenangan 

membentuk peraturan pernndang-undangan baik oleh UUD maupun UU. 

~Ibid, hlm. 33. 
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Kewenangan yang diberikan atau dipunyai oleh lembaga atau pejabat itu dapat 

berbentuk kewenangan atributif atau kewenangan delegatifi'derivatif. Kewenangan 

atributif dalam pembentuken peraturan perundang-undangan adalab kewenangan asli 

(orisinil) yaog diciptakan, sebelumnya tidak ada oleh UUD atau UU yang diberikan 

kepada pejabat atau lembaga tertentu. Sedangkao kewenaugan delegati£'derivatif 

adalab kewenangan yang dibeirikan oleh pemegaog kewenangan atributif kepada 

p«iabat atau lembaga tertentu dibawabnya, untuk rnengatur lebih lanjut peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif.521 

Dalam Pasal 7 ayat (I) UU No. 10 Tabun 2004 secara jelas dikemtlkakan 

babwa jenis bierarki peraturan perundang-undangan (Indonesia} adalab UUD 1945, 

UU/Perpu, Peratur.m Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peratur.m Daera!L"' 

Selanjutnya dalam ayat ( 4} Pasal tereebat dikentukakan babwa jenis peraturan 

perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (!}, dinkui 

keheradaannya dan mempunyat kekuatan mengikat sepanjang Oiperiutabkan olen 

pecaturan perundang-undangan yang lebil1 tinggi. Kemndian dabun ayat (5} Pasal 

tesebut dikemukakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang~undangan adalah 

sesuai dengan hierarki scbagaimana di.maksud pada ayat (1).523 Adapun ~ontoh jenis 

peraturan perundang~undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

tersebut di atas disebutkan dalam Penjelasan Pas a! 7 ayat ( 4) antara lain Peraturan 

Bank Indonesia, 

Da!am kerangka sistem hukum nasionai. dalam hal ini peraturan perundang~ 

undangan Indonesia, menwt!t rumusan Pasal 7 UU No. 10 Tabun 2004, sudab jelas 

bahwa Peraturan Bank lndnnesia adalah salab satu dari peraturan perundang

undangan Negara Republik Indonesia. Sehagai peraturan perundang-undangan, maka 

Peraturan Bank Indonesia tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat karena 

pembentuk:an dan keberadaannya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan 

lll Ibid, him. 34-35. 
m Lihat l'asal7 ayat{l} UU No. 1Q Tahl,ll,2004, 
m Liliat Pasal7 ayat{4} dan (5), ibid. 
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yang lebih Iingg~ antara lain oleh UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank indonesia 

sebagaimana telah diu bah dengan UU No.3 Tahun 2004. 

Mengenai hlerarki Peraturan Bank Indonesia menurut UU No. 10 Tahun 2004 

tersebut di alas, lllliSih kabur. Jika dinyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan 

perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana ditetapkau dalam 

Pasal 7 ayat (! ), maka dapat diartikan bahwa Peraturan Bank Indonesia harus tunduk 

antaralain pada Peraturan Daerah. Dalam Pasal 7 ayat (!) UU No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerab telah ditetapkan babwa "Kewenan- Daerab 

mencakup kewenan- dahun seluruh bidang pernerintaban, kecuali kewenangan 

dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 

agama, serta kewerum- bidang lain". 524 Kbusns untuk bidang "moneter" karena 

bukan merupakan kewenangan yang didelegasikan kedalam kewenan- daerab 

(Peraturan Daerah), maka adalab tidak akan mungkin ada suatu Peraturan Daerab 

yang akan mengatur tentang monetor di seluruh wilayallNegm Republik Indonesia. 

Kewenangan pengaturan tentar~g moneter tersebut telah diatur dengan jelas dalam. UU 

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia :;ebagaimana te!ah diubah dengan UU 

No. 3 Tabun 2004 babwa merupakan kewenangan Bank Indonesia. Adapun 

pelaksanaan kewenangan Bank Indosia dalam bidang moneter tersebut dilaksanakan 

antara melalui pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian,. 

apakah Peraturan Bank Indonesia baro.lS tunduk atau disandarka.n pelaksanaan 

pengaturannya pada Peraturan Daerah? Adalah ilusi jika hal terse but dapat terjadi. 

Selanjutnya, jlka dikatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia barns tunduk dan 

mengacu pada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. rnaka perlu 

dikembalikan pada rumusan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Presiden berhak 

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". 

Pembentukan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah 

diu bah dengan UU No. 3 Tahun 2004, terakhir dengan Perpu No. 2 Tabun 2008 yang 

~:w Lihat batang tt.Jbuh dan penjelasan Pasal7 UU Nc. 22 Tahun 1999. 
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masih dalam proses persetujuan sebagai UU, dalam pelaksanaan kewenangan 

Presiden untuk mengajukan fl!llCilDgan UU (sebelam dlamandemen kewenangllD 

membentuk UU) telah disadari dan didalegasikan kepada Bacik Indonesia untuk 

melalrukan peogatunm tenteng hal-bal yang berkaitan dengan moneter, perbarikan, 

dan sistem pemba.yaran nasional. Oleh karena itu, jika Presiden akan melaksanakan 

kewenangan atribusinya berdasarl<ao Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 untuk menetapkan 

Peraturan Pemerintab (termasuk Peraturan Presiden), maka bal tersebut sudab 

menjadi terbalaog karena tclah didelega•ikao kepada Bank Indonesia berdasarkan 

Pasal 5 ayat (!) UU 1945. Pcmbarian keweoangao pembentukan dan pengaturan 

masalab moneter, perbaokan, dan sistem pernbayaran tersebu~ babkan tidak banya 

diberikan oleh Presiden, tetapi juga oleh DPR sebagai bagian dari lembaga 

pembentuk UU. 

SeJam ito, sebagaimaoa praktek yang lazim berlaku di berbagai Negara 

{common practice}, bank sentral senantiasa diheri kewenangan pengaturan wttuk 

mengaturan hal-hal yang berada dalam bidang pelaksanaan tugasnya dalam rangka 

mencapai tujuan bauk sentral yeng bersangkutan. Kewenangan pengatlli1l!! 

(regu/atmy jUnction) tersebut sudab merupakan prasyarat efektifitas pelaksanaan 

tugas bank sentral, sebagaimana yang juga diperluk:an dan nyata dalam pelaksanaan 

tugas Bank Indonesia sehari-hari 

Dari uraian di atas, hierarki peraturan perunda..,g-undangan di Indonesia 

merupakan hal yang penting dalarn kerangka sistem hukum nasionaL Namun khusus 

untuk keberadaan Peraturan Bank lndon~i~ kiranya mendesak untuk mela.kukan 

penyesuaian Pasal 7 UU No. 10 Tabun £004 dalam rangka memberikan kejelasan 

tentang kedudukan Peraturan Bank Indonesia sebagai bagian integral dari sistem 

hukum nasiona1, Perlu kiranya menjadi perhatian dan mendapat pertimbangan yang 

matang bahwa Pernturan Bank Indonesia adaJah suatu peraturlill yang memiliki 

kekuatan hukum dan berJakunya mengikat umum dalam wilayah kesatuan Republik 

Indonesia. Dari sisi tersebut, dan memperbatikan kewernmgan yang dimlliki oleh 

Bank Indonesia serta substansi materi yang termuat dalam s~tiap Peraturan Bank 
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Indonesia. kiranya sambil menunggu penyesuaian UU No. 10 Tahun 2004 tersebut di 

atas, adalah penting untuk menempatkan dan memberikan perlakukon tenlang 

kekuatm mengikat dari Peraruran Bank Indonesia sebagai suatu peraturan yang 

berada dibawah UU. 

4.3.3 Kekuatan Menglkat dan Law Enforcement Peraturan Bank Indonesia 

Semua peratutan hukum, siapa pun yang menetapkannya, adalah secara 

khusus kemas)'llnlkatan bersifut notmatif.'" Inti pengertian 'petaturan hukata' adalah 

bahwa pengertian ini menwtjuk ke suatu norma itu dirumuskan, seperti misalnya pada 

larangan membunuh; 'Auda tidak boleb membunuh'. Nam:un sering tetjadi bahwa 

gaya rumusan suatu norma tidak secara eksplisit memperlihatkan sifat normatifhya. 

Karena ketentuan seperti ini terdapat dalam undang-undang, maka sifat nonnatif 

ketentuan itu jelas ada, meskipun bunyi nunusannya memberikan kesan hal. yang 

sebaliknya. Jadi kon~eks suatu ketentuan akan menjelaskan sifat dari ketentuan int .m 

Di atas disingg:ung mengenai kesan hal 'yang sebaliknya1 dari peraturan yang 

normatif adalah persturan yang deskriptif (atau: peraturan empids). Sehagai contob, 

ada norma bahwa kotapraja .hants menetapkan rencana peruntukan. Pado suatu saat 

dapat diamati bahwa seluruh kotapraja sudah menctapkan rencana peruntukan. Ini 

adalah pemyataan mengenai telah dipenuhinya nonna yang tertuang dalam pasal 10 

Undang-uudang Tata Ruang. Pengamatan fuktual ini sifutnya berbeda sekali dengan 

norma. Meskipun perbedaannya begiru jeJas, kedua jenis peraturan ini - empiris dan 

normatif- sering dirancukan. Titik temu antara 'sein' (fakta) dan ·soUen' (norma) 

adalah bahwa norma tidak boleb berisi hal yang mustahiL Setiap peraturan hukum 

yang memerintahkan hal yang mustahil, akan kehilangan tujuannya (bandingkan 

maksim 'ultra posse nema ablligator'- orang tidak wajib menaati sesuatu yang 

mustahil). Bagi pembentukan peraturan hukum, pikiran ini mempunyai arti yang 

m I.C van deer Vlies, loc. cit. hh.t. 151. 
m. Ibid, 
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sangat berguna. Dalam membuat peraturan bukum, orang tidak perlu menyibulckan 

diri dengan alternatif-alternatif perilaku yang mustahil bagi orang atau badan usaha, 

melainkan banya dengan hal-hal yang rnWlgkin saja. Terbadap bal-bal yang mungkin 

ini, orang kemudian menyatakan apa yang paling disukai dan melarang apa yang 

tidak disukai Jadi, norma yang akan dituangkan harus diarabkan banya pada hal yang 

mungkin (Wltuk dilakukan)."" 

Menyangkut peraturan yang oormatif, kita tidak dapat mengatakan apakah 

peraturan itu sendiri benar atau tidak benar. Kita hanya dapat meniliti apakah suatu 

oorma tertentu berlaku atau tidak berlaku. Penelitian seperti ini akan mengbosilkan 

pengamatan alas suatu fukta: entah suatu norma berlaku, entah tidak berlaku. Adadah 

suatu fakta, misalnya, bahwa di Belanda orang tidak boleh meneuri Jadi bahwa iui 

berlaku, adalah benar."" 

Menurut I.C. van deer Vlies1 sekurang-kurangnya ada dua jenis nonna di 

dalam suatu sistem hukum yaitu norma yang memerintabkan perilaku tertentu dan 

norma mengenai berlakunya suatu norma lain. 529 Apakalt suatu nonna pidana 

berlaku, ini hams ditentukan bcrdasarkan ketentuan-ketentuan yang menetapkan 

kapan suatu undang-undang berlaku dan kapan tidak. Di Belanda, Undang-Undang 

Dasar merupakan norma terpenting bagi berlakunya nonna-nomra lain karena di 

dalnm Undang-Undang Dasar dftetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu 

undang-undang agar berlaku. Oleh karena itu. apakah suatu andang-undang 

mernenuhi syarat-syaral da1am Undang~Undang Dasar, pertama-tama ditentukan oleh 

pembuat undang-undang sendiri. Orang mengakui babwa Undang-Undang Dasar itu 

peraturan tertinggi, disusul oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan terakhir, 

pe~aturan menteri. Dengan demikian dalam sisten'l Belanda pertanyaan mengenai 

apakah suatu peraturan berlaku, dijawab pada dasamya dengan melih~t pada Undang-

m Ibid, him, 151-152. 
523 Ibid. 
519 RLA Hart, dalam J.C. \fall deer Vlies, ihid, him 153. Da!am tu!isan H.LA. Hart yang dikuti 

oteh van deer Vl{cs, ia memperlihatkan kaitan an tara primary rules dan seconuOry rules, y.mg disebut 
juga roles af rer:ogniticn. 
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Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar merujuk kembali ke pembuat undang

uedang, muka jawabannya tergantung undang-undang. Apakab suatu pernturan telab 

ditetapkan sesuai dangan undan-undang. Apakab suatu peraturan telab ditetapkan 

sesuai dangan undang-undang, ini diputuakan kbususnya oleb bakim. Jad~ di 

Belanda, bakim-lab yang pada akhlmya memutuskan apakab nonna yang berlaku 

atau tidak.530 

Rousseau be.pendapat babwa undang-undang harus ditunjukan kepada semua 

orang dan harus memuat isi yang menyangkut kepentingan umum. Dengan ·semua 

orang' Rousseau jelas tidak memak:sudkan semua orang di dunia, tetapi hanya mereka 

yang berada di dalarn wilayab bukum satu negara. J~ keumuman suatu Undang

Urulang tidaldab seumum sepcrti hukum ilmu alam yang rumu.'llya sedemikian rupa 

sehingga pada dasamya berlaku dimana-mana. Unaang-Undang hanya benar-berno 

umum jika ia bernifat umum menurut tcmpat, waktu, perbuatan hukum dan subyek 

hukum. :m 

Suatu peraturan hukum ada hubungannya dengan suatu tindakan. Syarat 

babwa suatu peraturan hukum harus berisikan suatu peristiwa hukum yang dapat 

diulang, mengandung pengertian anwalain, babwa peraturan itu tidak boleh diajukan 

pada satu tindakan yang konkrit. Perintah kepada semua orang agar tetap berada di 

dalam rumab pada pukul 9 : 00 hari Senin yang akan datang, bukanlab peraturan 

umum. Perbuatan ini hanya dapat dipenuhi satu kali saja. Suatu perintah dikatakan 

berisi suatu peristiwa yang dapat diulang ji.ka pcrintah itu berbunyi bahwa orang 

harus tetap berada di dalam run!ah kalau terdengar bunyi sirine dengan irama 

tertentu. S32 

t.C. van deer Vlies member contoh mengenai syarat tersebut di atas dengan 

mengudp pendapat dari penulis Perancis dari abad lalu, Duguit, bahwa: 'La loi 

contient une dispositi01l ... qui s 'appliquera, tant qu 'elle ne sera pas abrogree, a tous 

530 Ibid, him. [53-154. 
m Ibid, him. 55. 
m Ibid, him, 157. 
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les cas identiques a celui qu,ella prevoit'. Terjemahan bebasnya : 1Undang undang 

memuat ketentuan... yang selama belum dicabut, dapat diterapkan pada semua 

peristiwa yang sama'. Jad~ suatu 'peristiwa' tidak boleh unik: suatu peraturan harus 

dapat diterapkan pada semua peristiwa yang sama. Karena peristiwa itu dapat 

diulang, peraturan hukum mampu diterapkan berulang-ulang."' Ciri dari peraturan 

hukum tersehut amat penting karena sekali suatu pe<aturan hanya betkaitan dengan 

satu peristiwa, pecaturan itu hanya dapat ditecapkan satu kali saja dan kehilangan siflll 

um.urnnya. Dari segi i.n.i, suatu peraturan. secara teknis perlu dibedakan dari suatu 

penetapan (beschildng} bagi suatu peristiwa yang konkrit. Sebaliknya, jika suatu 

penetapan lebih banyak menyinggung peristiwa yang berlangsung untuk waktu yang 

lebih lama, misalnya me!alui persyaratan yang diakaitkan pada peristiwa itu, maka 

penetapan itu akan kehilangan sifatnya sebagai penetapan dan, la!u, memperoleh 

sifat-s!fat suatu peraturan. Dengan demilcian dapatlab dikatakan bahwa suatu 

pera!uran hu'kum yang umum barus m!ilmpu clitenopkan beml.ang-ulang (per~f:ul11n itu 

hanya diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang telah sam a). 534 

Selanjutnya, syarat peraturan hukum yang umum menurut I. C. van door Vlies 

adalah bahwa suatu peristiwa hukum harus tertujn pada semua orang. Pengertian 

'semua orang' tidak sama dengan semua penghuni bumi Yang dimaksudkan 

hanyalah mereka yang memang menjadi sasaran pengaturan oleh pemhuat undang

nndang. lni tidak berarti bahwa peraturan itu betul-betul dipernntukan untuk sernua 

subyek hukum. Suatu peraturan dapat ditujukan pada semua guru besar tanpa terjadi 

pengurangan sifat keumuman peraturan itu. Peraturan itu mernang ditujukan tidak 

hanya pada guru bf;sar. Dan karena orang tidak: dilarang untuk menjadi guru besar, 

peraturan itu pada dasamya berlaku bagi semua subyek hukurn yang tunduk pada 

kekuasaan si pembuat peraturan. 535 Syarat ini merupakan jaminan bahwa tak 

soorangpun akan dlperlakukan lebih istimewa dari pada orang lain. 

m Duguit, dalam tC. van deer Vlies. ibid. 
»' lhid, hbn. 158. 
515 ibid, him. 159. 
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Adapun syarat bahwa suatu peraturan yang mengikat harus ditunjukan ke luar 

menurut Buijs adalab memuat ketentuan yang memiliki sifat keumuman, langsung, 

serta segera melihatkan masyaraket."" Selanjutnya, menurut Belinfunte ciri pangcnal 

suatu peraturan yang ditujukan ke luar )'lritu bahwa peraturan itu menimbulkan 

akibat-akibat di luar administrasi (pemerintab)."' 

Peraturan yang mengikat umum, juga harus dilibat dari segi kuasa 

kewenangan Wltuk membuat p·eraturan yang mengikat umum terse but 538 Suatu organ 

pemerintah selalu dapat menyandarkan kewenangannya untuk merobuat peraturan 

kepada Undang-Undang Dasar. Pembarian kewenangan dapat bersifat langsung atau 

tak langsung. Dikatakan te!jadi pembarian kewenangan langsung jika dalam Undang

Undang Dasar atau undang-undang dengan jelas diberi..kan kewenangan membuat 

peraturan kepada organ pemerintah. Pembarian kewenangan tak langaung tetiadi bila 

Undang-Undang Dasar atau undang-undang memberikan kewenangan melilui 

perantaraan orang lain. Dalam contoh pertama orang bicara rilengenai delegasi; dalam 

contoh kedua, subdelegasi. Peraturan yang didasarkan pada delegasi kewenangan 

membuat peraturan yang selalu memiliki dasar hukum undang-undang yang cukup.'" 

Setelah diuraikan tentang cirri, sifa~ dan karakteristik peraturan yang bersifat 

umum (mengikat umum), maka salah satu hal penting lairmya dalam suatu peraturan 

terkait dengan aspek law enforcement adalah tentang kewenangan penetapan dan 

rumusan sanksi dalam peraturan yang bmifat umum. Sank:si hukum da.lam arti 

sempit adalah sanksi atau hukuman yang dija.tuhkan pada seseorang yang melanggar 

hukum. Sanksi hukum adalah bentuk perwujud!l!l yang paling jelas dari kekuasrum 

negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. 

Bentuk perwujudannya yang paling jelas dari sauksi hukurn tampak dalam hakum 

pidana. Namun demikian~ karena penerapan atau dijatuhkannya sanksi dapat 

536 Buijs i, dalam lC. van deerVHes, him 176. 
m Belinfante, ibid. 

518 Sdk. t:Jlm 17-19 Laporan Akhit Masa!afi...Masalah perntunm perundang-I,II\dangan, Vander Pot
Donner,dalam van der Vlies, ibid, him 150wl52. 

519 lbld, him. 180. 
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mengalcibatkan perampasan kebebasan dan hak seseorang, maka hukum barns tetap 

memperhatikan hak warganegara dan martabatnya sebagai manusia. Ini merupakan 

penjeimaan dari Sila Perik:emanusiaan. 54() 

Dalam kehldupan modem, mengidentikkan penegakan hukum dengan 

penindakan atau penerapan sanksi atas pelanggaran hukum adalah kurang tepat, 

karena dari segi lain, salah satu sifat dari keberadaan hukum adalah fungsi 

mengatur'" Dalam pandangan yang lebih luas, sanksi hukum selain berhentuk sanksi 

pidana, juga dapat menjelma da!am hentuk lain yaitu sanksi perdata dan sanksi 

administratif: Di dalam kehldupan masyarakat masa kini dlmana segala bentuk usaha 

semakin memainkan penman penting di dalarn kehidupan masym-akat; maka sanksi 

administratif; jnga semakin memainkan peranan yang penting. ' 42 

Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan 1'emberlan parizinan 

setelah dlkeluarlamnya izin sementara (preventil) atan meneabut izin yang telah 

dibarikan (represif), jauh lebih efektif untuk memaksa orang mentaati ketentuan

ketentua.TJ. hukum yang mengatur usaha dan industri,. termasuk perllndungan 

lingkungan, dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana. Bahkan yang lebih canggih 

lagi bagi dunia usaha dan kalangan industri, kbususnya dalam masalah lingkungan 

adalah dengan memberikan kahijakan yang tidak didasarkan atas sanksi (pidana dan 

administratif), namun didasarkan pada sistem insentif dan disinsentif misalnya berupa 

pedakuan khusus dibidang perpajakan. 543 

Kemudian perlu dikemukakan mengenai e._lcsistensi organ atau lembaga publik 

yang rnengelaurkan suatu peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat umum 

khususnya dalam upaya memenuhl kebutuhan rasa keadilan masya.rakat me)alui 

peraturan yang dikeluarkannya . 

.w.t M:o:.:btar Kusumaatmadja dan AriefSidharta, lac. cil, him. 44-45. 
~~Ibid, him. 46. 
:..1Iiid, him. 47. 
543 Jbid, h(m. 47-48. 
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Konsep dasar hukum itu sesungguhnya berbicara pada dua konteks persoalan. 

Konteks yang pertarna adalah tentang keadilan, ini menyangl,:ut tentang kebutuban 

masyatakat akan rasa adil di tangah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah 

masyarakat. Dan konteks yang kadua adalah aspek legalitas, ini menyangkut apa yang 

disebut deegan hukum positil; yaiJu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebullh 

kekuasaan negara yang sah dan dalam peruberlakuannya dapat dipaksakan atas nama 

huk:um. Dati kedua konteks persoalan tersebut diatas saringkali terjadi perbenturan, 

dimana terkadang hukum positif ternyata tidak menjamin terpenuhinya rill! a keadilan, 

dan sebaliknya rasa keadilan sering kali tidak memiliki kepastlan hukum. Ditengah 

itu maka komprominya adalab bagaituana agar semua hukum positif yang ada selalu 

merupakan cerminan dari rasa keadilan itu sendiri 544 

Beraogkat dati kesadaran ten;ebutlah maka, selanjutnya hukum pada dasarnya 

akao lebih benyak berbicara pada sekian banyak rentetan atunm-aturan yang sah dan 

legal. Masymakat akao Jebih banyak dikendaliknn dinamika sosialnya oleh •~W=

aturan ini. Pada sisi ini kemudian masyarak:at modem memunculkan gagasan tentang 

kebijakan publik inJ bertemu dengan teori-teori modern negaraan seperti good 

governance dan reinventing government. lmplikasinya hari ini dinamika masya.rakat 

yang semakin cepat itu haros segera diikuti oleh responsitas negara yang cepat pula. 

Dan hukum dengan segala aspek formal dan legalnya itu terkadang dirasakan 

membelenggu percepatan yang dimak.o:;ud. 545 

Kebijakan publik sebagai sebuah konsep pengaturan rnasyarakat yang lebih 

menekankan pada proses, narnpaknya heri ini menjadi lebili populer ketimbang 

hukum. Namun, sesunggubnya hukum secara sadar ataupun tidak sadar 

keberadaannya tetap dibutuhkan oleh masyarakat modem. Sebab sebuah basil 

persepakacan yang tidak memiliki kekuatan legalitas yang mengikat, mak:a akan 

menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pelanggaran~pelanggaran beberapa 

_>44 H. Muchsin dan fadillah Putra, ap. cit., him. 34. 
w Ibid, hlm.l5. 
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pihak atas persepakatan yang lebih dicapai dalam proses kebijakan publik itu 

sendiri. 546 

Yang pertama dan yang paling mendasar untuk melihat hubungan antara 

hukum dan kebijakan publik adalah pemahaman bahwa pada dasarnya, sebuah hukum 

adalah basil dari kebijakan publik. Dari pemahaman dasar ini kita dapat melihat 

keterkaitan diantaranya keduanya dengan sangat jelas. Bahwa sesungguhnya antara 

hukum dan kebijakan publik itu pada tataran praktek tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Keduanya beijalan seiring sejalan dengan prinsip sating mcngisi. Sebab logikanya 

sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan publik di dalarunya maka produk 

hukum itu akan kehilangan makna substansinya Demikian pula sebaliknya, sebuah 

proses kebijak.an publik tanpa adanya legalisasi dari bukum tentu ak:an sangat lemah 

dimensi operasionalisasi dari huk.um tertentu akan sangat lemah dimensi 

operasionalisasi da.ri kebijakan publik tersebut.547 

Pengertian bahwa pada semua kebijakan publiknya umumnya harus 

dilegalisasik:an dalarn bentuk ketetapan hukum adalah untuk menjamin legalitasnya di 

lapangan. Namun kalau kita merujuk pada pendapat Laswell bahWa kebijakan publik 

adalah "Apa - saja yang dilakukan maupun tidak lakukan pemerintah", maka 

sesungguhnya semua kebijakan publik itu harus di legalkan dalam bentuk ketepatan 

hukum. Kita dapat mengambil contoh misalnya pemerintah merasa perlu untuk 

membuat sebuah kebijakan publik yang mengatur tentang penataan kota. Maka pada 

saat itu pemerintah harus melakukan banyak hal dalam proses kebijakan publik 

tersebut, mulai dari perhitungan-perhitungan yang bersifat ekonomis sampai 

perhitungan-perhitungan yang bersifat politis. Kemudian, sebagai bagian dari proses 

kebijakan publik, pemerintah juga harus mengumpulkan semua pihak yang 

berkepentingan terhadap masalah tersebut (stakeholders). Hasil-hasil studi yang telah 

dilakuan pemerintah dibicarakan secara terbuka dengan para stakeholders tersebut. 

Setelah dicapai kesepakatan, maka sesungguhnya proses formulasi kebijakan publik 

546 Ibid. 
547 Ibid, him. 36. 
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itu Ielah selesai dan tinggal diimplementasilcan saja. Namun, untuk keperluan tersebut 

tentu pemerintah barus menetapkannya S<:Cara bukum, dalam bentuk Perda (Penturan 

Daerah) misalnya. Perda adalah sebuah ketetapan hukum, sedang materi dalam Perda 

tersebut adalah produk kebijalcan publik, dan penetapan hukum ini perlu agar masing

masing stakeholders yang kemungkinan di kemudian hari melanggar kesepukatan 

teiSebut dapat dikenai sauksi, dan konsistensi dari para slllk£ho/ders dapat di jaga 

keutuhannya. '" 

Apabila pada suatu saat teljadi demontsrasi yang mengbendalci peruhahan 

suatu undang-undang (misalnya undang·undang perburuhan), tetepi dari basil 

pertimbangan. pernerintah menganggap bahwa alcan lebih menguntunglcan bila 

tuntutan tersebut tidak d:ikabulkan sehi.ngga pemerintah membiarkan demonstrasi 

tersebut sampai akhimya mereda dan masalahPun dianggep selesa~ maka sikap 

pemerintah untuk membiarkan seperti tersebut adalah sudah rnerupakan sebuah 

kebijakan publik yang tidak memerlukan penepatan hukum. Namun disamping 

kejadian seperti itu ja.-ang teljadi, sesungguhnya tepa! bila dikatakan bahwa pada 

umunmya semua basil dari proses kebijakan publik itu harus dibakukan dalam sehuah 

ketetapan hukum. 549 

Pembakuan dalam suatu ketetapan hokum. merupakan unsur su bstansi 

peraturan yang terkait dengan perumusan norma hukum didalamnya. Apabila kita 

lihat suatu norma itu dari segi a:amat yang dituju (adrlressat), atau untuk siapa norma 

hukum itu djtlljukan atau diperontukk~ maka kita dapat membedakannya antara 

norma hukum nmum dan norma hukum individuaL 550 

Norma hukum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak 

(addressat~nya) dan tidak tertentu. Umum di sini dapat berarti bahwa suatll peraturan 

itu ditujukan untuk semua orang1 semua warga negara, untuk seluruh provinsi, satu 

wilayah. Nonr..a hukum umum .ini sering di rumuskan dengan "Banmg siapa.,," atau 

Soli Ibid, b!m. 36-37. 
$4~ lh:d, hlrn. 38-39. 
l'iil Maria Farida, foe. cit. hlm. II. 
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siapa orang ... " ataupun setiap warga negaranya..~' dan sebagainya sesuai dengan 

addressat yang dituju, jadi norma itukum umum itu diperuntukkan bagi seliap orang, 

atau setiap warga negara keseluruhan. .m 

Nonna hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau 

dialamatkan (addressatttya) pada seseorang, beberapa orang, atau banyaknya orang 

yang Ielah tertentu sebingga norma hukum yang individual ini biasanya ditumuskan 

dengan kalimat sebagai berikut : 

l. Syafei bin Muhammad Sukri yang berternpat tinggal di Jalan Flamboyan no. 10 

Jakarta. 

2. Para pengemudi his kola PPD jurusan Blok M - Rawamangun yang beroperasi 

antara jam 7.00 sampai jam 8.00 pagi pada tanggal 1 Oktober I 991. 

Dengan contoh tmebut terlihat bahwa norma hukum individual itu ditujukan 

untuk onmg-o.rang yang telah tertentu, jadi herbeda dengan adrlressat norm~ hukum 

yang tidak tertentu {umurn). 

Norma hukum, apabila kita lihat dari hal yang diatur atau perbuatannyal 

tingkah lakunya dapat dibedakan antara norma hukum yang konkret. Norma hukum 

yang abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pad a perbuatan sesoorang yang 

tidak ada hatasannya dalam arti tidak konkret. Norma hukum abstrak ini merumuskan 

suatu perbuatan itu secara abstrak, misalnya disebutkan dengan kata mencuri, 

roembunuh, menebang pohon1 dan sebagainya. Berbeda dengan sifat norma hukum 

abstrak, suatu norma hukum konkret adalah suatu nonna hukum yang melihat 

perbuatan seseorang itu secara lebih nyata (konkret). Norma hukuro konk.ret uu 

biasanya dirumuskan sebagai berikut : 

I. Mencari mobil merek Datsun beiWarna merah yang di parkir di depan toko 

Sarinah. 

2. MembuniJh si Badu dengan sebuah parang. 

3. Menehang pohon-pohon mahoni di pinggir jalan Sudinnan. 

m Ibid, him. 12. 
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Menurut Prof Padmo Wahyono, dkk., konsep role of law yang lazim dikenal 

di dalam sistem Anglo Saxon mirip dengan konsep Negara Huknm (rechtstaat). 

Menurut Dicey, konsep rule of law itu dikristalisasikan dalam tiga unsur yaitu: 552 

I. Supremacy of Law, 

2. Equality before the law; 

3. The constitution based on individual rights. 

Secara umum, kata "rule" digunakan dalam istilah hukum untuk menjelaskan 

suatu keadaan yang memuat 2 (dua) hal, pertama, pernyataan tentang suatu fakta 

(biasanya dalam bentuk kondisional), dan kedua, pernyataan tentang suatu 

konsekuensi yang ak:an atau dapat mengikuti keberadaan fakta tersebut dalam bentuk 

normatif atau dalam sistem pengawasan pemerintah. Menurut Rescue Pound, role 

adalah "aturan hukum yang mengandung pengertian yang rinci tentang konsekuensi 

hukum dari suatu pernyataan atau fakta yang nyata".553 Sel~jutnya, semua aturan 

(rule), memiliki aspek yurisdik:sional atau aspek pembagian kekuasaan (distribution 

of pol';er) yang dijabarkan kedalam sistem hukum atau kedalam tatanan 

masyarakat. 554 

Pemahaman tentang rule of law juga dapat dipahami dalam rangka 

pembentukan undang-undang sebagai sumber/dasar hukum positif yang berlaku dan 

di negara-negara demokras~ sistem delegasi peraturan perundang-undangan adalah 

hal yang lazim dilakukan. 

Hukum sebagai aturan tingkah laku dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) dimensi 

utmna. Pertama, hukum yang semata-mata mengatur hubungan antar individu atau 

antara individu dengan kelompok atau antara kelornpok dengan kelompok. Kedua, 

hukum yang mengatur tingkah laku negara atau pernerintah baik yang semata-mata 

m Padmo Wahyono, cl. al., op.cit. 
551 Slewart Macaulay, Lawrence M. Fridmann, John Stookey, ed., dalam Satya Arinanto, op. cit., 

him. 340. 
554 Ibid, him. 341. 
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berlrenaan dengan negara atau pemerintah itu sendiri maupun yang menyangkut 

hubungan negara a.tau pemerintahan dengan individu atau kelompok. 555 

Perbedaan dimensi di alas, biasanya di dasarkan pada lingkungan subyek 

berlalru (terl!adap siapa berlaku) dan cara-<:arn pergerakannya. Linglrungan subyek 

berlaku hukum-hukum yang mengatur hubungan anta.- individu dan kelompok atau 

kelompok dengan kelompok berlaku diantara para individu itu sendiri. Untuk 

mencapai penegak:annya, diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif individu yang 

berkepentingan. Seorang kreditur yang merasa babwa debitumya telab mel~.an 

wansprestas~ malc:a inisiatif menuntut ganti rugi dari tindak wansprestasi ternebut 

bergantung pada inisiatif kreditur. "' 

Lingkrmgan subyek berlaku bukum yang mengatur tingkab laku negara atau 

pernerintah adalah negara atau pemerintah itu sendiri Inisiatif penegakannya dapat 

datang dari negara atau pemerintab itu sendiri (aparnt penegak hukrunnya) atau dari 

individu yang merasa dirugikan oleh suatu tingkah laku atau tindakan negara atau 

pcmerintaban. 

Hukum yang berisi annan yang mengatur- tingkah la1ru negara atau pernerintah 

dapat pula di bedakan kedalam dua kelompok. Pertama, linglrungan bukum yang 

mengai:ur cara-cara negara atau pemerintah hertindak. Aturan-l:lturan hukum ini 

bersifat instrumental (hukwn instrumental) sebagai instrument untuk memungkinkan 

negara atau pemerintab melakukan berbagai tindakan baik yang bersangkutan dengan 

dirinya sendiri maupun dalam hubungan dengan pihak lain di luar negara atau 

pemerintah. Kedua, lingkungan hukum yang berisi tentang aturan-aturan hukum yang 

membarikan perlindungan atau proteksi (bescherming) pada individu atau masyarakat 

dalam hubungannya dengan negara atau pemerintah. Aturan-aturan hukum dapat 

disebut sebagai hukum perlindungan (beschermingsrecht, protection law), berisi 

m: Bagir Manan, Asas. Tala Can dan Tcknik Penyusunan Peroturon Perumlang-undangan 
KebiJakan, l.egalitas, VoL 2!'94. Jakana; P4I, 1994, him. 2I. 

5"- ibid. 

Univeritas Indonesia 



233 

aturan-aturan yang melindungi individu atau masyarakat dari atau aturan-aturan yang 

mencegah tindakan sewenang-wenang negara at au pemerintab. 551 

Perbedaan dimensi hukum tersebut di atas tidak heeya penting dalam 

menentukan subyek lingkungan berlaku dan penegalomnya, tetapi tidak blah penting 

pula dalam penyusuna.n dan pembentukannya.. Dalam penyusunan dan pembentukan 

itulah akan ditentukan subyek. obyek maupun tata cara penegakannya. Dari sudut 

perumusan kaidah in abstracto, penegakan hukum dilakukan dengan menentukan 

aneka ragam sonksi yang dapat dikenakan. Berdasarl<an perbedruw·perbedaan 

dimensi tersebut dapat ditentukan apekah suatu kaidah hukum lebih tapat 

dipertahankan secara keperdataan, dimensi-dimensi tersebut dapat pula memb300l 

dalam menentukan berat ringannya suatu imkuman yang dapat diancamkan. Begitu 

pula susuan dan karakter norma atau kaidah akan berbeda antara semata-mata 

mengatuc hubungan antar individu dan yang mengatur hubungan internal 

pemerintahan dan lain sebagainya. 55
" 

Menurut Miriam Budiardjo, terkait dengan perspektif hukum internasional, 

dalam praktek perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan HAM, secara samar-samar 

terus ber!angsung. Hal ini tercermin dari sikap para pengamat dan aktivis yang 

meml1iki sikap "outward lookin(j' dan yang memiiiki sikap "inward looking". Di 

Indonesia, sebagian masyarakat yang bersikap outward looking berpendapat bahwa 

semua ketentuan dari badan~badan intemasional bersifat mengikat (binding) dan 

harus dilaksanakan. Konvensi, hukum internasional, dan international customary law 

dianggap pedu dilaksanakan secara mutlak. Sebagian masyarakat lainnya bersikap 

inward looking yang berpendirian bahwa keputusan-keputusan internasional mernang 

perlu dihormati dan dilaksankan sebab konsep "kedaulatan negara" yang selama ini 

dianut oleh masyarakat Juas, telah sedikit banyak digerogoti oleh berkembangnya 

peran PBB dan fenomena gktbalisasi~ terutama giobaiisasi ekonomi. Bagi kelompok 

inward looking ini. diyakini pula bahwa di negeri-negeri yang lemah ekonominya. 

m Ibid, hlm. 22. 
m Ibid. 
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disamping memenuhi hllk-hak politik, fukus utama perlu d.itujukan pada pelaksanaan 

hak asasi pembangunan (right to development) dan hal yang sangat krusial adalah 

terSelenggaranya suatu pemerintahan yang viable (yang berfungsi) dan efektif karena 

itulah yang menjad.i prasyarat untuk berdirinya suatu negara demokrasi yang 

terkoru.olidasi :ss9 

Di Inggris tidak terdapat suatu piagam yang secara terperinci mencantumkan 

atau :rnenjamin kebebasan~kebehasan warga negaranya yang biasa disebut hak-hak 

asasi manusia. Bahkan di negeri tersebut sama sekali tidak dikenal suatu undang

undang dasar yang tertulis, akan letapi sebeliknya. bukum konstitusionilnya 

merupakan hakum yang tidak tertulis yaitu hakum yang terbeotuk oleh serangknian 

konvensi-konvensi dan potusan-putuasn pengadilan (yurisprudensi) oleh hakim 

sehari·hari (jadi bukan pengadilan administratif). Sekalipun demilrian, hak-hllk asasi 

manusia di lnggris selalu dihormati, tidak hanya oleh sesama warganegaranya. akan 

letapi Juga olah pemerintabnya. Menurut Sic !von Jennings, " ... He (citizen) does nol 

ohey onlers because they are given by some person in authority". Selanjutnya., 

Jennings menambahkan bahwa "He (citizen) obeys orders when they are la'Kful 

orders, issued by a person who has legal authority to issue them". 560 

Mellllrllt T.D. Weldon. role of law tidak berarti tidak hanya memiliki suatu 

sistem peradilan yang sempurna di atas kertas saja, akan tetapi ada atau tidaknya rule 

of Jaw itu didalam suatu negara yang tertentu, tergantung daripada kenyataan , apakah 

:rakyatnya benar-benar dapat menikmati keadilan., dalam arti perlak:uan yang adil. 

baik dari sesarna warga negaranya. maupun dari pemerintahnya.»t Oleh karena itu. 

bukan adanya hukum saja yang sudah dapat menjamin adanya the rule of law, akan 

tetapi lebih daripada itu. ada atau tidaknya keadilan, yang dapat dinikmati oleh setiap 

orang itulah yang menjadi ukunm untuk menentukan ada tidaknya rule of law daJam 

559 Ibid, hlm. 132-133. 
560 Sunarjatr Harton<>., "Apaka.Jr Rule of Law ltu ?",Alumni, Bandung, 1976, him. 24-25 . 
.H;J Ibid, him. 3 I, 
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suatu negara tertentu.562 Dengan demikian, role of law juga mengutamakan 

pemenuhan hak-hak asasi ma.nusia dalam kerangk:a Negara hukum yang menerapkon 

sistem demokratisasi. 

Dalam rangka memahami keberndaan konstitusi dan undang-urulang sebagai 

wujud ponegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (rule of 

law}, d!'bidang sistem hakum, dikenal juga falctor "inlerpretas~'. Dalam melakakan 

interpretasi atas suatu peraturan perundang-undangan. terdapat perbedaan prinsipil 

antaxa C.ommon Law System dengan Statute Law System yaitu bahwa dalam Common 

Law System, interpretasi dilakuk:an dengan sistem "konseptual"~ scdangkan dalam 

Statu/£ Law System inlerpretasi dilakakan dengan sistem "tekstuaf'. 563 

Common Law ada!ah hukum tidak tertulis yang apahila terdapat permasalahan 

sobingga perlu dilakakan interpretas~ maka pondapat pongadilan (judicial opinion) 

akan menjadi pedoman dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengertian 

hukum/undang-undang daiam arti yang utuh atau pemahaman mcnyeluruh atas suatu 

rurnusan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Statutory Law, menggunakan 

sistem tekstual yaiht bahwa interpretasi terhadap suatu rumusan peraturan perundang~ 

undangan didl:lSa.Ikan pada rum:usan dari peraturnn perundang-undangan tersehut yang 

kemudian diinterpretasikan olen pengadilan. Dalam hal ~ s!atuta (undang-undang) 

sering mengeluarkan suatu standar seperti "bentuk-bentuk persaingan tidak sehat'~, 

"perlindungan yang seimbang/sama oleh hukum", dan "iktikad baik".564 Menurut 

Holme~ dalam melakukan interpretasi Statutory Law, klta bertanya tentang <tpa yang 

dimaksud oleh pemhuat uudang-undang, bukan pada apa yang berada dalam fikinm 

pembuat undang-undang melainkan apa yang dituliskannya dalam undang~'Wldang 

tersebut~ sehingga harus dilihat dalam bentuk bagaimana kata~kata da1am un~ang

Wldang tersebut diucapkan. $5 

$6; Ibid. 
Y>l Richard A. Posner. "The Problems af Jurispmdence", dalam Politik Hukum 3, ed. Satya 

Arinanto, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 276 - 277. 
u.; ibid, h!m, 277. 
56

' Ibid, hl:m. 291. 
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Menwut Marshall, yang memberik:an pandangannya dalam kasus Marbury v. 

Madison (tinjauan konstitusi Amerika), kedudukan Mahkamah Agung dalam 

kaitannya dengan keberadaan Konsitusi, Mahkamah Agung harus mempunyai 2 (dua) 

yurisdiksi. Pertama, Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi dasar yaitu kewenangan 

untuk mendengar dan memutuskan suatu perkara secara langsung (original 

jurisdiction). Kedua, Mahkamah Agung juga memiliki yurisdiksi untuk meninjau 

kembali keputusan hakim/pengadilan sebelumnya (appellate jurisdiction).566 Menurut 

William H. Rehnquist, semua konstitusi tertulis dimaksudkan sebagai hukum dasar 

dan tertinggidari suatu bangsa. Oleh karena itu, secarn teoritis, konsekuensinya adalah 

setiap tindakan pemerintah dan legislatif yang bertentangan dengan konstitusi, 

dinyatakan tidak berlaku. Sehubungan dengan itu, apabila terjadi bahwa terdapat 

hukum yang bertentangan dengan konstitusi, dimana keduanya (hukum dan 

konstitusi) tersebut diterapkan pada suatu kasus, maka pengadilan harus memutuskan 

c::pa.\:ah hukum ata.u konstitusi yang lcbili tepo.t untuk cliterapkan pada bsus terseh:Jt. 

Pengadilan hams menentukan ketentuan mana yang relevan untuk: digunak.an dalam 

penyelesaian kasus tersebut, karena hal inilah yang sangat esensial dari tugas 

"di"J'" JU s1a . 

Peraturan Bank Indonesia dapat menjadi pranata hukum untuk: mengiSl 

kekosongan hukum dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Wibawa hukum 

penting dan dapat diukur dengan parameter/analisis kuantitatif (pendekatan ekonomi 

terhadap huk.um sebagai sarana pengembalian wibawa hukum). 568 Wibawa hukum 

adalah bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk. peraturan perundang-undangan dan 

dilaksanakan melalui keputusan pengadilan hendaknya tidak hanya berupa "macan 

kertas" tetapi benar-benar dapat dilaksanakan (bersifat implementatif dan 

S66 William H. Rehnquist, "The Sumpreme Court, How It Was, Howfl Is", dalam Politik Hukum 2, 
ed. Satya Arinanto, Progrnm Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, him. 
13-16. 

S6
7 Ibid. 

S6li Ch. Himawan, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sehagai Sarona Pengembalian 
Wibawa Hukum ", Pidato PenguKuhan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakullas Hukum Universitas 
lndont".sia, Jakarta, 24 April1991. 
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eksekutorial) dan dlterima oleh ml!syarkat secara luas. Namun demikian, dalam 

ra:ngka penegakan wibawa hukum tersebut, perlu diperbatikan tentang apa yang 

dilcemukakan oleh Louis D. Brandeis 11 
... a knlper who has not stidied economics 

... is very apt w becomeapublicenemy".569 

Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan 

oleh pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah 1aku yang mengikat atau berlaku 

secara umum. Mengikat secara umum merupakan karakteristik pernturan peruoda.ng~ 

undangan yang membadakannya dari bentuk-bentuk keputusan yang lain. Yang 

diartikan mengi.kat secara umu.m adalah bahwa keputusan yang memuat aturan 

tingkah laku tersebut tidak ditujakan secara konkret kepada subyak, obyek atau 

peristiwa tertentu. Karena 6dak ditujakan kepada aubyak, obyuk atau peristiwa 

konkret tertentu maka peraturan perundang-undangan apabila memenahl unsur-unsur 

yang dikehendaki o[eh pengaturan perundang-undangan tersebut Pernturan 

perundang-undangan menjadi konlcret apabila ada subyek tertentu meminta izin untuk 

melakukan atau lidak meJakukan sesuatu. Keputusan negara atau pemerintah (sebagai 

administrasi negara) yang tidak bersifat umum bukan1ah peraturan perundang

uudangan."" 

Baik negara atau pemerintah dapat membuat keputusan berupa pernturan 

pertmdang-undangan atau buk:an peraturan perundang-undangan. Keputusan negara 

yang berupa peratur:m perundang-undangat>. adalah UUD, Tap. MPR yang bersifat 

mengatur dan Undang-undang. K.eputusan negara yang bukan mengatur Tap. MPR 

yang tidak berifafmengatur tersehut berisi keputusan konk.ret, misalnya TAP tentang 

pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian tidaklah begitu tepat 

untuk menyebutkan seolah-olah semua Tap. MPR adalah peraturan perundang

undangan. s71 

569 Louis D. Brandeis, dalam Cb. Himawan, ihl'd, him. 25. 
!ilf> 8agir Manan, op. cit .. him. 26.27, 
m Ibid. 
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Keputusan pemerintah sebagai administrasi negara juga beraneka ragam dan 

dapat dibedakan menjadi: 572 

1) Keputusan yang berisi pernturan perundang-undangan (algemene verbindende 

voorschrifen). Didalam kategori ini teunasuk PP, Keputusan Presiden yang 

betsifat meogatur, keputusan Mentcri/ Pimpinan l.embaga Pemerinlllh Non 

Departemen/ Keputusao Kepala Daerah yang betsif.rt mengatur. 

2) Keputusan yang berisi penetapan (beschikking). Keputusan ini bersimt kookret 

seperti keputusan pengangkatan atau pernberhentlan pejabat atau peristiwa 

konkret tertentu. Karena betsimt konkret penetapan adalah "einma/ig" daya 

lakunya tidak berulang pada subyak, obyek atau peristiwa lain baik yang sama 

atau yang serupa. 

3) Keputusan yang bukan peraturan perundang-undangan tetapi mempunyai alabat 

secara umum Dalam kategori ini adalah keputusan pengesaban (goedkeuring) 

atan pembatalan (vemoeliging) suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya 

Keputusan Mcnteri Dalarn Negeri mengenai pengesahan Pernturan Daerah. 

4) Keputusan yang berisi perencanaan. Keputusan ini dimasukkan dalam kategori 

tersendiri karena sekaligus mengandung beberapa karak:teristik sebagai ketetapan. 

peraturan perundang-undanga.n.. 

Keputusan yang berisi peraturan kebijaksanaan (beleidsregel). Tennasuk ke 

dalam keputusan ini adalab keputusan yang dibuot dalam kerangka kebebasan 

bertindak dalam penyelenggaraan administrasi negara (freis erme..ssen, 

beoordelingsvr[jheid, vriheidsheleid).m 

Pengundangan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya suatu peraturan 

perundang-undangan muJai berlaku dan mengikat umum setelah peraturan tesebut 

diundangkan dalam penempatannya didalam lembaran resmi (di Negeri Belanda 

5n Ibid. 
m Ibid, hlm. 27. 
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staatsbJad atau staatscourant), sehingga suatu peraturan perundang-undangan agar 

dapat diketahui oleb setiap orang barus diundangkan.574 

SlUltu penrturan perundang-undangan yaog tidak diketahui oleb yang 

berkepen!ingan akan kebilangan tujuannya, yaitu peraturan itu tidak menciptakan 

kesamaan dao kepastian hukum dan juga tidak menimbulkan pengaturan. Akan tetap~ 

kewajiban mengundangkan peraturan perundang-undangan itu pada umu.r.nnya tidak 

lebih dllri p.enempatan di dalam Lembaga Negara atau Berita Negara. Dengan cam ini 

maka syarat kemudahan uatuk diketabui (kenbaarhied) sudah dipenuhl secara furmal 

Apabila pengundangan peratur>n perundang-undaogan hanya merupakan 

syarat :furmal agar suatu peraturan perundangRundangan berlaku dan mcngikat umurn, 

akibatnya belum tentu setiep orang (warga negara) langsung mengetahui adanya 

suatu peraturan perundang-undangan barn. Pada umumnya orang berpendapat bahwa 

suatu peratu.ran mulai beriaku dan meng:ik:at umum segera sesudah proses terjadinya 

selesai, yaitu segera sesudah rancanganperaturan perundang-undangan disahkan oleh 

pajabat yang berwenang dengan cara menandatangani perntura.n tersebut, sedangkan 

dalam kenyataannya tidaklah demikian. Suatu peraturan perundang-undangan yang 

telah di sahkan masih memerluk.an tindakan lebih lanjut agar dapat mengaku dan 

mengikat umum, yaitu dengan perundang~undangan. 

Apabi!a kita membicarakan undang-undang~ LC. van der Viles membedakan 

adanya tiga tabap (stadia)~ yaitu :573 

a. Undang-undang yang ditandatangani (de ondertekende wet); 

b. Undang-undang yang diundangkan (de bekendgemaakte wet); 

c. Undang-undang yang mulai (di) berlaku (k:an) (de in werking getreden wet) 

Selanjutnya l.C. van deer Vlies mengatakan bahwa kek:uatan hukum dari 

ketiga undang-ttndang itu berbeda walaupun ketiganya dapat dianggap sebagai 

514 Agus Subandriyo, Pcngundangan Peraturon Pemndang-zllldungan. Legalilas, vol. 2/'92. 
Jakarta: P4 [, 1992, hlm, 63. 

S?S LC. van deer Vltes, dalam Al:,.>us Subandriyo, ibid. 
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peraturan yang mengikat umum (algemeen verbindende voorschtift). Pembedaan dad 

kekuatan undang-undang tersebut diatas menurut Agus Subandriyo adalah:',. 

a. Undang-undang yang ditandatangani, mcskipun sudah ditandatangani 

(bekrachtiging) oleh Ratu belum mempunyai kekuatan berlaku dan meogikat (in 

werking treding), walaupun Undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai 

peraturan yang mengikat umum. Memang kalu dilihat menurut proses terjadinya 

Undang-undang (totstwu:ilwming van een wet) maka rancangan Undang-undang 

yang sudah disetujui oleh staten general dan di sahkan Ratu adalah sah menjadi 

Undang-undang, akan tetopi bahun mempunyai kekuatan barlaku dan mengikat 

umum. 

b. Undang-undang yang diundangkan dengan proempatan didalam Lembnga 

Negara, jika tidak ditentukan lain, pasti mempunyai keknatan berlaku dan 

mengikat umum, akan tetapi tidak setiap Undang-undang yang ditempatkan 

dalam Iembaran negara langsung mempunyai kekuatan beriaku dan :mengikat 

umum. 

c. Undang~undar1g yang mulai diherlakukan seperti yang telah disebutkan dalam 

huruf b, adalah undang-undang yang teiah diundangkan1 kecuali tidak ditentukan 

lain mengenai saat berlakunya atau karena rnulai berlakunya undang-undang 

tersebut ditanggubkan 

Menurut Suhariyono A.R.. pemuatan suatu peraturan penutdang~undangan 

dalam Lembaran Negara atau Berita Negara, memang dimaksudkan untuk memenuhi 

azas pubJisitas suatu peraturan, khususnya dalam negara yang menerapkan sistem 

hukum positif. Namun hendaknya diingat juga bahwa persyaratan tersebut~ 

seharusnya bukan menjadi syarat mutlak berlakunya suatu per.atw-an perundang

undangan karena ketika terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang tidak atau 

beJum dimuat dalam media resmi kenegaraan tersebut, apakah Jalu kemudian secar.t 

serta merta dapat dinyatakan menjadi tidak beriaku a~u bukan merupakan peraturan 

STt. Agus Suballdn}U, op, elL 
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perundang-undangan yang sab?571 ldealnya menurut peDJJlis adalah babwa setiap 

pcraturan perundang-undangan untuk dapat he!:laku dan mengikat umum, proses 

akbirnya adalah dengan pemuatan dalam Lembaran Negara at au Berita Negara karena 

sistem hukum negara Indonesia menganut sis!: em hukum positif sehingga masyarakat 

puu diharapkan dapat meruperbatikan dan berupaya untuk mengetahui tentang adanya 

suatu pcraturan yang berlaku bagi yang bersangkutau melalui media resmi 

kcnugaraan dimaksnd. 

Uraiau mangenai saat berlakuuya snatu uudang-undang (peraturan pemndang

undangan) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang berbeda-beda, dimana 

hal tersebut akan berkaitan dengan prinsip kopastian hulrum. Adapun fungsi dati 

pangundangan, yaitu agar setiap orang mengetalmi bahwa sejak saat pengundangan 

ada suatu undang-undang baru yang berus ditaati dan dilaksanakan. Dengan kata lain 

bahwa k:ekuatan nrengikat suatu pera.turan perundang-unda.ngan dan law enforcement

nya, haros dapat dirumuskan dalam berbagai tahapan yang jelas ·dan' sistematis yaitu 

dimulai dari adanya kew-enangan pengaturan, lembaga atau organ yang tepat, tujuan 

pengaturan, sifat materi atau norma hukwn yang berlaku dan mengikat umum.. 

perumusan sanksi, sampai pada tahap pengundangannya. 

4.3.4 Evalua.si Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia 

Suatu peraturan pada prinsipnya akan dapat terlaksana dangan baik apabila 

pembentukan peraturannya dapat dipersiapkan secara konscpsional, terencana dan 

sistematis, sebolum dituangkan dalam bentuk kaidah bakum yang bersifat mongatur. 

Hal iru didasarkan pada pem.ik.iran bahwa suatu peraturan pen.mdang-undangan baru 

dalam masyarakat akan berfungsi secara efektif, apabila pengaturan itu benar-benar 

mampu melaksanak:an fungsinya dengan baik. 518 Agar peraturan itu benar-benar 

!111 Wawancata Penulis dengan Bp. Suhariyono A.R. 
m Soerjono Soekanto dalam L.ntung Tri Basuld, Analisfs dan Evaluasi Hul.:um Ten/t111g 

Persaingmr Usaha htduslri KecH di Era Pasar Bebas. Jakarta: BPHN, 2004, blm. 48. 
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mampu melaksanakan 1\mgsinya dengan baik, maka paling sedikit ia dipengarohi 

oloh easpat fuktor yaitu:"" 

1. Faktor kaidah itukum. 

2. Faktor pelaksana atau petugas yang menegakkan atau menerapkan kaidah hukum 

yang bersangkutan. 

3. Falctor li!silitas atau sarana yang dapat menduitung pelaksanaankaidah hukum. 

4. Falctor warga masyarakat yang terkena lingkup kaidah hukum. 

Kaidah hukam yang dalam hal ini dibatasi pada peraturan perundang~ 

undangan tertulis yang bernifat mengatur akan menjadi fuktor yang llllliilJlU 

mendukung efektifitas pelaksanaan pembangunan ekonomi jika peraturan tersebut 

paling sedikit memenuh.i 4 (empat) !criteria. Pert1l!ll3, peraturan tersebut haros 

sistematis. Artinya peraturan tmebut disusun berdasarkan urut~urutan secara logis 

dan sating terkait satu sama lain. Kedua, ketentuan tesebut sinkron secara vertikal 

dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya serta sinkron secara horisontal 

dengan peraturan-peraturan lain yang sejajar kedudukannya. Ketiga, peraturan

peraturan tersebut sudah cuk:up baik secara kuantitatif maupun secara kuaHtatif untuk 

mengatur suatu bidang kegiatan tertentu. Artinya, peraturan tersebut mengatur aspek· 

aspek seca:ra terukur dalam nmgka pemberdayaan pembangunan ekonomi. Keempat, 

penerbitan peratu.ran tersebut harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. 

Adapun persyaratan }'Ul-idis minimal yang harus dipenuhi oleh paraturan itu adalah 

yang menyangkut bentuk peraturan dan pihak yang bcuwenang mengeluarkan 

peraturnn tersebut. Misalnya apabila materi muatannya berisi mengenai ketentuan 

yang membatasi hak asasi warga negarn, memuat sanksi pidana dan berlaku secarn 

nasional. maka pengaturannya harus dituangkan dalam bentuk undang-undang dan 

pihak yang berwenang membuatnya adalah Pemerintab dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

''9 Ibid, him. 48 ~52. 
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Apabila Jhlctor-faktor tersebut di alas le!Jlenuhi oleh suatu peraturan, dapat 

diharapkan bahwa peraturan itu akan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik 

dalam menciptakan kepastian lrukum dm keadilan dalam !lll!Sya<akat, serta dapat 

diterapkllll sehagai landasan operasiorud untuk mengatur suatu bidang kehidupan 

tertentu dalam masyarakat. 

Faktor petugas pelaksana peraturan mencakup ruang lingkup yang sangat Iuas 

karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Dalam 

pelaksanaan tugasnya. sepatutnya petugas mempunyai pedoman yang antara lain 

barupa peraturan tertulis yang mencakup ruang 1ingkup tugasnya, batas-batas 

kehijakan yang diperkenankan, teladan yang barus diberikon kepada !lll~Syarakat, 

kejelasan tanggungjawah wewenang dan sinkronisasi penugasan~penugasan yang 

diberikan kepadonya. 

Faktor fasilitas dalam: hal ini secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 

sarana untuk mencapai tujua.n. Ruang lingkupnya terutama yang berwujud sarana 

fisik yang berfungsi s~bagai faktor pendukung. Oleh karena itu, fasilitas ini akan 

meliputi peralatan kerja. atau perlengkapan kerja dan bahan-bahan kerja. Dari segi 

hukum dapat terjadi keadaan dimana peraturannya sudah ada dan dibcrlakukan, 

namun fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk: 

mempedancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan, Jika fasilitas 

untuk melaksanakan suatu peraturan 11udah ada, kirnnya diperlukan pula adanya 

pemcliharaan yang peranannya tidak kala.h pentingnya dari tersedianya. fasilitas 

tersebut. 

Faktor masyarakat terutama terkait dengan masa1ah derajat kepatuhan mereka 

terharlap peraturan. Secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuban 

masyarakat terha.dap hukum dan peraturan merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum dan peraturan perundang-undangan itu dalam masyarakat. 

Penegakan huk.um dan berfungsisnya huku~r. secara efektif tidak akan mungkin 

tedaksana tanpa partisipasi warga masyarak?t secara aktif Bantuan atau peran serta 
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warga masyarakat itu juga mempunyai arti yang sangat penting dalam efektifikasi 

peraturan perundang-undangan. 

Peran serta warga masyarakat dalam mengefektifkan penmdang-undangan 

JUga akan minim sekali jika mereka tidak mengetahui dan kunmg memahami 

perundang-undangan yang berlaku bagi mereka. Kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat, yang dltambah pula kurangnya pengetahuan pejabat 

merupakan halangan yang sangat serius dalam rangka penegakan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan uraian tersebut di alas, maka dapal disimpulkan bahwa 

berfungsinya suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat adalah sangat 

tergantung dari bubangan yang serasi antara faktor peraturan atau kaldah bulrum, 

penegak hukum, fusilitas, dan masyarakat yang mendukungnya. Kepineangan yang 

tetiadi pada salah satu fuktor, dapat berakibat pada terjadinya masalah negatif pada 

selunlh sistem yang dibangun. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas pctugas 

kurang baik, maka akan timbul masalah dalrun penegakm hukum. Dapat dikatakan 

bahwa seseorang disebut taat terhadap suatu kaidah hukum, jika ia bersikap tWlduk 

atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk hukum sebagaimana difahaminya. 

Namun konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan, sebenamya berkaitan erat 

dengan hukurn yang berisi harapan atau suruhan. Jika kaidah hukum tersebut 

berisikar, kebolehan, maka perlu digunakan konsep-konsep lain, yaitu penggunaan, 

tidak rnenggunakan, dan penyalahgunaan. 

Orientasi dalam rangka peJaksanan evaluasi terhadap peraturan perundang~ 

undangan, dapat dilaksanakan dalam berbegai hentuk. Pertama, adalah evaluasi 

administratif yaitu penilaian terhadap bagaimana peraturan perundang~u.ndangan 

(hukunt) tersebut telah dilaksanakan dan bagaimana reaksi rnasyarakat atas hukum 

tersebut. Apabila masyarakat merasa tidak puas dan dirugikan atas proses penerapan 

hukum yang ada, dan temyata. basil dari proses penerapan hukurn itu tidak sel:luai 

seperti yang diharapkan, maka pera.dilan administra::;i akan menjalankan fungsinya. 
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Evaluasi kebijakan, baik karena perubahan target dan orientasi yang hendak 

dicapai terkait dengan substansi peraturan peruodang-undangan yang sedang berlaku, 

maupun karena penyesuaian atas herlakunya peraturan perundang-undangan lainnya, 

baik peraturan perundang-undangan yang Iahih tinggi tingkatannya, maupun 

peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan yang sejenis. 

Kedua, evaluasi yudisial yairu evaluasi yaug dilakak:an berkaitan dengan 

obyek evaluasi politis, terkait dengan petimbangan politik dari suatu peraturan, baik 

karena kebijakan politik pemerintah dibideng pembangunan ekonomi, maupun karena 

penyesualan politik hukmo nasional. Evaluasi yudisial ioi juga dapat dilakukan 

mela!ui lembaga judicial review yang dilakukan oleh masyatekat dengan 

mempersoalkan suatu peraturan peraturan perundang-undangan dimuka pengadilan 

untuk diujui eksistensinya, balk karena kesesuaianoya terhadap norma-norma hokum 

yang lebih tinggi, maupun jika mekanisme dan proses pengehuuannya diindikasikan 

memilik.i masalab.. Dari perspektif masyarakat, kebutuban j'tldicial review tersebut 

adalah lebih jika masyarakat ''merasa atau menganggap'1 ada katidakseimbangan 

antara. kepentingannya yang seharusnya dilindung~ dengan nonna hukum yang 

ditetapkan dalam suatu peraturan perunda.ng-undangan yang berlak:u. Menurut 

Suhariyono A.R. fembaga judicial review lni seharusnya hanya berlaku apabila 

masyarakat menganggap bahwa bak-hak dan kewajibannya lerusik dengan 

dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan sebingga ia (masyarakat) 

meminta pengadilan untuk: melaku.k;an pengujian atas peraturan perundang-undangan 

yang hersangkutan, 580 

Termasuk juga dalam kerangka evaluasi yudisial adalah apabila dalam suatu 

perkara. berdasarkan hasil pembuktian, pertimbangan hukurn. dan upaya untuk 

menggali nilal-nilai atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. temyata pengadilan 

mengambil suatu keputusan yang .. berbeda atau lain" dengan rumusan yang terdapat 

dalam suatu peraturan peruodang-undangan (khususnya yang ringkatannya berada di 

'"
11 Wawancnra Penulisdcngan Bp, Suhariyono A,R, 
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bawah undang-unrlang), maka putusan pengadilan seperti itu, kiranya layak menjadi 

pertimbangan bagi pembuat peraturan perundang-undangan untuk depat secara 

terbuka dan pro aktif dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang 

dikeluarkannya. Tentunya juga termasuk jika substansi materi Peraturan Bank 

Indonesia menjadi obyek yang perlu dievaluasi. 

Hasil evalaluasi peraturan perundang~undangan disamp:ing untuk mengetahui 

sejauh mana kesuksesan dan tercapainya tujuan yang dikehendaki dari pembuatan 

peraturan perundang-undangan tersebut, yang lebih penting juga adalah untuk 

mengetahui epakah peraturan peruudang-undangan tersebut layak untuk diteruskan, 

direvis~ atau bahkan dicahut. 

4.4 Peraturan Bank Indonesia Sebagai Sarana Bank Indonesia Dalam 
Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Nasional 

Salah satu sasaran pertarna dari agenda menciptakan Indonesia yang Adil dan 

Dernolcratis adaiah teljaminnya konsistensi seluroh peraturan perundang-undangan di 

tingkat pusat dan daerah dengan prioritas pembenahan politik hukum dan sistem 

hukum nasionaL 581 

Pernbenahan Sistem Hukum Nasional hams segera dilaksanakan, ka.rena 

selama 4 {empat) pilar yang menjadi komponen Sistem Hulrnm Nasional tidak: 

berfungsi dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan dari Slstem Hukum NasionafS82 

tidak akan terwujud. Empat komponen tersebut meliputi materi hukuii4 aparatur 

hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum 583 

531 Sukesti Irian!, dalam Syairul Watni. eta!. e<L Himpunan Karyn Tulis Bidang H11kmn Tahun 
2005. Jakarta: BPHN, 2005, hlm, 227. 

5l!Z Dalam tullxan Sokesti Iriani, tujuan s:istem hukum nasional adaiah meniogkatkan ke:sadaran 
hukum; menjatnln penegakan hukum: menjamio kepastian hukum; menjamio pelayanan hukum; dan 
moojudkan tata hukum pada kc:pentingan naslonal. 

.mfbid. 
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Menurut Sukesti Jrianl, salah satu komponeo/pilar yang pedu mendapatkan 

perhatian khusus adalah komponeo!pilar materi hukom Materi hukum yang secara 

sempit dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undaagau adalah merupakan 

buku pedoman bagi Implementing Agency (penentu kebijakan) dan Rol Ocupan (yang 

terkena kebijaken). Bagahnana suatu peraturan perundang·undangan dapat dikataken 

telah memenuhi harapau masyarak:at dan telah memenuhi persyaratan perundang

undanga:n, misalnya persya:ratan baik filosofis, sosiologis, yurldis, pofrtis maupun 

teknis perancangan, 531 

Permasalahan produk peraturan perundang-undangan yang banyak dijumpai 

pada saat ini anlara Jain masih banyaknya peraturan tumpang tindih, peraturan yang 

tidak: konsisten dan bertentangan dengan peraturan yang sederajat Jainnya, peraturan 

yaag tidak dapat dilaksanakan. Yang pasti bahwa banyak peraturan parundang

undangan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan rasa keadilan 

:masyarakat. Penyebab utamanya karena kurangnya perencanaan dalam mentbentuk 

suatu peraturan.SI!I 

Komitmen baugsa Indonesia dalam membangun buk:um nasional harus tetap 

berpegang pada landasan cita bukum dan tujuan pembangunan hukum nasional 

sesuai dcngan amanat UUD 1945. yaitu menjadikan negara benar-benar sebagai 

negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penman 

hukum da)arn pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi 

dengan ca.ra teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh peraturan 

perundang-undangan atau keputusan pengadtlan atau kombinasi kedua.-duanya, 

Perubllhan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang

undangan atau keputusan badan·badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang 

tidak teratur dengan menggunakan kekerasan sema.ta-mata mengingat bahwa 

1M Ibid, him. 228. 
, .. , Sebagaimana dikemukakan oleh Sukesli lriaoi bahwa dalam Program Leglslasi Nasional Tahun 

2005-2Q09 DPR-Rl, permasalahan produk pernturan perundang-undangan juga disebnbkltn oleh sf stem 
pembentukan peraturan pcrund<i.ng·vndangan ,¥lng mengabaikan penlingnya kegiatan invcntarisasi, 
sinkronisa.si, hannonisasi seluruh pernturan perundang~undangan uruuk membuka ases 
danmeningkatkan partisipas:i masyarnkat dalam penbenrukan undang-undang.lbid, him. 229. 
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Indonesia adalah negara yang bersistem Eropa Continental (Civil Law) maka 

pembangunan materi hukum itu pada hakikatnya adalah pembangunan peraturan 

perundang-undangan melalui pembentukan produk peraturan perundang-undangan 

(baik itu berupa penyempurnaan, penggantian maupun penciptaan). 586 

Pembangunan materi hukum mencakup kegiatan hukum perencanaan hukum, 

pembentukan hukum, penelitian hukum tennasuk barmonisasi hukum, 

pengembangan hukum dan sistern pendidikan huknm lmplementasi progrnm di 

bid;mg materi hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan 

kepastian hukum dan masyarakat. Sehingga masyarakat memperoleh pengaynrnan 

dan perlindungan akan hak-haknya. Dalam rangka itu pembangunan materi hukum 

dilakaanakan dengan melakakan pembaharuan penyempurnaan atau penciptaan 

peraturan perundang-undangan.087 

Materi hukum yang nda saat ini belum sepennhnya mampu mengikuti 

keeepatan dinamika pemhangunan nasional. Hal ini disebabkan masih adanya 

peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan 

(zaman). Perkembangan baru helum sepennhnya diakomodasikan ke dalam peraturan 

hukum, belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan, dan masih timbu! sdanya 

perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Terlebih dengan adanya desentralisas~ 

dimana daerah diberi kewenangan Wltuk mengurus daerahnya sesuai dengan 

kemampuan dan kreatifltas sendiri melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, 

maka perlu suatu sistem hukum yang terpadu antara peraturan perundangNundangan 

pusat (sektoral) dengan peraturan penmdang-undangan daerah. SRS 

Pembangunan materi hukum baik yang bersifat sektoral maupun produk 

hukum daerah harus blsa metahirkan: 589 

ss6 /bid, him. 230-231. 
587 Ibid. 
5118 Ibid, hlm. 232~233. 
53')Emawati Munir, dalam Sukesti lri<mi, ibid. him. 233-234. 
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a. Peratu:ran perundang-undangan yang mampu mewujudkan kebenaran dan rasa 

keadilan bagi seluruh rakya Indonesia. 

b. Peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi sarana yang erektlf 

membangun integrasi nasiona~ memelihara peratura.n adan kesatuan bangsa 

dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dao UUD 1945. 

c. Pernturan perundang-undangan yang mampu memenuhl kebutuhan rakyat 

Indonesia yang sedang bad<:embang dan akibat dari perubahan regional, 

intemasional maupun global. 

d. Peraturan perundang-uudangan yang dapat menggambarkan bukum yang hldup 

dahuu masyarakat Indonesia yang majemuk 

Teori perundang-undangan secara garis besar membicarakan masalah antara 

Jain kedaulat~ negara dan dasar hukum kekuasaan. sistem pemerintaha.1 negara. 

kekuasaan pembentukan perundang-undangan, kom:ep atau pengertian undang

undang (apakah materiele wetsbe.grip atrruformele wetsbegrlp). Seorang perancang 

peraturan di dalam proses pembuatan peraturan perundang-undanga., selain 

memperhatikan hal-hal di ata.s juga wajib memperhatikan asas-asas hukum di 

samping norma huku!n. Asas hukum mernpakan patokan norma sehingga dapat 

dikatakan bahwa asas hukum berada di atas norma.591 

Asas~asas hukum diartikan sebagai landasan operasionalisasi nilai-nilai yang 

berSumber pada pandangan hidup bangsa yang diperhatikan dalam pt:mbentukan 

sautu hal tata hukurn nasional yang terdiri dari hukum tertlllis dan tidak tertulis. 

Sedangkan sifat asas hukum dinamis, mendorong perkembangan hukum dan 

berorientasi ke masa depan. Dengan demikian pembangunan materi hukum baik di 

tingkat nasional (pusatlsektoral) manpun daerah antara Jain kepada : landasan (nilai

nilai) peraturan perundang-undangan; teori perundang-undangan, teknik peraturan 

$?I Ibid. 
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perundang-undangan, sebingga peraturan perundang-undangan dihasilkan atau 

diciptakan akan sesuai keinginan "masya:rakat" dan tidak bertentangan satu sama 

lainnya 592 

Teknik perundang-uudangan dlperlukan sehagai acuan dalam membuat atau 

menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik. Satu peraturan perundang

undangan yang baik dapat dilihat dari aapek-aspeknya, yang penting yaitu aspek 

ketepatan; kesesuaian dan apilkasi. "' Aspek ketepatan dalam pernbuatan peraturan 

perundang-uudangan dititikberatknn pada ketepatan, struktur, petfunbangan, daaar 

hukum, babasa (peristilaban), pemakarnn huruf; tanda haca dan matari muatan (isi). 

Sedangknn aspek kesesuian dalatn pembuatan peraturan perundang-uudangan 

dititikberatkan peda kesesuaian isi dengan laadasan-landasan yaitu : 

I) Kesesuaian dengan laadasan filosofis, artinya babwa pernturan perundang

undangan dlbuat dalam rnngka mewujudknn, melaksanakan, dan memelihara cita 

hukum (rechtsidee) yang menjodi patokan hidup bermasyarakat. 

2) KesesU3ian deng.;.an landa.san sosiologis, artinya bahwa peraturan penmdang~ 

undangan yang dlbuat sesuai dangan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan 

masyarnknt. 

3) Kesesuaiao dengan landusan yuridis, artinya babwa kewenangan membentuk 

peraturan perundang-uadangan, beradu di Iangan pelakn yang tepa!. 

4) Kesesuaian dengan landasan teknik perancangan, artinya bahwa cara-cara 

tertentu, yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sudah diikuti 

dengan baik dan benar. 

Selanjutnya, suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus teruk:ur 

selringga peraturan itu dapat dilaksanakan (applicable) dan dapat ditegakkao. Suatu 

peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan 

baik lingkungan pemerintahan yang akan m~laksanakan maupun masyarakat yang 

menjadi sasaran peraturan perundang-unda.nga.n itu berlaku, Daya dukung tersebut 

m Ibid, 
m Ibid, him. 236-237, 
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antara lain berkaitan dengan sumber daya apa:ratur, finansia4 manajemen, kondisi 

masyarakat dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan hams memberikan 

kepastian hukum balk bagi pemerintah maupun masyarakat, dengan 

memperb.itungkan pula aspek penegakannya. Apahila peraturan pembenaban dan atau 

eksplorasi sumber daya alam, maka di samping mempemarikan kemampuan daya 

pikul penduduk, perancang peraturan harus memperhatikan pula potensi alum daerah 

yang bersangkotao."" 

Dari uraian di alas, dapat disimpulkan babwa teknik perundang-undangan 

bukan sekedar membicarakan tata cara penulisan atao peogetikan, bahkan bukan pula 

sekedar menyalin furmat seperti yang banyak dilakukan orang selama ini, tetapi Jebfu 

dari itu tukaik peruudang-undangan mencakup hal-hal yang lebili mendasar yang 

1erdiri dari berbagai aapek untuk nrewujudkan peraturan perundang-undangan yang 

balk, populis, applicable, dan efelctif Menurut Sukesti Iri:mi, inilah krireria peraturan 

perundang-undant;an yang Operasional. SSIS 

Selain itu, perlu juga dikemukakan rnengenai hubungan antara Prolegnes dan 

pembangunan materi, hukum, dimana Proglegnes merupakan syarat mutlak: WJtuk 

dapat melahlrkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mampu memenuhi 

kepentingan nasional bangsa Indonesia yang bersumber pada Panca.sila dan UUD 

1945. Prognun legalisasi pada dasarnya meJUpakan langkah awal dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Jadi Program Legalisasi adal.ah kegiatan perencanaan 

dalam pembentukan produk hukum. Program Legalisasi Nasional adaiah instrumen 

perencanaan program pembentukan Undang-U ndang yang disusun secara berencana, 

terpadu, dan sistematis. 

Peraturan perundang-undangan yang baik yang dapat memenuhi rasa keadilan 

masyarakat dapat tercipta seandainya telah melewati serangkaian ketentuan~ketentuan 

yang dirnu!ai dari perencanaan artinya teiah dikukuhkan oleh suatu forum sernacam 

Pro1egnas sehingga terencana, terarah dan terpadu. Setelah mendapatkan pengakuan 

m Ibid, hlm. 237-23&. 
m Ibid. 
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barulah dibentuk suatu Tim yang benar-benar mewakili segala elemen masyarakat 

misalnya dati Departemen/LPND terkait, akademis~ organisasi masyarakat/LSM, dan 

ini hams ada di setiap kegiatan seperti tahap penelitian, tahap pembuatan naskah 

akademis, penyusunan draft peraturan sampai ikut sebagai pemantau dalam 

pembahasan di DPR. 596 

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang aspiratif sebenarnya telah 

diperintahkan oleb Propenas 2000-2004. Artinya diperlukan sekali dori masyarakat 

dnlam pembentukan peraturan. Menurut Sukesti !ria~ terdapat minimal lima alasan 

yang mendasari pentingnya partisipasi masyarakat yaitu:m 

L Alasan Filosofis demokratis, artinya setiap kebijakan yang akan diberlakukan 

tethadap pihak-pihak tertentu dalam masyarakat wajib dimintakan pendapat dan 

masukannya, bahkan keberatan mereka perlu diperhatlkan oleb pembuat 

kebijakan. 

2. A1asan praktis~ kemarnpuan wawasan dan penguasaan pengetahuan dari penentu 

kebijakan ada batasnya, selringga perlu melibatkan masyarakat. 

3. A1asan efek.rtifitas pelaksanaan, asuminya semakin terlibat masyarakat dalam 

proses pembentukan maka semakin tinggi rasa memililci serta dukungan 

masyarakat terhadap suatu kebijak:an, sehingga mendorong efektitas pelaksanaan 

dan penegakannya. 

4. Alasan kepentingan pendidikan politik, penyebarluasan infbrmasi yang menjadi 

lsi dari s-J.atu rancangan peraturan perundang-undangan merupakan proses 

pendidikan politik efektif. 

5. AJasan pengawasan. apabila prosesnya dibangun S(X:l'l.fa terbuka _dan masyarakat 

luas dirnungkinkan terlibat, maka korupsi dan kolusi dapat diminimalkan. 

S9C Ibid, him. 251. 
m Ibid, him. 2:~i2·2S3. 
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Sebagaimana Ielah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut John Austin, 

huk:um dalatn arti yang sebenamya (bulrum positif) yang dibuat oleh penguasa seperti 

undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain, untuk dapal dirunnakan sebagai 

hulrum harus memenuhi unsur : permtah, sanks~ kewajibao, dan kadaulatan."' 

Selanjutnya, unsur perintah berarti bahwa satu piliak mengbendaki agar orang lain 

melakukan kehendaknya Adapun unsur sanksi berarti bahwa piliak yang diperintah 

akan mengalami penderitaan jika perintah itu tidak dijalankau atau ditaati. Unsur 

kewajiban berarti perintah itu merupakan pembedaan kewajibao terbadap yang 

diperintah, dan perintah tersebut hanya dapat tcrlaksana jika yaog memerintah itu 

adalah piliak yaog berdaulat. "' Eugen Ehrlich berpendapat behwa hulrum positif akan 

memiliki daya herlaku yaog efektif apabila berisikan atau selaras dengan hulrum yang 

hidup dalam masyarakat (living law). Disamping itu, Ehrlich betpendapat bahwa 

pusat perkembangan hulrum saat ini dan yang akan datang, tidak tcrletak pada 

perun!!ang~undanl;an. tidak pada ilm.u !..ukum. ataup>1I1 pado. keputusan h3...!dm, tetapi 

pada masyarakat ilu sendiri. w:l Sejalan dengan itu, Roscoe Pound berbendapat bahwa 

hukum harus dilihat sebagai suatu letnbaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosiaL601 

Berdasarkan unsur-unsur/uraian di atas dikaitkan dengan teori dan pengertian 

khususnya dalam konteks sistem common law (Eropa Kontinental) karena Pe:raturan 

Bank Indonesia adalah merupakan peraturan perundang~undang yang berlaku di 

Indonesia, maka Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah hukum. Dalam hal ini 

dilihat dari segi fungsinya, adalah sebagai "a tool of social engeneering" baik dalam 

kerangka rule of law atau mernpakan bagian dari sistem hukum nasional, kbususnya 

sebagai sa.rana bagi Bank Indonesia untuk berperan dalam pelaksanaan pembangunan 

ekonomi Indonesia berdasarkan peran, tugas, dan wewenang yang dimHiki oleh Bank 

Indonesia di bidang tersebut. 

~911 John Austindalam Li!i Rasjldi, op.cit., hlm. 19. 
S'l? !bid, him. 19-20. 
r.oo Eugen Ehrlich dalam tili Rasjidi, him. 28. 
001 RoSC'oe Pound dalam Lili Rasjidi, ibid. 
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Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasa133 sudah ditegaskan secara eksplisit 

bahwa sistem perekonom.ian Indonesia adalah mengacu pada prinsip "digunakan 

untuk kepentingan ben;arna dan berlandaskan pada azas kekeluargaan". Fllosofi ini 

mengandung pengertian bahwa dalam membangun sistem perekonomian nasional 

baik yang ada pada selctor riil maupun selctor moneter baroslah didasarkan pada 

pembacaan kepentingan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. Pemerintab dalam 

membangun dasar-dasar kebijakannya diselctor ekononomi tidak boleh bertentangan 

dengan semangat yang diernban o1eh UUD 1945 seperti ten;ebot di atas'" 

Pada akhir Maret 1992, Undang-Undang (UU) Perllankan baru diherlakukan, 

yaitu UU Nomor 7 tahun 1992 ootuk mengganti UU yang lama yang dikeluarkan 

pada tahun 1967. UU baru ini memherikan landasan bukum baro bagi industri 

perbankan Indonesia. Berdasar UU Baok Nasional di kelompokkan menjadi bank 

komersial, bank perkreditan, dan bank dangan sistem bagi basil. Untnk melabanakan 

UU baro ini, dikeluarkan serangkaian peraturan pemerintah yang barkaitan dengan 

operasi bank ten;ebot."" 

Namun, karena dianggap unciang-unciang tersebut sndah tidak lsgi relevan 

dalam menjawab persoabn yang terjadi pada saat krisis moneter yang sedang tetjadi, 

maka terbitlah Undang-Undang nomor 10 tahun !998 tentang Perubahan alas 

Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini 

yang pa!ing menonjol adalah adanya kecenderungan dimana negara ingin 

mernberikan perJindungan sebesa.r~besarnya terhadap para pelaku industri perbankan 

di Indonesia. Sikap yang dlmuncutkan dalam undang~undang ini muncul dengan 

nuansa yang sangat reaksiner. Seiring dengan goyangnya sendi-sendi perekonomian 

bangs a, maka go yang pula sektor perbankan pada saat itu, Misa1nya) dalam Pasal 3 7. A 

undang-undang ini mengatakan bahwa:604 

~ R Muchsin dan Fadillah Putra, foe. c{J. him. 153. 
001 !bid. 
6114 /bid, him. 154. 
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Apabila menurut penilaian Bank Indonesia kesulitan perbankan yang 
membab.ayakan perekonomian nasional; atas pemrintaan Bank Indonesia, 
pemetintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Pemnkilan Rakyat Republik 
Indonesia dapat membentnk badan khusus yang bersifat sementara dalo:m 
rangka penyehlllan Perbenkan. 

Dari pasal tersebut di atas, tampak bahwa bagaimana ada upaya dan perbntian 

yang sangat besar dari pemerintah terbadap keselamatan sektor perbankan yang ada 

di Indonesia. Disisi lain kiia juga dapat melihat bahwa dalam sistem perbankan yaag 

ada di Indonesia sebenamya posisi dari bank sentral sangat besar dalam melakukan 

koordinasi dan pengawasan !erbedap bank-benk swasta yaag ada di Indonesia. 

Bahkan dalam pasal tersebut torlbat dengan sangat jelas bahwa pernetintah pun bam 

dapat mengambil tindakan atas keme[ut yang teJjadi di sektor perbankan nasional 

setelah aada permintaan dari bank sentra1.605 

Tapi di sisi !ain, produk huku.m ini juga tetlihat adanya tendensi bahwa 

hnk:um ini dibuat daagan beraagkat dari koUdisi yang sangat kontekstual. Di mana 

pada saat undang-undaag ini dibuat, kondisi perbankan di lndonersia mernang masih 

mengalami masa~masa yang sulit. Semua pihak yang mengelola bank nasional tidak 

memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi tanggung jawab finansialnya baik di 

dalam neger maupun diluar negeri. Sehingga undang-undang in lebih dibuat untuk 

menberikan tindakan penyelamatan pada nasib bank-bank swasta nasional yang ada 

tersebut. Hal ini dapat Jcita lihat dalam pa.l 37B Undang-undang nomor 10 tahun 

1998 sebegai berikut : 

1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disbnpan pada benk yang 
bersangkutan. 

2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. 

3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berbentuk 
badan hukum Indonesia. 

4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarak:at dan Lemba~ Penjamin 
Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

r:ns Ibid. 
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Dari kete.rangan-keterangan yang ada tersebut di atas, maka kita teringat pada 

aspek kajian alas politik bukuJn_ Dimana da!am kajian politik hukum tersaji 

penjelasan tentang bagaimana da!am proses pembemukan hekum maupun penerapan 

bekum itu tideklah dapat dilepaskan dari Jatar politik yang melingkupsi teroiptanya 

produk hukum tersebut. Sebuah produk hukum pada dasaroya ada!ah juga sebuah 

bentuk kebijakan publik. Sebab ia adalah basil dari rumusan pemerintah sebugai 

respon alas persoalan publik tertentu dan kemudian di legalisasi oleh lembaga 

legislati£ Oleh karena itu, adatah bakan hal yang aneh apabila ternyata dalatn kasus 

bekum dan kebijakan publik di selctor perbaukan ini kita menyaksikan adanya 

pengaruh yang sangat besar alas Jatar politik yang bu!Jlengaruh terhadep 

pembentukan hekumnya itu sendiri."" 

Produk hukum seharusnya berdiri da!am posisi yang pasti dan tidak mndeh 

barubeh-~bah dan 3!L,gat torg::mtuog pada saat politik dan kepe~tingan yang masuk 

kedalam proses pembuntukan hukum itu. Memang dalam kajian politik huk-um 

sendiri diak:ui bahwa hukum dan politik sebenamya terikat dalam satu sistem 

kekuasaan yang sedang berlangsung. Sesuai dengan pendapat diatas, apa yang 

diartikan sebagai politik: hukum nasional, menurut Teuku Mohammad Radie (1973:4) 

adalah 11pemyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang ber!aku 

diwilayahnya, dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. Sedangkan 

Padmo Wah.fono ( 1986: 160) memberikan pengertian politik Hukum nasional sebagai 

suatu kebijaksanaan dasar yang menentukan arab, bentuk maupun isi hukum yang 

akan dibentuk. Selaojutnya dikatakan behwa dari segi lain masalah politik hukum 

ialab mengenai nilai-nila~ penentuan., pengembangan dan pemberian bentuknya. 601 

Dampak dari tiada kepastian hukum yang kuat ini adalah pada terganggunya 

proses peradilan aministrasi. bila dianggap bahwa produk perundangan dijadikan 

pemcrintah untuk mengrunbil tindakan-tindakan administratif dan temyata tindakan 

61,16lbrd, him. 155-1:56, 
t111lbid,.hlm. 157-158. 
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tersebut merugikan banyak pihak. Sementara Mabkamah Agung sendiri belum 

melakukanjudicial review terbadap produk hukum yang paradoksal itu. 

Adapun peristiwa hukum yang timbul dalam lapangan hukum administrasi 

nagara yang menjadl kompetensi peradilan administrasi negara adalah peristiwa yang 

timbul akibat dikeluarkannya peraturan tertulis (beschikking) oleh badan atau p<tiabat 

tata usaha negara, atau karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan oleh badan atau 

p<tiabat tala usaha angara itu, aadangkan itu merupakan wewenangnya. Keputusan 

demik:ian ini disebut ukeputusan negatif'' 603 

Padahal sesungguhnya tiap tindakan pemerintah yang merugikan itu 

umumnya bersandar pada lagalitas peraturan yang !ebib tinggi sebagai pelind~ 

Ambil contoh misainya pada kebijakan pemerintah pada Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban 

Pembayaran Bank Umum. Konsideran yang ada pada kebijakan ini jelas mengacu 

pada undang-undang yang ada diotasnya. Dan ketika tindakan pernerintah dianggap 

merugikan masyarakat banyak:, lalu masyarakat ingin melakukan peradilan 

adrniniatrasi akan menghadapi masalah ketika dasar hukum yang dipakai kodua belah 

pihak sama-sama kuat. Inilah Uustrasi bagaimana ketika sebuah sistem hukum yang 

diatas pada sektor tertentu temyata tidak memberikan kepastian hukum. Dalam 

konteks ini justru hukum yang ada semakin jauh dari pemenuhan kebutuhan rasa 

kcadHan itu sendili 

Seperti telah banyak disinggung pada bagian terriahulo, bahwa kebijakan 

publik, seperti apa.pun fleksibel dan bervariasinya, tetap ia harus mengacu pada 

koridor hukurn yang telah ada. Kebijakan poblik banya diberikan makaud dasar 

substansi produk hukum yang dibuat. Meskipun ia bo leh mengambil jalan yang 

berbeda, namun ia tidak boleh secara fundamental berseberangan dengan kehendak 

dan maksud dasar dari produk hulrum yang ada di atasnya. 

tomMarbun, dalam H. Muchsin dan Fadillah Putnt, ibid, him, 159· '60. 
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Se!anjutnya, dalam IG!sus kebijakan di sektor perbankan yang ada di 

Indonesia, kita sama-sama menyaksikan babwa idealitas yang ada itu tidaklab 

sepenubnya dapat tercapai. Dimana seringkali kita melihat kebijakan yang dibuat 

terlampau terpotong-potong dan tidak membentnk sebuab sistematika kebijakan yang 

tertata dan konsisten. Kenyat<!an ini jauh berbeda dengan sifat inkremcntal dari 

sebuab kebijakan publik. Kebijakan publik yang inkremental memang terjadi 

fragmentasi di dalamnya, namun, fregmentasi yang ada itu tetap merupakan sebuab 

aliran yang konsisten dan jelas ujung pangkalnys. 

Pada tabun 1975 Fakultas Huktuu UDiversitas Padjadjaran di Bandung 

mandapat tugas dari Badan Pernhinaan Huktuu Nasional untnk mengadakan 

inventarisasi dan sistematisasi daripada peraturan-peraturan Hukum Ekonomi 

l'emhangunan Sosial. Dari analisa herdasarkan cara pemlldran di alas ternyata, babwa 

semua bidang-bidang ysng diteli!~ yaitu hukum Perserikatan, buktuu Tanab, 

Perhuruban, Penanaman Modal Asing, Perkreditan ill dalam Nege~ Kradit dan 

Bantuan Luar Neg~ Asuransi ekspor-impor, Pengangkutan, Pertambangan dan 

Perumaban, pada umumnya didasari pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (termasuk TAP MPRS XXlll/MPRS/1996} dan 

Rencana Pembangurum Lima Tabun I dan II. Sedang bidang-bidang buktuu Ekonomi 

yang erat hubungannya dengan perataan hasil pembangunan ekonomi nasional itu 

berdasarkan pada 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945)."" 

Da!am rangka analisis peraturan-peraturan hukum di bidang Hokum Ekonomi 

itu oleh Ttm Penelitijuga berhasil disimpulkan bahwa:6
:
0 

1. Rencana-rencana Pembangunan Lima Tahun telah menjadi penyebab utama 

timbu[nya kaidah~kaidah hukum ekonomi Indonesia. 

2. Kaidah~kaidah hukum yang baru untuk sebagian besar tidak lagi berpegangan 

pada asas~as:as hukum perdata rnaupun publik yang konvensionaL Akan tetapi 

fhl BPHN, Simpcsium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional. Bandung:. Percetakan Ekonomi, 
1980, him. 21. 

6w Ibid. 
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dengan timbulnya kebutuban-kebutuhan baru timbulah pula kaidah-kaidah baru 

dan pranata-pranata baru yang sulit sekali di kategorikan ke dalam sistem hnknm 

perdata atanpun sistem buknm publik yang konvensionaL 

Di samping itu kedua Proyek Penelitian Hukum Ekonomi di alaS im, juga 

berhasil menemukan bahwa Hukum Ekonorni Indonesia mempunyai dua aspek, 

yaitu:6Il 

I. Aspek pengaturan usaha-usaha pembahgunan ekonomi dahun arti peningkatan 

kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan, dan 

2, Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian dalam basil pembangunan ekonomi 

secara merata di antara seiuruh lapisan masyarakat. sehingga setiap warga negara 

Indonesia dapat menikmati basil-basil pembangunan ekomomi tersebut, Oengan 

1ain perkataan: aspek pengaturan usaha perataan hasiJ pembangunan ekonomi ini 

bertujuao agar SlJ~H'~Ya pemhangunan ekmmnrl itu s:e-ndiri \x>.rlangsung dP.ngan 

tetap menjunjung tinggi (jadi tanpa mengakibatkan) martabat kemanusaiaan 

(human dignity} manusia Indonesia; karena pembangunan itu bertujuan mencapai 

keadilan sosial (sila kelima Pancasila) yang berprikemanusiaan (sila kedua 

Pancasila). 

Hnknm Ekooomi Indonesia adalah keselurahan kaidah-kaidah dan putw;an

putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di 

Indonesia. Dalam hal ini, karena ekonomi Indonesia sudah merupakan suatu 

Verwaltiungswirt.sachft maka kaidah itu merupakan kaidah~kaidah hukum perdata 

atau kaidab hukum publik. 611 Schrans membagi hukum ekonomi sebagai berlkut:613 

1. Dasar-dasar hukum ekonomi (de juridische grondslagen van het economisch 

recht) yang menyangkut asas-asas pasar bebas. kaidah-kaidah mengenai hak 

mHik dan kontrak serta kaidah-kaidah mengenai pertanggungjawaban. 

411 Ibid. him. 23. 
(.J:> !bid, him. 33. 
t.!:> Ibid. 
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2. Kedudukan hokum pelaku-pelaku di bidang ekonomi (het statunt van de 

economische agenten), seperti kaidah-kaidah mengenal perusahaan swasta 

maupun perusahaan negw:a, perusahaan nasionallllllllpun asing, dan sebagainya. 

3. Kaidah'kaidah Hokum Elronomi yang secara khusus memperhatikan kepentingan 

umnm (het economisrecht ordeningsrecht) seperti kaidah-kaidah yang mencegah 

persaingan yang tuk wajar, kaidah-kaidah antitrust, perlinduagan terhadap 

konsumen, dan lain-laia 

4. Kaidah-kaidah yang menyangkut stroklur organisasi yang mendukung 

kebijuksa:naan ekonomi pemerintah. 

5. Kaidah-kaidah yuag meogarah kahidupan perekonomian (het economisch 

doe/matigheidsrecht), seperti : 

a. KebijukSl!llllllll korljunktur (harga-harga peredaran uang, puag!!Wasan terbadup 

!credit, perdagangan intemasional, penjualan barang-barang dan jasa-j!l$1l. 

kep!i<la negnra, fiakal). 

b. Kebijaksanaan mengenai struktur ekonomi seperti keputusan-keputusan 

Dewan Perwakilan Stabilitas Ekonomi mengenai perlindungan golonga:n 

ekonomi lemah, peningkatan pasar modal, asuransi tenaga kerja dan lain-lain. 

c. Penegakan Hukum Ekonomi (sanksi-sanks:i, insentit dan lain-lain). 

Sampai saat ini di Indonesia agakuya masih berlaku faham bahwa hukum 

hanya dapat mengikuti perl<embangan masyarukat, sebeb biasanya dikatakan bahwa 

hokum itu telah selalu hinkl cchter de feitenaan. Cara berfikir semacam ini di 

kalangan sarjana hukum didasarkan pada dua ajaran yang lebih mendmili daging dan 

dianggap sebagai kebenanm-kebenaran yang mutlak. Pertamaf ajaran mazhab sejarah 

yang kemukakan oleh Von Savigny, bahwa hukum itu dibuat, akan tetapi tumbuh 

bersama-sama dengan masyarakat yang bernangkutan (Das Recht wird ric!tt gemacht, 

aber ist und wird mit dem Volke). Kedua} ajaran Ter Har yang dikenal sebagai Teori 

Keputusan (Besllssingenleer). yang mengemukakan bahwa hanya kebiasaan

kebiasaan yang diukni oleh para pengnasa (kepala ada!) didalam keputusan

keputusannya itulah yang merupakan hukum. Dengan dernikian maka hanyalah 
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kaidah-kaidah yang sudah merupakan kebiasaan di dalam masyarakat saja, yang 

mungkin akan menjadi kaidah hukum. Karena suatu kebiasaan hanya dapat tumbuh 

hila suatu peraturan tctjadi seoara berulang-ulang, maka kaidah-kaidah hukum yang 

dapat tumbuh, juga akan hanya dapat mmyangkut hukum yang dapat tumbuh, juga 

hanya akan dapat menyangkut peristiwa yang sudah biasa terjadi atau pemah dialami 

di dalam masyarakat tersebut. Dengan laiu perkataan, menurut filbam ini tidak 

mungkin akan dapat timbul atau diadakan kaidah-kaidah bukum yang mengatur 

peristiwa-pcristiwa yang belum pernab terjadi didalam masyarakat kita. 

Maka tidaklah mengeherankan apabila di da1am suatn seminar hukum di 

Jakarta pada akhir tahun 1972, seorang tolroh pendidian hukum dengan penah 

keyakinan mengemukakan : "Biarlah kita {sarjana hukum) bctjalan di belakang saja. 

Memang itu tngas kita". 

_ Dengan d~ian, penyusunan atau RUU. b.erdasarkan penelitian historis1 

bahkao berdasarkan penelitian sosiologis sekalipun, kini tidak lagi memadai Karena 

suatu RUU yang hanya semata~mata didasarkan pada penelitian sosioJogi belaY...a, 

yaitu yang didasarkan pada apa yang menjadi kebutuban masyarakat masa kini, 

suidah ketinggalan zaman {out of date) pad a saat ia mulai dinyatakan berlaku; apalagi 

bebcrapa tahun sesudah itu. Kiranya hal 1ni membuldikan, bahwa sikap lama y.ang 

berdasar:kan ajaran Von Savigny, atau Ter Haar, yang menyatakan bahwa suatu 

kaidah hukum hams terlebih dabuJui diakui sebagai sesuatu kebiasaan di dalam 

masyarakat, sehingga sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarak:at yang 

bersangkutan, kini tidak dapat lagi diandalkan dalam suasana pembangunan nasional 

yang berencana menuju pembentukan sistem hukum nasional. Sebab pembentuk 

hukum dan perencana undang-undang kita didalam suasana pembangunan yang 

berencana tidak lagi hanya perlu meningkatkan status kebjasaan yang sudah berlaku 

didalam masyarakat, menjadi undang-undang atau hukum akan tetapi lebih daripada 

itu, pembentu.k hukum dan perencanaan undang-undang kita harus mampu 

menemukan kaidah-kaidah hukum bagl hubungan-hubungan antar manusia di dalam 

suatu masyarakat yang masih beium terbentuk, tetapi yang menjadi cita-cita bangsa. 
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Dalam pada itu bukum dalam pembangunan ini mempunyai empat fungs~ 

antara lain sehagai sarana pembangunan. Dalam Repelita II dikatakan babwa : 

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung 
lrebutuhan-lrebutuhan hukum ..... menurut tinglalt lremajuan pembungunan di 
segala bidang sehingga tercapai ketertibtm dan kepastian hukum sebagai 
prasarona ......••• kearah peningfwflln pembinaan ketentuan bangsa, sekaligus 
ber:fongsi sebagai sarona pembangunan yang menyelurnh. 

Ini bera.'ii bahwa pembangunan hukum itu perlu dilakukan sedemikian rupa, 

sehingga mampu menciptakan suatu sistem bukum pembangunan nasiona~ 

seba.gaimana di bidang ekonomi sedang dh:vujudkan suatu sistem ekonomi 

pembangunan llllSional, dan bidang administrasi negara kita sedang menuju suatu 

sistem administrasi pembangunan nasional untuk pada akhiranya mencapai ketahanan 

nasional di segala bidang, baik secara fis.ik maupun budaya, yang tidak mampu 

mempertahankan dlri terbadap berbagai bentuk serangan dari luar, maupun dalam 

negeri yang membahayakan keutuhan negara dan kesatuan bangsa akan tetapi bahkan 

mampu tl.'mlS meningkatkan taraf hidup se[iap warga negara mencerdaskan bangsa 

dan menunjukkan kesejahteraan umum dengan tetap memelihara dan menegakkan 

keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. 

Apabiia dalam masyarakat yang bdum atau tidak mempunyai rencana 

pembangunan, seperti didalam masyarakat tradisionalnya atau daiam masyarakat 

modem yang liberal, pembentukan dan pengembangan hukum terjadi sesudah 

terbentuknya kebiasaan dan kebiasaan hukum, maka dalam :masyarak.at yang 

membangun secara berencanan pembentukan hukum justru harus mendahului 

petaksanakaan pembangunan dilain-iain bidang~ untuk: meiancarkan pernbangunan di 

bidang itu dan terutama untuk menjaga agar supaya pembangunan masyarak:at itu 

tidak akan mengak:ibatkan ketirlakadilan didaiam masyarakat, tetapi tetap akan 

menegakkan keadilan dida)am masyarakat. sekalipun hubungan-hubungan :rnasytak:at 

dan huhungan antar manusia mengalami perubat.an yang terus menerus. 

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi diseOabkan oleh : 

Univentas Jndonesia 



263 

1. Luasnya wilayah ncgara dib<mdingkan dengan negara-negara tetangga kita; 

tambahan pula fun:nasi negara kita yang terdiri dari beratus-rallls pulau; 

2. Banyaknya penduduk yang juga sangat heterogen sifut dan Jatar belakang 

kebudayaannya; 

3. Sangat tipisnya dana yang ternedia untnk pembangurum; 

4. Sangat sedikitnya tennga abli dan rendalmya tingkat pendidikan di segala bidang; 

5. Takanan pnlitik, ekonomi dan militer dari dunia !nor Indonesia yang 

mempeegaruhi kehidupan Indonesia di segala bidang, 

Adanya berbagai kesulitan itu berakibat bahwa setiBp perbaikan di satu pihak 

mudah menyebakan kemundumn atau ketidakadilan di lain pihak. Sebab itu maka 

perencanaan yang diteliti dan pengaturan yang adil dalam usaha pembangunan kita 

merupakan conditio sine gua non. Karena selain mengatur ketertiban masya.rakat, 

kaidah-kaidab hukum di negara kita masih harus memboka jalan dan saluran baru 

dabun sistem kebidupan masyarakat, kaidab-kaidab hui:.UIIl di negara kita masih horus 

membuka jalan dan saluran baru dalam sistem pembagunan dapat berlansung dengan 

Jancar, tanpa mengakibatkan berbagai kepincangan masyarakat dan ketidakadiJan., 

sebagaimana terjadi dalam masyarakat Inggris, Amerika dan lain-lain di abad-abad 

yang lain, 

Sehuhungan dengan itu, maka menjadi penting bagi pemhuat peraturan 

perundang-undangan untuk memperhatikan unsur-unsur good governance dalam 

melaksanakan tugas pengaturan se.bagai bagian dari fungsi pelayanan public. Manurut 

Gambir Bhatta unsur-unsur utama "governance" yaitu: akuntabilitas, (accountability). 

transparansi (transparency) keterbukaan (opennes), dan aturan hukum (rule of law) 

ditambah dengan kompetensi manajemen (management competence) dan hak-hak 

asasi manusia (human right).614 

~ 14 Sedarmayanti. Good Governance (Kepcmerintahan Yang Batk}. Bandung: Mandar Maju. 2004, 
him. 43. 
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Berkaitan dengan prinsip~prinsip kepemerintahan yang baik, maka ernpat 

unsur utama yang dapat memberi gambaran administrasi 

kepemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:615 

I. Akuntabilitas 

publik yang betciri 

Mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak 

selaku penanggang jawab dan penanggung gugat alas segala tindakan dan 

kebijakan yang ditetapkannya. 

2. Transparansi 

Kepemerintaban yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di 

tingkat pusat maupun daerah. . 

3. Keterbukaan 

Prinsip ini mengbandaki teroukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan 

tanggapan dan kritik terhadap pemerintah dan yang dinilainya tidak transparan. 

4. Aturan hukum 

Prinsip ini mengandung arti kepemerintaban yang b>ik mempunyai karakteristik 

berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terbadap sctiap 

kebijakan publik yang dirempuh. 

Disamping itu, UNDP pada tabun 1997 juga mengemukakan babwa 

karakterintik atau prinsip yang harus dianut atau dikembangkan dalam praktak 

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meiiputi 616
: 

1. Partisipasi (Participation) 

Setiap orang atau warga masyarak:at, baik: laki-laki maupun perempuan memiliki 

hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, 

maupun melalui kelembagaan perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan 

aspirasinya masing-masing, 

2. Aturan Hukum (Rule of Law) 

615 lbii(hlm,_4344. 
616 lbid, hlm. 44-4S. 
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Kerangka aturan hukum dan pemndang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan 

dan dipatuhi secam utuh (impartially), terotama aturan bukum tentang hak azasi 

manusia. 

3. Transparansi (Transparency) 

Tnwsparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. 

4. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Setiap institu.si dan prosesnya barns diarahkan pada upaya untuk melayani 

berbagai pihak yang berkepentingan (srokeholders). 

5. Berorientasi Kon.sumen (Consensus Orientation) 

Pemerintaban yang baik (good goverotmce) akan bertindak sebagai penengah 

(mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensu.s 

atau kesempatan y11.11g terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika 

dimuagkinkan juga dapat berlakukan te!hadap berbagai kebijakan dan prosedur 

yang akan Jitctapkan pemerbtah. 

6. Berkeadilan (Equi(Y) 

Pemerintahan yang bail< akan meroberikan kesempatan yang bail< terhadap laki

Jald atau perempuan dalam upaya rnereka untuk rneningkatkan dan memelihara 

kualitas hldupnya, 

7. Eibktifitas dan efisiensi (Effectiveness ant! Efficiency) 

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu 

yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rnelalui pemanfaatan yang sebaik:

baiknya dari berbagai sumber-sumber yang tersedia. 

8. Akuntabilitas (AccounkJbilil)l) 

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan 

masyarakat, madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik 

(masyarakat umum). sebagaJmana halnya kepada publik (masyarakat umum). 

sebagaimana halnya kepada para pemililc (stake holders) 

9. Visi Strategi (Strategic Vision) 
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Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspekstifyang luas danjangka panjang 

tentang penyelengaraan pemerintahan yang baik (goad govermance) dan 

pembangunan manUsia (human development), bersamaan dengan dirasakannya 

kebutuhan untuk pembangunan tersebut. 

10. Saling keterl"'kaan (interrelated) 

Keseluruhan ciri good govennance tersebut sdalah saling memperkuat dan sating 

teikait (mulual/y reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri 

Selanjutnya dalam tulisan yang bertajuk, ''Format Bemegara Menuj'J 

Masyarakat Madani", MUstopadidjaja mengungkapkan bahwa: " .... untak 

mengaktnalisasikan potensi masyarakat, dan untuk mengatasi berbagai permasalaban 

dan kendala yang dihadapi bangsa, perlu dijamin perkembangan kreativitas dan oto

aktivitas masyarakat bangsa yang terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

serta ketabanan dan daya sning perakonomian bangsa". Selain itu, Mustopadidjaja 

merekumendasikan pula agar "Format bernegara menuju masyerakat Madani", 

sebagai sistem penyelenggaraan negarn baik: di daerah., perlu memperhatikan prinsip

prinsip sebagai berikut:617 

L Prinsip Demokrasi dan Pemberdayaan 

Pennyelenggaraan negara yang demokratis adalab pengakw-an dan pengborrnatan 

negara atas hak dan kewajihan warga negara, termasuk kebebasan untuk: 

menentukan pilihan dan mengekspresikan diri se::::ar~ rasional sebagai wujud rnsa 

tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. 

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peranan pemerintah dapat ditingkatkan 

antara Jain melalui: 

a, Pengurangan Hambatan dan kendala bagi keratifitas dan pastisipasi 

masyarakat. 

b. Perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat. 

611 Mustopadidjaja, dalam Sedarmayanti, ibid, hlm, 46. 
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c. Pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam 

memanmatkan dan mendayagunakan sumber produktif yang tersedia sehingga 

mernib"ki nilai tambab tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2, Prinsip Pelayarum 

Upaya pemberdayaan memerluk:an semangat untuk melayani masyarakat, dan 

menjadi mitra masyarakat atau mela.kukan ketjasama dengan · masyarakat. 

Aparatur negara perlu mengbayati makna administrasi publik sebagai wabana 

penyelenggaraa.n pemerintahan negara esensinya adalah melayani pemerintah 

negara yang esensinya adalab "melayani publik'', 

3. Prinsip Transpacansi dan Akuntabilitas 

Aparatur dan sistem manajemen pemerintaban harus mengembangkan 

keterbukaan dau sistem akantabilitas, ham< bersikap terbuka untuk me11dorong 

pimpii1an dan se;luruh suntber daya mall'.Jsia didalanmya betperan dtolam 

mengama1kan dan rnelembagakan kode erik, serta dapat menjadikan mereksa 

dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara, 

Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha melalui peningk:atan pm11slpasi 

dan kemitraan <lapat dilakukan dengan beberapa pendekatan : 

a. Mengembangkan ketetbukaan bir0krasi pemerintah. 

b, Deregolasi dan debirokrisasi poraturan dan prosedur yang mengbembat 

kreativitas dan proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan dan 

penga:wasan pembangunan. 

4. Prinsip Partisipasi 

Dalam hubungan ini, masyarakat hams mendapat kesempatan luas dalam 

berperan serta menghasiJkan barang dan jasa publik (public goods and servicies) 

melalui proses kemitraan dan kebersamaan. Prinsip ini sejalan dengan saiah satu 

prinsip Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992) yaitu .. empowering 

rather than serving". 

5, Prinsip Kemitraan 
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Perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk terwujunya kemitraan dunia usaha 

dengan dunia pernerintahan, serta keserasian dan keseimbangan kemitraan antara 

dunia usaha skala besar, menengah dan kecil prodnksi dan pemasaran barang dan 

jasa, dan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya 

6. Prinsip Desentralisasi 

Pembangnan pada hakikatnya dilasanakan di daerah, karena ito berbagai 

kewenangan yang selarna ini ditangani oleh pemerintah sebagian besar perlu 

diserahkan kepada daerah. 

7. Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hnknm 

Peningkatan pembangurum dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian 

kehijakan dan penmgket pernndang-nndangan, narnun tidsk berarti harus 

mangabaikan kepastian bnknm Diharapkan upaya penataan kehidupan SO!!ial, 

ekonomi dan pnlitik akan terwujmi secant nmntap m;ialan dangan perkembangan 

peradaban masyarakat madani (Civil Society) masyanskat madani menurut 

Mutopadidjaja ( 1999 : 7) adalab Slllltu tatanan masyarakat yang memiliki nilai-nilai 

dasar lcetentum kemerdekaan, bak asasi manusi~ dan martabat manusia, kebangsaan 

demokras~ kemajemukan, kebersarnaan, persatuan, dan kesatuan, kesejahteraan 

bersama, keadiJ~ supremasi hukum. keterbuk.aan. partisipasi, kernitraan., rasional 

ells perbedaan, pendapatan, dan pertanggungjawaban (aknntabilitas) yang seluruhnya 

harus melekat pada setiap lndividu dan isntitusi yang memiliki Jromitmen untuk 

mewujudkannya. 618 

Pembangunan masyarakat adalah proses yang dirancang untuk mcnciptakan 

kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyrakat melalui 

partisipasi aktif mereka, serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa 

mereka. Pembangunan di tingkat desa bersumber pada satu pandangan bahwa 

perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi 

aktif yang luas dan seluruh tingkat masyarakat bawah (grass root) dalam pengambilan 

418 ibid, 
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keputusan dan pelaksanaan tindakan. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya tujuan 

akh.ir, tetapi juga proses untuk mencapai tujuan akhir tersebut sebingga tujuan 

utamanya yakni mengembangkan kemampuan masyarakat dapat berfungsi seoara 

interaktif tujuan akhlr tersebut juga dapat melibatkan diri dalam cara kctjasama alas 

dasar swakazya dan menggunakan proses atau prosedur yang demokratif sebagai 

tujuanpokek.619 

Struktur dan kendisi permasalaban yang selalu dihadapi masyarakat adalah 

kerang aktifuya parti•ipasi warga masyarakat. Biasanya warga masyarakat diikat cleh 

1radiisi yang sifu!nya tertutup dari pengaruh luar. Caranya adalah memotivasi warga 

masyarakat agar terlibat aktif dalam proses paruhahan. Partisipasi aktif seluruh warga 

masyarakat dalam pembangunan tujuan utama proses paruhaban. Sila masyarakat 

dengan kesadaran dan motivasi sudah terlibat aktif; berarti perubehan sudah tercapai. 

Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat beros menjadi 

pelal.-u utarna (subyek) dalam pembanglinaa. Jni membuttlhkao kajian s1rategis yang 

lebih intensiftentang res:trukturisasi sistem s.osiai.620 

Masyarakat banyak memiliki potens~ baik dilihat dan sumber daya yang ada 

maupun dari sumber oosial budaya. Masyarakat memiliki "kekuatan11 yang bila digali 

dan disalurkan akan berobah menjadi energi besar un:tuk mengatasi masaJah mereka. 

Cara menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada di masyrakat menjadi inti 

pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat. faktor terper:thlg 

adalah bagaimana mendukung masyarakat pada posisi pelaku (subyek) pembangunan 

yang aktif, bukan hanya penerima yang parif kornep gerakan pemberdayaan 

masyarakat dalam pembangunan rnengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat 

dengan strategi pokok pernberi kekuatan kepada masyarakat. 

Masyarakat yang lebih memahami kebutuban dan pennasalahan yang 

dihadapi harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhannya. 

Mereka juga dilatih untuk dapat merumuskan rencananya serta melaksanakan 

w1 lbid, him. 118. 
620 Ibid. 
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pembangunan secara mandiri. Gerakan pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan berinti .. dari, oleh dan Wltuk" masyarakat. Partisipasi masyarakat 

dalam melakllanakan gerakan pembangunan harus didorong dan 

ditumbuhkembanglam secara bertahap, dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi 

masyarakat ada!ab semangat solidaritas sosial, yaitu hubuugan sosial yang selalu 

didaserkan pada perasaan no=al, kepercayaan dan cita-cita h= Karena ilu, 

seluruh warga masyarakat harus bekmja sama, saling membantu dan mempunyai 

lwml!men moral dan sosial yang tinggi dalam memasyarakatkan gerakan 

pemberdayaan dalam semua aspek dan tingkatan. Kebcrpihakan pada elwnoml 

rakyat, berarti melakukan serangkaian upaya Wltuk menyusun aturan main ekonoml 

yang adil, yaitu menempa!kan ekonoml rakyat pada posisi yang sama derajat dengan 

usaha menengab dan besar, sehingga persaingan usaha dapat berjalan sehllt. 

Puadbakan tidak berarti memenangkan yuug lemah, tetapi agar parsaingan sebat dan 

s~k:.tbang, .:mtara ekono:::.U kongbmc:at y:.1ng minoritas dan ekonomi rakyat yang 

mayoritas. 621 

Pada tatanan ekonomi makro, pemberdayaan ekonomi rakyat harus 

disinergikan dengan sistem at au kebjjakan pemerintah .. Sistcm a tau kebijakan terse but 

dikategorikan dengan ekonomi kerakyatan,. yaitu kebijakan at au sistem ekonomi yang 

mengikutsertakan selwuh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan nasiona~ 

yaitu mulai dari sistem perencanaan hingga sistem pemantauan dan 

pelaporan.Program '\:emitraan usaha" merupakan program andalan yang 

dipromosik:an pemerintah dalam meningkatkan pertunjukan usaha dan para 

pendukungnya secara setara clan sinergis guna: mencapai tujuan yang tidak hanya 

saling menguntungkan diantara peiaku kemitraan. tetapi juga berrnanfaat bagi semua. 

Dalam kondisi pasar tidak bersaing karena terdistors~ usaha kemitraan hanya 

menguntungkan pihak (produsen) tertentu yang memiliki konsensi atau hak 

monopol~ sementara produsen Iain akan tetap menanggung biaya infiSiensi. 

Konsumen golongan miskin adalah yang paling menderita, karena membayar barga 
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produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebarusnya dibayarkan dalam 

kondisi pasar yang bersaing yang lebih sehat!'"' 

Peranan pemerintah dimasa mendatang di arahk:an sebagai regulator dan 

fasi/itator, antara lain: (i) menyiapkan parangkat aturan yang diperlukan; (ii) 

melaksanakan ''penegakan" huknm dan atnran untuk menciptakan kepastian huknm 

bagi semua pihak; {iii) meningkatkan sarana dan prasarana umum agar mekanisme 

p!!Sar hekelja secara sehat dan efisien; (iv) merumuskan dan melaksanakan 

kebijakSllllllail mukro ekonomi dan menciptukan iklim kondusif untuk perluasan 

kesempatan keija dan kesempatan herusaha; dan (v) merumuakan dan melaksanukan 

program peningkatan kualltas sumber daya manusia. Tujuannya menekan 

"kesenjangan" dan penanggulangan kemiskinan yang ditakukan secara selekti~ 

dengan target grep yang jelas dan menghindari kebijaksanaan ''herpihak" yang 

mendistorsi pasar. 623 

Disamping meningkatkan ~arana dan prasarana WDUJ:ll, diperlukan 

kebijaksanaan pemerintah yang rnampu menricu investasi swasta di wi1ayah 

pedesaan. Deregu1asl dalam birokrasi pelayanan dan perizinan. memangkas pungutan. 

merupakan bentuk insentifyang dapa.t meningkatkan investasi swasta. Disa.mping itu, 

diperlukan hentuk inseariflain (tennasuk pernerintah nntuk menarik arus investasi ke 

pedesaan, misalnya dengan mekanisme karinganan pajak untuk jangka waktu 

tertentu, dimasa datang, Diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang mengarahkan 

arus investasi ke wilayah pedesaan dan wilayah pertumbuhan baru. Langkah ini 

termasuk langkah "keberpihakan" yang dipedukan untuk memacu pertumbuban 

ekonomi dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan"624 

Masalah yang muncul adalah kegiatan atau usaha apa yang perlu 

diprioritaskan pengembangannya diwilayah pedesaan. Dalam memperkuat ekonomi 

masyarakat pedesaan yang panting adalah menyediakan lapangan kerja bagi 

IUZ fbid,h!m, 121. 
tal Ibid. 
04 Ibid. 
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penduduk di pedesaan. Untuk itu prioritas harus diberikan kepada kegiatan usaha 

yang mempunyai keterkaitan yang besar. 

Peningkatan koalitas sumber daya manusia merupakan kond:isi keharusan 

untuk rnemacu pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi merupakan 

prakondisi keharusan untuk mengaktualisasikan kemampuan dan potensi sumber 

daya manusia dapat ditempub melalui pendidikan formal dan non furmal dan 

penyuluban, peningkatan kesebatan dan nutris~ serta penyediaan rangsangan untuk 

berusaha, termru.1lk penyediaan. akses terhdap modal keJja dan pelayanan urnum 

lainnya. Kesejahteraan ditandai dangan edanya kemakmuran, yaitu meningkatnya 

konsumsi yang disebabkan oleb meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat 

karena edanya peningkatan produkai. Setiap warga negara sebagai pelako ekonoud, 

berperan dalam proses pambangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak 

rasional. Artinya yang betprodukai barus lkat menikmati pendapatan dan pengeluaran 

yaog sesnal dengan pengorbarnmoya. Karena kernampuan masyarukat tidak sama dan 

tidak merata, maks pemeriatah betperan penting dalam menciptakan iklim kondusif 

sehingga pelaku ekonomi akan mempunyai kemampuan sama dalam menghasilkan 

dan menikmati basil pembangunan. 625 

Kesejahtem.an rakyat dapat terwujud apabila pembangunan menga.rah ke 

perubahan struktur masya:rakat, yang diawali dan proses peningkatan produksi dan 

distribusi, selanjutnya membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja menciptakan 

pendapatan dan kesempatan untuk meningkatkan tabungan yang digunakan untuk 

pembentukan modal bagi perubaban teknologi. Perubahan tekoclog~ akbirnya akan 

kembali menciptakan kesempatan kerja yang luas. Proses ini harus. berja)an 

berk:esinambungan sehingga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat akan terwujud. 

Pemberdayaan dan partisipasi merupak:an strategi yang sangat petensial dalam 

rangka meningkatkan ekonomi, sosia! dan transfurmasi budaya. Proses ini akhirnya 

dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Cara menggali dan 

625 Ibid, him. 123. 
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memberdayakan somber daya yang ada dimasyarakat menjadi inti dan pemberdayaan 

masyarakat. Gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengu.tamakan 

inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pekok, memberi kekuatan lrepada 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan peneiptaan kesempatan 

kerja dan peluang berusaha yang dapat memberikan pendapatan yang memadai bagi 

masyarakat, dan akbimya dapat meningkatkan kesejahteraan S05ial bagi seluruh 

ralcyat."' 

Selanjutnya dikemukakan pula peran hukum administrasi negara dalam 

kegiatan usaha perbankon. Hubungan yang perlu kita ketahui mengenai masalah 

administrasi negara daJam kegiatan perbankan, yaim pada bagian kegiatan perbankan 

yang memerlukan penetapan administrasi negara yang bersifat yuridis, misalnya, 

mengenai perizinan untuk mendirik:an dan menjalankan usaha bank. 

Mendirikan dan untuk roenjahtukan usaha sebuah bank ditentnkan oleh 

undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

sebelum mendirik:an bank harus terlcbih dahulu memiliki izin dari Menteri Keuangan, 

narnun bardasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tabun 1998 tentang perubahan alas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan maka sekarang izin 

mendirikan bank diberikan olab Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam hal ini 

bertindak sebagai suatu lembaga yang rnengemban tugas urusan pemerintahan. Oleh 

karena itu, dapat dikategorikan sehagai badan sebagaimana dimaksud dalam 

ke!eotuan Pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaba Negaru. 

Pengurusa.n kegiatan perbankan oleh Bank Indonesia merupakan suatu 

gambaran adanya strategi dan teknik yang dipergunakan untuk pengendalian kegiatan 

perbankan, Dengan perkataan lain. melalui sistem perizinan tersebut dilakukan 

campur tangan kcdalam proses jalannya keglatan perbankan, Disinilah pentingnya 

"""Ibid, hlnl. 125. 
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kita mengetahui dan memahami hukum administrasi negara daiam menjalaukan 

kegiatan. 

Kegiatan perbankan tidak akan terlepas dari empot macam perbuatan hukum 

di atas, hanya saja yang paling banyak bersinggtmgan dengan kehidupan perbankan, 

yaitu penetapan dan norma~norma jabaran. Penetap~ misalnya akan menyangkut 

kegiatan pefbankan berupa perizirum dan dispensasi. Izin merupakan bagian penting 

untuk mendirikan dan menjalankan usaha perbankan. !Carenanya, pihak bank perlu 

mengetahui rinctan dari syarat->yarnt kriteria dan yang Jainnya guna dipenuhl oleb 

pemohon untak memperoleh izin tersehut. Adapun dispensasi dibidang perbaakan, 

contobnya pengecualian yang hisa diperoleh Bank Perkreditan Rakyat dalam hal 

andit dengan tidak perlu oleh akuntansi publik, pengecualian ini meoybnpangi 

ketentuan sehagabnaoa dbnaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Undang-Undeng Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perhankrm, yaitu dalom hal kewajihan pengauditan oleh akuntan 

publik pada neraca serta perhitu.ngan labalrugi tahunan. 

Norma jabaran adalah suatu perbuatan hukum dari penguasa administrnsi 

negara Wltuk membuat supa.ya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang 

konlcret dan praktis dan dapat diterapkan mennrut waktu dan ternpat. Penormaan 

jabaran bukanlah penetapan (bechiking), melainkan suatu sarana untuk membuat 

suatu ketentuan umum perundang-nndangan dapat diterapkan kedalam prnktik. Hal 

ini terlihat jelas kewenangan mengatur atau membuatlmenerbitkan peraturan yang 

rnr.rupakan pelaksanaan undang-undang. Selain itu, disertai pula kemungkinan 

pemberian sanksi administrasi. 

Bank Indonesia pada waktu yang lalu dan juga saat ini memberikan norma 

jabaran yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk surat erlaran atau surat instruksi 

dinas. Meskipun demik:ian, hal tersebut tetap dimaksudkan untuk mempunyai akibat

akibat hukum serta mengikat para pihak: yang bersangkutan kepada penguasa 

administrasi negara sehingga ketidaktaatan kepada ataupun peianggaran terhadap 

norma jabaran seperti sural edaran. bauyak dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 
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Misalnya, sUm! edaran rnengenai Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan 

Publikasi (SEBI Nomor 27/5/UPPB taoggal25 Januari 1995), dau sebagainya. 

Hukum rnudern mernpunyai sillrt dan instrumental, yaitu bahwa hukum 

sebagai sarana perubahan, hukum akan mernbawakan perubahan-perubahan melalui 

pernbuatan perundang-undangan yang dijadikaan sebagai sarana menyalurkan 

kebijakan-kebijakan yang dengan demilcian bisa herarti menciptakan keadaan

keadaarl. yang barn atau mengubah sesuatu yang sudah ada. Dari sini terlihat peranan 

aktif dari bukum, yaitu dipakai sebagai sarana untuk menimbulkan akibat tertentu. 

Y aim tujuan yang dikehendaki. Hanya saja demi tereapalnya fungsi tersebut, 

bakerjanya hukum tidak bisa dibebankan pada isi perundang-undangannya saja, tetapi 

juga aparat birokrasinya yang lebih dltuntut untuk aktif dalam pelaksanaannya. 

Dengan demikian, penguasaan dan pengetehuan yang lebih seksama mengenai 

perbankan merupakan tuntutan yang tidak dapat ditinggalkan. 

Di Indonesia padangan instrumental mengenai hukum ini kelihatan lebih 

nyata diterapkan mulai Repelita Kedua (1973-1979) dan torus diterapkan dengan 

segala perbaikannya sampai sekarang. Pandangan ini terlihat dari gerak pembinaan 

bidang hukum yang diarahkan untuk menampnng kebutuhan-kebntuhan hukum 

sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi 

menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai 

ket<rtiban dan kepastiau hukurn. 

Melihat dari tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

dan Undang-Undang perubahannya terlihat jelas, bahwa perbankan diarahkan untuk 

mendukung kesinambungan dan peningkatan petaksanaan pembangunan, juga agar 

mampu :rnenampung tuntutan jasa perbankan sehingga mampu berperan secara lebih 

baik dalam mendukung proses pembangunan. Selain itu perhankan pun tetap 

memiliki si.kap tanggap terhadap lingkungan sekitamya sehingga dapat berperan 

dalam peningkatan taraf hldup rakyat banyak, pemerataan pembangunan. dan hasil

hasilnya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat 

Univeritas lndonesia 



276 

terwujud secara lebih nyata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu kita akan 

melihat bahwa sifat dan fungsi hukum yang instrumental itu telah diterapkan dengan 

baik dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang

Undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999. 

Temyata Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak 

hanya menginginkan tetjadinya perubahan strukturaal dalam kelembagaan badan 

usaha perbankan, juga memungkinkan teljadinya perubahan-perubahan yang lain, 

rnisalnya jenis bank yang hanya mengakui jenis bank umum dan Bank Perirreditan 

Rakyat, permodalan, tatacara mengkonsolidasi dan akuisisi dan perubahan lainnya 

Hal-hal yang membuat terjadinya perubahan setelah adanya suatu undang-undang 

dapat kita lihat juga adanya pembahan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank indonesia beserta Undang-Undang perubahannya, yaitu 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Jelaslah berdasarkan kenyataan tersebut 

bahwa perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

melalui kelembagaan perbankan tersebut, kita di Indonesia pun temyata 

menggantungkan harapan pada kemampuan hukum untuk turut menangarunya. 

Dengan demikian terlihat nyata bahwa hukum mempunyai peranan yang besar untuk 

dan dalam kehidupan perbankan yang sehat, yang akan membawa pada kesejahteraan 

masyarakat. 

Menurut Ahmad Subardjo yang rnengemukakan pendapatnya berdasarkan ide 

dari pendapat Von Savigny tentang peran hukurn sebagai bagian atau bingkisan dari 

kehidupan nasional bahwa hukum seharusnya terlepas dari kedudukannya dalam 

budaya dan dijauhkan dari ikatan sejarah negara karena mcnurut Von Savigny 

"hukum itu akan tercipta dan eksis bersama dengan masyarakat-nya". 627 

Bilamana hukum itu dilihat sebagai su&tu rangkaian proses maka segala 

peraturan-peraturan yang ada pada suatu saat tidak bisa dinilai sebagai suatu 

627 Peter J. Bums, dalam Salya Arinanlo, op. cit., hlm. 338. 
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peratW1Ul yang telah rampung (final) melai:nkan senantiasa harus dimonitor untuk 

melihat sampai dimana efektifitasnya dari peraturan tersebut. Oleh karena itu 

didalamnya pera.nannya sebagai alat pembaharuan masyarakat adalah sangat penting 

sekali peranan dati. pada umpan balik (feedback) agar peraturan dimaksud se!lllllliasa 

dapat disesualkan dengan keadaan yang timbul dalam masyarakat."" 

Sebagaimana dikemukakan diatas maka melalui pendekatan yang betsifat 

sosiologis ini hukarn tidak lagi dikonpensasi sebagai suatu gejala normatif otonom 

alum tetapi sebagai suatu rangkaian dari proses pengkaidaban. Disini hukum dilihat 

sebagai satu lembaga "Lembaga Sosial" (social instifuti<ln) yang seeara rill 

mempunyai kaitan dengan berbagai variable sosial lainnya. Di•ini hukarn sebagai 

suatu gejala sosio emperik dipandang sebagai suatu independent variable yang dapat 

menimbulkan berbagai aspek-aspek kebidnpan sosial labmya daiarn mnsyarakat dan 

sekaligns juga sebagai dependent variable yaitn sebagai basil dari berbagai kakuasaan 

sosial dalanl suatu proses. kemasyara.k:at.an. 6::
9 

Denga..> melalui pendekatan sebagaimana yang terurai diatas maka kita akan 

dapat untuk selalu mengkaitkan studi tentang huk:um dengan proses pembangunan 

yang sedang digalakkan di negara kita dimana hukum tidak hanya diperlnkan sebagai 

dependent variable, Adalah jelas bahwa hukum merupakan hasil dari kristalisasi dari 

berbagai kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, kekuatan 

mana juga secara nyata dapat meruberi bentuk dalam menentukan wujud dari satu 

segi maka hukum dalam posisinya sehagai suatu dependetlt variable, adalah jelas 

bahwa hukwn adalah merupakan hasH kristalisasi dari berbagai kek:uatan sosial yang 

ada dalam masyarak:at yang bersangkutan, kekuatan mana juga secara nyata dapat 

memberi bentuk dalam menentukan wujud dari pad a ketentuan huknm yang berlaku 

daiam masyarakat yang bersangkutan. Hal yang demildan sudah lama dialihkan oleh 

oWl Abdurmhman, foe. cil, him, 23, 
62 ~ Ibid, hlm, 23-24. 
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Von Savigny 4'Das recht wimd nicht gemacht, es ist und ·wird mit dem vcllal' (hukum 

itu tidak dibentuk melainkan ia tumbuh dan berkembang bersama dengan rakyat).630 

Akan tetapi bilamana hnkum itu dilibat dari sudnt yang lain yaitu sebagai 

SUI!tu independent variable maka hnkum itu akan dapat meneatukan bentak dan arab 

daripada pembangunan bnkan h!IIlya sekadar sesuatu yang hanya dapat berproses 

karena meresp<>ns Pembaagnnan. Di sini hnkum dilihat dalam p<>sisi logisnya sebagai 

fuktor yang aktif dan krcatifyang ilrut membarikan arah kepada Pembangnnan. 

Dari penelaahan kita mengenai hubungan antara hukum disatu pihak dan 

pembangunan nasional di lain pihak, kita dapat menyatakan bahwa hnkum itu 

mcngandung suatu kernarnpuan untuk menerbitkan efek positif terbadap proses 

pembangunan yang memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan 

pembangunan. Oleh karena itu dalam mosyarakat yang sedang mcmbangnn 

sebagaiman halnya di negara ltita hnkum harnslab berorientasi ke masa depan 

(forward looking) bnkan berorientasi ke masa lampau (backward lokking) 

sebagabnana halnya dengan masyarakat kita sebe!um kemerdekaan, hal yang 

demildan memerlnkao studi yang !ebih mendalam !agi mengenai Hukum dan 

Pernhangunan da!arn rangka menernpatkan hukum sehagai sarana penunjang 

pernbangunan 

Dalam Pasal4 ayat (3) UU Bl dinyatakan antara lain bahwa Bl adalah bank 

sentral Republik Indonesia dan hadan hukum pub!ik yang berwenang menetapkan 

peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya631
• PBI adalah salah 

satu alat (a tool) yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai tujuan dan 

melaksanakan tugasnya dibidang moneter, perbankan, dan sistem pembaya.ran 

nasional. Tujuan dan tugas tersebut adalah bagian integral dalam rangk:a pelaksanaan 

pembangunan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan peran Bank Indonesia dalam 

pembangunan ekonomi lndonesia tersehut adalah bagian dm'i fungsi pengaturan 

(>'egu/at1)1y fimctian) Bank Indonesia. Bagaimana kedudnkan PB! tersebut dalam 

63tllhid, hlm, 24. 
631Jbid. 
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stmktur sistem hukum nasional menurut hierarki pemturan perundang-undangan 

Indonesia. 

Sementara itu, menurut UU No. 10 Talmo 2004 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, PBI (termasuk peraturan yang dikeluarkan oleb 

lembaga lainnya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamab Agung, Badan 

Pernerikaa Keuangan, dan Mahkamab Konstitusi), tirlak jelas kedudukannya dalam 

bierarki peratur:m perundang-uo.dangan Indonesia. Walaupun UU No. ·10 Tabun 2004 

mengakui keberadaan PB! sebagai bagian dari peratunm perundang-undangan 

Indonesia, namun dalam Pasal 7 ayat (5) uo.dang-uo.dang tersebut ditegaskan babwa 

PBI tidak boleh bertentangan dengan hiorarki peraturan peraturan perundang

uo.dangan yang telab ditetapkan dalam uo.dang-undang dimaksud yaitu UUD 1945, 

Uadang-Undang!Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan 

Daerah. 

Menumt Burg. the rapid economic development sought by Third World 

ccr.mtrielt wuld required an eifoctive legal frameVYOrk632
• Agar pelaksanaan 

rogulatory jUnction Bank Indonesia sebagai wujud peran Bank Indonesia rlalam 

pembanganan ekonomi Indonesia memperoleh kejelasan dan tidak bertentangan 

dengan hicrnrki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta untuk merealisasikan 

pendapat Burg tersebut di atas, perlu pendalaman lebih jauh tentang bierarki 

peraturan perundang-unda.ngan Indonesia tersebut dl atas dikaitkan dengan asas-asas 

hukum yang berlaku seperti pernturan perundang-undangan yang lebih rendab tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan 

untuk suatu materi pengaturan yang sama. peraturan yang bersifat khusus diutarnakan 

peJaksanaanya dart peraturan yang bersifat umum. 

Manifestasi dari fungsi pengaturan yang dimiliki oJeh Bank Indonesia untuk 

menetapkan PBI sebagai bagian dari pembangunan bulrum nasional yang antara lain 

mencenninkan rasa keadilan. menciptakan dan menjamin stabilitas, memperkuat 

63~ Burg, op, eft. 
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sistem hukum, dan menghindari risiko-risiko pengaturan yang tidak diinginkan, maka 

PBI harus sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan penmdang-undangan 

yang ber!aku. Termasuk materi muatannya, harus memperhatikan asas-asas materi 

muatan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan tugas dan 

wewenang Bauk Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting agar Bauk Indonesia dapat 

melaksanakan perannya dengan baik dalam pembangunan ekonomi Indonesia. 

Pentingnya bal tersebut di aras, sejalan pernyatnan Theberge bahwa 

lawmakers must b£ on guard to ensure that their laws are consistent with the needs 

and background of their constituents. If the law does not stay within these bounds, it 

may nm so Jar ahead of its people as In lose its meaning"" dan agar sejalan dengan 

funnulasi yang kemukakan oleh Max Weber dalam rangka pembangunan (industri 

Eropa) bahwa consistency and reinforcement of norms provided by the law 'Were 

essential e!ementi34• 

Adalah suatu kenyataan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan 

melabirkan karakter produk hukurn tertentu di negara tersebut. Dalam negara yang 

konfigurnsi politiknya demokratis, maka produk hukurnnya akan berkarakter 

responsif atau populistik635
• Dalam hal ini, hipotesis tersebut terutarna berlaku untuk 

hukurn-bukurn publik yang mengatur hubungan kekuasaan atau bukurn-hukum 

tentang politik636
• Sebagaimana yang terjadi di Indonesia dalarn dekade terukhir ini, 

peruhahan konfigurasi politik deri otoriter (orde baru) menuju demokrasi, akan 

berimplikasi kepada perubahan karakter produk hukumnya. Walaupun Peraturan 

Bank Indonesia tidak mengatur tentnng hubungan kekuasaan melainkan sebagai 

produk otonom dari rroatu lembaga negara dan badan hukum publik yang ruang 

lingkup berlakunya bersifat nasional, namun karakteristiknya juga harus memenuhi 

unsur-unsur sehagai peraturan perundang-undangan yang bedalru di negara Republik 

633 Leonardl Theberge. up. cit. 
634 Ibid. . 
635Satya Arinanto, "Kumpulan Materl Kuliah Politik Hukum (Disusun dati Berbagai Swnber 

Kepustakaan)", l:ascasarjana Fakultas Hukum Universita.<> Indonesia, Jakarta, 2003, him. 9. 
fiM,fbid., him. 12. 
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Indonesia sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentnkan Peralurnn Perundang-undangan. Produk bukum ternebut, juga hams 

meru:ermiukan rasa keadilan dan memenuhl barapan masyarakat. 

Sebagai subsistem dari p<:<aturan perundang-nndangan negara Rapublik 

Indonesia, maka Peraturan Baal: Indonesia, hams barada dalam kerangka sistem 

hukum Indonesia dan sistem bukum nasionaL Oleh karena itu, benlasarkan deskripsi 

sistem bukum tersebu~ maka perlu pula diperhatikan mengenal kebijakan hukum 

(legal policy) dalam kerangka pernbangunan hukum di Indonesia 

Selain kejelasan landasan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan, 

unsur laiunya yang sapadan dengan itu adalah faktor otoritas lembaga pembentnk 

peraturan perundang-undangan itu seodiri. Hal ini diperlukan untuk mengetalmi 

sejauh mana cukupan kewenangan peraturan perundang-uodangan yang 

dikeluarlcannya dan bagaimana kedudukannya dalam hierarlti peraturan perundang

uodangan yang berlake. 

Bank Indonesia ada1ah bank sentral negara Republik Indonesia yang 

merupakan lembaga negara yang independen dan berada rliluar pemerintah yang juga 

adalah. badan hukum publik, diberi kewenangan oleh UU Bl untuk mengeluarkan 

Peraturan Bank Indonet)ia sebagai ketentuan hukum yang ditetapkannya dan mengikat 

setiap orang atau badan dan dimuat dalarn Lembaran Negara Republik Indonesia637
• 

Disisi lain, burdasarkan Pasal 7 ayat (1) Uodang-Undang No. 10 Tahun ?004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang~Undangan638• jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan negara Republik Indonesia1 Peraturan Bank Indonesia tidak 

termasuk didalamnya. Walaupun dalam ayat (4) ketentuan Pasal 7 undang-undang 

tersebut dinyatakan bah:wa jenis pernturan perundang-undangan selain sebagaimana 

dimaksud pnda ayat (1), dinkui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

611Republik lndonetia, Undang~Undang tentang Bank Indonesia sehagaimana tcialt diubah 
dengQn Undang-unda11g Republik Indot~c.si<J Nnmor 3 Tahun lOtN. op. ell., Pasall angka 8 dan Pasal 
4. 

f.lt>R.I;publik 1ndonesia, Undang-Undang lemang Pembartrtkoll Pero.turan Fenmdang-Undangan, 
V'1J "Nomor 10 Tahun 2004, LN Nomor 53 Tahun2il04, TLN Nomor 4389. 
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mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 

tingg~ namun ketentuan dalam ayat (5) pasal yang sama, menlmbulkan 

ketidakjelasan kllrena dinya!akan kembali bahwa kekuatan huk.um peraturau 

perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarld sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

Apabila dicermati lebib jaub, ketenluan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 10 

1ahun 2004 tersebut di atas, pada dasarnya tidak atau belum mengatur kedudukaa 

Peraturan Bank lndoneaia dalam hie••dd peratunm perundang-Lmdangan dimaksud. 

Dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia, tidaklbelum disetarnkan dengan jenis dan 

hierarki pernturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam ayat (I) 

pasal tersebut. Sebubungan dengan itu, menarik untuk dik:aji tentang otoritas dan 

efektifitas peran BI dalam pembangunan ekonomi Indonesia ditinjau dari segi 1\wgsi 

pengaturannya kllrena produk hukum Bank lndonesia sebagai lembaga negara yang 

diberi kewenangan untuk mengeluarlcan Peratur.m Bank Indonesia dan yang memiliki 

peran penting dalam pernbangunan ekonomi barns dapat memenuhi unsur-unsur 

hukum yang mempersyaratkannya. 

Sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelwnnya hahwa tujuan Bank lodonesia 

adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai ropiah. Adepun tugas Bank 

Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. 

Di eta globalisasi sekarang ini dengan sistem pasar-rtya yang semakin 

terintegrasi dan terbuka~ maka dalam perumusan dan pengeluaran Peraturan Bank 

Indonesia, tidak dapat lagi banya mempertimbangkan sistern dan politik hukum 

nasiona~ tetapi juga perlu disadari akan pernenuhan prinsip-prinsip hukum 

internasiunaJJkonvensl yang terkait dibida.ng moneter,. sistem pembayaran dan 

perbankan sebagaimana yang diatur dahrm konvensi tentang world trade organization 

dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga intemasionaJ lainya seperti 

Bank for International Settlement karena Indonesia adalah anggota dari konvensi dan 
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organisasi ten;ebut. Dalam hal in~ kepentingan nasional dan kedaulatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, adalah posisi akhir yang harus selalu dikedepaukan, 

tern:lllSUk dengan kekuatan optimal yang dapat digunakan melalui keberadaan 

Peratw:an Bank Indonesia. 
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PENUTUP 

5.1 Kcsimpulan 

Berdasarl<an uraian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan dalam bab

bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peraturan Bank Indonesia adalah bukum karena mernenuhi unsur-unsur hukum 

(peraturan perundang-undangan): 

a. Berisi kaidab atau norma yang bersifat mengatut, memberi pctwljuk. memuat 

kewajiban disertai sanksi sebagai upaya untuk melakukan peuindakan jika 

dilanggar dengan tujuon untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat 

dalam rangka rneJaksaruOO:ln aktifitas dan kegiatau perelffinomian di bidang 

moneter, perbanl-an, dan sistem pembaya.ran nasional; 

b. Ditetapkan oleh suatu lembaga yang sah karena organ pembentuknya. Bank 

Indonesia, dibentuk berdasarkan konstitusi (UUD 1945) dan nadang-undang, 

serta dinyatakanldiberi status sebagai b<ldan hakurn publik yang berwenang 

untuk mengeluarkan pernturan (Peraturan Bank Indonesia) dan mengenakan 

sanksi (administratif) dalam batas kewenangannya dalam rangka mencapai 

tujuan dan melaksanakan tugas institusionalnya sebagai lembaga negara dan 

sebagai bank senlnil Republik Indonesia. Kewenangan tersebut, diberikan 

baik secara atributif maupun secara delegatif; dan 

c. Berlaka dan mengikat secara urnum (orang atau bndan) dalam wilayah hukum 

Ncgaca Kesatuan Republik Indonesia. 

Peraturan Bank Indonesia juga merupakan sumber hukum positif dan bagian dari 

sistem hukum nasional karena diakui keberadaannya sebagai salah setu peraturan 

penmdang-undangan dalam wHayall Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

mernpunyai kekuatan mcngikat karena pembuatan/pengeluarannya dipcrintahkan 
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oleh peraturan penmdang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang. 

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Peraturan Bank Indonesia dihnat 

berdasarkao asas-asas hukum yang berlalru dalam sistem hukum Indonesia yang 

selalu bernrientasi dan dijiwai oleh norma-norma hukum yang terdapat da1am 

nndang-unda:ng, UUD 1945, dan fillsafeh Pancasila. 

Disamping itu, Peraturan Bank Indonesia merupakan wujud dan pelaksanaan 

fungsi pengaturan (regu/awry fUnction) yang diberikan kepada dan dimiliki oleh 

Bank Indonesia berdosarkan undang-undong sebagai lembaga yang berwonong 

untnk mengeluarkan peraturan yang mengikat setiap orang atau badan dan dimuat 

dalam Lemberan Negara Republik Indonesia (pernenuhnn asas publisilas). 

Peraturan Bank Indenesia tersebut merupakan legislasi yang didelegasikan 

(delegal£d legislation) atau peraturan perundong-undangan }'llllg dimaksudkan 

untnk melaksanakan amanat atau periateh undang-nndang. Disamping itu, 

k:ewenangan serupa untuk melakukan pengaturan yang berkaitan dengan substansi 

materi yang telah secara tegas diserahkan oleh undang-undang untnk diatur lebih 

lanjut,juga diberik:an dan dimilik.i oleh berbagai bank sentraJ di nega.ra lain dalam 

rangka pencapaian dan efektifitas pelaksanaan tugasnya. 

2. Prasyarat yang diperlukan dalam mengaktualisakan setiap Peraturan Bank 

Indonesia sebagai berikut; 

a. Harus memenuhi dan mengandung nila:i-nilai filosofis. sosiologis~ dan yuridis 

bangsa Indonesia. Selain itu, dalam perumusan norma pengatunmnya. harus 

taat asas dengan menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan pengaturan 

(peraturan penmdang-undongan), dapat diintegrasikan secara tepat ke dalam 

sistem hukum nasional. dan selalu dlevaluasi efektifitas keberlakuannya di 

daJarn masyarakat 1 khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi 

nasional; dan 

b. DaJam pembentukannya harus diJakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

kepemerintanan yang baik (good governance) dan rnenjunjung tinggi rasa 
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keadilan dan kemanfuatannya bagi masyara\alt dengan senantiasa 

memperhatikan ekspektasi dan kebutuhan hukum lllllSyarakat yang akan 

menjadi subyek pelaksana dari seluruh peraturan penmdang-undangan yang 

berlaku baginya. 

Selanjulnya, agar Peraturan Bank Indonesia dapat berfungsi dan diberdayakan 

sebagai sarana hukum yang efek:tif dalam aktivitas pembangunan ekonomi 

nasional, maka: 

a. Setiap Peraturan Bank Indonesia harus selalu eksis dan efuktif dalam 

mendorong gerak laju pembangunan ekonomi nasional yang disusun dan 

dilaksanakan berdasarkan basil koordinasi yang intensif dan hannonis antara 

Bank Indonesia se-laku otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran 

dengan Pemerintah selaku otoritas fiskal dan sektor riil yang juga merupakan 

pengambil keputusan dan penanggungjawab utama dalam merurnuskan 

kebijakan perekonomian dm pembangunan ekonomi na.sional; 

b. Sebagai salah satu peraturan peruadang-undangan yang adalah juga 

merupakan saleb satu sumber hukum positit: Peraturan Bank Indonesia harus 

dapat digunakan sehagai sarana untuk mernperhalki sttuktur dan kondisi 

perekononrian Indonesia yang semakin tcrintegrasi ke dalam sistem 

perekonomian global dengan menggunakan mekanisme pasar sebagai filosofi 

kerjanya. Aktualisasi Peraturan Bank Indonesia tersebut, tidak hanya 

diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan pemhanguna:n ekonomi nasiona1, 

tetapi juga untuk: menciptaka.n stabilitas perekonomian. bahkan secara optimal 

dipakai sebagai sara.na untuk menghadirkan pola pembangunan ekonomi 

nasional yang bercidkan demokrasi dan ekonomi kerakyatan Indonesia; 

c. Pera.turan Bank Indonesia juga sebagai katalisator untuk melakukan 

pengaturan dalam rangka rnenyeimbangkan kebutuhan hukum nasional dan 

tuntutan hukum glohal dari masyarakat intemasional dengan berbagai tujuan 

dan kepentingannya; 
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d. Hierarld dan lrekuatan mengikat dari Peraturan Bank Indonesia, perlu 

dipertegas berdasarkan suam ketenman yang tegas dan jelas dalam suatu 

undang-nndang; dan 

e. Bahwa mjuan akhir yang hendak dlcapai dari dlkeluari<annya suatu Peraturan 

Bank Indonesia adaiah semata-mata pada terhentuknya perekonoarian 

nasional yang koat dan maju nnmk terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia 

(welfare slate). 

5.2 Saran 

Sebagai negara hukum., maka sistem hukum Indonesia yang antarn lain 

dimo:nifestasilrnn melalui petllil!ran perundang-undangan, hendaknya dapat mencakop 

keseluruhan peratunm perundang-undangan ya:ng_ mempunyai dasar hukum ya..qg kuat 

da1am pembentukannya. Sehubungan dengan itu, agar Peraturan Bank Indonsia dapat 

memiliki keduduk.an hukum yang kuat dan jelas sebagai peraturan perundang

undangan yang berlaku secara sah di negara Republik Indonesia, maka eksistensinya 

perlulsaharusnya diperjelos dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peratunm Perundang-undangan. Hal ini mendesak karena apabila tidak diatur dengan 

baik, maka beryotensi menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaan peran Bank 

Jndonesia sehagai bank sentral negara Republik Indonesia dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Di sisi lain, Bank Indonesia juga perlu benar~benar 

mempersiapkan dirinya sehagai lembaga negara, bank sentr~ dan badan hukum 

publik dalam merurnusken dan menjadikan Peraturan Bank Indonesia, tidak hanya 

sebagai sarana yang dapat digunakannya dalam pelak:sanaan pembangunan ekonomi 

nasional tetapi juga Peraturan Bank Indonesia tersebut dapat eksis dan menjadi 

bagian integral dari peraturan perund(lng~undangan Republik Indonesia yang 

memenuhi prinsip~prinsip hukum dalam kerangka s.istem hukum nasional, Amin. 
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